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KATA PENGANTAR
Indikator Kesejahteraan Rakyat 2009 merupakan publikasi tahunan Badan
Pusat Statistik (BPS) penerbitan ke-39 yang menyajikan tingkat perkembangan
kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu dan perbandingannya baik antar provinsi
maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Data yang digunakan
bersumber dari BPS, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan.
Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) keadaan Juli
2009 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) keadaan Agustus 2009.
Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia
dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji
menurut delapan bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan,
ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan,
serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Bidang
kemiskinan dan pembangunan manusia merupakan bab baru yang disajikan mulai edisi
2009.
Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik
dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.
Jakarta, Agustus 2010
Kepala Badan Pusat Statistik
Dr. Rusman Heriawan
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PREFACE
Welfare Indicators 2009 is the 39th edition of the annual publication of BPS-
Statistics Indonesia. It provides welfare status of the Indonesian people, its trends and
variations across provinces and urban/rural areas. The data  provided in this publication
are collected from several sources, such as from BPS, Ministry of National  Education
and Ministry of Health. However, most of the data are derived from the  National Socio
Economic Survey  (Susenas) which refers to the conditions of July 2009, while employment
data are from Labour Force Survey (Sakernas) which refers to the conditions of August
2009.
This publication covers several measurable aspects of human welfares which
certainly refers to the availability of the data concern. The analysis are given in eight
parts, i.e. population, health and nutrition, education, employment, consumption level
and patterns,  housing and environment, poverty, and other social aspects. Poverty and
human development  sector is the new issues presented in this publication.
To all who has contributed in the preparation of this publication, I would like to
express my high appreciation and gratitude.  Finally, we appreciate any  comments on
this publication for further improvement of other similar publications in the future.
Jakarta, August 2010
BPS-Statistics Indonesia
Rusman Heriawan
Chief Statistician
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1  KEPENDUDUKAN
Jumlah penduduk yang besar dan distribusinya yang tidak
merata merupakan masalah kependudukan yang dihadapi
Indonesia. Masalah lainnya yang lebih spesifik adalah angka
fertilitas dan mortalitas yang relatif tinggi, belum lagi kualitas
penduduk yang relatif masih rendah. Kondisi ini menjadikan
penduduk lebih diposisikan sebagai beban dalam proses
pembangunan daripada sebagai modal pembangunan,
sehingga secara makro hal ini dijadikan landasan kebijakan
untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Kebijakan
pembangunan sektor kependudukan memiliki posisi yang amat
strategis karena proses pembangunan pada akhirnya akan
bermuara pada penduduk. Penduduk tidak hanya sebagai obyek
tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Pembangunan
disektor-sektor lain sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam
pembangunan di sektor kependudukan. Diperlukan kebijakan
pembangunan dan kependudukan yang integratif untuk
mengendalikan kualitas dan persebaran serta memperbaiki
kualitas penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan, dan
perekonomiannya.
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan  Rasio Jenis
Kelamin
Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus
Penduduk (SP) 2000 yang bertempat tinggal tetap sudah  lebih
dari 200 juta jiwa, tepatnya sebanyak 205,13 juta jiwa. SP
dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali dan untuk
menjembatani ketersediaan data kependudukan di antara dua
periode sensus, BPS melakukan Survei Penduduk Antar Sensus
(SUPAS), dari hasil SUPAS tahun 2005 menunjukkan bahwa
jumlah penduduk Indonesia telah bertambah menjadi 219,85
juta jiwa. Selanjutnya, berdasarkan hasil SUPAS tahun 2005
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Gambar 1.1. Tingkat Pertumbuhan
Penduduk Indonesia, 1990 - 2009
dilakukan proyeksi penduduk setiap tahun hingga tahun 2025.
Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun
2009 diperkirakan meningkat menjadi 231,37 juta jiwa.
Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada
tahun 2009 diperkirakan meningkat menjadi 231,37 juta jiwa.
Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, maka Indonesia
dihadapkan pada masalah kependudukan yang sangat serius.
Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk
yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk
harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan
program pembangunan yang sedang dan akan terus
dilaksanakan.
Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu
indikator kependudukan yang berguna untuk memprediksi
jumlah penduduk di suatu wilayah di masa  yang akan datang.
Laju pertumbuhan penduduk  yang tinggi, secara langsung akan
menambah jumlah penduduk usia muda dan akan
menimbulkan  permasalahan baru. Secara nasional
pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun
ada kecenderungan menurun. Rata-rata laju pertumbuhan
penduduk Indonesia berdasarkan hasil SP 1990 dan SP 2000
mencapai 1,45 persen per tahun.  Sementara tahun 2000-2005,
Tabel 1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 1990 – 2009
Jumlah Penduduk1) Laju Pertumbuhan Rasio
(Juta) per Tahun (%) Jenis Kelamin
(1) (2) (3) (4)
1990 179,38 99,4
1,45 (1990 - 2000)
2000 205,13 100,5
1,40 (2000 - 2005)
2005 219,85 100,3
1,35 (2000 – 2009)
2009 231,37 100,2
Catatan : 1) Tidak termasuk penduduk y ang tidak bertempat tinggal tetap
Sumber : Proy eksi Penduduk 2005-2025, BPS
Tahun
Dengan jumlah penduduk
mencapai 231,37 juta jiwa
pada tahun 2009 menempatkan
Indonesia sebagai negara
berpenduduk terbanyak ke
empat di dunia.
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laju pertumbuhan penduduk Indonesia turun menjadi 1,40
persen per tahun. Demikian pula selama periode 2000-2009
rata-rata laju pertumbuhan penduduk kembali menurun menjadi
1,35 persen per tahun. Meskipun laju pertumbuhan penduduk
telah dapat ditekan, namun secara absolut pertambahan
penduduk masih cukup besar.
 Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per provinsi  pada
Lampiran I (1) dihitung berdasarkan hasil SP 2000 dan proyeksi
penduduk  dari  hasil SUPAS  2005.  Rata - rata laju pertumbuhan
penduduk  pada jangka waktu 2000-2009 per provinsi sangat
bervariasi. Laju pertumbuhan penduduk terendah dengan nilai
rata-rata pertumbuhan kurang dari 1 persen terjadi di Jawa
Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Barat masing-masing
sebesar 0,57 persen, 0,78 persen dan 0,81 persen per tahun,
sedangkan provinsi-provinsi yang memiliki rata-rata
pertumbuhan sangat tinggi adalah Kepulauan Riau  dengan
rata-rata laju pertumbuhan   sebesar 4,27 persen  per tahun,
diikuti  Provinsi Riau dan Papua Barat masing-masing mencatat
rata-rata laju pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu mencapai
3,46 persen dan 3,43 persen.
Pada tahun 2000 berdasarkan hasil SP-2000, rasio jenis
kelamin penduduk Indonesia sebesar 100,5. Ini berarti bahwa
dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 100,5
penduduk laki-laki atau jumlah penduduk laki-laki di Indonesia
lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Kondisi ini
berbeda dengan pola rasio jenis kelamin sensus sebelumnya,
dimana penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-
laki karena rasio jenis kelamin hasil SP 1990 dibawah 100 atau
tepatnya 99,4. Namun berdasarkan proyeksi SUPAS 2005, pada
tahun 2009 rasio jenis kelamin  penduduk lndonesia di atas
100. Provinsi yang rasio jenis kelaminnya paling tinggi jauh diatas
100 pada tahun 2009 adalah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Riau,  dan Papua Barat. Sedangkan  rasio jenis kelamin
penduduk jauh dari angka 100 adalah Provinsi Nusa Tenggara
Barat dan Sulawesi Selatan (Lampiran I (2)).
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Persebaran dan Kepadatan Penduduk
Persebaran penduduk di Indonesia masih sangat timpang
dan tidak merata, baik persebaran antar pulau, provinsi,
kabupaten maupun antar  wilayah perkotaan dan perdesaan.
Persebaran yang tidak merata sangat berkaitan dengan
permasalahan kemasyarakatan,  daya dukung serta daya
tampung lingkungan/wilayah, juga persoalan penyediaan
kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan, serta tenaga kerjanya.
Pulau Jawa memiliki kepadatan  yang  tinggi  dibandingkan
pulau-pulau lainnya, sehingga perlu penyeimbangan
persebaran penduduk melalui pemerataan pembangunan
wilayah, penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang
jarang penduduknya dan program migrasi penduduk.
Pulau Jawa dengan luas kurang dari 7 persen dari seluruh
luas wilayah daratan Indonesia, pada tahun 2009 dihuni sekitar
57,99 persen  dari jumlah seluruh  penduduk Indonesia.
Walaupun secara persentase penduduk yang tinggal di pulau
Jawa terus menurun setiap tahun, namun secara absolut
kepadatannya terus meningkat.  Kepadatan  penduduk   di  Pulau
Jawa  berdasarkan hasil SP 2000 mencapai 938 jiwa per  km2,
lima tahun kemudian berdasarkan hasil SUPAS 2005 kepadatan
penduduk di Pulau Jawa mengalami peningkatan menjadi 996
Tabel 1.2. Persentase Penduduk di Pulau Jawa dan Kepadatan Penduduk Menurut
Pulau, Tahun 2000 – 2009
% Penduduk
di Pulau
Jawa
Sumatera Jawa
Bali & 
Nusa 
Tenggara
Kalimantan Sulawesi
Maluku dan 
Papua
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2000 59,13  95  938  154  22  77  8
2005 58,60  104  996  166  24  82  9
2009 57,99  111 1 037  177  26  87  10
Tahun
Kepadatan Penduduk (jiwa / km2)
[Diolah dari Hasil SP 2000 dan SUPAS 2005]
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jiwa per  km2.  Dan pada tahun 2009 kepadatannya meningkat
lagi menjadi 1.037 jiwa per  km2 . Pada tahun yang sama
kepadatan penduduk di luar Pulau Jawa baru didiami oleh 111
jiwa setiap km2(Sumatera), pulau Sulawesi baru 87 jiwa per
km2, dan di Pulau Kalimantan kurang dari 30 jiwa setiap km2 .
Kepadatan penduduk masing-masing provinsi yang ada
di Pulau Jawa pada tahun 2009 relatif padat, hampir seluruh
provinsi sudah diatas 1.000 per km2 kecuali Jawa Timur   dihuni
sekitar 798 jiwa per km2. Kepadatan tertinggi di DKI Jakarta
sudah mencapai  12.459 jiwa per km2 dengan luas hanya 0,03
persen dari luas Indonesia.  Sementara itu, kepadatan penduduk
di provinsi luar Pulau Jawa jauh lebih rendah, khususnya di
wilayah Indonesia bagian Timur yaitu Provinsi Papua yang
memiliki wilayah terluas yaitu sekitar 16,70 persen dari seluruh
luas wilayah Indonesia, kepadatannya cukup rendah, hanya
dihuni oleh 7 jiwa per km2  pada tahun 2009. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Lampiran I (3).
Angka Beban Ketergantungan
Dilihat dari struktur umur penduduk Indonesia
menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Indonesia masih
tergolong muda, proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun
masih cukup tinggi walaupun persentasenya berangsur
menurun. Komposisi penduduk berumur 0-14 tahun
berdasarkan hasil SP 2000 mencapai 30,7 persen dan  pada
tahun 2009 turun menjadi 27,0 persen. Sebaliknya proporsi
penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) semakin bertambah
menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dibanding tahun 2000 (4,7
persen). Walau demikian, peningkatan proporsi penduduk usia
lanjut ini tidak sebesar penurunan proporsi penduduk usia muda.
Akibatnya,  semakin kecilnya proporsi penduduk  usia tidak
produktif yaitu yang berumur muda (0-14  tahun) dan umur lanjut
(65 tahun keatas) maka penduduk usia produktif akan semakin
meningkat.
Kepadatan penduduk di luar
Jawa terutama di wilayah
Indonesia Bagian Timur relatif
sangat rendah. Dengan luas
wilayah sekitar 16,70 persen
dari total luas wilayah
Indonesia, kepadatan penduduk
di provinsi Papua tahun 2009
hanya 7 jiwa per km2
0
10
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54.7
50.1
47.2
Gambar 1.2. Angka Beban
Ketergantungan, 2000 - 2009
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Perubahan struktur penduduk tersebut, mempengaruhi
angka beban ketergantungan (dependency ratio) Indonesia.
Pada  tahun 2000, setiap 100 orang penduduk usia produktif
harus  menanggung sekitar 55 penduduk usia tidak produktif.
Angka beban ketergantungan pada tahun 2009 turun menjadi
47,2 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus
menanggung sekitar 47 penduduk usia tidak produktif.  Kondisi
ini merupakan dampak dari  keberhasilan pembangunan bidang
kependudukan.
Fertilitas
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 1980-2000
terlihat bahwa tingkat fertilitas pada wanita usia subur di setiap
kelompok umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR) terus
mengalami penurunan kecuali pada kelompok umur 45-49
tahun yang mengalami peningkatan dari 9  (SP 90) menjadi 12
(SP 2000), namun berdasarkan SUPAS 2005, angka ini
kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan. Usia
subur bagi seorang wanita adalah pada usia 15-49 tahun, karena
pada rentang tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan
anak cukup besar.   Sementara itu,  usia 20-29 tahun merupakan
usia paling produktif untuk melahirkan anak, karena pada usia
tersebut alat-alat reproduksi wanita sudah sangat baik dan
Tabel 1.3. Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan,
                        2000-2009
Tahun 0-14 Tahun 15-64 Tahun 65  Tahun +
Angka Beban 
Ketergantungan 
( jiwa)
(1) (2) (3) (4) (5)
2000 30,7 64,6 4,7 54,7
2005 28,5 66,6 4,9 50,1
2009 27,0 67,9 5,1 47,2
Sumber : Proy eksi Penduduk Indonesia 2005-2025, BPS
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sempurna. Oleh karena itu, maka pada kelompok umur 20-24
tahun dan 25-29 tahun mempunyai tingkat fertilitas tertinggi
dibanding dengan kelompok umur  yang lain (Tabel 1.4).
Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat
fertilitas adalah  Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
dan Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR). Pada Tabel
1.5 terlihat bahwa TFR (hasil Proyeksi Penduduk 2005-2025)
sejak tahun 2007 hingga 2009 tidak mengalami perubahan, yaitu
sebesar 2,2. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya
anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang sudah selesai
masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) adalah 2,2 anak.
Sementara CBR  selama kurun waktu 2007-2009 mengalami
penurunan walaupun sedikit, yaitu 19,0 pada tahun 2007
menjadi 18,5 tahun 2009. Angka ini berarti bahwa telah terjadi
18,5 kelahiran per 1.000 penduduk pada tahun 2009. Angka ini
disebut sebagai Angka Kelahiran Kasar karena pembaginya
adalah seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan.
,
Kelompok 
Umur
SP 80       
(1976-1979) 
SP 90      
(1986-1989) 
SP 2000   
(1996-1999)
SUPAS 051) 
(2000-2005)
(1) (2) (3) (4) (5)
15 – 19 116 71 44 43
20 – 24 248 179 114 115
25 – 29 232 171 122 123
30 – 34 177 129 95 95
35 – 39 104 75 56 53
40 – 44 46 31 26 19
45 – 49 13 9 12 5
Catatan :  1) Proyeksi Penduduk 2005-2015, BPS
( ) menunjukkan tahun rujukan
Tabel 1.4.  Perkembangan ASFR,  1980 – 2005
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Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama
Usia wanita saat melakukan perkawinan pertama
menunjukkan jika semakin muda usia saat perkawinan pertama
semakin besar resiko yang dihadapi wanita tersebut pada saat
melahirkan. Program Keluarga Berencana (KB)  yang
mengendalikan kelahiran dan penundaan usia perkawinan
pertama pada wanita merupakan faktor - faktor yang
mempengaruhi tingkat fertilitas di Indonesia, karena berdampak
memperpendek masa reproduksi mereka.   Dengan memberi
kesempatan kepada wanita untuk bersekolah lebih tinggi dapat
membantu wanita untuk menunda usia perkawinan, terutama
di daerah perdesaan.
Berdasarkan hasil Susenas tahun 2008, secara nasional
ada sekitar 15,06 persen wanita Indonesia yang melakukan
perkawinan pertamanya di usia kurang dari 16 tahun dan pada
tahun 2009 turun menjadi 13,40 persen.  Hal ini diperkirakan
karena meningkatnya kesadaran wanita akan besarnya resiko
melakukan perkawinan di usia muda.  Sebagian besar wanita
melakukan perkawinan pertama pada usia 19-24 tahun yaitu
mencapai 41,33 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun
sebelumnya yaitu 39,90 persen.
Namun demikian, jika dibandingkan menurut wilayah,
persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama di usia
kurang dari 16 tahun di daerah perdesaan lebih tinggi
dibandingkan perkotaan. Pada umumnya di daerah perkotaan
Indikator 
Ferti litas
2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4)
TFR 2,2 2,2 2,2
C B R 19,0 18,8 18,5
Sum ber :  Proy eks i Penduduk  2005-2025,  BPS
T abel 1.5 P erkembangan T FR dan CBR,  2007-2009
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menunjukkan bahwa sebagian besar wanita  melakukan
perkawinan pertama pada usia 19-24 tahun, dimana pada tahun
2008 tercatat sekitar 44,96 persen dan meningkat menjadi 46,28
persen pada tahun 2009. Sedangkan di perdesaan sebagian
besar melakukan perkawinan pertamanya pada usia  16-18
tahun yaitu mencapai 38,50 persen pada tahun 2009 lebih tinggi
sedikit dibandingkan tahun 2008 yaitu 38,43 persen.
Bila dilihat menurut provinsi, persentase wanita yang
melakukan perkawinan pertamanya di usia kurang dari 16 tahun
sangat bervariasi. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2009 yang
dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, provinsi Nusa
Tenggara Timur tercatat memiliki persentase terendah yaitu
sebesar 2,25 persen, sedangkan persentase tertinggi terdapat
di provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Selatan masing-masing
sekitar 19,65 persen dan 18,89 persen. Angka selengkapnya
disajikan pada Lampiran I (5).
Penggunaan Alat/Cara KB
Program KB dari waktu ke waktu sempat mengalami pasang
surut, terutama setelah jatuhnya Orde Baru dan dimulainya Era
Reformasi. Walaupun sempat mengalami stagnan namun
keikutsertaan masyarakat untuk menjadi peserta KB terus
[Diolah dari Hasil Susenas]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 10-15 11,08 9,67 18,58 16,68 15,06 13,40
 16-18 27,68 27,64 38,43 38,50 33,38 33,41
 19-24 44,96 46,28 35,41 36,97 39,90 41,33
   25 + 16,28 16,41 7,58 7,85 11,66 11,86
Tabel 1.6. Persentase Wanita Um ur 10+ Tahun Pern ah Kawin  Menurut Usia
Perkawinan Pertam a dan Daerah   Tem pat Tin ggal, 2008 dan 2009
K elom pok Um ur
Perkotaan Perd esaan
Perkotaan  + 
Perdesaan
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bertambah. Salah satu faktor  yang penting diperhatikan dalam
layanan KB adalah faktor informasi. Karena informasi yang
memadai dapat  memberikan berbagai  keterangan mengenai
metode KB yang dapat membantu calon akseptor untuk
menentukan pilihan alat kontrasepsi dan dapat memberikan
informasi mengenai efek samping dari metode KB yang akan
dipilih.
Umumnya Pasangan Usia Subur (PUS) sudah menyadari
perlunya ber KB dan mereka memahami bahwa dengan dua
anak akan lebih baik, jumlah keluarga yang terencana, dan jarak
kelahiran yang tepat sesuai perencanaan. Dari hasil Susenas
tahun 2009  terdapat sekitar 60,63 persen wanita  berumur 15-
49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/
cara KB,  lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang
mencapai 56,62 persen. Umumnya   wanita  telah memahami
pentingnya program KB ini terlihat dari persentase wanita yang
sedang menggunakan alat/cara KB baik yang tinggal di
perkotaan maupun di perdesaan selama dua tahun terakhir
menunjukkan persentase yang hampir sama yaitu di atas 55
persen.
Pasangan usia subur umumnya lebih suka ber KB jangka
pendek, hal ini terlihat dari alat/cara KB yang paling banyak
digunakan adalah suntik dan pil. Dari Tabel 1.7 terlihat pada
tahun 2008 persentase wanita berumur 15-49 tahun yang
berstatus kawin yang menggunakan alat/cara KB  suntik dan pil
masing-masing  mencapai 58,74 persen dan 23,95 persen.
Penggunaan alat/cara suntik sempat mengalami sedikit
penurunan di tahun 2009, namun nilai persentasenya masih
cukup tinggi diatas 57 persen dan untuk alat/cara KB pil
mengalami kenaikan di tahun 2009 menjadi 24,73 persen.
Alasan dipilihnya suntik dan pil  karena alat/cara KB ini dianggap
paling praktis dibandingkan alat/cara KB lainnya. Sebaliknya
pengguna alat/cara KB jangka panjang seperti  AKDR/IUD
semakin menurun. Pada tahun 2008 persentase wanita usia 15-
49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara
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KB AKDR/IUD hanya 7,07 persen dan turun di tahun 2009 menjadi
6,76 persen.
Berdasarkan tipe daerah baik perkotaan maupun
perdesaan menunjukkan bahwa wanita berumur 15-49 tahun
yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB
sebagian besar memilih menggunakan alat/cara KB suntik dan
pi atau KB jangka pendek.   Sedangkan untuk alat/cara KB jangka
panjang, di daerah perkotaan lebih  suka  memilih  alat/cara
AKDR/IUD walaupun persentasenya  menurun dari 9,96 persen
pada tahun 2008 turun menjadi  9,53 persen pada tahun 2009.
Untuk daerah perdesaan wanita usia 15-49 tahun  berstatus
kawin yang menggunakan KB jangka panjang lebih suka memilih
alat/cara nor plan/implanon,  persentase peserta yang memilih
alat/cara ini terus meningkat dari 5,35 persen di tahun 2008
meningkat  menjadi 5,94 persen pada tahun 2009.
[Diolah dari Hasil Susenas]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
MOW/Tubektomi 3,65 3,58 2,64 2,27 3,12 2,89
MOP/Vasektomi 0,92 0,92 0,97 0,79 0,94 0,85
AKDR/IUD/Spiral 9,96 9,53 4,48 4,33 7,07 6,76
Suntikan 54,92 54,10 62,16 60,97 58,74 57,75
KB/Norplant/Implanon/alw alit 3,07 3,03 5,35 5,94 4,27 4,58
Pil 24,89 25,63 23,12 23,94 23,95 24,73
Kondom/karet 1,25 1,31 0,26 0,39 0,73 0,82
Intrav ag/tisue/kondom w anita 0,13 0,13 0,07 0,06 0,10 0,09
Cara tradisional 1,21 1,77 0,96 1,30 1,08 1,52
% Wanita Yang Sedang 
Menggunakan Alat/Cara 
Kontrasepsi
56,44 60,32 56,78 60,90 56,62 60,63
Tabel 1.7. Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang 
Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut
Alat/Cara KB dan Daerah Tempat Tinggal, 2008 dan 2009
Alat/Cara Kontrasepsi
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + 
Perdesaan
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2  KESEHATAN DAN
GIZI
Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan
manusia. Dengan kondisi fisik yang sehat maka manusia dapat
melakukan aktivitas secara optimal. Oleh sebab itu kesehatan
menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi salah satu
fokus utama pembangunan manusia. Berkaitan dengan hal
tersebut, pemerintah sudah menggalakkan berbagai program
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang sasaran
utamanya meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan
angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta menurunkan
prevalensi gizi kurang.
Upaya yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan
gratis bagi penduduk miskin; penyediaan sumber daya
kesehatan yang kompeten; peningkatan sarana dan prasarana
kesehatan melalui pembangunan puskesmas, posyandu dan
rumah sakit;  penyediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat,
dan pendistribusian tenaga kesehatan secara merata.
Untuk mengukur keberhasilan atas upaya-upaya yang telah
dilakukan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator
diantaranya: Angka Harapan Hidup, Angka Kematian, Angka
Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator yang
berkaitan dengan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti
persentase balita yang penolong persalinannya ditolong oleh
tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke
rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio
tenaga kesehatan per penduduk.
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Derajat dan Status Kesehatan Penduduk
Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-
2025,  terjadi penurunan angka kematian bayi dari  26,8 per
1.000 kelahiran hidup pada tahun 2008  menjadi 26,2 per 1.000
kelahiran hidup pada tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan
bahwa sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN)  yang tercantum dalam Perpres No. 7 tahun
2005 hampir tercapai, yaitu terjadi penurunan angka kematian
bayi dari 35 per 1.000 kelahiran  menjadi 26 per 1.000 kelahiran.
Demikian halnya dengan angka harapan hidup yang
mengalami peningkatan  pada tahun 2009 menjadi 70,7 tahun.
Angka ini  menunjukkan bahwa anak-anak  yang lahir pada tahun
2009  diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur  70,7  tahun.
Hal tersebut juga sesuai dengan RPJMN tahun 2005, yaitu terjadi
peningkatan angka harapan hidup dari 66,2 tahun  menjadi 70,6
tahun. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka harapan hidup
perempuan lebih tinggi dari laki-laki, masing-masing 72,7 tahun
dan  68,8 tahun.
Sementara, estimasi angka harapan hidup dan angka
kematian bayi menurut  provinsi, dapat dilihat  pada Lampiran II
(1). Dari hasil proyeksi tersebut, estimasi angka kematian bayi
tertinggi pada tahun 2009 adalah Nusa Tenggara Barat  sebesar
41,9 kematian per 1.000 kelahiran hidup, angka tersebut
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Gambar 2.1. Perkembangan
Angka Kematian Bayi
Menurut Jenis Kelamin,
 2008 dan 2009
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Laki-laki Perempuan
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2009
Gambar 2.2. Angka Harapan Hidup
(tahun) Menurut Jenis Kelamin,
2008 dan 2009
L P L+P L P L+P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Angka Kematian Bay i                        
(per 1.000 kelahiran)
30,8 22,6 26,8 30,0 22,1 26,2
Angka H arapan H idup (tahun) 68,6 72,6 70,5 68,8 72,7 70,7
Sumber :  P roy eksi Penduduk Indonesia H asil Supas 2005-2025, B PS
Indikator Kesehatan 2008 2009
T abel 2.1.   Perkem bangan Angka Kem atian Bayi dan Angka 
Harapan Hidup Menurut Jenis Kelam in,  2008 dan 2009
Penurunan Angka Kematian
Bayi menjadi 26,2 per 1000
kelahiran hidup pada tahun
2009 menunjukkan bahwa
sasaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJMN)  yang tercantum
dalam Perpres No. 7 tahun
2005 hampir tercapai.
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menurun dari tahun sebelumnya. Sedangkan estimasi angka
kematian bayi terendah tercatat di DKI Jakarta,  yaitu hanya
sebesar  8,1 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Kedua provinsi
tersebut masih menjadi provinsi dengan angka kematian bayi
tertinggi dan terendah selama kurun waktu beberapa tahun
terakhir.
Sedangkan untuk estimasi angka harapan hidup, provinsi
dengan angka harapan hidup tertinggi pada tahun 2009  adalah
DKI Jakarta dan D.I.Yogyakarta, seperti pada tahun-tahun
sebelumnya.  Seiring dengan tingginya angka kematian bayi,
Nusa Tenggara Barat tercatat sebagai provinsi yang memiliki
angka harapan hidup terendah yaitu  sebesar 66,3 tahun pada
tahun 2008 dan menjadi 66,7 tahun pada tahun 2009.
Derajat kesehatan penduduk juga dapat terlihat dari angka
morbiditas (kesakitan) yang menunjukkan ada tidaknya keluhan
kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-
hari baik  dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus
rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Keluhan
dimaksud mengindikasikan adanya suatu penyakit tertentu.
Dalam Susenas 2009, keluhan kesehatan yang dimaksud
mencakup: panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit
kepala berulang, sakit gigi, campak, telinga berair/congek, sakit
kuning/liver, kejang-kejang, lumpuh, pikun,  dll selama referensi
waktu sebulan terakhir. Semakin tinggi angka morbiditas maka
menunjukkan semakin banyak penduduk yang mengalami
gangguan kesehatan.
Tabel 2.2  memperlihatkan angka kesakitan dan rata-rata
lamanya sakit penduduk menurut daerah tempat tinggal. Pada
tahun 2009 angka kesakitan penduduk Indonesia mencapai
18,63 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
sebagai akibat meningkatnya  angka morbiditas baik di perkotaan
maupun di perdesaan, masing-masing sekitar  17,18 persen
dan 19,99 persen.
15
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Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan
2008 2009
Gambar 2.3  Angka Kesakitan  (%)
Menurut Daerah Tempat Tinggal,
2008 dan 2009
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Gambar 2.4. Rata-Rata Lamanya
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Namun demikian, meningkatnya morbiditas pada tahun
2009 tidak dapat dikatakan sebagai kondisi yang lebih buruk
karena rata-rata lama sakit justru mengalami penurunan. Di
perkotaan rata-rata lama sakit menurun dari 5,86 hari menjadi
5,21 hari dan di perdesaan menurun dari 6,34 hari menjadi 5,76
hari. Hal tersebut berpengaruh pada rata-rata lama sakit secara
umum yang juga mengalami penurunan.
Tingkat Imunitas dan Gizi Balita
Air susu ibu (ASI) merupakan makanan pertama bayi yang
memiliki peran penting dalam  proses tumbuh kembang anak
karena terbukti memiliki manfaat sangat besar untuk jangka
panjang.  Manfaat tersebut antara lain berguna untuk
kecerdasan, pertumbuhan dan perkembangan anak karena ASI
mengandung zat-zat gizi lengkap dan berkualitas tinggi. Selain
itu, ASI juga mengandung zat antibodi yang melindungi tubuh
bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya.  Oleh
sebab itu  ASI sangat dianjurkan agar diberikan pada bayi  berusia
6 bulan pertama secara eksklusif dan selanjutnya bersama
dengan makanan tambahan, ASI diberikan hingga usia 2 tahun.
[Diolah dari Has il Susenas ]
Daerah  T empat 
T inggal
2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5)
Perkotaan 15,35 17,18 5,86 5,21
Perdesaan 18,98 19,99 6,34 5,76
Perkotaan+ 
Perdesaan 17,23 18,63 6,13 5,51
T abel 2.2  Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Menurut
Daerah T empat T inggal,  2008 dan 2009
Angka Kesakitan (% ) Lama Sakit (hari)
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Berbeda dengan edisi sebelumnya, pada edisi ini
penghitungan rata-rata lama disusui dihitung dari balita
berumur  24-59 bulan, sedangkan pada edisi sebelumnya
dihitung dari balita berumur  0-59 bulan. Persentase anak
usia 24-59 bulan yang pernah disusui merupakan indikator baru
yang dimuat dalam edisi ini dan seterusnya, untuk melihat
perkembangan dan disparitas banyaknya anak usia 24-59 bulan
yang pernah disusui di perkotaan dan perdesaan.
Pada tahun 2009  secara nasional anak usia 24-59 bulan
yang mendapatkan ASI ada sebanyak 93,90 persen, mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya. Bila dibedakan menurut
daerah tempat tinggal, persentase anak usia 24-59 bulan yang
mendapatkan ASI di perdesaan lebih tinggi di bandingkan di
perkotaan.  Demikian  halnya dengan rata-rata  lama disusui,     di
perdesaan lebih lama 2 bulan dibandingkan di perkotaan,
masing-masing 21 bulan dan 19 bulan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peluang balita
usia 24-59 bulan untuk mendapatkan tingkat imunitas dan
pertumbuhan yang lebih baik ternyata lebih banyak terjadi di
perdesaan, hal tersebut dapat dimaklumi mengingat lebih
T abel 2.3. Persentase Anak Usia 24 - 59 bulan yang Pernah Disusui dan
 Lam anya Disusui Menurut Daerah T empat T inggal,  2008 dan 2009
[Diolah dari Has il Susenas ]
Daerah  T empat 
T inggal
2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5)
Perkotaan 92,04 92,42 19 19
Perdesaan 95,06 95,20 21 21
Perkotaan+ 
Perdesaan 93,65 93,90 20 20
Anak Usia 24 - 59 bulan 
yang Pernah Disusui (%)
Rata-rata Lama  Disusui 
(bulan)
Peluang balita usia 24-59
bulan untuk mendapatkan
tingkat imunitas dan
pertumbuhan yang lebih baik
ternyata lebih banyak terjadi
di perdesaan.
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banyaknya ibu yang bekerja di perkotaan di bandingkan dengan
ibu yang bekerja di perdesaan sehingga kesempatan untuk
menyusui di perdesaan menjadi  lebih besar.
Selain ASI, hal yang mempengaruhi tingkat imunitas
seorang balita adalah pemberian imunisasi. Jenis imunisasi
yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio,
Campak/Morbili dan Hepatitis B. Berdasarkan hasil Susenas
2009, mayoritas anak umur 12-59 bulan sudah mendapatkan
imunisasi tersebut, yaitu sudah mencapai lebih dari 90 persen.
Bila dilihat berdasarkan provinsi, seperti yang terlihat di
Lampiran II (3), persentase anak umur 12-59 bulan yang
mendapatkan imunisasi, baik BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili
dan Hepatitis B paling sedikit terjadi di Provinsi Papua yang belum
mencapai 75 persen. Sedangkan persentase anak usia 12-59
bulan yang mendapatkan imunisasi, BCG, DPT, Polio, dan
Campak/Morbili tertinggi terjadi di Provinsi DI Yogyakarta, dan
untuk imunisasi Hepatistis B, persentase tertinggi terjadi di
Provinsi Bali, masing-masing telah mencapai lebih dari 97
persen.
[Diolah dari H asil Susenas]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
BC G 95,70 96,85 89,84 91,68 92,61 94,12
DPT 95,13 96,30 89,02 91,08 91,90 93,54
Polio 95,97 96,92 92,06 93,02 93,91 94,86
C ampak 91,48 92,74 85,37 88,10 88,25 90,29
H epatitis B 91,93 94,18 83,53 87,43 87,49 90,61
Perdesaan Perkotaan +
PerdesaanJenis Imunisasi
T abel 2.4.   Persentase Anak Umur 12-59  Bulan  yang  Pernah Diimunisasi 
Menurut  Jenis Im unisasi dan Daerah T empat T inggal,  2008 dan 2009
Perkotaan
Persentase balita usia 12-59
bulan yang mendapatkan
imunisasi, baik BCG, DPT,
Polio, Campak/Morbili dan
Hepatitis B paling sedikit
terjadi di Provinsi Papua yang
belum mencapai 75 persen.
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Selain pemenuhan ASI bagi balita, program kecukupan
gizi juga sangat penting bagi balita. Hasil Survei Konsumsi
Garam Yodium Rumah Tangga yang dilakukan oleh BPS
menunjukkan bahwa persentase balita berstatus gizi normal
mengalami penurunan yaitu dari 69,6 persen pada tahun 2003
menjadi 68,5 persen pada tahun 2005. Berdasarkan Hasil Riset
Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan, balita berstatus gizi
normal pada tahun 2007 mencapai 77,2  persen. Demikian pula
dengan balita berstatus gizi kurang, selama tahun 2003-2005
mengalami penurunan walau tidak signifikan, yaitu dari 19,6
persen menjadi 19,2 persen. Pada tahun 2007 menurut Hasil
Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan, balita berstatus
gizi kurang hanya sekitar 13,0 persen. Sementara itu balita
berstatus gizi buruk pada tahun 2003-2005 meningkat dari 8,6
persen menjadi 8,8 persen. Namun menurut Hasil Riset
Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan, balita berstatus gizi
buruk hanya  5,4 persen pada tahun 2007  (Tabel 2.5).
Provinsi yang mempunyai persentase balita berstatus gizi
normal di atas angka nasional pada tahun 2007 ada 10 provinsi,
diantaranya adalah seluruh provinsi di Pulau Jawa, Provinsi
Lampung, Kepulauan Riau, Bali, dan Sulawesi Utara. Provinsi
D.I.Yogyakarta mencapai tingkat gizi normal tertinggi dibanding
provinsi lainnya, yaitu sekitar 85 persen. Sementara persentase
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Gambar 2.5.  Status Gizi Balita,
2003, 2005, dan 2007
Tab el 2 .5 . Persen tase B alita  M en u ru t  S tatu s  Gizi 
d an   D aerah  Temp at  Tin g g al, 2 003 -  2007
[D io lah  dar i H asil Surv e i Garam Yodium]
S tatu s 
Gizi B alita
(1) (2) (3) (4)
Lebih 2,2 3,5 4,3
N ormal 69,6 68 ,5 77 ,2
Kurang 19,6 19 ,2 13 ,0
Buruk 8,6 8,8 5,4
C atatan : 1) D ata  bersumber  dar i R iset Ke sehatan  D asar ,
                  Kementer ian  Keseh atan
200 3 2005 2007 1)
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balita berstatus gizi normal terendah di Provinsi Nusa Tenggara
Timur sebesar 64,4 persen. Selengkapnya dapat dilihat di
Lampiran 2 (4).
Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan
Peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk tidak
terlepas dari ketersediaan dan keterjangkauan  sarana dan
prasarana kesehatan seperti  fasilitas tempat berobat dan tenaga
kesehatan yang tersedia. Penggunaan tenaga kesehatan
sebagai penolong kesehatan menjadi prioritas sebagai upaya
untuk menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian
ibu disamping penggunaan tenaga non medis. Oleh sebab itu,
pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses terhadap
tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun
kualitasnya, seperti bidan yang ketersediaannya diupayakan
mencapai 100 orang per 100.000 penduduk, atau memiliki rasio
satu bidan dalam satu desa, seperti yang tercantum dalam
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2005-2009.
[Diolah dari Hasil Susenas]
Penolong 
Persalinan 2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tenaga Kesehatan 88,16 89,96 62,91 r) 66,02 74,87 77,34
- Dokter 22,36 23,25 7,85 r) 8,12 14,72 15,28
- Bidan 65,31 66,04 54,17 56,94 59,45 61,24
- Lainnya 0,48 0,66 0,88 0,96 0,69 0,82
Bukan Tenaga 
Kesehatan 11,84 10,04 37,09 33,98 25,13 22,66
- Dukun Tradisional 11,19 9,68 33,80 31,70 23,09 21,29
- Lainnya 0,65 0,36 3,29 2,28 2,04 1,38
Catatan: r) Angka diperbaiki
Tabel 2.6. Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan  dan   
Perkotaan Perkotaan + PerdesaanPerdesaan
Daerah  Tempat Tinggal, 2008 dan 2009
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Tabel 2.6 menunujukkan bahwa pada tahun 2009,
persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga
kesehatan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 77,34
persen. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya peran
dokter, bidan maupun tenaga medis lainnya sebagai penolong
persalinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Namun
demikian, penggunaan dukun di perdesaan masih cukup tinggi,
mencapai 31,70 persen.
Jika dilihat menurut provinsi, pada tahun 2009 sekitar 50
persen provinsi memiliki persentase di atas angka nasional untuk
penolong persalinan balita oleh dukun tradisional. Provinsi yang
masih memiliki persentase tertinggi pada penolong persalinan
balita oleh dukun tahun 2009 adalah Maluku (55,48 persen),
disusul Sulawesi Tenggara (50,60 persen), Maluku Utara (49,39
persen), Sulawesi Barat (48,85 persen), dan Nusa Tenggara
Timur (40,51 persen).  Hal ini diduga erat kaitannya dengan
tingkat kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang berlaku di
daerah tersebut. Sementara  persentase penolong persalinan
yang dilakukan oleh dokter,  dari 33 provinsi di Indonesia, hanya
12 provinsi yang memiliki persentase lebih tinggi dari angka
nasional. Sedangkan untuk penolong persalinan yang dilakukan
oleh bidan dan tenaga medis lainnya, masing-masing hanya
tercatat 15 provinsi dan 17 provinsi yang berada di atas angka
nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran II (5).
Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan
tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga
dilihat  dari tempat rujukan penduduk untuk berobat. Kemudahan
dalam mengakses ke tempat berobat tidak terlepas dari
banyaknya fasilitas kesehatan yang tersedia, jenisnya, maupun
persebarannya, disamping faktor pengetahuan dan kepercayaan
yang dimiliki penduduk.
Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh
penduduk di perdesaan berbeda dengan penduduk perkotaan,
hal ini dapat disebabkan karena ketersediaan dan jarak ke
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Gambar 2.6. Persentase Balita
Menurut Penolong Persalinan dan
Daerah Tempat Tinggal,  2009
Lima provinsi yang masih
memiliki persentase tertinggi
pada penolong persalinan balita
oleh dukun tahun 2009 adalah
Maluku, Sulawesi Tenggara,
Maluku Utara, Sulawesi Barat
dan Nusa Tenggara Timur.
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fasilitas tersebut serta perilaku penduduk itu sendiri. Penduduk
di daerah perkotaan lebih banyak yang pergi berobat ke praktek
dokter/klinik dibandingkan penduduk yang tinggal di perdesaan,
karena di perkotaan fasilitas tersebut cukup banyak tersedia
dengan jarak yang mudah dijangkau. Selain itu kesadaran
penduduk perkotaan akan kesehatan juga lebih baik. Sementara
penduduk di perdesaan cenderung lebih memilih tempat berobat
ke puskesmas dan petugas kesehatan.
Pada tahun 2009, persentase penduduk yang berobat jalan
di rumah sakit dan praktek dokter/klinik  di perkotaan mencapai
12,02 persen dan 35,86 persen, sementara di perdesaan
masing-masing hanya mencapai 6,79 persen dan 19,09 persen.
Sebaliknya, penduduk di perdesaan lebih memilih berobat ke
puskesmas (36,57 persen), petugas kesehatan (32,18 persen),
pengobatan tradisional (2,04 persen) dan dukun bersalin dan
lainnya (3,33 persen).
Tabel 2.7.  Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat 
dan Daerah Tempat Tinggal, 2008 dan 2009
[Diolah dari Hasil Susenas]
Tempat
Berobat 2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rumah Sakit 11,93 12,02 5,70 6,79 8,69 9,31
Praktek Dokter/Klinik 35,58 35,86 19,05 19,09 26,97 27,20
Puskesmas 31,20 31,25 35,48 36,57 33,43 34,00
Petugas Kesehatan 16,08 16,22 33,77 32,18 25,29 24,47
Pengobatan 
Tradisional 2,31 1,76 2,70 2,04 2,51 1,90
Dukun Bersalin & 
Lainnya 2,90 2,89 3,30 3,33 3,11 3,12
% penduduk yang 
berobat jalan 46,35 47,34 42,59 42,40 44,37 44,74
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
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Selain fasilitas rumah sakit, tenaga medis yang tersedia
harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator yang
dapat digunakan untuk melihat hal tersebut antara lain  rasio
dokter per 100.000 penduduk, rasio bidan per 100.000 penduduk
dan rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk.
Sasaran dalam Renstra Kementerian  Kesehatan 2005-2009
dalam hal sumber daya kesehatan  adalah tersedianya sumber
daya kesehatan yang didistribusikan secara adil dan merata
serta dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Berdasarkan  hasil pendataan Potensi Desa yang
dilaksanakan BPS pada  tahun 2005 dan 2008 dapat diketahui
bahwa selama tahun 2005-2008 terjadi peningkatan
ketersediaan tenaga kesehatan, yaitu dokter, bidan dan mantri
kesehatan dengan peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah
mantri kesehatan meningkat dari 24 per 100.000 penduduk
menjadi 35 per 100.000 penduduk, artinya selama kurun waktu
3 tahun rata-rata untuk setiap 100.000 penduduk, jumlah mantri
kesehatan bertambah 11 orang, sedangkan jumlah bidan
meningkat dari 36 per 100.000 penduduk menjadi 43 per
100.000 penduduk, artinya selama kurun waktu 3 tahun rata-
rata untuk setiap 100.000 penduduk, jumlah bidan  bertambah
7 orang. Demikian halnya dengan jumlah dokter yang meningkat
5 orang per 100.000 penduduk. Hal tersebut menunjukkan
kondisi yang lebih baik dalam rangka meningkatkan akses
penduduk terhadap tenaga medis.
T abel 2.8. Rasio T enaga Kesehatan per 100.000 Penduduk, 2005 dan 2008
[Diolah dari Has il Pendataan Potens i Desa]
T enaga Kesehatan 2005 2008
(1) (2) (3)
Dokter 18 23
Bidan 36 43
M antri Kesehatan 24 35
Dukun Bay i 83 68
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3  PENDIDIKAN
Kesejahteraan penduduk di suatu wilayah tidak terlepas
dari pendidikan yang merupakan penentu kualitas penduduk
tersebut.  Oleh sebab itu, sektor pendidikan selalu menjadi fokus
pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.
Tingkat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan  dapat
diukur dari berbagai macam indikator, baik yang dihitung oleh
Kementerian Pendidikan  Nasional maupun Badan Pusat
Statistik. Indikator tersebut dapat digunakan sebagai barometer
pencapaian Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan
Nasional Tahun 2005 - 2009 yang mencakup tujuan:
(1)   pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan,
(2)   peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta
(3)   penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan
publik.
Dalam publikasi ini, indikator yang akan dibahas
diantaranya  Angka Melek Huruf (AMH),  Rata-rata Lama Sekolah,
Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM),
Angka Putus Sekolah, Rasio Murid Guru dan Rasio Murid Kelas,
serta Persentase Kepala Sekolah dan Guru menurut tingkat
pendidikan. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei
Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS dan registrasi
yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
Angka Melek Huruf  (AMH) dan Tingkat Pendidikan
Membaca merupakan suatu hal yang sangat penting
dalam memajukan setiap individu, karena membaca adalah
dasar  utama dalam memperluas  ilmu pengetahuan. Oleh
sebab itu, indikator  Angka Melek Huruf (AMH) merupakan
indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana
penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.
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Pada tahun 2009, AMH laki-laki maupun perempuan baik
di perkotaan maupun di perdesaan terlihat mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya, masing-masing sudah
lebih dari 80 persen. Akan tetapi jika dilihat menurut kelompok
umur, AMH pada kelompok umur  50 tahun keatas belum
mencapai angka tersebut. Hal ini utamanya disebabkan oleh
rendahnya AMH di perdesaan.
Sementara itu, jika dilihat berdasarkan daerah tempat
tinggal,  AMH di perkotaan lebih besar dari  AMH di perdesaan,
dan terlihat adanya kecenderungan semakin tinggi kelompok
umur,  perbedaan  AMH  di perkotaan dan di perdesaan semakin
besar. Kemudian jika membandingkan antar wilayah perdesaan
dan perkotaan lebih lanjut,  perbedaan  AMH perempuan lebih
tinggi  di bandingkan AMH laki- laki. Artinya kemampuan
membaca dan menulis perempuan di perdesaan sangat jauh
tertinggal dari perempuan di perkotaan, maupun  laki-laki di
perdesaan dan perkotaan.
T abel 3.1. Angka Melek Huruf  Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan  
Daerah T empat T inggal, 2008 dan 2009
[Diolah dari H asil Susenas] 
Kelompok
Umur 2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
15 - 19 99,88 99,92 99,32 99,38 99,60 99,64
20 - 24 99,85 99,75 98,68 98,75 99,30 99,28
25 - 34 99,66 99,47 97,63 97,54 98,67 98,53
35 - 49 97,68 97,50 92,63 92,26 95,11 94,84
50 + 83,33 85,70 69,38 71,08 75,73 77,82
15 + 95,44 95,82 89,03 89,42 92,19 92,58
Laki-Laki 97,66 97,88 93,19 93,46 95,38 95,65
Perempuan 93,31 93,86 84,96 85,62 89,10 89,68
PerdesaanPerkotaan
Perkotaan + 
Perdesaan
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Gambar 3.1.Angka Melek
Huruf Menurut Kelompok
Umur, 2008 dan 2009
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Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat
pendidikan adalah  rata-rata lama sekolah yang secara umum
menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh
penduduk usia 15 tahun keatas. Secara nasional, rata-rata lama
sekolah penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2009
menunjukkan peningkatan, yaitu dari 7,5 tahun menjadi 7,7 tahun.
Peningkatan tersebut terjadi di perkotaan maupun di perdesaan,
baik  laki-laki maupun perempuan.
Sama halnya dengan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya, rata-rata lama sekolah laki-laki selalu lebih tinggi
dibandingkan perempuan dan rata-rata lama sekolah penduduk
di perkotaan selalu lebih tinggi di bandingkan dengan yang terjadi
di perdesaan.
Pada tahun 2009, rata-rata lama sekolah penduduk di
daerah perkotaan mencapai 9,1 tahun, artinya rata-rata tingkat
pendidikan penduduk perkotaan adalah  kelas 1 SMA.
Sedangkan penduduk di perdesaan baru  mengenyam
pendidikan selama 6,4 tahun, atau sampai kelas 1 SMP.
Sementara secara umum rata-rata lama sekolah penduduk
perempuan  mencapai 7,3 tahun  atau baru mencapai kelas 2
SMP, dan penduduk laki-laki  mengenyam pendidikan lebih lama,
yaitu 8,2 tahun atau kelas 3 SMP.  Hal tersebut menunjukkan
bahwa target pendidikan dasar minimal 9 tahun baru dapat
dicapai oleh penduduk di perkotaan, terutama laki- laki.
Secara nasional rata-rata lama
sekolah penduduk usia 15 tahun
keatas pada tahun 2009
menunjukkan peningkatan, yaitu
dari 7,5 tahun menjadi 7,7
tahun.
Tabel 3.2.   Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Menurut Jenis Kelamin 
                   dan Daerah Tempat Tinggal, 2008 dan 2009
[Diolah dari Hasil Susenas]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Laki-laki 9,4 9,5 6,6 6,9 8,0 8,2
Perempuan 8,5 8,6 5,7 6,0 7,1 7,3
Laki-laki+Perempuan 8,9 9,1 6,2 6,4 7,5 7,7
Jenis Kelamin Perkotaan Perdesaan
Perkotaan +
Perdesaan
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Gambar 3.2. Persentase
Penduduk 10 Tahun Keatas
Menurut Tingkat Pendidikan,
 2008 dan 2009
Keterangan :
1. Tidak sekolah      2. Belum tamat SD
3. Sekolah Dasar     4. S M P
Sedangkan penduduk di perdesaan terutama perempuan,
secara umum baru menamatkan SD, masih jauh dari target
tersebut.
Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia
dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk  usia 10
tahun keatas. Pada tahun 2009, penduduk  usia 10 tahun keatas
yang menamatkan sekolah pada jenjang SMP  keatas sudah
mencapai 42,66 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun
sebelumnya yang sebesar 41,85 persen. Jika dilihat secara rinci,
penduduk dengan pendidikan mulai dari SMA dan sederajat
hingga Diploma IV/ S1/ S2/ S3 mengalami peningkatan,
sementara penduduk dengan tingkat pendidikan lebih rendah
menunjukkan hal yang sebaliknya, kecuali penduduk yang tamat
SD.
Tingkat pendidikan penduduk di daerah perkotaan lebih
baik dibandingkan dengan penduduk  di perdesaan. Hal ini dapat
ditunjukkan dengan lebih tingginya persentase penduduk yang
tamat SMP keatas pada setiap jenjang. Sedangkan persentase
Tabel 3.3. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat 
Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, 2008 dan 2009
[Diolah dari Hasil Susenas]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tidak / Belum Pernah Sekolah 4,42 3,96 10,01 9,26 7,28 6,67
Belum Tamat SD/MI 14,58 15,11 26,10 24,97 20,48 20,15
SD/MI 26,16 24,76 34,43 36,00 30,40 30,51
S M P/MTS 19,06 19,24 16,57 16,12 17,78 17,64
SMA/SMK/MA 27,58 27,87 10,97 11,33 19,08 19,40
Diploma I/II 0,93 1,00 0,58 0,54 0,75 0,76
Diploma III/Sarjana Muda 1,88 2,29 0,36 0,56 1,10 1,40
Diploma IV/ S1/ S2/ S3 5,39 5,77 0,98 1,24 3,14 3,45
SMP + 54,84 56,18 29,46 29,77 41,85 42,66
Perkotaan +
PerdesaanTingkat Pendidikan
Perkotaan Perdesaan
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penduduk dengan tingkat pendidikan lainnya  menunjukkan
kondisi sebaliknya, seperti terlihat dalam Tabel 3.3.
Bila membandingkan tingkat pendidikan antara laki-laki
dan perempuan menurut provinsi seperti terlihat pada Lampiran
III (1), menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk laki-
laki lebih baik dari perempuan, hal ini dapat dibuktikan jika
melihat lebih tingginya persentase penduduk laki-laki yang
menamatkan pendidikan SMP keatas. Hal tersebut hampir terjadi
diseluruh provinsi,kecuali di DKI jakarta dan sebagian besar
Pulau Sulawesi untuk tingkat pendidikan SMP/MTs, Lampung
dan Sulawesi Utara untuk tingkat pendidikan SMA atau sederajat,
sebagian besar Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan Provinsi
Maluku untuk tingkat pendidikan Diploma keatas.
Tingkat Partisipasi Sekolah
 Tujuan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan
Nasional Tahun 2005 - 2009 salah satunya adalah pemerataan
dan perluasan akses pendidikan. Indikator keberhasilan dalam
pencapaian rencana strategis tersebut dapat dilihat dari   Angka
Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
yang keduanya menunjukkan seberapa  banyak penduduk usia
sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Usia
sekolah dimaksud dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu  7-12
tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Namun berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya,  mulai edisi ini penghitungan APS
dan APM  memperhitungkan pendidikan non formal, dalam
hal ini mencakup Paket A, Paket B dan Paket C.
Perbedaan  APS dan  APM terletak pada tingkat pendidikan,
jika  APS hanya memandang kelompok umur, APM
memperhatikan tingkat pendidikan dan kelompok umur. Dengan
demikian, APM mengukur  seberapa  banyak penduduk usia
sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan
dan juga  juga melihat  proporsi anak yang bersekolah  tepat
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Gambar 3.3 Angka Partisipasi
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waktu sesuai dengan umurnya,  yang  dibagi  dalam  tiga
kelompok    jenjang pendidikan yaitu  SD untuk penduduk usia
7-12 tahun, SMP untuk  penduduk  usia 13-15 tahun, dan SM
untuk penduduk usia 16-18 tahun.
Berdasarkan data Susenas tahun 2009, secara umum  APS
pada setiap kelompok umur baik di daerah perkotaan maupun
perdesaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal
tersebut mengindikasikan telah terbukanya peluang yang lebih
besar dalam hal akses terhadap pendidikan secara umum.
Namun jika dilihat  berdasarkan tempat tinggal, baik pada tahun
2009 maupun tahun sebelumnya,  APS di perkotaan masih  lebih
tinggi dibandingkan perdesaan.  Semakin tinggi kelompok umur,
semakin besar perbedaan  APS di perkotaan dan APS di
perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa  pemerataan
pendidikan ke daerah perdesaan  belum tercapai, dan perluasan
akses pendidikan untuk semua kelompok umur juga belum
terwujud.
T abel 3.4.  Angka Partisipasi Sekolah  (APS)1) Menurut Usia Sekolah,
Jenis Kelamin dan Daerah T empat T inggal, 2008 dan 2009
[Diolah dari H asil Susenas]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
7-12 L 98,55 98,57 97,06 96,96 97,72 97,68
P 98,77 98,95 97,46 97,65 98,05 98,24
L + P 98,65 98,75 97,25 97,29 97,88 97,95
13-15 L 88,67 89,12 81,19 80,47 84,57 84,38
P 87,93 90,45 82,80 83,31 85,22 86,65
L + P 88,30 89,77 81,97 81,82 84,89 85,47
16-18 L 63,52 64,63 48,56 47,72 55,77 55,90
P 61,39 61,26 48,72 47,50 55,22 54,37
L + P 62,45 62,97 48,64 47,61 55,50 55,16
Catatan: 1) Termasuk pendidikan non-formal (Paket A, Paket B dan Paket C)
Perdesaan Perkotaan +
Perdesaan
(1)
Kelamin
Kelompok
Umur, Jenis
Perkotaan
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Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun yang sama,
APS perempuan pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15
tahun cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki , tetapi pada
kelompok umur 16-18 tahun terjadi hal yang sebaliknya, APS
laki-laki lebih tinggi dari  APS perempuan, namun perbedaannya
tidak terlalu besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
pemerataan pendidikan maupun perluasan akses pendidikan
bagi laki-laki maupun perempuan sudah mulai terwujud.
Tidak jauh berbeda dengan APS,  APM pun menunjukkan
kondisi yang cukup menggembirakan. Penduduk yang
memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan umurnya
semakin meningkat, kecuali perempuan pada tingkat
pendidikan SMA /sederajat  yang mengalami sedikit penurunan,
dari 44,70 persen menjadi 44,20 persen pada tahun 2009.
Tabel 3.5.   Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat  Pendidikan,
Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2008 dan 2009
[Diolah dari Hasil Susenas]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
SD/MI1) L 93,26 94,70 94,70 94,32 94,06 94,49
P 93,41 94,07 94,32 94,38 93,91 94,24
L + P 93,33 94,40 94,52 94,35 93,99 94,37
SMP/MTS2) L 70,27 69,35 63,81 64,68 66,73 66,79
P 68,97 68,70 67,26 67,61 68,07 68,12
L + P 69,62 69,03 65,47 66,07 67,39 67,43
SMA/SMK/MA3) L 53,00 54,97 38,00 37,54 45,23 45,97
P 49,28 50,60 39,88 37,84 44,70 44,20
L + P 51,14 52,81 38,88 37,68 44,97 45,11
Catatan:    1) Termasuk Paket A
2) Termasuk Paket B
3) Termasuk Paket C
(1)
Tingkat Pendidikan, Jenis 
Kelamin
Perkotaan Perdesaan Perkotaan +
Perdesaan
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Namun demikian, seperti yang terjadi di tahun sebelumnya,
semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah nilai
APM, terutama pada tingkat pendidikan SMA /sederajat  yang
menunjukkan akses terhadap pendidikan  lanjutan masih rendah.
Apalagi jika membandingkan APM SMA dan sederajat  di
perkotaan dan APM SMA /sederajat  perdesaan  masih sangat
jauh berbeda. Oleh sebab itu, upaya pemerataan pembangunan
di perdesaan harus terus ditingkatkan. Baik dalam hal
peningkatan sarana maupun  fasilitas pendidikan.
Jika melihat  APM di setiap provinsi, pada tahun 2009 terlihat
bahwa ada 17 provinsi yang memiliki APM SD/MI  lebih tinggi
dari APM SD/MI nasional. Sementara  ada 15 provinsi dan 16
provinsi yang memiliki APM SMP/MTs dan APM SMA/SMK/MA
di atas rata-rata nasional. Provinsi dengan APM  tertinggi untuk
setiap jenjang pendidikan adalah Aceh, sedangkan provinsi
dengan nilai APM terendah untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA masing-masing adalah Papua, Papua Barat dan
Sulawesi Barat.
Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas
Indikator untuk mengukur pemerataan dan perluasan
akses pendidikan lainnya adalah rasio sekolah yang mencakup
rasio murid guru dan rasio murid kelas. Kedua indikator tersebut
digunakan untuk melihat ketersediaan fasilitas pendidikan yang
memadai untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun yang
dicanangkan oleh pemerintah. Fasilitas yang mencukupi akan
mendorong peningkatan APS maupun APM.
Tabel  3.6 menunjukkan perkembangan rasio murid-guru
dan rasio murid-kelas selama lima tahun terakhir.  Pada jenjang
pendidikan SD untuk rasio murid-guru selama tahun ajaran
2008/2009  mengalami sedikit perubahan, seorang guru rata-
rata mengajar 17 murid SD. Jumlah ini lebih kecil dari tahun
ajaran sebelumnya yaitu sebesar 19. Hal tersebut menunjukkan
kondisi yang lebih baik.
Semakin tinggi tingkat
pendidikan maka semakin
rendah nilai APM, terutama
pada tingkat pendidikan
SMA/sederajat  yang
menunjukkan bahwa akses
terhadap pendidikan  lanjutan
masih rendah.
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Sedangkan rasio murid terhadap guru pada jenjang
pendidikan SMP dan SM (SMA dan SMK) selama tahun ajaran
2008/2009 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
yaitu masing-masing 14 murid per guru dan 12 murid per guru.
Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi,terjadi peningkatan
rasio mahasiswa-dosen, yaitu dari 15 mahasiswa per dosen
menjadi 19 mahasiswa per dosen, sebagai akibat dari
peningkatan jumlah mahasiswa yang bertolak  belakang dengan
menurunnya jumlah dosen.
Fasilitas penunjang utama pendidikan lainnya adalah daya
tampung kelas, daya  tampung  kelas  terhadap  banyaknya
murid pada setiap jenjang pendidikan haruslah  seimbang.
Selama  lima tahun terakhir, rasio murid kelas mengalami
fluktuasi pada setiap jenjang pendidikan dengan angka yang
relatif tidak jauh berbeda. Pada tahun ajaran 2008/2009, rasio
murid-kelas untuk tingkat SMP  mengalami penurunan,
sementara itu, rasio murid-kelas pada tingkat SM dan SD tidak
mengalami perubahan.
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Gambar 3.4 Rasio Murid-Guru,
2007/2008 dan 2008/2009
Tabel 3.6.    Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas,
2004/2005 - 2008/2009
Tahun
SD SMP SM PT SD SMP SM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2004/2005 19 14 13 17 26 37 37
2005/2006 19 13 12 15 26 36 36
2006/2007 19 14 12 11 30 37 37
2007/2008 19 14 12 15 27 37 37
2008/2009 17 14 12 19 27 36 37
Sumber : Kementerian Pendidikan Nasional
Rasio
Murid-Guru/Dosen
Rasio
Murid-Kelas
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Putus Sekolah
Angka putus sekolah yang mencerminkan anak-anak usia
sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak
menamatkan  suatu jenjang pendidikan tertentu sering pula
digunakan sebagai indikator berhasil/tidaknya pembangunan
di bidang pendidikan. Indikator ini digunakan sebagai barometer
pencapaian rencana strategis dalam rangka peningkatan mutu,
relevansi dan daya saing pendidikan.
Tingginya  Angka Putus Sekolah menunjukkan mutu
pendidikan yang rendah. Penyebab utama putus sekolah antara
lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya
pendidikan anak, keterbatasan ekonomi/tidak ada biaya,
keadaan geografis yang kurang menguntungkan, keterbatasan
akses menuju ke sekolah, karena sekolah jauh atau minimnya
fasilitas pendidikan lainnya, serta alasan lainnya.
T abel 3.7.    Perkembangan Angka Putus Sekolah Menurut 
T ingkat Pendidikan, 2004/2005- 2008/2009
SD SMP SM
(1) (2) (3) (4)
2004/2005 2,97 2,83 3,14
2005/2006 3,17 1,97 3,08
2006/2007 2,41 2,88 3,33
2007/2008 1,81 3,94 2,68
2008/2009 1,64 2,49 3,63
Sumber : Kementerian Pendidikan N asional
T ingkat Pendidikan 
Tahun
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Gambar 3.5 Angka Putus Sekolah
Menurut tingkat Pendidikan, 2007/2008
dan 2008/2009
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Tabel  3.7  menyajikan angka putus sekolah selama
periode 2004/2005-2008/2009.  Angka putus sekolah SD tercatat
1,64 persen pada tahun ajaran 2008/2009, mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya, demikian dengan tingkat
pendidikan SMP. Sedangkan angka putus sekolah SM (SMA
dan SMK)  mengalami   peningkatan yang cukup signifikan, dari
2,68  persen menjadi 3,63 persen.
Pendidikan Guru
Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas sekolah
sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Salah satu ciri
sekolah  yang berkualitas adalah  memiliki  guru yang berkualitas,
yaitu seorang pendidik profesional yang memiliki pengetahuan
yang baik mengenai bahan ajarnya serta memiliki wawasan yang
luas dan komprehensif. Salah satu indikator yang dapat
digunakan untuk melihat kualitas guru adalah pendidikan atau
ijasah tertinggi yang dimilikinya.
Ijasah tertinggi yang dimiliki seorang guru merupakan
prasyarat untuk memperoleh kualifikasi sebagai pengajar,
disamping itu, ijasah merupakan gambaran dari kewenangan
guru untuk mengajar pada tingkat pendidikan yang sesuai.
Berdasarkan  Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 19 tahun 2005,
pada tingkat Sekolah Dasar (SD), kualifikasi pendidik/guru yang
berwenang mengajar adalah berpendidikan paling rendah
Diploma IV atau sarjana S1 dengan latar belakang bidang
pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi.
Bila merujuk pada PP tersebut, maka pada tahun ajaran
2008/2009 hanya sekitar 25,65 persen guru SD yang memiliki
kualifikasi sebagai pendidik yaitu 23,42 persen berijasah S1
keguruan dan sisanya merupakan guru dengan ijasah S1 non
keguruan dan pasca sarjana.  Sedangkan pada jenjang
pendidikan SMP dan SM menunjukkan kondisi yang lebih baik.
Guru yang memiliki ijasah minimal S1 masing-masing 74,52
Pada tahun ajaran 2008/2009
hanya sekitar 25,65 persen
guru SD yang memiliki
kualifikasi sebagai pendidik
yaitu sekitar  23,42 persen
berijasah S1 keguruan dan
sisanya merupakan guru dengan
isajah S1 non keguruan dan
pasca sarjana.
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persen dan 82,43 persen. Lebih tingginya persentase guru
berpendidikan minimal S1 di SMP dan SM disebabkan karena
kebutuhan disiplin ilmu yang lebih spesifik dan bervariasi di
tingkat pendidikan tersebut.
Pada tahun ajaran 2008/2009, provinsi yang memiliki
persentase kepala sekolah/guru SD dengan ijasah minimal S1
tertinggi adalah DKI Jakarta (43,91 persen), sedangkan provinsi
yang memiliki persentase kepala sekolah/guru dengan ijasah
minimal S1baik pada jenjang pendidikan SMP maupun SM
tertinggi adalah Jawa Timur, masing-masing 85,25 persen dan
88,80 persen. Sedangkan provinsi yang memiliki persentase
kepala sekolah/guru SD dengan ijasah minimal S1 terendah
adalah Maluku Utara yang hanya mencapai 4,24 persen dan
provinsi yang memiliki persentase kepala sekolah/guru dengan
ijasah minimal S1baik pada jenjang SMP maupun SM  terendah
adalah Maluku, masing-masing 54,58 persen dan 68,29 persen.
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Gambar 3.6. Persentase Guru yang
Memiliki  Ijasah S1 Keatas Menurut
Jenjang Pendidikan Tempat Guru
Mengajar, 2007/2008 dan 2008/2009
T abel 3.8.    Persentase Kepala Sekolah dan Guru Menurut Ijasah yang Dimiliki dan Jenjang Pendidikan 
T empat Kepala Sekolah/Guru Mengajar, 2007/2008- 2008/2009
2007/2008 2008/2009 2007/2008 2008/2009 2007/2008 2008/2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 < S1  77,74 74,34 28,33 25,49 18,60 17,57
 S1 Keguruan 20,23 23,42 65,82 67,42 70,51 71,40
 S1 N on Keguruan 1,84 1,98 4,53 4,64 8,82 8,61
 S2 / S3 0,20 0,25 1,32 2,46 2,07 2,42
Sumber : Kementerian  Pendidikan Nas ional
Ijasah yang Dimiliki 
Kepala Sekolah/Guru SD SMP SM
Jenjang Pendidikan Tempat Kepala Sekolah/Guru Mengajar
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4  KETENAGAKERJAAN
Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang
penting untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat.
Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan
menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok
angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk
yang menganggur/pengangguran. Banyaknya penduduk yang
bekerja menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu
secara ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang
secara tidak langsung dapat menunjukkan pula banyaknya
penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Ada berbagai macam indikator yang dapat digunakan
untuk mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang
ketenagakerjaan, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase
pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase
penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase
penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah
jam kerja, persentase pekerja anak, serta persentase penduduk
yang bekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih.
Sumber data penghitungan indikator-indikator tersebut diperoleh
dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2008
dan 2009 kondisi Agustus.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT)
TPAK menggambarkan persentase penduduk  berumur
15 tahun ke atas yang termasuk kedalam angkatan kerja.
Sedangkan TPT merupakan persentase penduduk berumur 15
tahun ke atas yang termasuk ke dalam kelompok pengangguran
terbuka. Yang dikategorikan dalam pengangguran terbuka
adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang
mempersiapkan usaha, atau mereka yang belum bekerja
Berbagai macam indikator
dapat digunakan untuk
mencerminkan keberhasilan
pembangunan di bidang
ketenagakerjaan, di antaranya
yaitu TPAK dan TPT.
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walaupun sudah mempunyai pekerjaan, dan mereka yang tidak
mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan
pekerjaan.
Pada kondisi Agustus 2009, TPAK mengalami sedikit
peningkatan  bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,  yaitu
hanya sebesar 0,08 persen. Hal ini disebabkan karena naiknya
jumlah penduduk yang bekerja. Bila dilihat  menurut daerah
tempat tinggal, TPAK perdesaan lebih tinggi dari TPAK
perkotaan. Pada tahun 2009 TPAK di perdesaan 69,32 persen,
sedangkan di daerah perkotaan sekitar 64,58 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa secara umum jumlah penduduk  yang
secara ekonomi berpotensi untuk menghasilkan barang dan
jasa lebih banyak berada di perdesaan. Corak perekonomian di
perdesaan bercorak agraris/pertanian yang lebih banyak
menyerap tenaga kerja.
Sementara itu, pada tahun 2009 TPT mengalami
penurunan sekitar 0,52 persen bila dibandingkan dengan tahun
2008. Secara umum, TPT pada tahun 2009 berada pada angka
7,87 persen, sedangkan pada tahun  2008 sekitar 8,39  persen.
Penurunan TPT menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah
penduduk yang menganggur dikarenakan meningkatnya jumlah
penduduk yang bekerja. Dengan kata lain, hal tersebut
menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi secara makro
yang mengakibatkan kesempatan kerja semakin meningkat.
Secara umum TPAK pada
tahun 2009 mengalami sedikit
peningkatan bila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
karena meningkatnya jumlah
penduduk yang bekerja..
Tabel 4.1.  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran
                  Terbuka Menurut Daerah Tempat Tinggal,  2008 dan 2009
[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]
2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5)
Perkotaan 64,50 64,58 10,94 10,66
Perdesaan 69,30 69,32 6,52 5,82
Perkotaan + Perdesaan 67,18 67,23 8,39 7,87
Daerah Tempat T inggal Partisipasi Pengangguran
Angkatan Kerja Terbuka
Tingkat Tingkat
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Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, TPT di
perkotaan dan di perdesaan juga mengalami penurunan. TPT
di perkotaan tetap lebih tinggi daripada di perdesaan. Pada tahun
2008 TPT di perkotaan sekitar 10,94 persen, sedangkan di
perdesaan hanya 6,52 persen. Kemudian pada tahun 2009 TPT
di perkotaan menjadi 10, 66 persen, sementara di perdesaan
5,82 persen.
Pada Lampiran IV (1) dapat dilihat perbandingan TPAK
dan TPT antar provinsi. Pada tahun 2009 terdapat 18 provinsi
dengan nilai TPAK di atas TPAK Nasional (67,23 persen), bahkan
9 provinsi memiliki TPAK di atas 70 persen yaitu Bengkulu (70,18
persen), D.I. Yogyakarta (70,23 persen), Bali (77,82 persen), Nusa
Tenggara Timur (72,09 persen), Kalimantan Barat (73,45
persen), Kalimantan Tengah (71,22 persen), Kalimantan Selatan
(71,61 persen), Sulawesi Tenggara (70,39 persen), dan Papua
(77,75 persen). Dari data tersebut menunjukkan bahwa Bali
merupakan provinsi dengan TPAK paling tinggi bila
dibandingkan dengan provinsi yang lain.
Sementara itu, pada tahun 2009 terdapat  6 provinsi dengan
nilai TPT di atas 10 persen yaitu DKI Jakarta (12,15 persen),
Jawa Barat (10,96 persen), Banten (14,97 persen), Kalimantan
Timur (10,83 persen), Sulawesi Utara (10,56 persen), dan
Maluku (10,57 persen). Dengan demikian, provinsi yang memiliki
TPT tertinggi yakni Banten diikuti dengan DKI Jakarta.
Tingkat Pendidikan
TPT sering dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang
ditamatkan. Secara umum, TPT cenderung tinggi untuk mereka
yang mempunyai pendidikan tinggi dan cenderung rendah untuk
mereka yang tidak berpendidikan. Penduduk dengan tingkat
pendidikan yang lebih tinggi akan lebih sulit mendapatkan
pekerjaan karena lapangan usaha untuk pendidikan yang lebih
tinggi justru lebih terbatas. Semakin tinggi tingkat pendidikan
yang ditamatkan, maka lapangan kerja yang tersedia semakin
sempit, karena jenis pekerjaannya lebih spesifik dan lebih
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Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja dan Tingkat
Pengangguran Terbuka Menurut Daerah
Tempat Tinggal,  2009
TPAK TPT
Provinsi Bali tercatat sebagai
provinsi dengan TPAK paling
tinggi bila dibandingkan dengan
provinsi lainnya. Sementara
provinsi Banten tercatat sebagai
provinsi dengan TPT tertinggi.
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T abel 4.2.     T ingkat Pengangguran T erbuka (T P T )  Menurut T ingkat P endidikan
dan Daerah T empat T inggal, 2008 and 2009
[Diolah dari H asil S akernas, Agustus]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tidak/B elum Pernah Sekolah 1,78 3,19 1,87 1,09 1,85 1,46
Tidak/B elum Tamat SD 4,47 5,00 2,88 2,00 3,27 2,74
SD 6,91 6,73 4,79 4,14 5,40 4,91
SM P 9,98 9,48 8,91 7,48 9,39 8,37
SM A 14,39 14,61 14,16 14,31 14,31 14,50
SM K K ejuruan 17,98 14,77 15,61 14,17 17,26 14,59
Diploma I/II/III dan Akademi 11,99 13,26 9,66 14,44 11,21 13,66
U niv ersitas 12,63 12,65 12,40 14,67 12,59 13,08
Total 10,94 10,66 6,52 5,82 8,39 7,87
SM A + 14,77 14,18 13,89 14,32 14,49 14,23
Pendidikan T ertinggi Yang 
Ditamatkan
P erkotaan + 
Perdesaan
Perkotaan Perdesaan
Secara umum, TPT penduduk
yang  berpendidikan SMA ke
atas pada tahun 2009  sekitar
14,23  persen. Bila dilihat
menurut daerah tempat tinggal,
TPT penduduk  yang
berpendidikan diploma I/II/
III dan universitas di daerah
perdesaan lebih tinggi
dibandingkan dengan
perkotaan.
membutuhkan keahlian tertentu, sehingga jumlah tenaga kerja
yang dibutuhkan tidak begitu besar. Sedangkan untuk penduduk
yang berpendidikan rendah lebih mudah mendapatkan
pekerjaan karena lapangan pekerjaannya lebih luas dan jenis
pekerjaannya tidak terlalu membutuhkan  keterampilan khusus.
Tabel 4.2 menunjukkan pada tahun 2009 TPT penduduk
yang  berpendidikan SMA ke atas  sebanyak  14,23 persen atau
turun sekitar 0,26 persen bila dibandingkan dengan tahun 2008.
Sementara TPT penduduk  yang  berpendidikan di bawah SMA
masing-masing tidak lebih dari 10 persen. Bila dilihat
berdasarkan daerah tempat tinggal, secara umum TPT
penduduk berpendidikan minimal SMA pada tahun 2009 di
daerah perkotaan cenderung lebih rendah bila dibandingkan
dengan di perdesaan. TPT penduduk berpendidikan minimal
SMA di daerah perkotaan sebesar 14,18 persen dan di
perdesaan  sebesar 14,32 persen. Namun, jika dilihat menurut
tingkat pendidikan, maka pada tingkat pendidikan DI/II/III dan
universitas, TPT di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan.
Sedangkan TPT penduduk berpendidikan SMA ke bawah di
perdesaan cenderung lebih rendah daripada di perkotaan.
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Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan
Persebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan
usaha dapat dilihat pada Tabel 4.3. Pada tabel ini, lapangan
usaha dikelompokkan menjadi Pertanian, Industri dan Jasa-
Jasa. Secara umum persentase penduduk yang bekerja pada
lapangan usaha Jasa-Jasa pada tahun 2008 sebesar 40,92
persen kemudian meningkat pada tahun 2009 menjadi 41,53
persen. Persentase tersebut lebih tinggi bila dibandingkan
dengan persentase penduduk yang bekerja di lapangan usaha
Pertanian yang hanya 40,30 persen pada tahun 2008 kemudian
turun menjadi 39,68 persen pada tahun 2009. Peningkatan
persentase penduduk yang bekerja di lapangan usaha Jasa-
jasa dan penurunan pada lapangan usaha Pertanian
menunjukkan bahwa pada masyarakat telah terjadi perubahan
struktur lapangan usaha dari primer ke sekunder.  Sementara
itu, kontribusi dari lapangan usaha Industri hanya sekitar 18,78
persen pada tahun 2008 kemudian sedikit meningkat sedikit
menjadi 18,79 persen pada tahun 2009.
Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Kelompok
Lapangan Usaha dan Daerah T empat T inggal, 2008 dan 2009
[Diolah dari H asil Sakernas, Agustus]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian 
(A)
10,40 10,55 61,26 60,08 40,30 39,68
Industri   
(M)
24,65 24,46 14,67 14,82 18,78 18,79
Jasa-Jasa  
(S)
64,95 64,99 24,08 25,10 40,92 41,53
Catatan : 
Listrik, Gas dan Air; serta Bangunan.
Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan. 
Perkotaan Perdesaan
T abel 4.3.
Cakupan lapangan usaha Industri (M) adalah Pertambangan; Industri Pengolahan;
Cakupan lapangan usaha Jasa-Jasa (S) adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan 
Hotel; Angkutan, Pergudangan, Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persew aan 
Perburuan dan Perikanan. 
Kelompok
Lapangan Usaha
(1)
Cakupan lapangan usaha Pertanian (A) adalah  Pertanian, Kehutanan, 
Perkotaan+Perdesaan
41,53
18,79
39,68
Jasa-Jasa
Industri
Pertanian
Gambar 4.2 Komposisi Penduduk
yang Bekerja Menurut Lapangan
Usaha (persen), 2009
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
44                Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2009
Tabel 4.4.  Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Status 
  Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal, 2008 dan 2009
[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]
Status
Pekerjaaan 2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Berusaha Sendiri 23,83 23,41 18,00 17,73 20,40 20,07
Berusaha Dibantu Pekerja 
Tak Dibayar
12,86 11,54 27,10 27,48 21,23 20,91
Berusaha Dibantu Pekerja 
Tetap
3,85 3,83 2,30 2,24 2,94 2,89
Buruh/Karyawan 44,34 45,27 15,67 15,50 27,48 27,76
Pekerja Keluarga 7,86 8,19 23,30 23,77 16,94 17,35
Pekerja Bebas Pertanian 2,18 2,20 8,41 7,99 5,84 5,61
Pekerja Bebas Non 
Pertanian
5,08 5,57 5,22 5,29 5,16 5,41
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + 
Perdesaan
Bila diilihat menurut daerah tempat tinggal, sebaran
penduduk yang bekerja di daerah perkotaan dan perdesaan
menunjukkan perbedaan  yang cukup besar. Pada tahun 2009,
lapangan usaha yang paling diminati di perkotaan adalah Jasa-
Jasa (64,99 persen) kemudian diikuti oleh Industri (24,46 persen)
dan Pertanian (10,55 persen), sedangkan di perdesaan,
mayoritas penduduk bekerja di Pertanian mencapai  60,08
persen, kemudian diikuti oleh Jasa-Jasa sekitar 25,10 persen
dan  Industri sekitar 14,82 persen.
Selanjutnya, menurut status pekerjaan (Tabel 4.4), kondisi
status pekerja pada tahun 2009 tidak jauh berbeda dengan tahun
sebelumnya. Mayoritas pekerja di Indonesia merupakan buruh
atau karyawan (27,76 persen), kemudian penduduk yang
berusaha dengan pekerja tak dibayar (20,91 persen) dan
penduduk yang berusaha sendiri (20,07 persen). Sementara itu,
hanya 2,89 persen pekerja di Indonesia merupakan penduduk
yang berusaha dibantu pekerja tetap.
Persentase penduduk yang
bekerja di lapangan usaha jasa-
jasa mengalami peningkatan,
sedangkan di pertanian justru
mengalami penurunan bila
dibandingkan dengan tahun
2008. Hal ini menunjukkan
telah terjadi perubahan
struktur lapangan usaha dari
primer ke sekunder.
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Jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, terdapat
perbedaan yang mencolok antara jumlah pekerja menurut  status
pekerjaan di perkotaan dan di perdesaan. Mayoritas penduduk
perdesaan memiliki status pekerjaan berusaha dibantu pekerja
tidak dibayar (27,48), kemudian pekerja keluarga sebesar
23,77persen. Kedua status pekerja ini saling berkaitan mengingat
dalam suatu keluarga di perdesaan, secara umum anggota
keluarga satu sama lain bekerja bersama-sama seperti anak
yang bekerja membantu kedua orang tuanya. Sedangkan di
perkotaan, mayoritas penduduk berstatus sebagai buruh/
karyawan sebesar 45,27 persen, dan berusaha sendiri sebesar
23,41 persen. Pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan
di perkotaan lebih banyak bila dibandingkan dengan di
perdesaan karena sebagian besar perusahaan-perusahaan
tempat mereka bekerja berada di daerah perkotaan.
Jumlah Jam Kerja
Dalam kajian ketenagakerjaan, seorang pekerja dapat
dikategorikan sebagai pengangguran apabila memiliki jumlah
jam kerja selama seminggu di bawah jam kerja
normal.Kesepakatan tentang jumlah jam kerja normal di
Indonesia adalah minimal 35 jam selama seminggu. Istilah lain
dari persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja
normal disebut sebagai pengangguran kentara (visible
underemployed).
Persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja
normal dapat dilihat pada Tabel 4.5. Pada tahun 2009, secara
umum persentase pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam
selama seminggu yang lalu  sebesar 30,10 persen, sedangkan
pekerja yang bekerja kurang dari 15 jam sebesar 5,59 persen.
Sementara itu, penduduk yang mempunyai pekerjaan/usaha
tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu
sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja
dengan jam kerja 0 (nol) jam, sekitar 2,29 persen.
Terdapat perbedaan yang
mencolok pada status
pekerjaan di perkotaan dan
perdesaan. Sebagian besar
pekerja di perkotaan bekerja
sebagai buruh/karyawan,
sedangkan di perdesaan
bekerja dengan dibantu
pekerja tidak dibayar.
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Gambar 4.3 Persentase Penduduk
yang Bekerja Kurang dari 35 Jam
Seminggu Menurut Daerah
Tempat Tinggal, 2008 dan 2009 
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T abel 4.5. Persentase Penduduk Usia 15 T ahun Keatas yang Bekerja Menurut Jumlah
Jam Kerja Selama Seminggu dan Daerah T empat T inggal, 2008 dan 2009
[Diolah dari H asil Sakernas, Agustus]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
1,76 1,88 3,54 3,61 18,82 18,43
2,47 2,57 6,88 6,99 38,40 38,28
2,17 2,29 5,51 5,59 30,34 30,10
Catatan: *)  
Daerah T empat
T inggal
(1)
1 - 14 Jam
seminggu y ang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, 
Jumlah jam kerja penduduk y ang mempuny ai pekerjaan/usaha tetapi selama 
menunggu panen atau mogok kerja
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
1 - 34 Jam0*) Jam
Perkotaan
Bila dibedakan menurut tempat tinggal, di daerah
perdesaan persentase penduduk yang bekerja di bawah jam
kerja normal  lebih tinggi bila dibandingkan dengan di daerah
perkotaan, walaupun TPT di perdesaan lebih rendah atau
tingkat kesempatan kerja di perdesaan lebih tinggi daripada di
perkotaan. Pada tahun 2009, persentase penduduk yang bekerja
kurang dari 15 jam di perdesaan sebesar  6,99 persen dan di
perkotaan hanya  3,61 persen. Persentase ini meningkat bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi yang sama
terjadi pada persentase penduduk yang sementara waktu tidak
bekerja walaupun mempunyai pekerjaan yaitu di daerah
perdesaan menjadi sekitar 2,57 persen dan di perkotaan sekitar
1,88 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang bekerja
kurang dari 35 jam baik di daerah perdesaan maupun perkotaan
justru mengalami penurunan yaitu masing-masing menjadi
sebesar 38,28 persen dan 18,43 persen.
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih
Sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13
Tahun 2003 mengenai upah tenaga kerja, maka setiap pekerja
berhak untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk upah atau
gaji sebagai balas jasa yang telah diberikan. Dengan upah atau
gaji tersebut para pekerja diharapkan dapat mampu untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya seperti
Pada tahun 2009, terjadi
penurunan persentase penduduk
yang bekerja kurang dari 35
jam dalam seminggu baik di
daerah perdesaan maupun
perkotaan bila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
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kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan
sebagainya. Selain itu pemberian upah atau gaji yang layak
diharapkan dapat memberikan dorongan kepada setiap pekerja
untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.
Berdasarkan data pada Tabel 4.6, terlihat bahwa pada
tahun 2009 persentase pekerja yang menerima upah lebih dari
Rp 1.000.000,- mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Sebaliknya, persentase pekerja yang
menerima upah dibawah Rp 1.000.000,- mengalami penurunan.
Secara umum persentase pekerja yang menerima upah
di bawah Rp 800.000,- di daerah perdesaan lebih besar bila
dibandingkan dengan di perkotaan. Namun, persentase pekerja
di daerah perkotaan lebih banyak yang menerima upah di atas
Rp 800.000,- ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan
di perdesaan lebih rendah dibanding di perkotaan. Namun
karena biaya hidup di daerah perdesaan relatif lebih  murah bila
dibandingkan dengan di perkotaan,  pekerja di perdesaan masih
dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Tabel 4.6.  Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Upah/Gaji/ 
  Pendapatan Bersih dan Daerah Tempat Tinggal, 2008 dan 2009
[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih (Rp) selama Sebulan
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
< 200 000 4,39 4,36 11,15 11,38 7,42 7,43
200 000 - 399 000 12,89 10,77 23,17 22,48 17,50 15,88
400 000 - 599 000 15,49 12,58 19,01 17,61 17,07 14,78
600 000 - 799 000 15,95 13,37 16,18 15,56 16,05 14,33
800 000 - 999 000 12,91 11,86 10,02 9,98 11,62 11,04
1 000 000 - 1 499 000 15,30 18,43 9,93 10,75 12,90 15,08
1 500 000 - 1 999 000 8,68 9,76 4,67 4,79 6,89 7,59
> 2 000 000 14,37 18,86 5,86 7,45 10,56 13,88
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + 
Perdesaan
Secara umum, pendapatan yang
diterima oleh pekerja di
perkotaan lebih tinggi bila
dibandingkan dengan
pendapatan yang diterima oleh
pekerja di perdesaan.
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Bila dibandingkan antara pekerja laki-laki dan perempuan,
maka persentase pekerja laki-laki lebih besar daripada
perempuan pada kelompok pekerja yang menerima upah di
atas Rp 600.000,- yaitu sebesar  68,03 persen, sedangkan
pekerja perempuan hanya 49,69 persen. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar pekerja laki-laki menerima upah lebih
tinggi bila dibandingkan dengan pekerja perempuan.  Secara
rinci dapat dilihat bahwa persentase  pekerja laki-laki terbesar
berada pada kelompok pekerja dengan upah antara
Rp1.000.000,-  sampai Rp1.499.000,- yakni sebesar 17,07
persen. Sementara pekerja perempuan terbanyak (22,16 persen)
berada pada kelompok pekerja dengan upah  antara
Rp 200.000,- sampai Rp 399.000,-.
Pekerja Anak (Usia 10-14 Tahun)
Dalam perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia,
pekerja anak merupakan salah satu fenomena sosial yang
eksistensi permasalahannya masih terus berlangsung bahkan
menjadi semakin kompleks. Keterlibatan anak-anak dalam
kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak disebabkan oleh
Tabel 4.7. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Upah/Gaji/ 
  Pendapatan Bersih dan Jenis Kelamin, 2008 dan 2009
[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih (Rp) selama Sebulan
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
< 200 000 4,83 4,76 12,80 12,76 7,42 7,43
200 000 - 399 000 14,18 12,74 24,39 22,16 17,50 15,88
400 000 - 599 000 17,05 14,47 17,12 15,39 17,07 14,78
600 000 - 799 000 17,82 15,60 12,39 11,78 16,05 14,33
800 000 - 999 000 12,82 12,40 9,11 8,33 11,62 11,04
1 000 000 - 1 499 000 14,72 17,07 9,10 11,08 12,90 15,08
1 500 000 - 1 999 000 7,29 8,20 6,04 6,37 6,89 7,59
> 2 000 000 11,28 14,76 9,05 12,12 10,56 13,88
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki + 
Perempuan
Bila dibedakan menurut jenis
kelamin pekerja, maka
pekerja laki-laki menerima
upah lebih tinggi daripada
pekerja perempuan.
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
                                                                                                             49Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2009
0
1
2
3
4
5
6
7
2008 2009
Perkotaan
Perdesaan
Gambar 4.4 Persentase Pekerja Anak
(Usia 10-14 tahun) Menurut Daerah
Tempat Tinggal, 2008 dan 2009
kemiskinan yang terjadi di dalam keluarga. Secara langsung
maupun tidak langsung keterlibatan pekerja anak  telah
memberikan kontribusi dalam ekonomi keluarga. Namun,
kondisi  yang demikian justru membatasi hak-hak  anak itu sendiri
karena bekerja bukanlah kewajiban  seorang anak. Konsep
pekerja anak  yang digunakan adalah penduduk usia 10-14 tahun
yang melakukan kegiatan/pekerjaan  dengan maksud untuk
memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau
keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara
terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja
keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/
kegiatan ekonomi).
Pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa persentase pekerja
anak  secara umum pada tahun 2009 mengalami peningkatan
sebesar 0,26 persen dari 4,29 persen pada tahun 2008 menjadi
4,55 persen pada tahun 2009 terhadap total seluruh penduduk
usia 10 - 14 tahun.  Sebagian besar pekerja anak di Indonesia
merupakan pekerja anak laki-laki yakni sebesar 5,24 persen,
sedangkan perempuan sebesar 3,83 persen. Bila dilihat menurut
Pada tahun 2009 persentase
pekerja anak mengalami
peningkatan  dari 4,29 persen
pada tahun 2008 menjadi
4,55 persen. Sebagian besar
pekerja anak adalah pekerja
anak laki-laki.
dan Jenis Kelamin, 2008 dan 2009 
[Diolah dari H asil Sakernas, Agustus]
Daerah T empat Laki-Laki +
T inggal Perempuan
(1) (2) (3) (4)
Perkotaan
2008 1,98 2,39 2,19
2009 2,12 2,30 2,21
Perdesaan
2008 7,06 4,27 5,70
2009 7,30 4,87 6,11
Perkotaan + Perdesaan
2008 5,05 3,51 4,29
2009 5,24 3,83 4,55
Laki-Laki Perempuan
T abel 4.8  Persentase Pekerja Anak (Usia 10 – 14 T ahun) terhadap 
Penduduk Usia 10-14 T ahun Menurut Daerah T empat T inggal 
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daerah tempat tinggal, sebagian besar pekerja anak tinggal di
daerah perdesaan. Pada tahun 2009 persentase pekerja anak
di daerah perdesaan sebesar 6,11 persen atau lebih tinggi 3,90
persen dibandingkan dengan pekerja anak di perkotaan.
Mayoritas pekerja anak di daerah perdesaan adalah pekerja
anak laki-laki (7,30 persen), sedangkan di perkotaan didominasi
oleh pekerja anak perempuan (2,30 persen).
Jika dilihat menurut provinsi, pada tahun 2009 terdapat 5
provinsi yang memiliki persentase pekerja anak lebih dari 10
persen yaitu provinsi Papua, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Barat, dan Nusa Tenggara Barat .  Dari kelima provinsi tersebut,
persentase pekerja anak tertinggi tercatat di provinsi Papua
(17,83 persen). Tingginya persentase pekerja anak di Provinsi
Papua disebabkan karena faktor ekonomi dalam keluarga dan
kurangnya sarana akses pendidikan yang memadai dan
terjangkau bagi masyarakat. Pekerja anak di Papua sebagian
besar berada di daerah perdesaan dengan persentase sebesar
21,04 persen lebih tinggi daripada persentase pekerja anak di
perkotaan (18,23 persen). Persentase pekerja anak tertinggi
kedua ditempati oleh Provinsi Bali sebesar 13,82 persen. Bali
yang dikenal dengan tempat pariwisatanya yang menarik dan
banyak dikunjungi para wisatawan ini, sebagian besar anak-
anak bekerja di sektor  pariwisata dan di industri kerajinan tangan.
Provinsi Papua dan Bali
memiliki persentase pekerja
anak yang tertinggi di
Indonesia dengan persentase
masing-masing sebesar 17,83
persen dan 13,82 persen.
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5 TARAF DAN
POLA KONSUMSI
Pola konsumsi  penduduk merupakan salah satu indikator
sosial ekonomi masyarakat  yang sangat dipengaruhi oleh
budaya dan lingkungan setempat. Budaya setempat dan perilaku
lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada
sekelompok masyarakat dimana mereka berada. Dengan
menggunakan data pengeluaran dapat diungkapkan tentang
pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan
indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non-
makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat
dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan  ekonomi
penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk
makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat
kesejahteraan penduduk.
Pengeluaran Rumah Tangga
Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok
makanan dan bukan makanan. Semakin tinggi pendapatan
seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran,
yaitu dari pengeluaran untuk makanan kepada pengeluaran
bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena
elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya
rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan
makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada
kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah
mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan
digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan
atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat
dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat
kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya
digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
52                Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2009
Pada Tabel 5.1 disajikan data pengeluaran rata-rata per
kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2008 dan
2009. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2008-
2009 rata-rata pengeluaran per  kapita sebulan penduduk
meningkat dari Rp. 386.370,- menjadi Rp. 430.065,-. Namun
jika dilihat persentase pengeluaran untuk makanan juga
menunjukkan sedikit peningkatan dari 50,17 persen pada tahun
2008 menjadi 50,62 persen pada tahun 2009. Ini berarti bahwa
pada periode 2008-2009 terjadi kecenderungan bahwa konsumsi
makanan masih menjadi prioritas penduduk dalam
membelanjakan penghasilannya.
Sebaliknya yang terjadi pada persentase pengeluaran
bukan makanan  mengalami sedikit penurunan dari 49,83 persen
menjadi 49,38 persen. Penurunan persentase terjadi pada
pengeluaran untuk perumahan, pakaian, dan barang tahan lama.
Sementara peningkatan persentase terjadi pada pengeluaran
barang dan jasa serta pengeluaran bukan makanan lainnya.
[Diolah dari Hasil Susenas Panel]
Jenis Pengeluaran
2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5)
Makanan 193 828 217 720 50,17 50,62
Bukan Makanan 192 542 212 345 49,83 49,38
     Perumahan 78 083 85 556 20,21 19,89
     Barang dan Jasa 66 141 75 227 17,12 17,49
     Pakaian 13 014 14 328 3,37 3,33
     Barang Tahan Lama 24 627 25 307 6,37 5,88
     Lainnya 10 677 11 927 2,76 2,77
Jumlah 386 370 430 065 100,00 100,00
Tabel 5.1.  Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, 2008 dan 2009
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan 
Nominal (Rp) Persentase
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Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran
Per Kapita Sebulan Menurut Jenis
Pengeluaran, 2008 dan 2009
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Pengeluaran tertinggi untuk konsumsi makanan pada
tahun 2009 terdapat  di Provinsi Aceh, yaitu 62,45 persen,
kemudian diikuti oleh Kalimantan Tengah (60,38 persen),
Papua Barat (60,31 persen) dan Papua (60,20 persen).
Sedangkan provinsi yang persentase pengeluaran untuk
makanan terendah adalah DKI Jakarta (38,14 persen) dan Bali
(44,22 persen)
Pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan
makanan menurut golongan pengeluaran selama periode 2008-
2009 menunjukkan bahwa di daerah perdesaan memiliki rata-
rata pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan pada
semua golongan pengeluaran kecuali pada golongan
pengeluaran kurang dari Rp.100.000,- dan golongan
pengeluaran lebih dari Rp.1.000.000,-.
Jika dilihat dari besarnya golongan pengeluaran, maka
pada tahun 2009 yang mengalami kenaikan pengeluaran per
kapita sebulan untuk makanan terjadi pada golongan
pengeluaran Rp.200.000,- - Rp.299.999,- ke atas, sementara
pengeluaran di bawah Rp.200.000,- justru mengalami
penurunan. Secara umum, rata-rata pengeluaran untuk
[Diolah dari H asil S usenas P anel]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
< 100 000 65 221 60 940 60 912 60 655 61 339 60 693
100 000 - 149 999 85 955 87 049 88 805 88 069 88 256 87 874
150 000 - 199 999 111 401 111 293 123 750 121 382 120 158 118 696
200 000 - 299 999 154 731 159 702 158 837 163 937 157 242 162 429
300 000 - 499 999 207 264 218 236 217 974 223 144 211 886 220 600
500 000 - 749 999 278 132 295 535 290 439 309 638 281 412 299 741
750 000 - 999 999 343 165 371 274 354 814 388 030 345 164 374 640
     > 1 000 000 441 146 490 236 405 953 454 623 437 122 482 292
Rata-rata per Kapita 222 980 250 873 166 583 186 741 193 828 217 720
dan Daerah T empat T inggal (Rupiah), 2008 dan 2009 
P erkotaan +  P erdesaanGolongan P engeluaran P erkotaan P erdesaan
T abel 5.2.  P engeluaran Rata-Rata untuk Makanan per Kapita S ebulan Menurut Golongan P engeluaran,                                                   
Pengeluaran tertinggi untuk
konsumsi makanan pada tahun
2009 terdapat  di provinsi
Aceh, Kalimantan Tengah,
Papua Barat  dan Papua.
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makanan pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 12,33
persen dibanding dengan tahun 2008, yaitu dari Rp.193.828,-
menjadi Rp.217.720,- per kapita sebulan.
Pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan pada
golongan pengeluaran kurang dari Rp.200.000,- dan lebih dari
Rp.1.000.000,- selama tahun 2008-2009 cenderung meningkat.
Sebaliknya  untuk  golongan   pengeluaran  Rp.200.000,-    -
Rp. 999.999,- cenderung menurun.
Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, selama
tahun 2008-2009, rata-rata pengeluaran yang digunakan untuk
kebutuhan non makanan cenderung lebih besar di perkotaan
pada seluruh golongan pengeluaran, kecuali yang terjadi pada
tahun 2008 untuk golongan pengeluaran kurang dari
Rp.100.000,- dan lebih dari Rp.1.000.000,-.
Sementara secara nasional, rata-rata pengeluaran non
makanan pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 10,29
persen dari tahun 2008 menjadi Rp.212.345,- kenaikan ini lebih
rendah jika dibandingkan dengan kenaikan rata-rata
pengeluaran untuk makanan pada tahun 2009, yaitu sebesar
12,33 persen.
dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), 2008 dan 2009 
[Diolah dari Hasil Susenas Panel]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
< 100 000 25 561 30 320 26 453 26 722 26 364 27 200
100 000 - 149 999 45 700 46 368 40 248 42 358 41 300 43 126
150 000 - 199 999 66 202 66 120 50 638 54 696 55 165 57 737
200 000 - 299 999 93 698 91 832 87 142 82 594 89 688 85 883
300 000 - 499 999 182 064 172 678 158 281 153 801 171 800 163 586
500 000 - 749 999 328 378 312 194 305 462 285 126 322 271 304 121
750 000 - 999 999 514 608 488 234 490 827 460 836 510 526 482 729
> 1 000 000 1 180 890 1 202 382 1 185 532 1 062 984 1181 421 1183 032
Rata-rata per Kapita 273 020 298 220 117 329 132 103 192 542 212 345
Perkotaan + Perdesaan
Tabel 5.3.   Pengeluaran Rata-Rata Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran 
Golongan Pengeluaran Perkotaan Perdesaan
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Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan
pemerataan pendapatan, karena pemerataan merupakan salah
satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia.
Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara
kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan
menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data
pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan
pada ulasan ini menggunakan data pengeluaran sebagai proxy
pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan
keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan
sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang
terjadi.
Salah satu indikator untuk  mengukur tingkat pemerataan
pendapatan penduduk  adalah dengan menggunakan kriteria
Bank Dunia2.  Menurut kriteria Bank Dunia  penduduk digolongkan
menjadi 3 kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan
rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20
persen penduduk berpendapatan tinggi. Selain kriteria yang
ditetapkan oleh Bank Dunia ada indikator yang juga sering
digunakan, yaitu Indeks Gini3.
Berdasarkan kriteria Bank Dunia terlihat pada kelas 40
persen penduduk yang berpengeluaran rendah selama periode
2007-2009 menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari
19,10 persen pada tahun 2007 menjadi 21,22 persen di tahun
2009. Keadaan ini menggambarkan bahwa pada kelas 40 persen
penduduk yang berpendapatan rendah cenderung membaik.
Sebaliknya pada kelompok  penduduk berpengeluaran tinggi
2 Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk
berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari
kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut :
a. memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
b. memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang,
c. memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.
3 Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran
antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan
pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.
Salah satu indikator untuk
mengukur tingkat pemerataan
pendapatan penduduk  adalah
dengan menggunakan kriteria
Bank Dunia.
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[Diolah dari  H asil Susenas P anel ]
T ahun
40 %   
T erendah
40 %  
Menengah
20 % 
T ertinggi
Indeks Gini
(1) (2) (3) (4) (5)
2007r) 19,10 36,11 44,79 0,36
2008r) 19,56 35,67 44,77 0,35
2009 21,22 37,54 41,24 0,37
C atatan :  r) Angk a  diperbaik i dengan m enggunak an data indiv idu buk an  data k elom pok 
               pengeluaran s eperti pada tahun 1996-1999
T abel 5.4.   Distribusi Pem bagian P engeluaran per Kapita  dan
  Indeks Gini,   2007 - 2009   
terlihat adanya penurunan persentase yaitu dari 44,79 persen di
tahun 2007  menjadi 41,24 persen pada tahun 2009.
Secara umum Indeks Gini pada tahun 2007  sebesar 0,36
sempat menurun menjadi 0,35 pada tahun 2008.  Namun di
tahun 2009 secara umum Indek Gini mengalami kenaikan
mencapai 0,37.  Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2009
tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran
lebih tinggi dibanding tahun 2008 dan 2007.
Konsumsi Energi dan Protein
Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori
dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.
Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah
dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi
dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap
makanan tersebut. Angka kecukupan konsumsi energi dan
protein untuk tingkat konsumsi sehari-hari berdasarkan
Widyakarya Pangan dan Gizi ke-8 tahun 2004 masing-masing
sebesar 2000 kkal dan 52 gram protein.
Pada tahun 2009 tingkat
ketimpangan pengeluaran antar
kelompok pengeluaran lebih
tinggi dibanding tahun 2008
dan 2007.
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Gambar 5.2. Konsumsi Energi 
per Kapita per Hari Menurut Daerah
Tempat Tinggal,  2007 - 2009 (kkal)
Rata-rata  konsumsi kalori penduduk  Indonesia pada tahun
2008 sebanyak 2.038,17 kkal atau bertambah sebesar 23,26
kkal dibandingkan tahun sebelumnya.  Namun pada tahun 2009
konsumsi kalori penduduk Indonesia hanya mampu
menkonsumsi 1.927,63 kkal.  Ini berarti konsumsi kalori per hari
penduduk Indonesia di tahun 2009 belum  memenuhi syarat
kecukupan gizi berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi ke-8
masih kurang sebanyak 72,37 kkal.Sementara rata-rata
konsumsi protein per kapita penduduk Indonesia per harinya
terjadi penurunan walau  relatif kecil, yaitu dari 57,66 gram pada
tahun 2007 menjadi 57,49 gram pada tahun 2008,  dan kembali
turun di tahun 2009  hanya mencapai 54,35 gram. Walaupun
mengalami penurunan tetapi jumlah protein yang dikonsumsi
penduduk masih berada di atas batas kecukupan gizi.
Apabila dibandingkan menurut daerah tempat tinggal,
terlihat bahwa rata-rata konsumsi kalori penduduk perkotaan
selama kurun waktu 2007-2009 terus mengalami penurunan.
Angka-angka tersebut masih berada di bawah standar
kecukupan kalori dan lebih rendah jika dibandingkan konsumsi
kalori penduduk perdesaan. Sama dengan konsumsi kalori,
konsumsi protein penduduk di perkotaan juga terus mengalami
Menurut Daerah T empat T inggal, 2007-2009
[Diolah dari H asil Susenas Panel]
T ahun
(1)
Energi (kkal)
2007 1 977,01 2 050,33 2 014,91
2008 1 976,33 2 095,95 2 038,17
2009 1 891,32 1 961,56 1 927,63
Protein (gram)
2007 59,17 56,25 57,66
2008 58,16 56,87 57,49
2009 55,71 53,08 54,35
Perdesaan Perkotaan + 
Perdesaan
(2) (3)
Perkotaan
T abel 5.5.  Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari
(4)
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penurunan selama 3 tahun terakhir. Rata-rata konsumsi protein
lebih tinggi penduduk yang tinggal di perkotaan,  dibandingkan
penduduk yang tinggal di perdesaan. Pada tahun 2009 rata-rata
penduduk perkotaan mengkonsumsi protein sebanyak 55,71
gram sedangkan penduduk perdesaan rata-rata hanya
mengkonsumsi protein sebanyak 53,08 gram.Kecukupan
konsumsi protein bagi penduduk perkotaan dan perdesaan
sudah berada di atas standar kecukupan gizi.
Kecukupan konsumsi protein
bagi penduduk perkotaan dan
perdesaan sudah berada di atas
standar kecukupan gizi.
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6 PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Hal ini
dirumuskan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman. Rumah atau hunian tempat tinggal
merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan dan
sandang. Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia
dan lingkungan permukimannya terlihat jelas bahwa kualitas
sumberdaya manusia di masa yang akan datang sangat
dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukinan di mana
masyarakat tinggal menempatinya (Djoko Kirmanto, 25 Maret
2002). Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga dapat
menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang
berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin
tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk
memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang
lebih baik.
Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan
rumah tangga tersebut diantaranya dapat dilihat dari kualitas
material, yang mencakup antara lain jenis atap, dinding dan
lantai terluas yang digunakan. Termasuk juga fasilitas penunjang
lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas
tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas
perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan
yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi
penghuninya. Selain itu, mulai edisi 2009 disajikan indikator
status kepemilikan rumah.
Selain sebagai tempat tinggal,
rumah juga dapat menunjukkan
status sosial seseorang. Status
sosial seseorang berhubungan
positif dengan kualitas/kondisi
rumah.
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
60                Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2009
Kualitas Rumah Tinggal
Rumah yang layak untuk dijadikan tempat tinggal adalah
apabila rumah tersebut memiliki dinding terluas yang terbuat
dari tembok atau kayu, atap berupa beton, genteng, sirap, seng
maupun asbes, dan yang terluas berlantaikan bukan tanah.
Berdasarkan data Susenas 2009, rumah yang berlantaikan
bukan tanah secara nasional dari tahun ke tahun menunjukkan
peningkatan, walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu tinggi.
Keadaan ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas lantai
yang digunakan dari penggunaan tanah ke kualitas lantai yang
lebih tinggi. Pada tahun 2009, rumah yang berlantaikan bukan
tanah sebesar 88,05 persen, meningkat dari 87,53 persen pada
tahun 2008. Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, pada
tahun 2009 rumah-rumah yang berada di wilayah perdesaan
masih banyak yang berlantaikan tanah, yaitu sebesar 18,03
persen, sementara di perkotaan hanya 5,48 persen.
Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas
perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan
dinding terluas. Dari hasil Susenas 2008 rumah tinggal dengan
atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes mencapai 95,90
persen dan pada tahun 2009 meningkat menjadi  96,38 persen.
Tabel 6.1.  Rumah Tangga Menu rut  Beb erap a I nd ikator 
Kualitas Perumahan dan Daerah  Tempat Tin ggal, 2008 dan 2009 
[D iolah dari Hasil Susenas]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
94,10 94,52 81,32 81,97 87,53 88,05
98,95  r) 99,17 93,01 93,78 95,90 96,38
93,84 94,49 83,17 84,61 88,36 89,40
21,53 21,73 20,59 20,58 21,05 21,14
C atatan :  r)  Angk a diperbaik i
Atap beton, genteng, sirap, seng, dan 
asbes (% )
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perd esaan
I nd ikator Kualitas Perumahan
(1)
Lantai bukan tanah (% )
D inding terluas  tembok dan kayu (% )
Rata-Rata Luas Lantai Per  Kapita  (m2)
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Demikian pula  bangunan rumah tinggal yang menggunakan
dinding terluas tembok dan kayu secara nasional juga
menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 88,36 persen
menjadi 89,40 persen.
Kualitas rumah di daerah perkotaan tahun 2009 yang
beratap layak (beton, genteng, sirap, seng dan asbes) sudah
sangat tinggi, yaitu telah mencapai 99,17 persen, sementara di
daerah perdesaan sebesar 93,78 persen. Selanjutnya pada tahun
yang sama, kualitas rumah dengan dinding terluas dari tembok
dan kayu di  daerah perkotaan mencapai  94,49 persen
sedangkan di daerah perdesaan sebesar 84,61 persen.
Menurut  Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria
rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai
per  orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Pedoman Umum
Rumah Sederhana Sehat (http://kprid.files.wordpress.com/2008/
01/lampi1-kepmen 403_02.pdf) kebutuhan ruang per orang
dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah.
Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja,
duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya.
Sementara menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat
dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika
penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m2 (BPS, 2001).
Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m2 dengan
perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Pada
tahun 2009 rata-rata luas lantai per kapita mencatat sebesar
21,14 m² persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 sebesar
21,05 m² (Tabel 6.1). Jika ditinjau menurut daerah tempat tinggal
pada tahun 2009 rata-rata luas lantai per kapita  di daerah
perkotaan sebesar 21,73 m² lebih tinggi dari rumah tangga yang
berada di perdesaan yaitu sebesar 20,59 m².
Bila dilihat berdasarkan provinsi, rumah tangga dengan
rata-rata luas lantai per kapita yang lebih tinggi dari angka
nasional terdapat pada provinsi DI. Yogyakarta (29,65 persen),
Jawa Tengah (29,29 persen), dan Jawa Timur (25,53 persen).
Jika dibandingkan dengan tahun 2008, rumah tangga dengan
Pada tahun 2009 rata-rata luas
lantai per kapita  di daerah
perkotaan sebesar 21,73 m²
lebih tinggi dari rumah tangga
yang berada di perdesaan yaitu
sebesar 20,59 m². ht
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rata-rata luas lantai per kapita (m2) mengalami peningkatan
hampir di semua provinsi kecuali Jambi, Kepulauan Riau, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Banten, Bali,
Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan
Sulawesi Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran
VI (2).
Fasilitas Rumah Tinggal
Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan
menentukan kualitas dan nyaman tidaknya rumah tinggal
tersebut. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi
nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya air bersih
serta jamban yang dimiliki sendiri.
Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi
rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam
jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak
merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus
menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2009, rumah
tangga di Indonesia yang menggunakan air kemasan, air isi
ulang, dan air leding sebagai sumber air minum dan masak
baru mencapai 28,32 persen.
Terlihat perbedaan yang sangat signifikan bila dibedakan
menurut daerah tempat tinggal. Pada tahun 2009 di daerah
perkotaan tercatat sebesar 46,33 persen, sementara di
perdesaan hanya 11,38 persen. Gaya hidup sehat penduduk
perkotaan mengkonsumsi air yang sudah terjamin
kebersihannya belum begitu terlihat di perdesaan.
Rumah tangga yang mengkonsumsi air bersih secara
nasional mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi
58,18 persen. Peningkatan terjadi baik di perkotaan maupun di
perdesaan. Air bersih mencakup air kemasan, ledeng, pompa,
sumur/mata air terlindung dengan jarak ke tempat pembuangan
limbah lebih dari 10 meter. Hal ini menunjukkan kian sadarnya
masyarakat untuk mengkonsumsi air bersih guna menjaga
kesehatannya (Tabel 6.2).
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Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga
Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan
Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2008 dan 2009
PedesaanPerkotaan
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Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat
kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan
penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi
sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat
resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi
lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas
dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan
terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan
dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan
dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan
tangki septik.
Selama tahun 2008-2009 persentase rumah tangga  yang
memiliki jamban sendiri di daerah perkotaan meningkat dari
71,92 persen  menjadi 74,29 persen pada tahun 2009, begitu
pula di daerah perdesaan meningkat dari 52,00 persen menjadi
53,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan
jamban sendiri sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus
dipenuhi oleh rumah tangga. Disamping telah memiliki jamban
T abel 6.2.      P ersentase Rumah T angga Menurut Beberapa Fasilitas P erumahan dan Daerah 
T empat T inggal, 2008 dan 2009
[Diolah dari H asil Susenas]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
43,91 46,33 9,63 11,38 26,30 28,32
68,66 70,99 42,20 46,13 55,07 58,18
71,92 74,29 52,00 53,95 61,68 63,81
59,58 62,80 29,33 32,02 44,03 46,93
98,89 98,90 86,90 88,50 92,73 93,55
C atatan: 1) Air y ang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air 
terlindung y ang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) > 10 m
Jamban sendiri dengan tangki septik
S umber penerangan Listrik
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
Fasilitas P erumahan
(1)
A ir kemasan, air isi ulang & Ledeng
A ir minum bersih 1 )
Jamban sendiri
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sendir i, penggunaan jamban dengan tangki septik juga
merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga
dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun
2009 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki
septik sudah mencapai 46,93 persen dan ini meningkat jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 44,03 persen.
Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, maka di perkotaan
memeiliki persentase lebih tinggi yaitu sebesar 62,80 persen
dibanding di perdesaan yang baru mencapai 32,02 persen,
meskipun keadaan ini telah mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya.
Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah
penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang
berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik
lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya.
Berdasarkan hasil Susenas tahun 2009, secara nasional 93,55
persen rumah tangga telah menikmati fasilitas penerangan
listrik, walaupun peningkatannya relatif sedikit jika dibandingkan
dengan tahun 2008 (92,73 persen). Jika dilihat berdasarkan
daerah tempat tinggal, rumah tangga di daerah perkotaan pada
tahun 2009 yang sudah menggunakan penerangan listrik
sebanyak 98,90 persen, sedangkan di daerah perdesaan baru
mencapai  88,50 persen (Tabel 6.2).
Status Kepemilikan Rumah Tinggal
Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan
masyarakat dan juga peningkatan taraf hidup adalah status
kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga
sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status
kepemilikan rumah tinggal yang dicakup disini adalah rumah
milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah
milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah
tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan
telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang
terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Berdasarkan
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[Diolah dari Hasil Susenas]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Milik Sendiri 69,19 69,42 88,76 88,71 79,25 79,36
Kontrak 8,50 9,13 0,85 0,95 4,57 4,91
Sewa 8,51 7,42 0,72 0,72 4,51 3,97
Bebas Sewa 3,09 2,62 2,16 2,06 2,61 2,33
Rumah DInas 1,52 1,57 1,33 1,08 1,42 1,32
Milik Orang Tua/Saudara 8,97 9,61 5,99 6,32 7,44 7,91
Lainnya 0,21 0,24 0,19 0,15 0,20 0,19
Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal dan
Daerah Tempat Tinggal,  2008 dan 2009
Status Kepemilikan 
Rumah Tinggal
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
hasil Susenas  2009, rumah tangga yang menempati rumah
milik sendiri sebesar 79,36 persen, sisanya 20,64 persen adalah
bukan miliki sendiri. Rumah tangga yang menempati bukan milik
sendiri terdiri dari 4,91 persen kontrak, sewa 3,97 persen, bebas
sewa 2,33 persen, rumah dinas 1,32 persen, milik orang tua/
saudara 7,91 persen dan lainnya 0,19 persen. Kepemilikan
rumah tinggal milik sendiri di perkotaan lebih rendah bila
dibandingkan dengan perdesaan yaitu 69,42 persen di perkotaan
dan 88,71 persen di perdesaan. Hal ini dimungkinkan karena
harga jual rumah di daerah perkotaan lebih mahal daripada di
perdesaan sehingga banyak penduduk yang mengontrak, sewa
atau menempati rumah milik orang tua/saudara.
Jika dilihat berdasarkan provinsi, DKI Jakarta adalah provinsi
yang memiliki persentase terkecil untuk rumah tangga yang
memiliki status kepemilikan rumah milik sendiri, yaitu hanya
sebesar 48,02 persen. Sementara untuk status kepemilikan
kontrak dan sewa, DKI Jakarta justru merupakan provinsi yang
memiliki persentase tertinggi yaitu masing-masing 19,56 persen
dan 16,56 persen. Hal ini menggambarkan bahwa harga rumah
di Jakarta sangat tinggi dibandingkan dengan di provinsi lain,
sehingga banyak masyarakat di Jakarta cenderung memilih
kontrak/sewa.
DKI Jakarta adalah provinsi
yang memiliki persentase
terkecil untuk rumah tangga
yang memiliki status
kepemilikan rumah milik
sendiri.
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7  KEMISKINAN
Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi pada seluruh
negara yang tidak pernah dapat diselesaikan secara tuntas,
khususnya pada negara-negara berkembang. Indonesia sebagai
salah satu negara berkembang senantiasa dihadapkan dengan
peliknya permasalahan kemiskinan ini. Maka tak heran bila
permasalahan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah
dalam menjalankan program-programnya. Meskipun
pemerintah telah banyak menggulirkan berbagai program yang
menitik beratkan pada pengentasan kemiskinan, namun masih
ada program-program pemerintah yang dianggap masih belum
tepat sasaran dan bahkan belum berhasil dalam mengentaskan
kemiskinan. Hal ini disebabkan program tersebut belum
menyentuh masalah mendasar yang terjadi pada masyarakat
sehingga hasilnya belum efektif. Selain itu, program yang ada
juga dinilai masih bersifat reaktif, jangka pendek dan parsial.
Perkembangan Penduduk Miskin
Jika memperhatikan perkembangan jumlah penduduk
miskin sejak lima tahun terakhir, terlihat kecenderungan
menurun. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin sebanyak
35,10 juta jiwa atau sebesar 15,97 persen dari jumlah penduduk
Indonesia. Pada tahun 2006, angka ini sempat melonjak naik
1,78 persen menjadi 39,30 juta jiwa (17,75 persen). Namun
demikian, pada tahun 2007 hingga 2009, pemerintah telah
berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai
32,53 juta jiwa atau 14,15 persen di tahun 2009. Penduduk miskin
di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan, yaitu 20,62
juta jiwa (17,35 persen) di perdesaan dan 11,91 juta jiwa (10,72
persen) di perkotaan. Hal ini tak lepas dari dampak digulirkannya
beberapa program kemiskinan untuk mengentaskan
kemiskinan. Perkembangannya lebih rinci dapat dilihat pada
Tabel 7.1.
Penduduk miskin pada tahun
2005 sebesar 35,10 juta jiwa
atau 15,97 persen. Pada tahun
2009 pemerintah telah berhasil
menurunkan hingga mencapai
32,53 juta jiwa atau 14,15
persen.
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Adapun karakteristik rumah tangga miskin yang dilihat dari
kondisi demografi, tingkat pendidikan dan ketenagakerjaan dari
kepala rumah tangga (KRT) miskin dan tidak miskin, serta
kondisi perumahannya akan dibahas dalam bab ini. Namun
hanya indikator yang mempunyai perbedaan signifikan
yang disajikan, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan KRT,
dan beberapa karakteristik perumahan.
Karakteristik Demografi
Indikator yang dicakup di sini  terbatas pada rata-rata
jumlah anggota rumah tangga (ART), persentase kepala rumah
tangga yang dikepalai oleh seorang wanita dan rata-rata usia
kepala rumah tangga (KRT). Namun setidaknya karakteristik ini
dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi rumah tangga
miskin, khususnya dari sisi KRT nya selaku penggerak
perekonomian keluarga.
Rumah tangga miskin, biasanya memiliki jumlah anggota
rumah tangga (ART) yang banyak, sebagai akibat dari tingginya
angka kelahiran disamping juga cenderung memiliki angka
kematian bayi yang tinggi karena tidak diimbangi dengan tingkat
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Perkotaan Perdesaan
Perkotaan + 
Perdesaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2005 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97
2006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75
2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58
2008 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42
2009 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15
Sumber :  Statis tik  Indones ia 2009, BPS
Persentase Penduduk Miskin (%)Jumlah Penduduk Miskin (juta)
Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di I ndonesia, 2005-2009
Tahun
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Gambar 7.1. Persentase
Penduduk Miskin 2005-2009
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kesehatan dan asupan gizi yang cukup. Berdasarkan data
Susenas Panel Bulan Maret, rata-rata ART pada rumah tangga
miskin selama tahun 2007-2009 hampir mencapai  5 jiwa. Hal
lain yang menarik untuk diamati adalah adanya kecenderungan
meningkatnya persentase rumah tangga miskin yang dikepalai
oleh KRT wanita yang meningkat dari 12,58 persen pada tahun
2007 menjadi 14,60  persen pada tahun 2009. Peningkatan ini
utamanya disebabkan oleh  meningkatnya persentase KRT
wanita di perdesaan adri 12,17 persen menjadi 18,15 persen
selama periode yang sama. Dilihat dari sisi usia KRT, rata-rata
usia KRT pada umumnya berada di bawah 50 tahun, bahkan
sejak tahun 2007 hingga 2009 rata-rata usianya cenderung
semakin muda yaitu turun dari 49,03 tahun menjadi 47,29 tahun.
Karakteristik Pendidikan
Rumah tangga miskin, pada umumnya mempunyai
peluang yang kecil untuk dapat menikmati pendidikan, banyak
hal yang menjadi penghalang untuk mereka mencapai tingkat
pendidikan yang tinggi, sekalipun hanya untuk sekedar dapat
membaca dan menulis. Namun demikian, sudah banyak
program-program pemerintah yang diadakan untuk
mengentaskan buta huruf agar rakyat miskin mempunyai
kemampuan minimal untuk membaca dan menulis.
Karakteristik
Demografi 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Rata-rata Jumlah Anggota Rumah 4,90 4,70 4,85 4,64 4,61 4,89 4,74 4,64 4,88
    Tangga ( jiwa)
2. Persentase Kepala Rumah Tangga 13,18 14,18 11,46 12,17 12,30 18,15 12,58 12,91 14,60
    Wanita (persen)
3. Rata-rata Usia Kepala Rumah 49,44 48,57 47,46 48,75 47,86 47,20 49,03 48,09 47,29
    Tangga ( tahun)
Sum ber :  Analis is  dan Penghitungan T ingkat Kem iskinan 2007-2009, BPS 
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
Tabel 7.2. Beberapa Karakteristik  Demografi Rumah Tangga MIskin, 2007-2009
Wanita sebagai KRT harus
berperan ganda, baik sebagai
KRT yang bertanggung jawab
terhadap kebutuhan ART nya,
juga berperan sebagai wanita
sebagai kodratnya. Persentase
KRT wanita tahun 2009
mencapai  14,60 persen.
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Berdasarkan Susenas Panel Maret 2009, persentase KRT
miskin yang dapat membaca dan menulis huruf latin, sudah di
atas 50 persen, walaupun angka ini masih perlu ditingkatkan
lagi. Sementara yang tidak dapat membaca dan menulis sebesar
14,47 persen, 4,29 persen dapat membaca dan menulis huruf
lainnya dan 26,16 persen dapat membaca dan menulis huruf
latin dan huruf lainnya. Bila dilihat berdasarkan tempat
tinggalnya, maka KRT miskin yang tinggal di perdesaan
cenderung lebih banyak yang tidak dapat membaca dan menulis
dibandingkan dengan KRT miskin yang tinggal di perkotaan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.3.
Sementara jika dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang
ditamatkan oleh KRT miskin, pada tahun 2009 hampir
separuhnya belum menamatkan jenjang pendidikan dasar
(40,51%), dan hanya 39,89 persen yang menamatkan
pendidikannya pada Sekolah Dasar (SD), 11,20 persen Tamat
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Gambar 7.2.a.
Persentase Kepala Rumah Tangga
Miskin Menurut Jenjang Pendidikan
yang Ditamatkan, 2009
Karakteristik
Pendidikan 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Kepala Rumah Tangga Miskin yang dapat 
    Membaca dan Menulis (% )
    a. Huruf Latin 53,51 57,91 56,25 53,83 57,70 54,40 53,70 57,76 55,08
    b. Huruf Lainnya 1,39 1,08 4,22 2,61 1,50 4,33 2,12 1,38 4,29
    c. Huruf Latin dan Lainnya 29,77 26,71 29,01 17,40 21,22 24,52 22,41 22,85 26,16
    d. Tidak dapat Membaca & Menulis 15,33 14,30 10,51 26,16 19,57 16,76 21,78 18,01 14,47
2. Pendidikan Kepala Rumah 
     Tangga (% )
a. Rumah Tangga Miskin
- T idak Tamat SD 32,45 37,13 34,48 46,81 45,36 43,38 40,71 42,82 40,51
- Tamat SD 42,93 35,55 36,47 38,79 41,15 41,52 40,55 39,42 39,89
- Tamat SMP 12,71 13,69 14,94 9,67 8,68 9,41 10,96 10,23 11,20
- Tamat SMA 11,22 12,93 13,56 4,73 4,53 5,27 7,49 7,12 7,94
- Tamat Perguruan Tinggi 0,70 0,70 0,55 0,00 0,28 0,42 0,30 0,41 0,46
b. Rumah Tangga Tidak Miskin
- T idak Tamat SD 15,83 13,89 14,19 33,79 32,34 31,87 24,16 23,89 23,85
- Tamat SD 25,78 22,25 22,94 38,93 36,89 37,93 31,88 30,19 31,13
- Tamat SMP 16,61 16,00 16,00 12,53 13,69 13,32 14,72 14,75 14,54
- Tamat SMA 30,51 34,91 33,93 11,36 13,52 13,27 21,63 23,32 22,64
- Tamat Perguruan Tinggi 11,28 12,95 12,94 3,39 3,55 3,60 7,62 7,85 7,84
Sumber : Analisis dan T ingkat Penghitungan Kemiskinan 2007-2009, BPS
Tabel 7.3. Karakterist ik Pendidikan Kepala Rumah Tangga, 2007-2009
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
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SMP dan 7,94 persen yang Tamat SMA. Sedangkan KRT miskin
yang berpendidikan sarjana hanya 0,46 persen.
Jika dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan
oleh KRT pada rumah tangga tidak miskin, pada tahun 2009
hanya 23,85 persen KRT yang tidak menamatkan pendidikan
sekolah dasarnya. Namun KRT yang Tamat SMA mencapai
22,64 persen, hampir tiga kali lipat persentase KRT rumah
tangga miskin yang Tamat SMA. Sementara yang Tamat
Perguruan Tinggi sebesar 7,84 persen, jauh di atas persentase
KRT rumah tangga miskin yang menamatkan pendidikannya di
Perguruan Tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.3.
Karakteristik Ketenagakerjaan
Pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor yang
turut menentukan tingkat kesejahteraan dalam kehidupan
seseorang. Melalui pekerjaan, seseorang mendapatkan sumber
penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangganya. KRT mempunyai tanggung jawab dalam hal
memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
Pada rumah tangga miskin, KRT yang tidak bekerja pada
tahun 2009 sebesar 9,81 persen. Kondisi ini sudah mengalami
penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 12,95
persen (2007) dan 10,62 persen (2008). Namun jika dilihat
berdasarkan daerah tempat tinggalnya, rumah tangga miskin
yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang tidak bekerja/
menganggur, bahkan pada tahun 2009 banyaknya KRT yang
menganggur di perkotaan dua kali lebih besar dari KRT yang
tinggal di perdesaan. Hal ini menggambarkan bahwa beratnya
perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan (Tabel
7.4).
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Gambar 7.2b.
Persentase Kepala Rumah Tangga
Tidak Miskin Menurut Jenjang
Pendidikan yang Ditamatkan, 2009
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Berdasarkan lapangan pekerjaannya, pada tahun 2009
sebagian besar KRT miskin bekerja di sektor Pertanian (lebih
dari 60 persen), dan di sektor Industri  hanya 5,76 persen, sisanya
20,87 persen berada di sektor selain Pertanian dan Industri. Ini
menggambarkan bahwa sektor Pertanian telah memberikan
dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat
miskin, baik di perkotaan terlebih di perdesaan. Sementara
pekerjaan KRT pada rumah tangga tidak miskin yang bekerja di
sektor Pertanian dan di sektor Lainnya tidak berbeda jauh,
masing-masing hanya 43,60 persen dan 39,66 persen. Namun
di perkotaan yang bekerja di sektor Pertanian hanya 23,75 persen,
di Industri 7,14 persen dan Lainnya 54,72 persen. Sedangkan di
perdesaan, sektor Pertanian cukup mendominasi dengan
persentase sebesar 63,63 persen, sementara sektor Lainnya
Karakteristik
Ketenagakerjaan 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Pekerjaan Kepala Rumah Tangga (%)
a. Rumah Tangga Miskin
- Tidak Bekerja 15,51 14,71 14,16 11,21 8,67 7,30 12,95 10,62 9,81
- Bekerja di Sektor Pertanian 27,64 30,02 39,72 69,98 68,99 77,32 52,84 56,35 63,56
- Bekerja di Sektor Industri 7,68 10,55 8,71 4,65 5,09 4,06 5,88 6,86 5,76
- Bekerja di Sektor Lainny a 49,16 44,72 37,41 14,16 17,26 11,32 28,33 26,16 20,87
b. Rumah Tangga Tidak Miskin
- Tidak Bekerja 16,41 15,36 14,38 9,95 7,91 7,13 13,28 11,10 10,77
- Bekerja di Sektor Pertanian 11,94 9,39 23,75 54,06 55,20 63,63 32,33 35,06 43,60
- Bekerja di Sektor Industri 11,37 12,19 7,14 6,06 5,97 4,78 8,80 8,70 5,97
- Bekerja di Sektor Lainny a 60,28 63,07 54,72 29,94 30,92 24,46 45,59 45,05 39,66
2. Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Miskin (%)
    a. Berusaha sendiri dan berusaha 46,83 40,86 43,66 62,95 60,63 63,19 56,42 54,22 56,04
        dibantu buruh tidak tetap/buruh
        tidak dibay ar
    b. Berusaha dibantu buruh tetap/ 1,03 1,61 1,27 1,14 1,86 1,47 1,09 1,78 1,40
        buruh dibay ar
    c. Buruh/Kary aw an/Pekerja Bebas 36,02 41,40 33,81 23,30 27,19 20,83 28,45 31,80 25,58
    d. Pekerja Tidak Dibay ar 0,61 1,42 7,11 1,40 1,65 7,21 1,08 1,58 7,17
Sumber : Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2007-2009, BPS
Tabel 7.4. Karakteristik Ketenagakerjaan Kepala Rumah Tangga, 2007-2009
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
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dan sektor Industri masing-masing sebesar 24,46 persen dan
4,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa, baik rumah tangga
miskin, maupun rumah tangga tidak miskin, mayoritas
mendapatkan sumber penghasilannya dari sektor Pertanian.
Jika dilihat berdasarkan status pekerjaan KRT miskin, pada
tahun 2009 lebih dari 55 persen mereka berusaha sendiri dan
berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar.
Sementara KRT yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pekerja
bebas sebesar 25,58 persen. Sedangkan KRT yang berstatus
sebagai pekerja tidak dibayar dan KRT yang berusaha dengan
dibantu buruh tetap/buruh dibayar masing-masing hanya
sebesar 7,17 persen dan 1,40 persen.
Selama periode 2007-2009, KRT baik yang tinggal di
perkotaan maupun KRT yang tinggal di perdesaan lebih
cenderung berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak
tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh
dibayar dan sebagai pekerja tidak dibayar. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 7.4.
Karakteristik Perumahan
Rumah sebagai tempat tinggal merupakan salah satu
kebutuhan pokok rumah tangga, sehingga setiap orang
menghendaki mempunyai rumah yang aman, nyaman dan
memenuhi kriteria sehat.Pada bab sebelumnya, telah diuraikan
tentang kualitas perumahan yang mencakup luas lantai, dinding,
atap, termasuk fasilitas penunjang yang lain, seperti sumber air
minum, jamban dan sumber penerangan utama. Dalam hal
penguasaan luas lantai per kapita, banyak acuan yang
menjelaskan tentang luas lantai per kapita yang ideal, misalnya
menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan menurut
Menperum. Selain itu, juga ada acuan dari Kementrian
Kesehatan yang menentukan bahwa suatu rumah dapat
dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat jika
penguasaan luas lantai rumah per kapitanya minimal 8m² (BPS,
2001).
0
10
20
30
40
50
60
70
Tidak Bekerja Sektor Pertanian
Sektor Industri Sektor Lainnya
Gambar 7.3. 
Persentase Kepala Rumah Tangga
Menurut Lapangan Usaha, 2009
RT. Miskin RT. Tidak Miskin
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
74                Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2009
Berdasarkan hasil Susenas Panel Maret 2009
memperlihatkan bahwa pada tahun 2009 ada 37,51 persen
rumah tangga miskin yang memiliki luas lantai per kapita < 8m².
Kemudian diikuti dengan kategori luas lantai < 9-15m² per kapita
sebesar  35,78 persen dan > 16m²  sebesar  26,72 persen.
Namun jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, rumah
tangga miskin yang ada di perkotaan cenderung mempunyai
luas lantai per kapita yang lebih kecil dibanding dengan yang
tinggal di perdesaan. Hal ini dapat menggambarkan bahwa
pemukiman di perkotaan lebih padat jika dibandingkan dengan
pemukiman di perdesaan. Walaupun demikian, jenis lantai yang
mereka miliki, sebagian besar (73,64 persen) sudah bukan
berlantaikan tanah lagi. Berbeda dengan luas lantai per kapita
pada rumah tangga tidak miskin, baik di perkotaan maupun di
perdesaan luas lantai per kapita > 16 m2 mencapai lebih dari 50
persen.
Selain lantai, atap dan dinding juga merupakan indikator
perumahan akan dikaji pada rumah tangga miskin dan tidak
miskin. Pada tabel 7.5 terlihat bahwa rumah tangga miskin yang
atap terluasnya menggunakan genteng/beton/sirap pada tahun
2009 sebesar 66,77 persen, angka ini mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya
rumah tangga yang atap terluasnya menggunakan seng/rumbia
mengalami peningkatan menjadi 23,50 persen. Jenis atap ini
dikelompokkan pada kelompok yang berbeda karena pada
rumah tangga miskin yang jenis atap terluasnya menggunakan
genteng/beton/sirap pada umumnya digunakan oleh rumah
tangga miskin yang mempunyai pendapatan lebih besar
dibandingkan dengan rumah tangga yang menggunakan seng/
asbes sebagai atap rumah terluasnya. Sementara persentase
rumah tangga miskin yang menggunakan atap terluas ijuk/
rumbia serta atap selain yang telah disebutkan di atas, masing-
masing sebanyak 6,46 persen dan 3,27 persen. Angka ini juga
mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
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Karakteristik
Perumahan 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Luas Lantai 
a. Rumah Tangga Miskin
- <  8 m2 33,39 31,01 40,36 29,00 29,61 36,22 30,78 30,06 37,51
- < 9 - 15 m2 38,81 40,04 35,19 39,33 39,98 36,04 39,12 40,00 35,78
- > 16 m2 27,80 28,95 24,45 31,67 30,41 27,74 30,11 29,94 26,72
b. Rumah Tangga T idak Miskin
- <  8 m2 16,69 17,82 17,20 14,15 11,98 13,24 15,46 14,55 15,98
- < 9 - 15 m2 34,29 30,88 29,02 36,06 34,23 31,30 35,15 32,76 30,30
- > 16 m2 49,02 51,30 53,78 49,79 53,78 55,46 49,39 52,69 54,72
2. Jenis Lantai Rumah Tangga Miskin (% )
    a. Bukan Tanah 81,18 81,32 82,94 61,80 68,79 69,45 69,65 72,85 73,64
    c. Tanah 18,82 18,68 17,06 38,20 31,21 30,55 30,35 27,15 26,36
3. Jenis Atap terluas Rumah Tangga Miskin (% )
a. Genteng/Beton/Sirap 79,51 80,51 75,03 64,47 66,58 63,05 70,56 71,09 66,77
b. Seng/Asbes 16,60 16,53 21,84 23,43 22,07 24,25 20,66 20,27 23,50
c. Ijuk/Rumbia 3,50 2,55 2,72 7,00 6,79 8,15 5,58 5,41 6,46
d. Lainnya 0,40 0,41 0,42 5,10 4,57 4,56 3,19 3,22 3,27
4. Jenis Dinding terluas (% )
a. Rumah Tangga Miskin
- T embok 66,58 64,73 61,16 31,14 36,30 35,17 45,49 45,51 43,23
- Kayu 18,72 16,15 19,99 42,95 30,57 36,17 33,14 25,89 31,16
- Bambu 13,94 17,88 18,02 23,07 29,33 25,49 19,38 25,62 23,18
- Lainnya 0,76 1,24 0,83 2,84 3,81 3,16 1,99 2,98 2,44
b. Rumah Tangga T idak Miskin
- T embok 83,29 84,78 84,87 51,12 55,77 55,96 67,72 68,52 68,58
- Kayu 11,80 11,36 11,02 34,70 30,75 29,84 22,89 22,22 21,62
- Bambu 4,22 3,28 3,42 13,11 11,88 12,50 8,53 8,10 8,54
- Lainnya 0,68 0,58 0,69 1,06 1,60 1,69 0,87 1,15 1,26
5. Jenis Penerangan Utama (% )
a. Rumah Tangga Miskin
- Listrik 94,58 96,30 96,20 71,80 77,11 78,16 81,02 83,34 83,75
- Petromak/Aladin 0,79 0,56 0,61 1,88 1,37 1,69 1,44 1,10 1,35
- Pelita/Sentir/Obor 4,63 3,07 2,81 23,96 19,71 17,13 16,13 14,32 12,69
- Lainnya 0,00 0,06 0,39 2,36 1,81 3,02 1,41 1,24 2,20
b. Rumah Tangga T idak Miskin
- Listrik 99,01 99,32 99,36 87,40 90,21 91,13 93,39 94,22 94,73
- Petromak/Aladin 0,24 0,19 0,20 1,77 1,17 0,92 0,98 0,74 0,60
- Pelita/Sentir/Obor 0,70 0,45 0,38 9,74 8,06 7,43 5,08 4,71 4,35
- Lainnya 0,05 0,04 0,06 1,09 0,57 0,52 0,55 0,33 0,32
Tabel 7.5. Karakteristik Perumahan, 2007-2009
Perko taan Perdesaan Perkotaan + Perd esaan
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Indikator lain yang turut berperan pada rumah tangga
miskin adalah sumber penerangan utama. Program pemerintah
dalam melaksanakan Listrik Masuk Desa, sudah lama
diberlakukan sejak jaman Orde Baru, namun demikian masih
ada sejumlah wilayah yang belum tersentuh akan program ini,
terlebih pada rumah tangga miskin. Selama tahun 2007-2009,
rumah tangga miskin di perkotaan yang menggunakan listrik
sebagai alat penerangan utama sudah di atas 90 persen,
bahkan pada tahun 2009 sudah mencapai 96,20 persen.
Sementara di perdesaan baru mencapai 78,16 persen (2009),
dan selebihnya terdistribusi pada pelita/sentir/obor (17,13
Tabel 7.5. Lanjutan
Karakteristik
Perumahan 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
6. Sumber Air Minum (% )
a. Rumah Tangga Miskin
- Air Bersih 1) 60,85 50,30 75,16 40,34 36,01 43,57 48,65 40,64 53,36
- Lainnya 2) 39,15 49,70 24,84 59,66 63,99 56,43 51,35 59,36 46,64
b. Rumah Tangga T idak Miskin
- Air Bersih 1) 79,44 73,90 91,36 46,57 45,68 59,61 63,53 58,09 73,47
- Lainnya 2) 20,56 26,10 8,64 53,43 54,32 40,39 36,47 41,91 26,53
7. Jenis Jamban (% )
a. Rumah Tangga Miskin
- Jamban Sendiri 48,49 47,95 47,90 35,74 36,17 38,12 40,91 39,99 41,15
- Jamban Bersama 13,71 17,10 18,09 8,92 12,18 12,53 10,86 13,77 14,26
- Jamban Umum/T idak Ada 37,80 34,95 34,02 55,33 51,66 49,35 48,23 46,24 44,59
b. Rumah Tangga T idak Miskin
- Jamban Sendiri 75,72 75,41 77,05 53,64 55,79 57,80 65,03 64,42 66,21
- Jamban Bersama 14,32 15,54 14,14 12,21 11,06 10,81 13,30 13,03 12,26
- Jamban Umum/T idak Ada 9,96 9,04 8,81 34,15 33,15 31,39 21,67 22,55 21,53
8. Status Kepemilikan Rumah (% )
a. Rumah Tangga Miskin
- M ilik Sendiri 78,18 77,84 77,08 93,05 92,25 91,79 87,03 87,58 87,23
- Kontrak/Sewa 8,43 7,23 8,67 0,59 0,48 0,62 3,77 2,67 3,12
- Lainnya 13,38 14,93 14,25 6,36 7,27 7,59 9,20 9,75 9,65
b. Rumah Tangga T idak Miskin
- M ilik Sendiri 75,96 66,41 70,78 90,06 87,79 89,80 82,79 78,39 81,49
- Kontrak/Sewa 13,30 19,40 16,12 1,01 1,83 1,33 7,35 9,56 7,79
- Lainnya 10,74 14,19 13,10 8,93 10,38 8,87 8,86 12,06 10,72 
Sum ber :    Analis is  dan Penghitungan T ingkat Kem isk inan 2007-2009, BPS
C atatan :     1) Air Bers ih m eliputi air y ang dibeli,  PAM /PDAM , m ata air dan sum ur terlindung
 2) Lainny a m eliputi m ata air dan sum ur tak  terlindung, air sungai,  air hujan dan la in-lain
Perko taan Perdesaan Perkotaan + Perd esaan
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
                                                                                                             77Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2009
persen), lainnya (3,02 persen) dan petromak/aladin (1,69
persen). Pada rumah tangga tidak miskin, yang menggunakan
listrik sebagai sumber penerangan utama, walau belum 100
persen, namun telah mencapai 99,36 persen di perkotaan dan
91,13 persen di perdesaan.
Fasilitas perumahan lain yang tak kalah pentingnya adalah
sumber air minum dan jamban. Sumber air minum yang
dimaksud disini terdiri dari air bersih dan air lainnya. Yang
termasuk air bersih adalah air yang dibeli, air yang berasal dari
PAM/PDAM, mata air dan sumur terlindung. Sedangkan yang
termasuk air lainnya adalah mata air dan sumur tak terlindung,
air sungai, air hujan dan lain-lain. Pada tahun 2007 rumah
tangga miskin yang menikmati air bersih sebagai sumber air
minumnya sebesar 48,65 persen, dan pada tahun 2009
mengalami kenaikan menjadi 53,36 persen. Sementara pada
rumah tangga tidak miskin, pada tahun 2009 sudah mencapai
73,47 persen yang menggunakan air bersih sebagai air minum.
Dan jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, baik di
rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin,
persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai
air minum di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
rumah tangga yang tinggal di perdesaan.
Selain sumber air minum, fasilitas penting lainnya adalah
jamban. Pada tahun 2009, di rumah tangga miskin masih ada
58,85 persen yang belum memiliki jamban sendiri, yang terdiri
dari 14,26 persen masih menggunakan jamban bersama dan
44,59 persen menggunakan jamban umum/tidak mempunyai
jamban. Sebaliknya pada rumah tangga tidak miskin, 66,21
persen sudah memiliki jamban sendir i, 12,26 persen
menggunakan jamban bersama dan 21,53 persen
menggunakan jamban umum/tidak ada.
Namun demikian, jika ditinjau dari satus kepemilikan
rumah sebagai tempat tinggal pada rumah tangga miskin,
ternyata selama periode 2007-2009 yang status kepemilikan
rumahnya adalah milik sendiri sudah lebih dari 87 persen,
Pada tahun 2009, rumah
tangga miskin di perkotaan
yang menggunakan listrik
sebagai alat   penerangan utama
sudah mencapai 96,20 persen.
Sementara di perdesaan baru
mencapai 78,16 persen.
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
78                Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2009
bahkan di perdesaan sudah mencapai 93 persen (2007),
walaupun pada tahun 2009 mengalami sedikit penurunan
menjadi 91,79 persen, dan sisanya adalah berstatus kontrak/
sewa dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun mereka
tidak mempunyai jamban sendiri atau mempunyai luas lantai
per kapita yang relatif kecil, namun tempat tinggal mereka sudah
berstatus milik sendiri. Jika dibandingkan dengan rumah tangga
tidak miskin, persentase status milik sendiri lebih kecil dari
persentase rumah tangga miskin, yaitu sebesar 81,49 persen
(2009). Sebaliknya untuk status kepemilikan kontrak/sewa dan
lainnya, rumah tangga tidak miskin mempunyai persentase yang
lebih besar daripada persentase rumah tangga miskin.
Fasilitas yang Diterima Rumah Tangga Miskin
Pemerintah dalam melaksanakan program-programnya
untuk rakyat miskin, banyak memberikan fasilitas-fasilitas demi
meringankan beban rumah tangga miskin, diantaranya
pemberian subsidi pada beras murah (Beras Miskin), pemberian
Kartu Sehat dan Askeskin, yang dapat digunakan untuk berobat
secara gratis serta pemberian Kartu Kompensasi BBM (KKB)
yang dapat ditukar dengan uang Rp.300.000,-
Melalui Susenas Panel juga disajikan data tentang
persentase rumah tangga miskin penerima bantuan
berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan. Pengeluaran ini
dikelompokkan menjadi sepuluh kelompok pengeluaran per
kapita per bulan yang disebut Desil, dari seluruh rumah tangga
pada Susenas Panel. Jika pada tahun 2009 terdapat 14,15
persen penduduk miskin, maka jumlah ini berada pada
kelompok/desil yang paling rendah pengeluarannya, yaitu pada
Desil 1 dan Desil 2.
Tabel 7.6 menyajikan tentang distribusi persentase rumah
tangga penerima beras miskin (Raskin) selama tahun 2009.
Pada tabel ini memperlihatkan bahwa rumah tangga miskin yang
berada pada Desil 1 dan Desi 2 yang menerima Raskin masing-
Persentase rumah tangga
miskin yang memiliki jamban
sendiri masih berada di bawah
50 persen, baik yang di
perkotaan maupun di perdesaan
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masing hanya sebesar 13,82 persen dan 12,67 persen, dan
sisanya tersebar pada Desil 3 hingga Desil 10 walaupun
persentasenya cenderung menurun.Namun hal ini menunjukkan
bahwa program Raskin yang seharusnya ditujukan untuk
meringankan beban rakyat miskin, ternyata juga dinikmati oleh
rumah tangga yang tidak miskin walaupun semakin besar
pengeluaran per kapitanya, semakin kecil persentase rumah
tangga yang menerima raskin.
Sementara jika dilihat berdasarkan fasilitas lain yang
diberikan bagi rakyat miskin seperti Askeskin, KKB, Kartu Sehat
dan faslitas lainnya, pada Tabel 7.7 menunjukkan bahwa masih
ada sekitar 18,69 persen rumah tangga miskin yang tidak
menerima fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan
distribusinya terhadap seluruh rumah tangga yang
dikelompokkan menurut desil pengeluaran per kapita per bulan,
Desil Pengeluaran
(per Kapita per Bulan)
(1) (2) (3) (4)
D 1 18,58 12,09 13,82
D 2 15,61 11,60 12,67
D 3 12,93 10,74 11,32
D 4 11,20 10,49 10,68
D 5 10,50 10,28 10,34
D 6 8,79 9,52 9,33
D 7 7,63 9,66 9,12
D 8 6,48 9,12 8,41
D 9 5,17 8,44 7,56
D 10 3,12 8,08 6,75
Seluruh Rumah Tangga 100,00 100,00 100,00
Sumber : Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009, BPS
Tabel 7.6. Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Membeli Beras Miskin (Raskin) 
Menurut Desil Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal, 2009
Perkotaan Perdesaan
Perkotaan + 
Perdesaan
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ternyata semakin tinggi pengeluaran, maka semakin kecil
persentase penerima bantuan, kecuali pada penerima KKB yang
justru terjadi salah sasaran. Pada D1-D2 yang mayoritas adalah
penduduk miskin, justru hanya 10,72 persen dan 8,51 persen
saja yang menerima bantuan kompensasi BBM. Sementara
pada pengeluaran D3, D4, D7, D9 dan D 10 rumah tangga yang
menerima di atas 10 persen. (Tabel 7.7). Artinya rumah tangga
yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulannya paling
tinggipun masih menerima jenis bantuan KKB, yang
sesungguhnya diperuntukkan pada rumah tangga miskin.
Desil Pengeluaran Tidak
(Per kapita Perbulan) Menerima Askeskin KKB Kartu Sehat Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
D 1 9,17 16,95 10,72 16,07 11,13
D 2 9,52 13,19 8,51 13,02 11,24
D 3 9,74 11,72 8,83 11,57 11,21
D 4 9,90 10,53 10,28 11,83 10,38
D 5 10,03 9,19 7,98 9,03 10,35
D 6 10,13 9,19 9,23 8,60 10,00
D 7 10,24 7,87 14,39 8,67 9,44
D 8 10,39 7,05 7,47 8,28 9,02
D 9 10,43 7,03 10,18 6,23 8,87
D 10 10,44 7,28 12,42 6,69 8,36
Seluruh Rumah Tangga 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009, BPS
Tabel 7.7. Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Gratis Menurut Desil Pengeluaran
dan Fasilitas Pelayanan, 2009
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diterima
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Selain dari tujuh aspek yang dapat mencerminkan
kesejahteraan masyarakat, aspek  sosial lainnya yang juga dapat
mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat  antara lain:
akses perjalanan “wisata”, akses informasi dan hiburan serta
akses terhadap media informasi dan komunikasi. Selain itu,
akses terhadap pelayanan publik  seperti kredit usaha dan
pelayanan kesehatan gratis juga dapat menunjukkan
perkembangan kesejahteraan masyarakat.
Wisata  yang merupakan kebutuhan tersier masyarakat
dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan.Pada umumnya,
semakin sejahtera seseorang,  semakin tinggi peluang untuk
memenuhi kebutuhan non primer. Sedangkan kepemilikan dan
akses terhadap media informasi merupakan basis
perkembangan pengetahuan seseorang yang dapat merubah
pandangan dan cara hidupnya ke arah yang lebih baik. Dengan
demikian, kepemilikan dan akses terhadap media informasi juga
dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang.
Sementara persentase rumah tangga yang menerima kredit
usaha menunjukkan seberapa banyak rumah tangga yang
memanfaatkan program pemerintah dalam mengembangkan
usahanya.
Perjalanan “Wisata”
Konsep perjalanan “wisata” yang digunakan BPS dalam
Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam
wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan
dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji ditempat yang
dikunjungi atau sekolah serta bersifat perjalanan bukan rutin.
Berdasarkan konsep ini, data pada Tabel 8.1 menunjukkan
bahwa selama periode 2005-2009, persentase penduduk yang
melakukan perjalanan “wisata” cenderung menunjukkan tren
yang meningkat, dari 6,87 persen pada tahun 2005 menjadi
8  SOSIAL LAINNYA
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10,32 persen pada tahun 2009. Bila dibandingkan berdasarkan
daerah tempat tinggal,  persentase penduduk perkotaan yang
melakukan perjalanan “wisata” hampir dua kali lipat
dibandingkan penduduk perdesaan. Pada tahun 2009,
persentase penduduk perkotaan yang melakukan perjalanan
“wisata” sebesar 13,16 persen, sedangkan di daerah perdesaan
hanya 7,67 persen.
Jika dilihat menurut provinsi maka persentase penduduk
yang paling banyak melakukan perjalanan “wisata”pada tahun
2008 adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 16,87 persen, diikuti
kemudian oleh Provinsi Bali (15,82 persen), D.I Yogyakarta (15,44
persen), Kepulauan Bangka Belitung (12,12 persen), Kalimantan
Selatan (11,80 persen) Jawa Timur (11,41 persen) dan Lampung
(11,16 persen). Sedangkan penduduk di provinsi-provinsi  lainnya
melakukan perjalanan “wisata” hanya berkisar antara 4,86
persen (Papua) hingga 10,86 persen (Banten). Sementara pada
tahun 2009, Bali merupakan provinsi dengan persentase
penduduk yang melakukan perjalanan “wisata” terbanyak, yaitu
sebesar  18,57 persen, atau telah terjadi peningkatan sebesar
2,75 persen dari tahun 2008. Sedangkan DKI Jakarta,
menempati urutan ketiga setelah Kepulauan Bangka Belitung
yaitu sebesar 15,69 persen. Data selengkapnya dapat dilihat
pada Lampiran VIII (1).
Tabel 8.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan Menurut
Daerah Tempat Tinggal, 2005-2009
[Diolah dari Hasil Susenas]
2005 2006 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perkotaan   9,20   10,30   14,03   13,09 13,16
Perdesaan   5,20   6,20   7,93   7,58 7,67
Perkotaan+Perdesaan   6,87   7,98   10,60   10,24 10,32
Daerah Tempat 
Tinggal
Pada tahun 2009 persentase
penduduk perkotaan yang
melakukan perjalanan
“wisata”  hampir dua kalinya
persentase penduduk perdesaan.
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Gambar  8.1 Persentase
Penduduk yang Melakukan
Perjalanan Wisata Menurut
Daerah Tempat Tinggal, 2005-2009
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Akses pada Informasi dan Hiburan
Selain melakukan perjalanan “wisata”, kegiatan sosial lain
yang dilakukan penduduk  adalah melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan akses pada informasi dan hiburan seperti
menonton televisi, mendengarkan radio, dan membaca surat
kabar.  Pada umumnya akses penduduk pada media informasi
dan hiburan menunjukkan adanya penurunan, sebagaimana
yang ditunjukkan oleh hasil Susenas Modul Sosial Budaya tahun
2006 dan 2009.
Secara umum, persentase penduduk yang mendengarkan
radio dan  membaca surat kabar/majalah mengalami penurunan
selama periode 2006-2009, sebaliknya persentase penduduk
yang menonton televisi meningkat. Tabel  8.2 menunjukkan ada
kecenderungan bahwa masyarakat sekarang lebih memilih
menonton televisi daripada mendengarkan radio atau membaca
surat kabar. Selain mendapatkan dua manfaat sekaligus yaitu
memperoleh informasi dan hiburan, kemampuan televisi untuk
menayangkan visualisasi gerak dan suara merupakan daya tarik
tersendiri dibandingkan media lainnya. Ditambah lagi, saat ini
telah banyak televisi swasta yang menawarkan tayangan-
tayangan menarik, sehingga masyarakat dengan mudah dapat
memilih tayangan-tayangan yang disukai.
Pada Lampiran VIII (2) terlihat bahwa pada tahun 2009
persentase penduduk yang paling banyak mendengarkan radio
adalah penduduk Gorontalo (43,22 persen), D.I. Yogyakarta
(42,72 persen) dan Bali (40,74 persen). Sebaliknya yang paling
sedikit mendengarkan radio adalah penduduk di Jambi (11,08
persen), Sulawesi Barat (13,12 persen) dan Maluku Utara  (13,23
persen). Sementara itu, walaupun televisi sudah dapat dinikmati
oleh sebagian besar penduduk di hampir semua provinsi, namun
di Papua dan Nusa Tenggara Timur, persentase penduduk yang
memanfaatkan televisi sebagai media informasi dan hiburan
masih jauh tertinggal dibandingkan provinsi lainnya, yaitu
masing-masing 42,01 persen dan 48,62 persen.
Selain mendapatkan dua
manfaat sekaligus yaitu
memperoleh informasi dan
hiburan, kemampuan televisi
untuk menayangkan visualisasi
gerak dan suara merupakan
daya tarik tersendiri
dibandingkan media lainnya.
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Gambar 8.2 Persentase
Penduduk Berumur 10 Tahun ke
Atas Menurut Jenis Kegiatan,
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Membaca surat kabar ternyata sudah menjadi kebutuhan
bagi penduduk di DKI Jakarta yang ditunjukkan dari tingginya
persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca
surat kabar dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu sebesar
39,20 persen.  Selain DKI Jakarta, provinsi yang penduduknya
membaca surat kabar/majalah 30 persen dan lebih adalah D.I
Yogyakarta (33,14 persen), Sulawesi Utara (30,44 persen) dan
Kepulauan Riau (30,00 persen). Namun jika dibandingkan
dengan angka nasional (18,94 persen), ada 15 provinsi yang
memiliki persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang
membaca surat kabar/ majalah lebih dari angka nasional.
Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi
Dalam era globalisasi yang terjadi dewasa ini, berbagai
informasi yang ada di seluruh dunia dapat diakses melalui
berbagai media masa dan media elektronik, seperti komputer
dan internet. Namun perangkat komputer dan  situs internet
masih belum populer di kalangan masyarakat, hal ini
ditunjukkan dengan masih kecilnya persentase rumah tangga
yang menguasai komputer dan mengakses internet.  Pada Tabel
8.3. tampak bahwa rumah tangga yang sudah menguasai
komputer pada tahun 2009 hanya sebesar 10,16 persen, sedikit
lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 yang baru mencapai 8,25
T abel 8.2. Persentase  P enduduk  Berumur  10  T ahun  keatas
Menurut Jenis Kegiatan dan Daerah T empat T inggal,
 2006 dan 2009
[Diolah dari H asil S usenas M odul]
2006 2009 2006 2009 2006 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
M endengarkan radio 43,29 25,38 37,88 21,71 40,26 23,50
M enonton telev isi 93,07 95,41 80,22 85,36 85,86 90,27
M embaca surat kabar/ 
majalah 
37,44 28,64 12,50 9,68 23,46 18,94
Jenis Kegiatan Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
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persen. Demikian juga dengan rumah tangga yang sudah
mengakses internet, pada tahun 2008 hanya sebesar 8,56
persen dan meningkat menjadi 11,59 persen pada tahun 2009.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa komputer sebagai media
untuk mengakses situs internet mulai ada peningkatan
penggunaannya. Bila dibedakan menurut daerah tempat tinggal,
nampaknya rumah tangga di perdesaan masih jauh tertinggal,
dimana rumah tangga yang menguasai komputer pada tahun
2009 hanya 3,38 persen dibandingkan dengan di daerah
perkotaan yang sebesar 17,37 persen. Kondisi yang sama
ditunjukkan pula dengan banyaknya rumah tangga yang
mengakses internet.
Pemakaian perangkat komputer
dan akses internet lebih populer
di daerah perkotaan
dibandingkan di daerah
perdesaan. Pada tahun 2009,
rumah tangga yang menguasai
komputer dan mengakses
internet di perkotaan masing-
masing 17,37 persen dan
20,23 persen.
T abel 8.3 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses T eknologi 
Komunikasi dan Informasi  Menurut Jenis Alat Komunikasi dan
Informasi dan Daerah T empat T inggal, 2008 dan 2009
20,93 2,91 11,67
18,65 2,56 10,36
66,61 38,15 51,99
75,26 49,21 61,84
14,35 2,48 8,25
17,37 3,38 10,16
14,32 3,12 8,56
20,23 3,47 11,59
Catatan: Rumah tangga dikatakan menguasai telepon selular atau m engakses internet, 
jika m inimal ada satu anggota rumah tangga y ang menguasai telepon 
selular atau mengakses internet
2008
2009
(1)
2009
Komputer
2008
Akses internet
2008
2009
T elepon Selular
Perdesaan
(3)
2009
2008
[Diolah dari H asil Susenas]
Alat Komunikasi/
T ahun
T elepon  
Perkotaan
(2)
Perkotaan + Perdesaan
(4)
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Jika dilihat menurut provinsi, DKI Jakarta merupakan
provinsi dengan jumlah rumah tangga paling banyak menguasai
komputer pada tahun 2009 (24,95 persen), diikuti oleh
D.I. Yogyakarta  (23,32 persen) dan Kalimantan Timur (18,30
persen). Seiring dengan banyaknya rumah tangga yang
menguasai komputer, rumah tangga yang mengakses internet
pada 3 provinsi tersebut juga lebih banyak dibandingkan provinsi
lainnya. Rumah tangga  yang sudah melakukan akses internet
di Provinsi DKI Jakarta sekitar 34,27 persen, diikuti oleh D.I
Yogyakarta (28,04 persen) dan Kalimantan Timur (18,63 persen).
Sementara provinsi  yang rumah tangganya paling sedikit
menguasai komputer adalah Provinsi Lampung (5,08 persen)
dan Provinsi Sulawesi Barat  merupakan provinsi yang memiliki
jumlah rumah tangga terkecil yang mengakses internet (4,15
persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran VIII
(3).
Penggunaan telepon seluler sebagai sarana atau alat
komunikasi pada saat ini lebih populer di kalangan masyarakat
dibandingkan telepon biasa, meskipun harga telepon seluler
maupun pulsanya lebih mahal. Telepon seluler banyak diminati
karena lebih praktis sehingga memudahkan pengguna
berkomunikasi di manapun berada dengan ditunjang oleh
jangkauan jaringan yang semakin meluas. Hal ini dapat
ditunjukkan dari lebih rendahnya persentase rumah tangga yang
menguasai telepon biasa dibandingkan yang menguasai
telepon seluler. Ada kecenderungan menurun penggunaan
telepon selama 2008-2009. Sebaliknya penggunaan telepon
seluler terlihat meningkat dalam kurun waktu yang sama.
Tabel 8.3 memperlihatkan  bahwa selama tahun 2008-
2009 rumah tangga yang menguasai telepon mengalami sedikit
penurunan dari 11,67 persen menjadi 10,36 persen, sedangkan
rumah tangga yang menguasai telepon seluler meningkat dari
51,99 persen menjadi 61,84 persen. Bila dibandingkan menurut
daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang
menguasai telepon dan telepon seluler di daerah perkotaan
lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.
Selama tahun 2008-2009
rumah tangga yang menguasai
telepon mengalami sedikit
penurunan dari 11,67 persen
menjadi 10,36 persen,
sedangkan rumah tangga yang
menguasai telepon seluler
meningkat dari 51,99 persen
menjadi 61,84 persen.
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Tangga yang Mempunyai Akses
Teknologi Komunikasi dan Informasi
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Bila membandingkan jumlah rumah tangga yang
menguasai telepon dan telepon selular antar provinsi di
Indonesia selama tahun 2008-2009,  DKI Jakarta merupakan
provinsi dengan jumlah rumah tangga terbanyak yang
menguasai telepon  (32,68 persen) dan menguasai telepon
seluler (88,52 persen) pada tahun 2009. Sementara itu, provinsi
yang rumah tangganya menguasai telepon kurang dari 5 persen
adalah  Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua.
Sementara persentase terendah untuk rumah tangga yang
menguasai telepon seluler adalah Provinsi Papua (31,33
persen).
Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis
Pelayanan publik seperti pemberian kredit usaha dan
pelayanan kesehatan gratis merupakan bagian dari upaya untuk
mensejahterakan rakyat. Pemberian kredit usaha membantu
masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang layak dan
mengurangi pengangguran. Kredit usaha dapat diberikan oleh
pemerintah, bank dan lembaga keuangan lainnya atau bahkan
perorangan. Program pemberian kredit usaha yang berasal dari
pemerintah diantaranya Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri atau dahulu merupakan Program
Pengembangan Kecamatan dan Program Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), serta
program lainnya.
Tabel 8.4 memperlihatkan bahwa rumah tangga yang
menerima kredit usaha pada tahun 2009 mengalami sedikit
penurunan dari 8,45 persen (tahun 2008) menjadi 8,20 persen.
Pada tahun 2008 persentase terbesar berada di daerah
perkotaan yaitu sekitar 8,68 persen (2008), namun pada tahun
2009 persentase terbesar berada di daerah perdesaan yaitu
sebesar 8,54 persen.
Lampiran VIII (4) memperlihatkan bahwa Gorontalo
merupakan provinsi dengan jumlah rumah tangga penerima
Pada tahun 2008,  persentase
rumah tangga yang menerima
kredit usaha lebih banyak di
daerah perkotaan, namun pada
tahun 2009 rumah tangga
penerima kredit usaha lebih
banyak di daerah perdesaan.
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kredit usaha terbanyak pada tahun 2009 yaitu 16,16 persen.
Kemudian diikuti oleh Provinsi D.I. Yogyakarta dan Nusa
Tenggara Timur dengan persentase rumah tangga penerima
kredit usaha  masing-masing sebesar 14,34 persen dan 13,03
persen. Sedangkan, provinsi dengan rumah tangga penerima
kredit usaha paling sedikit adalah Maluku, yaitu 2,14 persen.
Selain Maluku, ada tiga provinsi lain dengan rumah tangga
penerima kredit usaha paling sedikit, dengan persentase di
bawah 4 persen, yaitu Maluku Utara, DKI Jakarta dan Lampung
dengan persentase masing-masing sebesar  3,07 persen, 3,37
persen dan 3,39 persen.
Jika pemberian kredit usaha merupakan salah satu upaya
dalam mensejahterakan rakyat dari sisi ekonomi, pemberian
pelayanan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya dalam
mensejahterakan rakyat dari sisi kesehatan. Dengan adanya
pelayanan kesehatan gratis, diharapkan akses penduduk
terhadap kesehatan semakin merata. Kemudahan terhadap
pelayanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh golongan
penduduk terutama oleh golongan penduduk kurang mampu.
Berdasarkan hasil Susenas, persentase rumah tangga yang
menerima pelayanan kesehatan gratis pada tahun 2009
mengalami peningkatan menjadi 16,68 persen atau mengalami
peningkatan sebesar 20,78  persen dari tahun 2008. Persentase
Tabel 8.4    Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha dan Penerima Pelayanan
Kesehatan Gratis Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2008 dan 2009
Perkotaan Perdesaan
Perkotaan + 
Perdesaan
(2) (3) (4)
Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha
2008 8,68 8,24 8,45
2009 7,84 8,54 8,20
Rumah Tangga Penerima 
Pelayanan Kesehatan Gratis
2008 12,85 14,72 13,81
2009 14,99 18,26 16,68
[Diolah dari Hasil Susenas]
Indikator/Tahun
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2008 2009
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
Gambar 8.4.  Persentase 
Rumatangga Penerima Kredit
Usaha Menurut Daerah Tempat
Tinggal, 2008 dan 2009
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
                                                                                                             89Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2009
rumah tangga penerima pelayanan kesehatan gratis baik pada
tahun 2008 maupun 2009 selalu lebih besar di daerah perdesaan
daripada  di daerah perkotaan.
Jika dilihat menurut provinsi,  jumlah rumah tangga
penerima pelayanan kesehatan gratis terbanyak pada tahun
2009 terjadi di Nusa Tenggara Timur (39,91 persen) dan
Sulawesi Barat (38,18 persen). Sedangkan Provinsi DKI Jakarta
dan Sumatera Utara merupakan provinsi dengan rumah tangga
penerima pelayanan kesehatan gratis kurang dari 10 persen,
yaitu masing-masing sebesar 4,72 persen dan 9,21 persen.
Tindak Kejahatan
Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat
kesejahteraan masyarakat adalah tingkat keamanan di suatu
wilayah. Pada Tabel 8.5 memperlihatkan bahwa penduduk  yang
pernah menjadi korban kejahatan selama kurun waktu tiga tahun
terakhir mengalami penurunan.  Penduduk  yang menjadi korban
pembunuhan tidak diperhitungkan sebagai korban kejahatan,
karena sesungguhnya korban pembunuhan tentunya sudah
meninggal sehingga bukan merupakan anggota rumah tangga.
Pada tahun 2007 penduduk yang mengalami kejahatan
sebanyak  1,36 persen turun hingga 1,17 persen pada tahun
2009. Persentase penduduk yang pernah menjadi korban
kejahatan di daerah perkotaan cenderung lebih besar
dibandingkan daerah perdesaan.
Lampiran VIII (5) memperlihatkan bahwa Nusa Tenggara
Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang pernah
menjadi korban kejahatan terbanyak pada tahun 2009 yaitu 1,96
persen. Kemudian diikuti oleh Nusa Tenggara Timur (1,93
persen), Gorontalo (1,87 persen) dan D.I  Yogyakarta (1,74
persen). Sementara provinsi yang penduduknya pernah menjadi
korban kejahatan kurang dari 1 persen antara lain Aceh,
Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Maluku Utara.
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Tabel 8.5 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan
Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2007 - 2009
[Diolah dari Hasil Susenas]
Tahun Perkotaan Perdesaan
Perkotaan + 
Perdesaan
(1) (2) (3) (4)
2007 1,55 1,21 1,36
2008 1,56 1,13 1,33
2009 1,39 0,97 1,17
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1  POPULATION
Indonesia is facing two population problems: large
population and uneven population distribution. In more specific,
the problem include relatively high fertility and mortality rates
and low quality of population. This condition has placed the
population as burden in the development process rather than as
capital of development. This issue then becomes the basis of
policy  for controlling population growth. Development policy in
the population sector has a strategic position because the
development process will ultimately be enjoyed by the population.
In this regard, population is tretaed as both the object and subject
of development. It is also important to note that the success of
development in other sectors also depends on the success of
development in the population sector. Therefore, the main
development challenges in the population sector are to control
population growth, to reduce the uneven population distribution,
and to improve the quality of population as human resources in
terms of health, education, and economic aspects.
Size, Growth Rate, and Sex Ratio
Total population of Indonesia based on the Census of
Population (SP) in 2000 was more than 200 million people, or
exactly as many as 205.13 million. Population Census is
conducted every ten years. To bridge the gap in the availability of
demographic data between the two census periods, BPS-
Statistics Indonesia conduct Intercensal Population Survey
(SUPAS). Based on the results of SUPAS in 2005 the population
of Indonesia rose to 219.85 million. Furthermore, based on the
population projection, total population  in 2009 was projected to
reach 231.37 million. With such a large population, Indonesia is
facing a very serious problem. Efforts to control population growth
followed by improving the welfare of the population should be
part of development programs and pilicies.
In 2009, total population of
Indonesia was 231.37 millions,
placing Indonesia as the fourth
populous country in the world.
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Figure 1.1. Population Growth in Indonesia,
1990 - 2009
Population growth rate is one population indicator which
can be used to predict the population size in the future. At the
national level, population growth is still relatively high, although
there is a tendency of the decreasing rate of growth. Based on
the results of 1990 and 2000 population censuses, the annual
population growth rate of Indonesia was 1.45 percent. The figure
continued to decline. During the period 2000-2005, the figure
dropped to 1.40 percent   per year,  while  during the period
2000-2009 the average population growth rate was estimated to
be 1.35 percent per year. Despite the success in controlling
population growth rate, the  absolute  growth  of  population is
still high.
Looking at by provinces shows that population growth rate
during the period  2000-2009 varied across regions. The lowest
population growth rate was recorded in Jawa Tengah (0.57
percent), followed by Jawa Timur (0.78 percent) and Kalimantan
Barat (0.81 percent). while the highest rate was reported in
Kepulauan Riau (4.27 percent),  followed by Riau (3.46 percent)
and Papua Barat  (3,43 percent).
The result of the 2000 Population Census also shows that
the sex ratio of  Indonesian population was 100.5. This means
that for every 100 females there were 100.5 males. In other words,
Table 1.1. S ize, Rate of Population Growth and S ex Ratio, 1990 - 2009
Total Population 1)  Annual Growth S ex Ratio
(Million) Rate (%)
(1) (2) (3)
1990 179.38 99.4
1.45 (1990 - 2000)
2000 205.13 100.5
1.40 (2000 - 2005)
2005 219.85 100.3
1.35 (2000 – 2009)
2009 231.37 100.2
Source : BPS, 2005-2025 Indones ia Population Projection
N ote    :  1) Ex cluding population of non-permanent residence.
Year
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total male population was higher than total female population.
This result is in contrast to the result   of the 1990 Population
Census showing that total female population was higher than
male population as reflected in the sex ratio of below 100 or
exactly  99.4. Furthermore, based on the population projection
using the 2005 SUPAS data, sex ratio in 2009 was estimated to
be higher than 100. Looking  at by provinces shows that the
highest sex ratio in 2009 was recorded in  Kepulauan Bangka
Belitung, Riau and Papua Barat  where the sex ratio was far
above 100, while the lowest sex ratio (far below 100) was recorded
in Nusa Tenggara Barat  and Sulawesi Selatan (See Appendix
I(2)).
Population  Distribution and Density
Population in Indonesia is still very unevenly  distributed
both between islands, provinces, and districts, and between
urban and rural areas. The uneven distribution is closely
associated with several factors such unequal   regional
development and the availability of job opportunities. Therefore,
to reduce the imblance in the population distribution, efforts
related to the above factors, which are addressed to regions with
low population density need to be made to attract people from
densely populated area to come to these region. Population
Table 1.2. Percentage of Population in Jawa Island and Population Density in Main Islands, 
2000 – 2009
% of 
Population in Maluku and 
Jawa Papua
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2000 59.13 95 938 154 22 77 8
2005 58.60 104 996 166 24 82 9
2009 57.98 111 1 037 177 26 87 10
[Based on 2000 Population Census and 2005 Intercensal Population Survey]
Year
Kalimantan Sulawesi
Population density per km2
Bali & Nusa 
Tenggara
Sumatera Jawa
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migration program is also one of the efforts that need to be taken
into account.
 Java island with area of less than 7 percent of total  area of
Indonesia, is currently inhabited by about  58 percent of  total
Indonesian population.  Although the percentage of population
living in Java has continued to decline, in absolute terms, the
population density continued to increase. Population density in
Java based on the  2000 Population Census was 938 people per
square kilometre,  while based on the result of the 2005 Intercensal
Population Survey,  the level of population density in Java rose to
996 people per square kilometre.  Furthermore, based on the
result of population projection, in 2009 the density reached 1037
people per square kilometer.  This figure was much lower
compared to the level of density of outside Java which was about
111 people per square kilometer, even in Sulawesi every square
kilometre was inhabited by only  26 people, while in Kalimantan
there were 30 people in every square kilometre. Comparing by
provinces, DKI Jakarta was the province with the highest
population density. Every square kilometre of area in DKI Jakarta
was inhabited by 12,459 people in 2009, while the lowest
population density was found in Papua where seven people
inhabited one square kilometre.
Age Structure and Dependency Ratio
Population development affects the population composition.
Changes in population composition (age structure) is an
important aspect for development policies. For example, the
lowering   proportion  of  population  in  non-productive   age ( 0 –
14 years) may be good for development bacause the population
in productive age will have a lower burden. A population indicator
measuring the number of dependents (non productive
population) to total productive population is called dependency
ratio.
The population density in outer
Jawa is still low, especially in
east part of Indonesia. Around
7 people per square kilometer in
2009 inhabited the province of
Papua which has only less than
16.70 percent of the total area
of Indonesia
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Looking at the age structure, the Indonesia population is
categorized as being in the transition phase from “young”
population to “old” population. It is indicated by the increasing
proportion of old population and the declining proportion of young
population. During the period 2000-2009, the proportion of young
population (aged 0-14 years) dropped from 30.7 percent to 27.0
percent, while the proportion of old population (aged 65+) rose
from 4.7 percent to 5.1 percent during the same period.
The change in the age structure of population during the
period 2000-2009 directly led to the decline in the dependency
ratio as it dropped from 54.7 to 47.2 during the same period. To
some extent, the decline might indicate the success of
development in the population sector.
Fertility
Based on the results of population census conducted from
1980 to 2000 and the 2005 Intercensal Population Survey, the
level of fertility for women in the childbearing age for each age
group (Age Specific Fertility Rate / ASFR) continued to decline.
For instance, during the period 1980-2005 the number of infants
born per thousand women fell from 116 to 43 and from 248 to
115 for age group 15-19 years and age group 20-24 years
respectively  (see Table 1.4).
Table 1.3.          Population Composition (%) and Dependency Ratio, 
                        2000-2009
0-14 15-64 65 Dependency 
Year Year Year + Ratio
(1) (2) (3) (4) (5)
2000 30.7 64.6 4.7 54.7
2005 28.5 66.6 4.9 50.1
2009 27.0 67.9 5.1 47.2
Year
Source : BPS, 2005-2025 Indonesia Population Projection
0
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20
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60
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Figure 1.2 Dependency
Ratio,  2000 - 2009
54.7
50.1
47.2
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Another measure of fertility is Total Fertility Rate (TFR)
and Crude Birth Rate (CBR).  During 2007-2009 the TFR show
constant value (2.2), means average of born children by women
finishing their reproduction period (aged 15-49 years) was 2.2
children. that The CBR refers to the number of births in a given
year per 1000 population in the mid-year. This measure is said
to be crude because the dominator is the entire population of
both male and female. Based on available data, the CBR dropped
from 19.0 births per 1000 population in 2007 to 18.5 births per
1000 population in 2009.
F er ti l i ty  
In d icato r s
2007 2008 2009
(1 ) (2 ) (3 ) (4 )
TF R 2.2 2 .2 2 .2
C B R 19.0 18.8 18.5
S o u rc e  :  B P S ,  2 0 0 5 -2 0 2 5  In d o n e s ia  P o p u la tio n  P ro je c tio n  F ig u re s
T ab le  1 .5  T r en d s o f T F R  an d  C B R ,   2007-2009
Age Group SP 80       
(1976-1979) 
SP 90      
(1986-1989) 
SP 2000   
(1996-1999)
SUPAS 051) 
(2000-2005)
(1) (2) (3) (4) (5)
15 – 19 116 71 44 43
20 – 24 248 179 114 115
25 – 29 232 171 122 123
30 – 34 177 129 95 95
35 – 39 104 75 56 53
40 – 44 46 31 26 19
45 – 49 13 9 12 5
Note :  1) BPS, 2005-2015 Indonesia Population Projection figures
( ) Time reference
Table 1.4.  Trends of Age Specific Fertility Rate (ASFR), 
1980-2005
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Women by Age at First Marriage
The decline in fertility rates is atributed by several factors
such as the increasing age of women at first marriage and the
increasing prevalence of contraceptive users. The age of women
at first marriage will determine the duration of reproductive period.
The younger the age at first marriage, the longer the duration of
reproductive period and the higher the chance of having more
children.
Based on the results of the National Socio-economic
Survey (Susenas), the proportion of women who got married
before 16 years old, the age limit that the Law allows women to
marry, was still high although it dropped from 15.06 percent in
2008 to 13.40 percent in 2009 (see Table 1.6). The table also
shows that most women got married at age between 19 and 24
years old. The proportion of women who got married at this age
group rose from 39.9 percent to 41.33 percent during the period
2008-2009.
Comparing between urban and rural areas shows that in
general the mean age at first marriage of women was higher in
urban areas than in rural areas as shown by higher percentage
of women who got married at order group in urban areas than in
rural areas. The prevalence of marriage at young age (before 16
years) was clearly more prominent in rural areas than in urban
[Based on National Socio Economic Surv ey s]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10-15 11.08 9.67 18.58 16.68 15.06 13.40
 16-18 27.68 27.64 38.43 38.50 33.38 33.41
 19-24 44.96 46.28 35.41 36.97 39.90 41.33
 25 + 16.28 16.41 7.58 7.85 11.66 11.86
Age at First Married Urban Rural Urban + Rural
Table 1.6.    Percentage of Ever Married Women Aged 10 + Year by Age
at First Married and Type of Area,  2008 and 2009 
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areas. In 2009 nearly 17 percent of women in rural areas  got
married before 16 years old, while in urban areas the figure
stood at just 9.67 percent.
Furthermore, looking at by provinces shows that the
proportion of women who got married before 16 years old varied
greatly accross provinces. In 2009, Nusa Tenggara Timur was
recorded as the province with the lowest percentage of women
who got married before 16 years old, while Jawa Barat and
Kalimantan Selatan were reported to be the two provinces with
the highest proportion of women who got married before 16
years old. (see Appendix I (5)).
To reduce the prevalence of marriage at young age (before
16 years old) is simply by giving more opportunity for women to
access higher education providing a better education for women
will not only reduce the prevalence of marriage at young age
through delaying their marriage but also reduce the mortality
risk of women in giving birth as well as the infant mortality.
Family Planning
Family planning program is also important factor
contributing to the decline in fertility rate. The family planning
program from time to time experienced ups and downs,
especially after the fall of the New Order era. Although the family
planning participation had ever been stable for few years, the
family planning participation is now growing. The participation
of community in the family planning program cannot be
separated from the provision of adequate information about family
planning especially in the area of contraception methods. This
will help the participants determine the preffered method.
 Women in childbearing age and their couples in Indonesia
are generally aware of the need to participate in the family
planning program and to plan the appropriate birth interval. The
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[Based on National Socio Economic Surveys]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
MOW / tubectomy 3.65 3.58 2.64 2.27 3.12 2.89
MOP / Vasectomy 0.92 0.92 0.97 0.79 0.94 0.85
IUD / IUD / spiral 9.96 9.53 4.48 4.33 7.07 6.76
Injection 54.92 54.08 62.16 60.97 58.74 57.75
Implant KB / norplant / 
Implanon/ Alwalit
3.07 3.03 5.35 5.94 4.27 4.58
Pill 24.89 25.63 23.12 23.94 23.95 24.73
Condom / Rubber 1.25 1.31 0.26 0.39 0.73 0.82
Intravag / tisue / female 
condom
0.13 0.13 0.07 0.06 0.10 0.09
The traditional way 1.21 1.77 0.96 1.30 1.08 1.52
% Married women aged 15-49 
using contraception method 
56.44 60.32 56.78 60.90 56.62 60.53
Table 1.7.   Married Women Aged 15-49 Years Using Contraception Method by Type of Contraception Method 
 and Type of Area, 2008 and 2009 
 Contraception Method
Urban Rural Urban + Rural
also understand that having two children would be better. In terms
of family planning participation, in 2009 there were 60.63 percent
of women aged 15-49 using contraception. This figure was
higher compared to the figure of the previous year i.e. 56.62
percent. The figure was similar for both urban and rural areas
(see Table 1.7).
There was a tendency that young couple in the childbearing
age are prefer to choose short term participation in the family
planning as shown by the highly percentage of married women
in childbearing age who chose injection and pill as the methods
of contraception in 2009 with the percentage of 58.74 percent
and 23.95 percent respectively. These two method was chosen
bacause of practical reason; easy to use and easy to withdraw
from the family planning program. The percentage of married
women in the childbearing age who chose other methods of
contraception was below 3 percent except for IUD and Norplan
methods, which was accounted for nearly 6.67 percent and 4.58
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percent respectively. (see Table 1.7). This pattern was similar
for both urban and rural areas. In terms of injection method, the
percentage of those using this method in rural areas was higher
than that in urban areas.
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2 HEALTH AND
NUTRITION
Health is an important aspect in human life. With a good
physical condition, people can perform their activities optimally.
Therefore, health is one of the important aspects of welfare and
becomes one of the main focuses  to improve human
development. For this purpose,  the government has been
promoting various programs to improve community health status
with the main goals being to improve the life expectancy, to
decrease both infant mortality  rates and maternal mortality rates
and to reduce the prevalence of underweight.
Many efforts have been conducted to improve the access
to quality health services in many  ways, such as: giving  free
health services for  poor people; providing good quality
paramedics,  providing health facilities and infrastuctures through
the construction of health center, hospital, clinic and others;
supplying affordable drugs; and distributing paramedics equally.
To measure the success of those efforts, several  indicators,
such as life expectancy, mortality, morbidity, and the prevalence
of infant malnutrition are used. Other indicators related to the
access of health facilities, such as the percentage of under five
birth attended by medical personnel,  the percentage of
population treated outpatient in hospital, doctor/clinic, health
center, and others; and the ratio of medical personnel to
population are also used to look at the success.
Degrees and Population Health Status
Based on Indonesian Population Projection 2005-2025,
the infant mortality rate decreased from 26.8 per 1,000 live births
in 2008 to 26.2 per 1,000 live births in 2009. This means that the
goals of the National Medium Term Development Plan (RPJMN)
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listed in the Presidential Regulation Number  7 in 2005 is  almost
reached, which is the infant mortality  rate decreased from 35
per 1,000 births to 26 per 1,000 births.
Meanwhile, the life expectancy  increased  to 70.7 years in
2009. It is also in accordance with the goal of RPJMN  2005,
which is  life expectancy increased from 66.2 years to 70.6  years.
The life expectancy of 70.7 years shows that children who were
born in 2009 on average is expected to live until  70.7 years old.
Comparing the indicator  by gender, the life expectancy of female
was higher than that of  male, which were 72.7 years and 68.8
years, respectively .
The estimation of the life expectancy and infant mortality
rates by province can be seen in Appendix II (1). The table shows
that Nusa Tenggara Barat  was the province with the highest rate
of infant mortality, it is about  41.9 deaths per 1,000 live births.The
lowest infant mortality rate was recorded in DKI Jakarta, which is
only  8.1 deaths per 1,000 live births. These two provinces always
become the province with the highest  and  the lowest rates of
infant mortality during the past few years.
In terms of life expectancy, provinces with the highest life
expectancy in 2009 were DKI Jakarta and D.I Yogyakarta, while
Nusa Tenggara Barat was recorded as the province having the
lowest life expectancy rate (66.3 years in 2008 and 66.7 years in
2009.
T able 2.1
M F M + F M F M + F
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
30.8 22.6 26.8 30.0 22.1 26.2 
68.6 72.6 70.5 68.8 72.7 70.7 
Source : BPS, 2005-2025 Indonesia Population Projection
Trends in Infant Mortality Rates and Life
Expectancy at Birth by Sex,  2008 and 2009
Infant Mortality  Rate
Life Expectancy  at Birth (years)
2008 2009Indicators
(1)
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Figure 2.2. Life Expectancy
at Birth (years) by Sex,
2008 and 2009
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Figure 2.1. Infant Mortality
Rate by Sex, 2008 and 2009
Infant mortality decreased  from
26.8 to 26.2 per 1000 live
births during the period 2008-
2009. This means that the
goals of the National Medium
Term Development Plan
(RPJMN) listed in the
Presidential Regulation. 7 in
2005 is almost reached.
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Figure 2.3. Morbidity Rate by Type
of Area (%), 2008 and 2009 
Population health status can also be seen from the  health
complaints bothering daily activities either in doing work, attending
school, or other activities. The complaints referred to the
indication of the existence of  a particular disease. The health
complaints include: fever, cough, runny nose, asthma, diarrhea,
recurrent headache, toothache, measles, ear watery / congek,
jaundice / liver, seizures, paralysis, dementia, etc. during the last
month period. A high morbidity rate  indicates a great number of
people experiencing health problems.
Table 2.2 presents the morbidity rate  and the average day
of illness of population by area of residence. In  2009 the  morbidity
rate reached 18.63 percent, representing an increase of 1.4
percent compared to the figure in  the previous year. This
increase was as result of the increase of morbidity rate in both
urban and rural areas.
However, the increase in morbidity rate might not  indicate
a worsening condition, because  the average day of  illness
decreased during the same period. In urban areas the average
day of illness declined from 5.86 days to 5.21 days, while  in rural
areas the figure dropped from 6.34 days to 5.76 days. This
condition affected  the decreasing length of illness in general.
2008 and 2009
[Based on National Socio Economic Surveys]
2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5)
Urban 15.35 17.18 5.86 5.21
Rural 18.98 19.99 6.34 5.76
Urban + Rural 17.23 18.63 6.13 5.51
Table 2.2   Morbidity Rate and Average Days of Illness by Type of Area, 
Morbidity Rate (%)
Average days of 
illness (days)Type of Area
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Figure 2.4.  Average Days
of Illness by Type of Area,
2008 and 2009
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Immunization  and Children Nutrition
Breast milk (ASI) is the first baby food containing important
subtances and has enormous benefits for the long term period.
The  high quality substances and complete nutrition contained
in the breastmilk are useful for intelligence and children growth.
Breastmilk also contains antibodies to protect  the baby from
allergies and diarrhea or other infectious diseases. Therefore,
breastfeeding is highly recommended to be given to infants until
age 2 years, and is given during the first six months exclusively.
It is important to note that in this publication,  children aged
24-59 months are used as a unit analysis, instead of using
children aged  0-59 months as used in the previous publication.
The percentage of children aged 24-59 months who were breast
fed  is a new indicator to see the trend and disparity in the
breastfeeding prevalence. The use of age group of 24-59 month
is expected to provide a more sensitive measure of  breastfeeding
prevalence because this age group represents a unit analysis
more accurately.
Table 2.3 Percentage of Children 24-59 Months  Who Were  Breastfed and
 Average Duration of Breastfeeding (month) by Type of Area, 2008 and 2009
[Based on National Socio Economic Surveys]
2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5)
92.04 92.42 19 19
95.06 95.20 21 21
93.65 93.90 20 20
Average Duration of 
Breastfeeding (month)
Children 24-59 Months Who 
Were  Breastfed (%)Type of Area
Rural
Urban + Rural
Urban
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In 2009, the percentage of children aged 24-59 months
receiving breast milk was  93.90 percent, or slightly increased
from 93.65 percent in the previous year. Comparing   by area of
residence, the percentage of children aged 24-59 months
receiving breast milk in rural area was higher than that in urban
areas. Likewise, the average duration of breastfeeding in rural
areas was two months longer than that in urban areas (21 months
compared to 19 months).
Thus, it can be said that the chance of children aged 24-
59 months to get better level of immunity and growth was higher
in rural areas than in urban areas. It is understandable,
considering that  the  working mothers in urban areas is more
prevalent than those in rural areas.
Beside breast milk, another indicator related to children
immunity is the provision of immunization. The common types
of immunization are BCG, DPT, Polio, Measles and Hepatitis B.
Based on  Susenas 2009 , the percentage of children aged 12-
59 months receiving immunization for all types of immunization
reached more than 90 percent.
[Based on N ational Socio Economic Surv ey s]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
BC G 95.70 96.85 89.84 91.68 92.61 94.12
DPT 95.13 96.30 89.02 91.08 91.90 93.54
Polio 95.97 96.92 92.06 93.02 93.91 94.86
M easless 91.48 92.74 85.37 88.10 88.25 90.29
H epatitis B 91.93 94.18 83.53 87.43 87.49 90.61
Urban
T ype of Immunization
T able 2.4.  Percentage of Children 12-59  Month  Receiv ing Im munization
by T ype of Immunization and T ype of Area,  2008 dan 2009
Rural Urban +
Rural
Chance of children aged 24-59
months to get better level of
immunity and growth was higher
in rural areas than in urban
areas.
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Comparing by provinces, as shown in  Appendix  II (3), the
lowest percentage of children aged 12-59 months receiving
immunization for all types of immunization including BCG, DPT,
Polio, Measles and Hepatitis B was reported in Papua (less than
75 percent), while the highest percentage of children aged 12-
59 months receiving immunization especially for BCG, DPT,
Polio, and Measles was recorded in D.I Yogyakarta. For Hepatistis
B immunization, the highest percentage was recorded in  Bali.
Beside breast feeding program, nutrition program is also
important for children under five ages. The Iodized Salt
Consumption Survey  conducted by the BPS shows that the
percentage of well nourished children decreased from 69.6
percent in 2003 to 68.5 percent in 2005. This figure increased to
77.2 percent in 2007 based on the results of Basic Health
Research. Meanwhile, the percentage of  malnourished  children
under five during the years 2003-2005 decreased from 19.6
percent to 19.2 percent, then dropped to 13.0 percent in 2007.
The percentage of severely malnourished children under five in
2003-2005 increased slightly from 8.6 percent to 8.8 percent,
but the figure then declined to 5.4 percent in 2007 (Table 2.5).
Table 2.5   
(2) (3) (4)
2.2 3.5 4.3
69.6 68.5 77.2
19.6 19.2 13,0
8.6 8.8 5.4
Note : 1)  Data based from Basic Health Research, Ministry of Health
Well Nourished/ Normal
Percentage of Children Under Five by Nutritional Status 
     and Type of Areas, 2003 - 2007
[Based on Iodized Salt Surveys]
Nutritional Status
Malnourished
Severely Malnourished
2003 2005 20071)
(1)
Over Nourished
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Figure 2.5  Nutritional Status of
Children Under Five,
 2003 - 2007
The lowest percentage of
children aged 12-59 months
receiving  immunization for all
types of immunization was
recorded in Papua.
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Looking at by povinces shows that in 2007 there were 10
provinces having the percentage of well nourished children
under five above the national level. These include all provinces
in Java, Lampung, Kepulauan Riau, Bali and Sulawesi Utara.
DKI Yogyakarta  was the province with the highest percentage of
well nourished children under five (85 percent), while the lowest
figure was recorded in Nusa Tenggara Timur (64.4 percent).
See Appendix II (4).
Utilization of Medical Facilities
Population health status can not be separated from the
availability and affordability of health facilities. The use of health
workers as birth attendant is more recommended than that of
non medical personel  to reduce the infant mortality and maternal
mortality. The availability of midwives is expected to reach 100
midwives per 100,000 population, or a ratio of one midwife per
village,   as shown in the Health Strategic  Plan 2005-2009.
Table 2.6 shows that during the period 2008-2009, the
percentage of born children under five assisted by health
personnel increased from 74.87 percent to 77.34 percent. The
increasing role of doctors, midwives and other medical
personnels as birth attendants, both in urban and in rural areas
contributed to the increase. Despite such a progress, the use of
traditional birth attendant  is still high, reaching 22.66 percent.
Looking at by provinces, several features can be drawn.
First, several provinces including Maluku, Sulawesi Tenggara,
Maluku Utara, Sulawesi Barat and Nusa Tenggara Timur still
have a high percentage of born children under five assisted by
traditional birth attendants (more than 40 percent). These
provinces are located in the eastern part of Indonesia where
infrastructures are generally inadequate. Second, in terms of
birth attendants performed by doctors, there were only 6
provinces with the percentage being higher than 20 percent.
These provinces include Kepulauan Riau (21.46 percent), DKI
Jakarta (35.44 percent), DI Yogyakarta (36.86 percent), Bali (37.70
10
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80
90
Urban Rural Urban+Rural
Medical Personnel
Non-Medical Personnel
Figure 2.6. Percentage of Under
Five Children by Birth Attendants
and Type of  Area,  2009
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percent), Kalimantan Timur (20.75 percent) and Sulawesi Utara
(31.40 percent). Third, given the fact that the incidence of
traditional birth attendants which was much higher among
provinces in  the eastern part of Indonesia than in the western
part of Indonesia, one of the health programms should take into
account the distribution aspect of providing medical health
personnel (doctor, midwive and other paramedics) with special
attention being given to the eastern part of Indonesia (see
Appendix II (5)).
Another measure of access  to  health care is the
percentage of population with  outpatient treatment by type of
place of  treatment. Several factors affecting the access to health
care include the availability of health facilities, geografical
location, trust and knowledge.
In general, during the period 2008-2009 the percentage of
population with outpatient treatment remained stable at about
44 percent. Looking at the place of treatment, health center was
the most common place used for the outpatient treatment.
Several provinces including
Maluku, Sulawesi Tenggara,
Maluku Utara, Sulawesi Barat
and Nusa Tenggara Timur still
have a high percentage of born
children under five assisted by
traditional birth attendants
(more than 40 percent).
Table 2.6     Percentage of  Children  Under F ive by Birth  Attendants  
                    and Type o f Area, 2008 and 2009
[Based on National Socio Economic Surveys]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
88.16 89.96 62.91r) 66.02 74.87 77.34
22.36 23.25 7.85 r) 8.12 14.72 15.28
65.31 66.04 54.17 56.94 59.45 61.24
0.48 0.66 0.88 0.96 0.69 0.82
11.84 10.04 37.09 33.98 25.13 22.66
11.19 9.68 33.80 31.70 23.09 21.29
0.65 0.36 3.29 2.28 2.04 1.38
Note: r) Rev ised figures
Urban Rural Urban  + Rural
Non-Medical 
Personnel
-Traditional
- Others
Birth  Attendants
(1)
Medical Personnel
- Doctors
- Midwifes
- Other Paramedics
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However, comparing between urban and rural areas shows
different features. In urban areas, the most common place of
outpatient treatment was medical doctors/clinics followed by
health center, while the most common place for treatment in
rural areas was health center followed by paramedics. The
percentage of population with outpatient treatment using hospital
as a place of treatment in urban areas was also much higher
than that in rural areas.
The progress made in the health status of  the population,
to some extent, is also related to the availability of health  workers.
The availability of health workers can be measured by several
indicators such as the ratio of doctors per population, the ratio of
midwives per population and the ratio of nurse per population.
Based on the Village Potential Cencus results conducted
by BPS in 2005 and 2008,  during period 2005-2008  the number
of  health workers including doctors, midwives and registered
nurse increased significantly. This can be seen in the increase
in  the ratio of doctors, midwives and nurse per 100,000
population during the period (see Table 2.8).
T able 2.7 Percentage of Population T reated Outpatient by Place of 
T reatment and T ype of Area,  2008 and 2009
[Based on N ational Socio Economic Surv ey s]
Place of 
T reatment 2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
H ospital 11.93 12.02 5.70 6.79 8.69 9.31
M edical Doctor/C linics 35.58 35.86 19.05 19.09 26.97 27.20
H ealth C enter 31.20 31.25 35.48 36.57 33.43 34.00
Paramedics 16.08 16.22 33.77 32.18 25.29 24.47
Traditional 2.31 1.76 2.70 2.04 2.51 1.90
Others 2.90 2.89 3.30 3.33 3.11 3.12
Population with 
outpatient treatment 46.35 47.34 42.59 42.40 44.37 44.74
Urban Rural Urban + Rural
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Table 2.8. Ratio of Health Workers per 100,000 Population, 2005 and 2008
[Based on Village Potential Cencus]
Health Worker 2005 2008
(1) (2) (3)
Doctor 18 23
Midwife 36 43
Registered Nurse 24 35
Traditional Birth Attendant 83 68
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3  EDUCATION
Welfare of the population in a region can not be separated
from education which can reflect the quality of the population.
Therefore, the education sector has always been the main focus
in implementing development programs conducted by  the
government. The level of success in educational development
can be seen from various education indicators, produced by
BPS-Statistics Indonesia,  the Ministry of National Education and
other institutions. These Indicators can be used to measure the
achievement of  National Education Development Strategic Plan
Year 2005 - 2009, which includes many  objectives,  covering:
(1)   equalization   and   expansion    access    to     education,
(2)   improvement quality, relevance and competitiveness,
and
(3) strengthening governance, accountability, and public
image.
In this publication, the education indicators that will be
presented are literacy rate, Mean Years of Schooling (MYS),
school enrollment  ratio, Net Enrollment Ratio (NER), dropout
rate, student-teacher ratio and student-classroom ratio, and the
percentages of head masters  and teachers by  educational
level. The data sources are  from the National Socio Economic
Survey conducted by BPS and registration data from The Ministry
of National Education.
Literacy and Educational Attainment
Reading is a basic element  in advancing every individual,
because reading is the main way of enlarging knowledge.
Therefore, Literacy Rate  is a very important indicator to measure
the extent to which the population  is open to information and
knowledge.
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In 2009, the literacy rate for both male and female in urban
and rural areas reached  more than 85  percent. However,
looking at by age groups shows that  the literacy rate of population
aged  50 years and older has not reached this level. This is
mainly due to the very low  value of  literacy rate in the rural areas.
Based on the area of residence, the literacy rate of urban
population is shown to be higher  than that of  rural population.
We can also see that the older the age groups, the greater the
differences in the lieracy rate between urban and rural areas. In
addition, the difference in the literacy rate between rural and
urban areas is higher among female than male. It means that
reading and writing capability of female in rural areas is much
worse than those in urban areas.
Another indicator  that can be used to see the level of
education is mean  years of schooling (MYS) measuring  the
education level  achieved by population aged 15 years or older.
Nationally, the MYS of  population aged 15 years or older
increased from 7.5 years in 2008 to 7.7 years in 2009. The
increase occurred in both  urban and rural areas, and among
[Based on N ational Socio Economic Surv ey s]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
15 - 19 99.88 99.92 99.32 99.38 99.60 99.64
20 - 24 99.85 99.75 98.68 98.75 99.30 99.28
25 - 34 99.66 99.47 97.63 97.54 98.67 98.53
35 - 49 97.68 97.50 92.63 92.26 95.11 94.84
50 + 83.33 85.70 69.38 71.08 75.73 77.82
15 + 95.44 95.82 89.03 89.42 92.19 92.58
M ale 97.66 97.88 93.19 93.46 95.38 95.65
Female 93.31 93.86 84.96 85.62 89.10 89.68
T able 3.1.    Literacy Rate by Age Groups and T ype of Area,  2008 and 2009
Age group
Urban Rural Urban + Rural
Nationally, the MYS of
population aged 15 years or
older  increased from 7.5 years
in 2008 to 7.7 years in 2009.
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Figure 3.1.Literacy Rate By Age
Groups, 2008 and 2009
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both male and female. Similar to the previous years, the MYS of
male is always higher than that of female and the MYS of  urban
population is always higher than that of  rural population.
In  2009, the MYS of population in urban areas reached 9.1
years, which is equivalent to the first  year in senior high school,
while population aged 15 years old and over  in rural areas
experienced  6.4 years of education, or up to  grade one in  junior
high school. Furthermore, the MYS of  female has just reached
7.3  years or only reached the second grade in junior high school,
while  the MYS of male was recorded  longer, that is 8.2 years or
reached the  third grade in junior high school.
The improvement  of human resources can also be seen
from the change of the education level of people aged 10 years
or older.  In 2009,  the percentage of  population aged 10 years or
older completing the junior high school level and above  reached
42.66 percent, which was higher  than that in the previous year
which was  41.85 percent. It is also important to highlight that
the percentage  of  those attaining  the university level increased
during  the period 2008-2009, while those not/not yet attending
school dropped during the same period.
In overall, the  educational level of population in urban
areas was better than that in rural areas. It can be seen in the
higher  percentage of population completing junior high school
level and above. For instance,  in 2009 the percentage  of the
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Figure 3.2. Percentage of
Population Aged 10 Years and
Above by Educational Attainment,
2008 and 2009
Note :
1. Not Yet Attending School
2. Not Completed Primary School
3. Primary School 
4. Junior High School
T able 3.2.   Mean Years of Schooling (years) by Sex 
and T ype of Area, 2008 and 2009
[Based on N ational Socio Economic Surv eys]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Male 9.4 9.5 6.6 6.9 8.0 8.2
Female 8.5 8.6 5.7 6.0 7.1 7.3
Male + Female 8.9 9.1 6.2 6.4 7.5 7.7
Sex
Urban Rural Urban + Rural
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population  aged 10 years old  or above completing university/
Diploma IV in urban areas was about 5.77 percent, while only
around 1.24 percent  of rural population  aged 10 years or above
completed university/Diploma IV level.
Comparing educational attainment between male and
female, as shown in Appendix III (1), shows that the level
education of male is better than female. This is indicated by the
higher  percentage of male population finishing the  junior high
school level and above than that of female. This condition
occured in almost all provinces. In several provinces the figure
was higher for female than male in certain  educational levels.
Enrollment Rate
One of National Education Development Strategic Plan
objectives in the period 2005 - 2009  is to provide  an equitable
and expanding  access to education. This objective can be
measured by the school enrollment  ratio and the net enrollment
Table 3.3. Percentage of Population Aged 10 Years and Above by
                        Educational  Attainment and Type of Area, 2008 and 2009
[Based on National Socio Economic Surv ey s]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Not/Not Yet Attending School 4.42 3.96 10.01 9.26 7.28 6.67
Not Completed PS 14.58 15.11 26.10 24.97 20.48 20.15
Primary School (PS) 26.16 24.76 34.43 36.00 30.40 30.51
Junior High School 19.06 19.24 16.57 16.12 17.78 17.64
Senior High School 27.58 27.87 10.97 11.33 19.08 19.40
Diploma I/II 0.93 1.00 0.58 0.54 0.75 0.76
Academy /Diploma III 1.88 2.29 0.36 0.56 1.10 1.40
University /Diploma IV 5.39 5.77 0.98 1.24 3.14 3.45
Junior High School and above 54.84 56.18 29.46 29.77 41.85 42.66
(1)
Urban Rural Urban +
RuralEducational Attainment
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ratio,  showing the extent to which  the school age population
are enrolled in school. School age is divided into three groups
including  7-12 years, 13-15 years and 16-18 years. There is  a
slight difference in the calculation of school enrollment  ratio
and the net enrollment ratio in this  publication where  the
informal education  such as Package A, Package B and
Package C which are equivalent to primary school, junior
high school and senior high school levels respectively
are included.
The difference between school enrollment ratio and net
enrollment ratio is laid on the real level of education achieved by
individuals. While the calculation of  the  school enrollment ratio
only considers age group, the calculation of the net enrollment
ratio takes into account the real educational level achieved by
individuals in each age groups. Thus, the net enrollment  ratio
measures  school-age population who are able to take advantage
of educational facilities and the proportion of children who attend
school on time  in accordance  with their ages.
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Figure 3.3. School Enrollment
Ratio By Age Group, 2008 and 2009
School Enrollment Ratio1) by Age Group, Sex and 
Type of Area, 2008 and 2009
[Based on National Socio Economic Surveys]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
7-12 Male 98.55 98.57 97.06 96.96 97.72 97.68
Female 98.77 98.95 97.46 97.65 98.05 98.24
M + F 98.65 98.75 97.25 97.29 97.88 97.95
13-15 Male 88.67 89.12 81.19 80.47 84.57 84.38
Female 87.93 90.45 82.80 83.31 85.22 86.65
M + F 88.30 89.77 81.97 81.82 84.89 85.47
16-18 Male 63.52 64.63 48.56 47.72 55.77 55.90
Female 61.39 61.26 48.72 47.50 55.22 54.37
M + F 62.45 62.97 48.64 47.61 55.50 55.16
Note : 1) Including informal education (Package  A, Package B and Package C)
Table 3.4.  
(1)
And Sex
Urban + RuralAge Group Urban Rural
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Based on the 2009 Susenas data, school enrollment ratio
for all age groups increased in both urban and rural areas
compared to the figure of the previous year. This indicates a
greater opportunity in terms of access to education. However,
comparing between urban and rural areas shows that  the  school
enrollment ratio is still higher in urban than in rural area even the
urban-rural difference seemed to be greater for the  age group
16-18. This indicates that  the equitable and expanding access
to education between urban and rural areas has not been
reached.
Furthermore, looking at by gender shows that the school
enrollment ratio for age groups 7-12 years and 13-15 years
tended to be higher among female than male, while for the age
group 16-18, the school enrollment ratio of male was slightly
higher than female. This low gender difference in school
Table 3.5.  Net Enrollment Ratio by Educational Level
Sex and Type of Area, 2008 and 2009
[Based on National Socio Economic Surveys]
Educational
Level and sex 2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Primary School1
Male 93.26 94.70 94.70 94.32 94.06 94.49
Female 93.41 94.07 94.32 94.38 93.91 94.24
M+F 93.33 94.40 94.52 94.35 93.99 94.37
Junior High School2
Male 70.27 69.35 63.81 64.68 66.73 66.79
Female 68.97 68.70 67.26 67.61 68.07 68.12
M+F 69.62 69.03 65.47 66.07 67.39 67.43
Senior High School3
Male 53.00 54.97 38.00 37.54 45.23 45.97
Female 49.28 50.60 39.88 37.84 44.70 44.20
M+F 51.14 52.81 38.88 37.68 44.97 45.11
Notes :  1 Including Package A
2 Including Package B
3 Including Package C
Urban Rural Urban + Rural
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participation rate indicates that there has been  an equal access
to education between male and female.
As in the school enrollment rate, similar finding  is also
observed using the net enrollment ratio indicator. In general,
there was a slight increase in the net enrollment ratio during the
period 2008-2009 for all educational levels. However, comparing
the urban-rural and gender differences in the net enrollment
ratio shows somewhat difference result. The net enrollment ratio
for primary school and senior high school levels increased in
urban areas, but it decreased in rural areas. For the junior high
school level, net enrollment ratio decline in urban areas but it
rose in rural areas. Furthermore, looking at by gender shows
that  the net enrollment ratio  dropped among male in primary
school, among both male and female for junior high school in
urban areas and for senior high school in rural areas. The
relatively low school participation for junior high school and senior
high school levels needs much attention from the government at
all levels. Development efforts in the education sector in terms of
both improving infrastructure and providing educational facilities
are urgently needed.
If it is analyzed by provinces, in 2009 there were 17 provinces
where the net enrollment ratio of primary school was higher than
the national figure, while there were 15 provinces  provinces
with  the net enrollment ratio of  junior and senior high school
being higher than the national figure. The province with the
highest figure of  net enrollment ratio for every levels of education
was Aceh, while the provinces with the lowest figure in net
enrolment ratio for all levels of education include Papua, Papua
Barat and Sulawesi Barat.
Student-Teacher Ratio and Student-Classroom Ratio
Other indicators to measure the  equity and expansion of
access to education are student-teacher ratio and student-
classroom ratio. Both indicators are used to look at the availability
of adequate educational facilities to support the nine-year
Looking at by gender shows that
the net enrollment ratio  dropped
among male in primary school,
among both male and female for
junior high school in urban
areas and for senior high school
in rural areas.
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compulsory education program initiated by the government.
Adequate facilities will encourage the improvement of the school
enrollment ratio or net enrollment ratio.
Table 3.6 shows changes in the student-teacher ratio and
the student-classroom ratio during the last five years.  The
student-teacher ratio in primary school during 2007/2008-2008/
2009  decreased from 19 student  per  teacher to 17 student per
teacher  indicating a better improvement in the availability of
teachers, while  during the same period the ratio of student-
eacher for junior high school and senior high school remained
the same. In contrast, the student-teacher ratio at the university
level rose from 15 students  to 19 students per lecturer during the
period.
Another main supporting educational facility is classroom,
It is expected that the number of students per classroom at every
educational level are not too high. Following the ideal number of
students per classroom set up by The Ministry of Education,
every classroom should accomodate 28 students at the primary
school level and 32 students at both junior high school and senior
high school level. Based on these ideal number of students, it is
clear from the table that the target has not been achieved
especially for junior and senior high school.
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Figure 3.4 Student-Teacher
Ratio,   2007/2008 and 2008/2009
Table 3.6.  Trends of S tudent-Teacher Ratio and S tudent-
Classroom Ratio, 2004/2005 - 2008/2009
Year
PS JHS S HS Univ PS JHS S HS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2004/2005 19 14 13 17 26 37 37
2005/2006 19 13 12 15 26 36 36
2006/2007 19 14 12 11 30 37 37
2007/2008 19 14 12 15 27 37 37
2008/2009 17 14 12 19 27 36 37
Source: The Ministry  of National Education
S tudent-Classroom
Ratio
S tudent-Teacher
Ratio
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Drop Out
Dropout rate that reflects  the school-age children who are
not in school anymore or who do not finish a certain education
level is often used as an indicator of the success of  development
in the field of education. This indicator is used to measure  the
achievement of the strategic plan objective especially in
improving  the quality, relevance and competitiveness of
education. A high dropout rate may indicate a low quality of
education. However, drop out can also be caused by several
factors such as lack of parent awareness about the importance
of children's education, economic problems, unfavorable
geographical conditions and  limited access to schools.
Table 3.7 presents  the dropout rate during the period
2004/2005-2008/2009. During period 2007/2008-2008/2009,
drop out rate declined in both primary school and junior high
school level as it dropped from 1.81 percent to 1.64 percent and
from 3.94 percent  to 2.49 percent for primary school and junior
high school level respectively. In contrast  the drop out rate
increased in senior high school level from 2.68 percent to 3.63
percent during the same period.
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2008/2009
Figure 3.5 Drop-out Rate
by Level of Education,
2007/2008-2008/2009
PS JHS SHS
(1) (2) (3) (4)
2004/2005 2.97 2.83 3.14
2005/2006 3.17 1.97 3.08
2006/2007 2.41 2.88 3.33
2007/2008 1.81 3.94 2.68
2008/2009 1.64 2.49 3.63
Source  : Ministry  of National Education
Table 3.7.  Trends of Drop-out Rate by Level of Education, 2004/2005-2008/2009
Year
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Educational Level  of Headmasters/Teachers
Quality of education is also determined by the quality of
schools as education providers. One of high  quality schools
measures is the availability of qualified teachers who are
professional educators , have good knowledge about  the subject
and also have a broad and comprehensive insight. One indicator
that can be used to look at the quality of teacher is the level of
education or educational attainment of teachers including
headmasters.
The teaching education certificate which is a description
of the authority of teachers to teach at the appropriate level of
education is a prerequisite to obtaining qualifications as a
teacher. Based on Government Regulation (PP) Number 19 in
2005, at the primary school level (elementary school), qualified
educators / teachers in charge of teaching are those having
educational background of  Diploma IV certificate or under
graduate school certificate (S1 degree) in the fields of primary
school teaching, education and psychology.
When referring to the Government Regulation (PP),  in
2008/2009 there was only about 25.65 percent of elementary
school teachers who were qualified as educators,  while  about
23.42  percent were qualified as educational field teachers. The
rest were teachers with non-educational field certificate and S2/
S3 degree. At junior  and senior high school levels, the condition
was much better. The percentages of  teachers having at least
certificate of  S1 degree  are 74.52  percent and 82.43 percent
for junior and senior high school, respectively.  A  high percentage
of teachers with a high educational level  in junior and senior
high school is due to  the needs of more specific and various
disciplines  in those levels of education.
During the period  2008/2009, the province with the higest
percentage of primary school head master/teacher having  S1
certificate was DKI Jakarta (43.91 percent), while  the province
with the higest  percentage of senior high school head master/
 In  2008/2009 there was only
about 25.65 percent of
elementary school teachers who
were qualified as an educator,
while  about  23.42  percent
were qualified as educational
field teachers. The rest were
teachers with non-educational
field certificate and S2/S3
degree.
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Figure 3.6. Percentage of Head
Master and Teacher Having at Least
Certificate of S1 Degree by Level of
Teaching, 2007/2008 and 2008/2009
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teacher having  S1 certificate is Jawa Timur (85.25  percent).
Maluku Utara was the province with the lowest  percentage of
primary school head master/teacher having  S1 certificate (4.24
percent). While the province with the lowest  percentage of both
junior hiogh school and senior high school head master/teacher
having S1 certificate was Maluku.
Tabel 3.8.    Percentage of Head Master and Teacher by Level of Education and Level of Teaching,2007/2008 - 2008/2009
2007/2008 2008/2009 2007/2008 2008/2009 2007/2008 2008/2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Lower than S1 Degree 77.74 74.34 28.33 25.49 18.60 17.57
S1 Degree in Educational Field 20.23 23.42 65.82 67.42 70.51 71.40
S1 Degree in  Non Educational Field 1.84 1.98 4.53 4.64 8.82 8.61
S2/S3 0.20 0.25 1.32 2.46 2.07 2.42
Source  : Ministry of National Education
Head Master's/Teacher's Education PS JHS SHS
Level of Teaching
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4  EMPLOYMENT
Employment is one important aspect which can be used to
to describe  the welfare of  the society. Population enganged in
the working age group can be classified into labor force and non
labor force. The labor force is divided into employment and
unemployment. The number of employment or working people
indicates population who are economically potential in producing
goods and services. This also indicates the number of people
who can fulfill their daily needs. In contrast, total unemployment
indicates number of people who cannot fulfill their daily needs.
Several employment indicators that can be used to
measure the achievement of development include Labor Force
Participation Rate (LFPR), Open Unemployment Rate (OUR),
unemployment by level of education, percentage of working
people by working status, percentage of working people by  main
industry  and working hours, percentage of working people by
wage, and percentage of working children. These indicators
are derived from the National Labor Force Surveys (SAKERNAS)
conducted in August 2008 and 2009 .
Labor Force Participation Rate (LFPR) and Open
Unemployment Rate (OUR)
LFPR refers to the proportion of  working age population
(15 years age and over) who are engaged in the labor force,
while the OUR is defined as the proportion of labor force who
are looking for jobs. Included in the open unemployment category
are those who are looking for a job, preparing for bussiness, not
working despite having a job, and not looking for job because of
desperate to get a job.
During the period 2008-2009, the Labor Force Participation
Rate (LFPR) was relatively stable at about 67 percent. This
condition was also true for both urban and rural areas with LFPR
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for urban area being lower than that for rural areas. In 2009, the
LFPR in urban areas was 64.58 percent, while the LFPR in rural
areas was 64.32 percent (see Table 4.1).
The table also shows that the Open Unemployment Rate
(OUR) dropped during the period 2008-2009 from 8.34 percent
to 7.87 percent. The decline in open unemployment rate might
indicate an improvement in employment opportunities resulted
from a better economic condition. Looking at by areas shows
that the OUR decreased in both urban and rural areas during
the same period, with the decline being more substantial in rural
areas. It is also important to note that the urban unemployment
rate was nearly double that rural unemployment.
It is also interesting to compare the LFPR and the OUR
between provinces. Appendix IV shows that the highest LFPR
was found in Bali (77.82 percent), while Sulawesi Utara was
recorded as the province with the lowest LFPR (62.05 percent).
In terms of open unemployment rate. The highest level was
recorded in Banten (14.97 percent, while the lowest rate was
3.13 percent which was recorded in Bali. Other provinces with a
high level of unemployment  (more than 10 percent) include DKI
Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, and
Maluku.
Table 4.1. Labor Force Participation Rate and Open 
Unemployment Rate by Type of Area, 2008 and 2009
[Based on August National Labor Force Surv ey s]
2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5)
Urban 64.50 64.58 10.94 10.66
Rural 69.30 69.32 6.52 5.82
Urban + Rural  67.18 67.23 8.39 7.87
Type of Areas
Labor Force Open
Participation Rate Unemployment Rate
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Figure 4.1 Labor Force
Participation Rate and Open
Unemployment Rate by Type of
Area,  2009
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Unemployment by Educational Level
The OUR is often related to educational levels. Generally,
the OUR tends to be higher for higher educational level. People
with higher educational level will be more difficult to get job
because of the limited demand of jobs available for certain
qualifications and skills. In contrast, those with lower educational
level tend to accept any type of job which does not require specific
skills.
Table 4.2 clearly shows that the higher the level of
education, the higher the level of unemployment. In 2009, the
open unemployment rate among those with no schooling was
just 1.46 percent, while the unemployment rate among university
graduates stood at 13.08 percent. The pattern of open
unemployment by educational level is similar for both urban and
rural areas. It is also important to note that the highest
unemployment rate was among those with Vocational Senior
High School. This suggests that Vocational Schools has not
been successful in preparing their graduates to compete in the
labor market.
2008 and 2009
[Based on August National Labor Force Surv ey s]
Educational
Attainment 2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Schooling 1.78 3.19 1.87 1.09 1.85 1.46
Not yet Completed Primary School 4.47 5.00 2.88 2.00 3.27 2.74
Primary School 6.91 6.73 4.79 4.14 5.40 4.91
Junior High School 9.98 9.48 8.91 7.48 9.39 8.37
General Senior High School 14.39 14.61 14.16 14.31 14.31 14.50
Vocational Senior High School 17.98 17.77 15.61 14.17 17.26 14.59
Diploma I/II/III and Academy 11.99 13.26 9.66 14.44 11.21 13.66
University 12.63 12.65 12.40 14.67 12.59 13.08
Total 10.94 10.66 6.52 5.82 8.39 7.87
Senior High School or Higher 14.77 14.18 13.89 14.32 14.49 14.23
Table 4.2.  The Open Unemployment Rate by Educational Level and Type of Area, 
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Industry and Working Status
Tabel 4.3 presents the distribution of employed people by
main industry. In 2009, 41.53 percent of the labor force was
employed in the Services sector, much the same with those who
were employed in the Agricultural sector, which was 39.68
percent. Meanwhile, the proportion of employed people in the
Manufacturing sector was only 18.79 percent. The distribution
of employed people by area shows a contrast feature. In urban
area, most of employed people worked in the Services sector,
followed by Manufacturing and  Agriculture, but in rural area
most of the employed people worked in the Agriculture sector
(more than 60 percent), followed by Services and Manufacturing
sectors.
Table 4.4 presents the percentage of employed people by
working status. The table shows that the largest proportion of
employed people worked as regular employees. During the
period 2008-2009 the proportion of regular employees rose
slightly from 27.48 percent to 27.76 percent.
Then, comparing the proportion of working people by
working status between urban and rural areas shows
considerable difference. In rural areas, the highest percentage
T able 4.3. Compositions of Employed People by Main Industry (%)
and T ype of Area, 2008 and 2009
[Based on  August National Labor Force Survey s]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Agriculture 10.40 10.55 61.26 60.08 40.30 39.68
M anufacturing 24.65 24.46 14.67 14.82 18.78 18.79
Serv ices 64.95 64.99  24.08 25.10  40.92 41.53
Note :   Agriculture sector covered : Agriculture; Forestry; Hunting; F isheries
Manufacturing sector covered : Mining; Manufacturing Industry; Electricity,
 Gas and Water; Construction
Services sector covered : Wholesale Trade, Retail  T rade, Restaurant and Hotel ; 
T ransportation, Storage, Communication; F inancing, Insurance, Real Estate
 and Business Services; Public Services.
(1)
Urban + RuralUrban RuralIndustry
Services
Manufacturing
Agriculture
Figure 4.2 Composition of
Employed People by Main
Industry (percent), 2009
41.53
39.6818.79
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of working people worked as Employer Assisted by Temporary
Worker/Unpaid Worker (27.48 percent) followed by Unpaid
Worker (23.77 percent). In contrast, in urban areas the majority
of working people worked as Employee (45.27 percent) followed
by Own Account Worker (23.41 percent).
Working Hours
Total working hours is also often used to measure the level
of unemployment. Those who works less than normal total
working hours per week can be classified as unemployed.
Normal working hours applied for Indonesia is 35 hours or more
per week. The term “visible underemployed” is usually used to
call for those who work less than normal working hours.
The percentage of employed people who worked less than
normal woking hours is presented in table 4.5. In 2009, the
percentage of people who worked less than 35 hours a week
was 30.10 percent, while the percentage of people working less
than 15 hours a week was 5.59 percent. The table also shows
that  the percentage of people who have a job but did not work in
the last week because of  sick, on leave, waiting for  harvest time
or on strike, so their work hours is 0 (zero) was 2.29 percent.
                  
[Based on  August National Labor Force Surveys]
Working
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Own Account Worker 23.83 23.41 18.00 17.73 20.40 20.07
Employer Assisted By Temporary  
Worker/Unpaid Worker
12.86 11.54 27.10 27.48 21.23 20.91
Employer Assisted By Permanent 
Worker
3.85 3.83 2.30 2.24 2.94 2.89
Employee 44.34 45.27 15.67 15.50 27.48 27.76
Unpaid Worker 7.86 8.19 23.30 23.77 16.94 17.35
Casual Employee in Agriculture 2.18 2.20 8.41 7.99 5.84 5.61
Casual Employee Not in Agriculture 5.08 5.57 5.22 5.29 5.16 5.41
Urban Rural Urban + Rural
Table 4.4  Composition of Employed People by Working Status and Type of Area, 2008 and 2009
Status
In 2009, the percentage of
people who worked less than 35
hours a week was 30.10
percent, while the percentage of
people working less than 15
hours a week was 5.59 percent.
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Comparing by area,  the percentage of rural employed who
worked  less than normal woking hours was higher than that of
urban employed, although the unemployment rate in rural areas
was lower that that in urban areas. During the period  2008-
2009, the percentage of employed people working less than
normal working hours dropped from 18.82 percent to 18.43
percent in urban areas and from 38.40 percent to 38.28 percent
in rural areas. Furthermore, in 2009, the percentage of rural
employed people who worked less than 15 hours a week was
6.99 percent, while in urban areas  the figure stood at 3.61
percent. Compared with that of in the previous year the figures
showed a slight increase.  A similar condition was observed in
the percentage of employed people who have a job but in the
last week did not work because of sick, on leave, waiting for
harvest time or on strike, so their work hours is 0 (zero) in both
urban and rural areas.
Net Wage
According to Act No. 13/2003 on wage, every worker is
entitled to earn wage as a fringe benefit.  With wage provided,
the workers are expected to be able to fulfill their daily needs and
their family needs such as clothing, foods, shelter, education,
health, and so forth. The provision of decent wage is expected to
encourage workers to increase their productivity.
Percentage of Employed People Aged 15 Years and Over by Total  
  Working Hours  per Week and Type of Area, 2008 and 2009  
[Based on August National Labor Force Surv ey s]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.76 1.88 3.54 3.61 18.82 18.43
2.47 2.57 6.88 6.99 38.40 38.28
2.17 2.29 5.51 5.59 30.34 30.10
Note: *) Working hours of people who have a job but did not work in the last week
because of sick, on leave, waiting for  harvest time or on strike
1- 34 HoursAreas
(1)
Urban
Table 4.5. 
Urban + Rural  
0*) Hours 1- 14 Hours
Rural
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Figure 4.3 Percentage of
Employed People Who Worked
Less Than 35 Hours per Week by
Type of Area, 2008 and 2009
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Table 4.6 shows that during the period 2008-2009  the
percentage of workers who received wage of higher than Rp
1.000.000,- increased from 30.35 percent to 36.65 percent. On
the contrary, the percentage of  workers who received wage
under Rp 1.000.000,- declined during the period.
Comparing between urban and rural areas shows that
percentage of urban workers receiving high level of wage tended
to be higher than that of rural workers. In contrast, the figure
tended to be lower in urban areas than in rural areas for the
lower level of wages. This is mainly because the wage level of
urban areas is generally higher than that of rural areas.
Comparing between male and female worker shows that
the percentage of male workers who received wage of more
than Rp 600.000,- was higher than that of female workers (68.03
percent compared with 49.69 percent). This indicates that male
workers received higher wage than female workers. In 2009,
17.07 percent of male workers received wage between Rp
1.000.000,- to Rp 1.499.000,-, while only 11.08 percent of female
workers received the same level of wage.  A  similar pattern was
Table 4.6.  The Proportion of Worker by Wage and Type of Area
  2008 dan 2009
[Based on August National Labor Force Surveys]
Wage
(Rp) per Month 2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
< 200 000 4.39 4.36 11.15 11.38 7.42 7.43
200 000 - 399 000 12.89 10.77 23.17 22.48 17.50 15.88
400 000 - 599 000 15.49 12.58 19.01 17.61 17.07 14.78
600 000 - 799 000 15.95 13.37 16.18 15.56 16.05 14.33
800 000 - 999 000 12.91 11.86 10.02 9.98 11.62 11.04
1 000 000 - 1 499 000 15.30 18.43 9.93 10.75 12.90 15.08
1 500 000 - 1 999 000 8.68 9.76 4.67 4.79 6.89 7.59
> 2 000 000 14.37 18.86 5.86 7.45 10.56 13.88
Urban Rural Urban + Rural
Urban workers received higher
wage than rural workers.
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also observed for higher level of wages. In contrast, the percentage
of female workers receiving low levels of wages was much higher
that of male workers. 22.16 percent of female workers received
wage between Rp 200.000,- and Rp 399.000,-, while only 12.74
percent of male workers received this same level of wage.
Working Children
Working children is a special phenomenon in the
employment  problem. The involvement children in work both
directly and indirectly is generally associated the extent of poverty
problem. The concept of working children in this publication
refers to population aged 10-14 years old who have activity
intended to earn income by doing work  or helping to do work at
least one hour continously during the reference week  (including
unpaid family worker for any economic activity).
The percentage of working children rose slightly from 4.29
percent in 2008 to 4.55 percent in 2009 (see table 4.8). The
table also  shows that there were more male working children
than female working children. In 2009, the percentage of male
Table 4.7.  The Proportion of Worker by Wage and Sex
  2008 dan 2009
[Based on August National Labor Force Surveys]
Wage
(Rp) per Month
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
< 200 000 4.83 4.76 12.80 12.76 7.42 7.43
200 000 - 399 000 14.18 12.74 24.39 22.16 17.50 15.88
400 000 - 599 000 17.05 14.47 17.12 15.39 17.07 14.78
600 000 - 799 000 17.82 15.60 12.39 11.78 16.05 14.33
800 000 - 999 000 12.82 12.40 9.11 8.33 11.62 11.04
1 000 000 - 1 499 000 14.72 17.07 9.10 11.08 12.90 15.08
1 500 000 - 1 999 000 7.29 8.20 6.04 6.37 6.89 7.59
> 2 000 000 11.28 14.76 9.05 12.12 10.56 13.88
Male Female Male + Female
Male workers received higher
wage than female workers.
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Figure  4.4  Percentage of
Working Children (Age 10-
14 Years) by Type of Area,
2008 and 2009
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working children was 5.24 percent, while there was 3.83 percent
female working children. Moreover, the phenomenon of working
children was more prevalent in rural areas than in urban areas.
In 2009, there was 6.11 percent of working children recorded in
rural areas, while only 2.21 percent was recorded in urban areas.
Comparing by provinces shows that in 2009 there were 5
provinces with a high percentage of working children (more than
10 percent) including Papua, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Barat, and Nusa Tenggara Barat. The highest percentage of
working children was recorded in Papua (17.83 percent) followed
by Bali (13.82 percent). A high percentage of working children in
Papua is likely due to several problems such as economic
problem of their family and lack of access to education, while a
high percentage of working children in Bali is associated with
the condition of their province where tourism and handycraft
industry have developed well.
Table 4.8. The Proportion of Working Children by Sex
and Type of Area, 2008 and 2009
[Based on August National Labor Force Surv ey s]
(2) (3) (4)
Urban
1.98 2.39 2.19
2.12 2.30 2.21
Rural
7.06 4.27 5.70
7.30 4.87 6.11
5.05 3.51 4.29
5.24 3.83 4.55
Male Female Male + Female
2008
2009
Urban + Rural
Place of residence
and Years
(1)
2009
2008
2009
2008
Province Papua and Bali had
the highest percentage of
working children in Indonesia.
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5 CONSUMPTION LEVEL
AND PATTERN
Consumption pattern of the population is one of socio-
economic indicators which can be used to measure the welfare
of a society. This pattern is usually  affected by cultural behavior
and environment  condition. Using expenditure data collected
from Susenas, the pattern of household consumption in terms of
both food and non food consumption  can be traced to measure
the welfare of the society. In general, there is a tendency that the
lower the percentage of food expenditure to total expenditure,
the better the level of population welfare.
Household Expenditure
Household expenditure is distinguished into food and non
food expenditures. Spending patterns generally follow the income
level of individuals. When the income level is increasing, the
expenditure pattern will shift from food spending to non food
spending. This shift in expenditure occures because the
demand elasticity for food is generally low, while the demand
elasticity for non food items is high. This situation can clearly be
seen in a group of population with the level of food consumption
reaching maximum level, so that the increase in income will be
used for non food spending or saved. Therefore, changes in
consumption patterns can be used to measure changes in
welfare level of the population.
Table 5.1 presents data on the average monthly
expenditure per capita for food and non food in 2008 and 2009.
The table shows that during the period 2008-2009 the average
monthly per capita  expenditure increased from Rp. 386 370 to
Rp. 430 065. This increase in nominal per capita expenditure
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might not reflect an improvement in the level of welfare since the
prices of commodities during the period might increase faster.
Real expenditure is a better measure for looking at changes in
the welfare level.
In terms of expenditure distribution, there was a slight
increase in food  expenditure from 50.17 percent in 2008 to
50.62 percent in 2009 This indicates that the level of welfare
remained stable during the period. Furthermore, looking at
changes in the distribution of non food expenditures, the decline
occured in expenditures for housing, clothing and durable goods.
Comparing by provinces shows that in  several provinces
including Aceh, Kalimantan Tengah, Papua Barat and Papua,
the percentage of household expenditure were still above 60
percent, while in some provinces (DKI Jakarta and Bali) the figure
reached less than 45 percent. This evidence suggests  that DKI
Jakarta is the most prosperous province in  Indonesia followed
by Bali, while provinces with the lowest level of welfare were four
provinces mentioned previously.
[Based on Panel National Socio Economic Surveys]
2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5)
Food 193 828 217 720 50.17 50.62
Non Food 192 542 212 345 49.83 49.38
     Housing 78 083 85 556 20.21 19.89
     Goods and Services 66 141 75 227 17.12 17.49
     Clothing 13 014 14 328 3.37 3.33
     Durable Goods 24 627 25 307 6.37 5.88
     Other non food 10 677 11 927 2.76 2.77
Total 386 370 430 065 100.00 100.00
Table 5.1.      Average Per Capita Monthly Expenditure by 
Type of Expenditure, 2008 and 2009
Average  per capita monthly expenditure
Nominal (Rp) Percentage
Type of           
Expenditure
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Figure 5.1. Percentage of Monthly
per Capita Expenditure by Type
of Expenditure, 2008 and 2009
50.76 49.83
In  several provinces including
Aceh, Kalimantan Tengah,
Papua Barat and Papua, the
percentage of household
expenditure were still above 60
percent.
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It is also interesting to look at per capita expenditure by
expenditure groups for both food and non food expenditure. Table
5.2 shows that during the period 2008-2009  the average per
capita monthly food expenditure  dropped for low expenditure
groups (below Rp. 200,000), while there was an increase in
average expenditure among high expenditure groups. Similar
patterns were  also observed for both urban and rural areas. In
contrast, the average per capita monthly  non food expenditure
rose among low expenditure groups, while among high
expenditure groups the average per capita expenditure dropped
except for those with expenditure of above 1,000,000.
Income equality is one of the strategies and goals of
Indonesian national development. Inequality in enjoying the fruits
of development  among population groups can lead to social
problems. In this publication, expenditure is used as a proxy of
income due to the unavailability of income data. Although trend
in inequality measured on the basis of expenditure data may not
reflect the real condition, this measure is still useful to look at the
trend inequality.
and Type of Area (Rupiah), 2008 and 2009
[Based on Panel National Socio Economic Surveys]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
< 100 000 65 221 60 940 60 912 60 655 61 339 60 693
100 000 - 149 999 85 955 87 049 88 805 88 069 88 256 87 874
150 000 - 199 999 111 401 111 293 123 750 121 382 120 158 118 696
200 000 - 299 999 154 731 159 702 158 837 163 937 157 242 162 429
300 000 - 499 999 207 264 218 236 217 974 223 144 211 886 220 600
500 000 - 749 999 278 132 295 535 290 439 309 638 281 412 299 741
750 000 - 999 999 343 165 371 274 354 814 388 030 345 164 374 640
 > 1 000 000 441 146 490 236 405 953 454 623 437 122 482 292
Average per Capita               
on food
222 980 250 873 166 583 186 741 193 828 217 720
Urban + Rural
Table 5.2.   Average per Capita Monthly Food Expenditure by Expenditure Group 
Expenditure groups Urban Rural
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  2 According to World Bank Criteria, if the lowest 40 percent of income group receive  less than 12
percent of total income the inequality  is categorized as high inequality, between 12 - 17 percent as
moderate inequality, and more than 17 percent as low inequality.
3 The Gini Coefficient is a measure of statistical dispersion most prominently used as a measure of
inequality of income distribution or inequality of wealth distribution. It is defined as a ratio with values
between 0 and 1. A low Gini Coefficient indicates more equal income or wealth distribution, while a
high Gini Coefficient indicates more unequal distribution. 0 corresponds to perfect equality (everyone
having exactly the same income) and 1 corresponds to perfect inequality (where one person has all the
income, while everyone else has zero income).
Two measures which can be used to measure the level of
inequality are World Bank Criteria2 of inequality and Gini Index3.
Based on the World Bank criteria, the population is classified
into three groups based on the level of income: the lowest 40%
of income group, the midle 20% of income group and the highest
20% of income group.
Based on the World Bank criteria, during the period 2007-
2009, income inequality tended to improve as shown by the
increasing percentage of income (expenditure is used as a proxy)
received by the lowest 40% of income group, which rose from
19.10 percent in 2007 to 21.22 percent in 2009. In contrast, the
and T ype of Area  (Rupiah), 2008 and 2009
[Based on Panel N ational Socio Economic Surv ey s]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
< 100 000 25 561 30 320 26 453 26 722 26 364 27 200
100 000 - 149 999 45 700 46 368 40 248 42 358 41 300 43 126
150 000 - 199 999 66 202 66 120 50 638 54 696 55 165 57 737
200 000 - 299 999 93 698 91 832 87 142 82 594 89 688 85 883
300 000 - 499 999 182 064 172 678 158 281 153 801 171 800 163 586
500 000 - 749 999 328 378 312 194 305 462 285 126 322 271 304 121
750 000 - 999 999 514 608 488 234 490 827 460 836 510 526 482 729
> 1 000 000 1 180 890 1 202 382 1 185 532 1 062 984 1181 421 1183 032
Average per Capita     
non food
273 020 298 220 117 329 132 103 192 542 212 345
T able 5.3.     Average per Capita Monthly Non Food  Expenditure by Expenditure Group
Expenditure groups Urban Rural Urban + Rural
Two measures which can be
used to measure the level of
inequality are World Bank
Criteria2 of inequality and
Gini Index.
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       T able 5.4. P ercentage S hare of Expenditure by Groups of P opulation
   and Gini Index,  2007 - 2009  
[B ased on P anel N ational S ocio E conomic S urv ey s]
Y ear
40%        
Lowest
40%       
Middle
20%     
Highest
Gini  
Coefficient
(1) (2) (3) (4) (5)
2007 r) 19.10 36.11 44.79 0.36
2008 r) 19.56 35.67 44.77 0.35
2009 21.22 37.54 41.24 0.37
N ote :   r) Rev ised w ith indiv idual data not using data ex penditure group such as in 1996 - 1999
percentage of income received  by the highest income group
dropped from 44.79 percent to 41.24 percent during the same
period. Using Gini Index, during the period 2007-2008, the level
of income inequality showed an improvement, but then worsened
in 2009. This is shown by the decline in Gini Index during the
period 2007-2008 from 0.36 to 0.35, but it rose to 0.37 in 2008.
Energy and Protein Intake
Another indicator that can be used to describe the level of
welfare of the population is nutritional adequacy. Nutritional
adequacy itself has many facets. However, two of its components,
i.e., energy and protein intakes,  are usually considered as
foremost. The amounts of calorie and protein intake are obtained
by summing up the products of quantity consumed of each food
item and its energy and protein contents, respectively, over all
food items consumed. The National Workshop on Food and
Nutrition 8th in 2004, determined that the minimum requirement
for adequacy of daily per capita energy and protein intakes are
2000 kilo calories and 52 grams of protein, respectively.
In 2009, energy intake per capita was about 19.28 kilo
calories or dropped by 10.54 kilo calories compared to the
previous year. This level is below the recommended level of
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2007 2008 2009
Urban
Rural
Urban + Rural
Figure 5.2. Energy Consumption per
Capita per Day by Type of Area,
2007 - 2009 (kilo calories)
During the period 2007-2008,
the level of income inequality
showed an improvement, but
then worsened in 2009.
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  T able 5.5.    Energ y an d P ro tein  C on su m p tio n per  C ap ita per  D ay
b y T yp e o f A rea, 2007-2009
[B ased on P anel N ational S oc io E conom ic  S urv ey s]
Y ear U rb an R ural U rban  +  R ural
(1) (2) (3) (4)
E nergi (k ilo calories)
2007 1 977.01 2 050.33 2 014.91
2008 1 976.33 2 095.95 2 038.17
2009 1 891.32 1 961.56 1 927.63
P rotein (gram s)
2007 59.17 56.25 57.66
2008 58.16 56.87 57.49
2009 55.71 53.08 54.35
2000 kilo calories indicating that Indonesin people, in average
did not consume energy at adequate level. This is also true for
both urban and rural areas, but with the rural population having
a higher consumption of energy than urban population.
In terms of protein intake, despite still above the
recommended level of 52 grams,   the level of protein intake
dropped  from 57.66 grams in 2007 to 54.35 grams in 2009. The
decline also occured in both urban and rural areas. Comparing
between areas, urban population consumed more protein than
rural population
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6  HOUSING AND
ENVIRONMENT
Everyone needs a house as a shelter to protect  from rain and
heat. In this regard, housing can be considered as basic human
needs beside food and clothing.  The appropriatenes of housing
condition is often associated with the social acceptability. People
with higher financial capacity tend to have higher opportunity  to
fulfill their housing need with higher quality of housing. The
indicators of housing quality generally can be seen from the
quality of materials used for roof, wall and floor, while, housing
facilities may cover several aspects such as floor areas, source
of drinking water, facility of toilet and lighting.
Housing Quality
A house is considered appropriate as a residential place if it
has wall, floor and roof. A proper house is reflected on the quality
of wall, floor and roof.  Base on the results of 2009 National Socio
Economic Survey (Susenas) there was 88.05 percent of houses
with non earth floor. This figure increased from 87.53 percent in
2008. The comparison between urban and rural areas shows
that there were more houses in rural areas with earth floor than in
urban areas. In 2009, there was 18.03 percent of rural households
living in a house with earth floor, while only 5.48 percent of urban
households lived in a house with earth floor.
Other indicators to describe the quality of housing are wall
and roof. Based on the 2008 Susenas, 95.90 percent of houses
in Indonesia had permanent wall. The figure increased slightly
to 96.38 percent in 2009. Meanwhile, houses with proper roof
(not made from leafs) rose from 95,90 percent in 2008 to 96.38
percent in 2009. Comparing between urban and rural areas
The proprietary of housing
indicate the social acceptability.
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shows that in 2009 the percentage of proper houses was higher
in urban than in rural areas (99.17 percent compared with 93.78
percent) (see Table 6.1).
Table 6.1 also shows per capita area of houses. In general
the average per capita floor area in Indonesia was relatively small.
This is mainly because the average household size was still
relatively high which is 4 people per household. During  the period
2008-2009, the average per capita floor area increased from
21.05 m² to 21.14 m². This rise was due to the increase in  average
per capita floor area in urban areas as it rose from 21.53 m²  to
21.73m² during the same period. It is also interesting to see that
floor areas per person was higher in urban areas than in rural
areas. This is most likely due to a large number of households in
rural areas who are categorized as extended families.
Table 6.1.  Households W ith  S everal I nd icators of Housing Quality,
by Type of Area,  2008 and 2009 
[Based on N ational Socio Economic Surv ey s]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
94.10 94.52 81.32 81.97 87.53 88.05
98.95 r) 99.17 93.01 93.78 95.90 96.38
93.84 94.49 83.17 84.61 88.36 89.40
21.53 21.73 20.59 20.58 21.05 21.14
N ote :  r)  R ev ised Figure
Permanent wall (% )
Average per capita floor area  (m2)
Urban Rural Urban + Rural
I ndicators
(1)
Non earth floor (% )
Concrete roof, tile, shingle, zinc, asbestos (% )
Floor areas per person was
higher in urban areas than in
rural areas.
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Housing Facilities
In order to be healthy and comfortable, a house needs to, at
least, have safe drinking water and its own toilet.  It is well known
that the availability of safe drinking water and toilet  in a house is
crucial for the health of all household members, especially for
pregnant women and children who are vulnerable to various
diseases.
During the period 2008-2009, the proportion of households
with bottled water, refil water, and tap drinking water increased
from 26.30 percent to 28.32 percent. Likewise, the proportion of
household with safe drinking water sourced from tap water,
packaged water, water pumps, protected wheels and springs
with distance to septic tank more than 10 meters, increased from
55.07 percent to 58.18 percent. Appendix VI (3) presents the
percentage of households with tap drinking water and packaged
drinking water across provinces. In 2009, the province with the
lowest percentage of households having access to clean drinking
water was Kalimantan Barat (19.28 percent).
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Bottled water, refill water, and tap water
Clean Drinking Water
Private Toilet
Figure 6.1. Percentage of Households
With Some Selected Housing Facilities by
Type of Areas, 2008 and 2009
RuralUrban
Tab le 6.2.      Percentage of Househo lds W ith S ome S elected  Housing  Facilities 
by Type o f Area,  2008 dan 2009
[B ase on N ational Socio Economic Surv ey s]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
43.91 46.33 9.63 11.38 26.30 28.32
68.66 70.99 42.20 46.13 55.07 58.18
71.92 74.29 52.00 53.95 61.68 63.81
59.58 62.80 29.33 32.02 44.03 46.93
98.89 98.90 86.90 88.50 92.73 93.55
N ote :  1)  The sources of w ater are tap w ater, packaged w ater, w ater pumps, protected w heels,
or protected springs w ith distance to septic is more than 10 meters.
C ompleted by  S eptic Tank as Final 
Disposal of Feces 
E lectricity  As S ource of Lighting 
Urban Rural Urban + Rural
Indicators
(1)
B ottled w ater, refill w ater, and tap 
w ater
C lean Drinking Water 1)
P riv ate Toilet
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Another housing indicator that can be used to indicate the
facility of housing is the use of own private toilet. During period
2008-2009, the percentage of households with own private toilet
increased in both urban and rural areas. In 2009, there was 63.81
percent of households with own private toilet, with urban
households having much better access to private toilet than rural
households.
Lighting is also considered as an important housing facility. It
can be sourced from electricity and non electricity (pumped lamp,
oil lamp, and others). However, electricity is the best source of
lighting. During the period 2008-2009 the percentage of
households with electricity lighting increased from 92.73 percent
to 93.755 percent. Comparing by region, most households in
urban areas used electricity lighting (98.90 percent), while in
rural areas around 88.50 percent of households used electricity
for lighting.
Housing Ownership Status
Another indicator to look at  the welfare and  standard of living
is the ownership status of housing. Household economic
conditions the ownership of the residence.  Base on the results of
2009 National Socio Economic Survey (Susenas) there was 79.36
percent of households who occupied their own home, while the
remaining 20.64 percent accopied their houses from leasing
(4.91 percent),  renting ( 3.97 percent), free renting (2.33 percent),
official (1.32 percent), parents property (7.91 percent), and other
(0.19 percent). The percentage of households accopying their
houses in urban areas is lower than in rural areas (69.42 percent
in urban areas compared to 88.71 percent in rural areas). This is
likely due to the selling prices of homes in urban areas which are
more expensive than in rural areas.
The percentage of households
accopying their houses in urban
areas is lower than in rural
areas.
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[Based on National Socio Economic Surv ey s]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Own 69.19 69.42 88.76 88.71 79.25 79.36
Lease 8.50 9.13 0.85 0.95 4.57 4.91
Rent 8.51 7.42 0.72 0.72 4.51 3.97
Rent free 3.09 2.62 2.16 2.06 2.61 2.33
Official 1.52 1.57 1.33 1.08 1.42 1.32
Parents property 8.97 9.61 5.99 6.32 7.44 7.91
Other 0.21 0.24 0.19 0.15 0.20 0.19
Table 6.3. Percentage of Households by  Housing Ownership Status
 and Type of Area, 2008 and 2009
Tenure of Housing Unit
Urban Rural Urban + Rural
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7  POVERTY
Poverty is a prominent problem in most countries especially
developing countries. Indonesia as a developing country is also
facing a persistent problem of poverty. Therefore, it is undoubted
if poverty has become the main priority for The Indonesia
government in setting programs and policies. Despite a number
of programs directed toward poverty reduction, many of them
might be still considered as mistargeting programs and had a
little impact on poverty reduction. This was because such
programs did not touch the fundamental problem of poverty and
were considered as reactive, short-term and partial.
Trend in Poverty
During the last five years, poverty tended to decline. In 2005,
the number of poor people was accounted for 35,1 million
representing 15,97 percent of total population. Although the
poverty rate increased to 17,75 percent (39,3 million) in 2006
due to the  the implementation of government policy in rising the
price of  oil, the figure dropped again during the period 2007-
Urban Rural Urban+Rural Urban Rural Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2005 12.40 22.70 35.10 11.68 19.98 15.97
2006 14.49 24.81 39.30 13.47 21.81 17.75
2007 13.56 23.61 37.17 12.52 20.37 16.58
2008 12.77 22.19 34.96 11.65 18.93 15.42
2009 11.91 20.62 32.53 10.72 17.35 14.15
Source : BPS,  Statistik  Indonesia 2009
Percentage of Poor People (%)Number of Poor People (million)
Table 7.1 Trend of Number Poor People In  Indonesia, 2005-2009
Year
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
148                Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2009
1009. In 2009, the poverty rate was recorded as high as 14,15
percent (32,53 million people).  Comparing between urban and
rural areas, the poverty rate was much higher in rural than in
urban areas (17,35 percent compared to 10,72 percent). In detail
see Table 7.1.
With respect to the characteristics of poor households,
several characteristics including demographic, education,
employment and housing characteristics will be presented in
separate sub-sections.
Demographic Characteristics
Several demographic characteristics which can be used
to distinguish between poor and non-poor households,
depending on data availability, may include household size,
household headed by female household head, and age of
household head.
It is obvious that poor households have a relatively higher
household size than non-poor households. The average of
household size among poor households was nearly 5 or exactly
4.88 in 2009. During the period 2007-2008, the average of
household size for poor households was higher in urban areas
than in rural areas, but in 2009 the figure was higher in rural than
in urban areas.
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Figure 7.1. Percentage of
Poor People, 2005-2009
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Average of household size 4.90 4.70 4.85 4.64 4.61 4.89 4.74 4.64 4.88
(people)
2. Percentage of female household head 13.18 14.18 11.46 12.17 12.30 18.15 12.58 12.91 14.60
(percent)
3. Average of age of  household head 49.44 48.57 47.46 48.75 47.86 47.20 49.03 48.09 47.29
(y ear)
Source :  BPS, Analis is  dan Penghitungan Tingkat Kemisk inan 2007-2009
Urban Rural Urban + Rural
Table 7.2. S everal Demographic Characteristics of Poor Households, 2007-2009
Demographic Characteristics
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It is also important to look at the number of poor households
headed by female household head, as female household head
is responsible not only for domestic chores but also household
economic needs. Table 7.2 presents an interesting result from
the Susenas Panel data. The percentage of poor households
headed by female household head rose from 12.58 percent in
2007 to 14.60 percent in 2009. This rise was mainly due to the
significant increase in the percentage of poor households
headed by female household head in rural areas during this
period. Furthermore, looking at the age of household head, in
average, the age of household head among poor households
`was below 50 years, even the average of age was getting younger
as the figure declined from 49,03 years in 2007 to  47,29 years in
2009.
Education Characteristics
Poor households generally have less opportunity to access
better education than non-poor households. To improve the
educational access of poor households, the government has
launched a number of programs directed towards poor
households. Two main education indicators that can be used to
monitor the progress include literacy rate and educational
attainment.
Table 7.3 shows that the percentage of poor household
heads who were illiterate dropped  from 21.78 percent in 2007
to 14.47 percent in 2009. The improvement was also seen in
both urban and rural areas. However, comparing between urban
and rural areas in terms of illiteracy among poor households,
the illiteracy rate of poor household heads was much higher in
rural than in urban areas. For example, in 2009, the illiteracy
rate among poor household heads in rural areas was 16.76
percent, while the illiteracy rate among urban poor households
was 10.5 percent.
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Figure 7.2.a.
Percentage of Poor Household Head
by Level of Education, 2009
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In terms of educational attainment, more than 80 percent
of poor households were headed by household head with
educational level of primary school or less (i.e completed primary
school and not completed primary school). Around 11 percent of
poor household heads completed junior high school and 7.94
percent completed senior high school. The percentage of poor
households headed by household head with univeristy graduate
was only 0.46 percent. In contrast, among non-poor households
the percentage of household heads  with primary  school or
lower was only around 55 percent, while those who completed
senior high school and university levels was 22.64 percent and
7.84 percent respectively. This indicates that the higher the
education level of household head, the smaller the chance of
being poor.
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Poor household head 
who can  read and write (% )
    a. Latin 53.51 57.91 56.25 53.83 57.70 54.40 53.70 57.76 55.08
    b. Others 1.39 1.08 4.22 2.61 1.50 4.33 2.12 1.38 4.29
    c. Latin and Others 29.77 26.71 29.01 17.40 21.22 24.52 22.41 22.85 26.16
    d. Cannot read and write 15.33 14.30 10.51 26.16 19.57 16.76 21.78 18.01 14.47
2. Education of household head
(% )
a. Poor households
- Not completed primary  school 32.45 37.13 34.48 46.81 45.36 43.38 40.71 42.82 40.51
- Completed primary  school 42.93 35.55 36.47 38.79 41.15 41.52 40.55 39.42 39.89
- Completed junior high school 12.71 13.69 14.94 9.67 8.68 9.41 10.96 10.23 11.20
- Completed senior high school 11.22 12.93 13.56 4.73 4.53 5.27 7.49 7.12 7.94
- Completed university 0.70 0.70 0.55 0.00 0.28 0.42 0.30 0.41 0.46
b. Non poor households
- Not completed primary  school 15.83 13.89 14.19 33.79 32.34 31.87 24.16 23.89 23.85
- Completed primary  school 25.78 22.25 22.94 38.93 36.89 37.93 31.88 30.19 31.13
- Completed junior high school 16.61 16.00 16.00 12.53 13.69 13.32 14.72 14.75 14.54
- Completed senior high school 30.51 34.91 33.93 11.36 13.52 13.27 21.63 23.32 22.64
- Completed university 11.28 12.95 12.94 3.39 3.55 3.60 7.62 7.85 7.84
Source : BPS, Analisis dan T ingkat Penghitungan Kemiskinan 2007-2009
Table 7.3. Education Characteristics of  Household Head, 2007-2009
Urban Rural Urban + RuralEducation Characteristics
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of Education, 2009
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Employment Characteristics
Income level is an important factor of household welfare.
Employment as one of income sources will also contribute to
determine the household welfare. Households headed by
working household head will tend to be better off than those
headed by unemployed household head. Similarly, the status
and sector of employment of household head may also determine
the welfare level of households. Therefore, the status and sector
of employment may characterize and distinguish between poor
and non-poor households.
Among poor households, the percentage of household
heads who were not working was accounted for 9.81 percent in
2009. This figure was lower compared to the figures of previous
years, i.e 10.62 percent in 2008 and 12.95 percent in 2007.
Looking at by place of residence, the unemployment rate among
poor household heads was much higher in urban than in rural
areas.  For instance, in 2009 the unemployment rate among
poor households in urban areas was 14.16 percent, while the
figure was only as high as 7.30 percent in rural areas.(see Table
7.4).
The table also shows that among poor household heads
who were engaged in employment, the majority of them (63.56
percent) worked in the agriculture sector, while there was only
5.76 percent of them working in the manufaturing sector.
Comparing between urban and rural areas, more than 75 percent
of poor households in rural areas relied on the agriculture sector,
while there was nearly 40 percent of  poor households in urban
areas depending on this sector. In contrast to poor household
heads’ sector of employment,  the percentage of non-poor
household heads working in the agriculture sector was much
lower (43.6 percent), while those working in other sectors (other
than agriculture and manufacturing sectors) was much higher
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Figure 7.3. Percentage of Household
Head by Working Sector, 2009
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accounting for 39.66 percent. In rural areas, the pattern of
employment by sector was similar among both poor and non-
poor households. However, the pattern was much different in
urban areas especially in 2009 between poor and non-poor
households.
Looking at by status of employment shows that most of
poor household heads worked as  own account worker or self
employed assisted by family or temporary workers. The
percentage of those who worked as own account worker or self-
employed assisted by family or temporary workers reached 56.04
percent in 2009. A  high  percentage of those  with this
employment status clearly indicates that a large number of poor
were engaged in the informal sector as this status of employment
reflects informal activities. The second highest percentage of
poor household heads worked as paid workers. Around 26 percent
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.Sector of employ ment of household head (%)
a. Poor household
- Unempleoy ment 15.51 14.71 14.16 11.21 8.67 7.30 12.95 10.62 9.81
- Working in Agriculture sector 27.64 30.02 39.72 69.98 68.99 77.32 52.84 56.35 63.56
- Working in Manufacturing sector 7.68 10.55 8.71 4.65 5.09 4.06 5.88 6.86 5.76
- Working in Others sector 49.16 44.72 37.41 14.16 17.26 11.32 28.33 26.16 20.87
b. Non poor household
- Unempleoy ment 16.41 15.36 14.38 9.95 7.91 7.13 13.28 11.10 10.77
- Working in Agriculture sector 11.94 9.39 23.75 54.06 55.20 63.63 32.33 35.06 43.60
- Working in Manufacturing sector 11.37 12.19 7.14 6.06 5.97 4.78 8.80 8.70 5.97
- Working in Others sector 60.28 63.07 54.72 29.94 30.92 24.46 45.59 45.05 39.66
2. Working Status of household head (%)
    a. Ow n account w orker and employ er 46.83 40.86 43.66 62.95 60.63 63.19 56.42 54.22 56.04
        assisted by  temporary  w orker/
        unpaid w orker
    b. Employ er assisted by  permanent w orker/ 1.03 1.61 1.27 1.14 1.86 1.47 1.09 1.78 1.40
       paid w orker
    c. Employ ee 36.02 41.40 33.81 23.30 27.19 20.83 28.45 31.80 25.58
    d. Unpaid w orker 0.61 1.42 7.11 1.40 1.65 7.21 1.08 1.58 7.17
Source : BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2007-2009
Table 7.4. Employment Characteristics of Household Head, 2007-2009
Urban Rural Urban + Rural
Employment Characteristics
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were recorded in this employment status. Comparing the pattern
of employment status between urban and rural areas shows a
similar pattern but with the percentage of poor household heads
who worked as self employed  being higher in rural than in urban
areas. (see Table 7.4).
Housing Characteristics
A house as a shelter is one of household basic needs.
Therefore, everyone needs a safe, comfortable and healthy
shelter. As mentioned in the previous chapter, the quality of housing
is determined by the quality of floor, wall, roof, and other supporting
facilities such as  source of drinking water, sanitation, and source
of lighting. Table 7.5 presents several housing characteristics
for both poor and non-poor households.
In terms of floor area, the healthy shelter needs a minimum
requirement of floor area of 8 m2 per capita as set by the ministry
of health (BPS 2001). Table 7.5 shows that in 2009 the percentage
of poor household living in a house with floor area per capita of
less than 8 m2 was double that of the non-poor households
(37.51 percent compared to only 15.98 percent). Comparing
between urban and rural areas shows that poor households in
urban areas tended to have a lower floor area per capita than
those living in rural areas. This reflects a more crowded housing
settlement among poor households in urban than in rural areas.
Furthermore, in 2009 more than a quarter of poor households
lived in a shelter with dirt floor (earthly floor).
Table 7.5 also shows that the percentage of poor
households with most roof areas using concrete/tile/wood was
accounted for 66.77 percent in 2009. This figure represents a
decline compared to the figures in previous years. It is also
interesting to see that there was still nearly 10 per cent of poor
households having shelter with sugar palm fiber and other types
of roof other than concrete/tile/wood, zinc and asbestos being
the main material of roof.
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2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.F loor area per Capita
a. Poor Household
- <  8 m2 33.39 31.01 40.36 29.00 29.61 36.22 30.78 30.06 37.51
- < 9 - 15 m2 38.81 40.04 35.19 39.33 39.98 36.04 39.12 40.00 35.78
- > 16 m2 27.80 28.95 24.45 31.67 30.41 27.74 30.11 29.94 26.72
b. Non poor Household
- <  8 m2 16.69 17.82 17.20 14.15 11.98 13.24 15.46 14.55 15.98
- < 9 - 15 m2 34.29 30.88 29.02 36.06 34.23 31.30 35.15 32.76 30.30
- > 16 m2 49.02 51.30 53.78 49.79 53.78 55.46 49.39 52.69 54.72
2. F loor  of poor household (% )
    a. Non earth floor 81.18 81.32 82.94 61.80 68.79 69.45 69.65 72.85 73.64
    c. Earth floor 18.82 18.68 17.06 38.20 31.21 30.55 30.35 27.15 26.36
3. Roof of poor household (% )
a. Concrete/ tile/wood 79.51 80.51 75.03 64.47 66.58 63.05 70.56 71.09 66.77
b. Z inc/asbestos 16.60 16.53 21.84 23.43 22.07 24.25 20.66 20.27 23.50
c.  Sugar palm fiber 3.50 2.55 2.72 7.00 6.79 8.15 5.58 5.41 6.46
d. Others 0.40 0.41 0.42 5.10 4.57 4.56 3.19 3.22 3.27
4. The largest wall (% )
a. Poor Household
- Brick 66.58 64.73 61.16 31.14 36.30 35.17 45.49 45.51 43.23
- Wood 18.72 16.15 19.99 42.95 30.57 36.17 33.14 25.89 31.16
- Bamboo 13.94 17.88 18.02 23.07 29.33 25.49 19.38 25.62 23.18
- Others 0.76 1.24 0.83 2.84 3.81 3.16 1.99 2.98 2.44
b. Non poor Household
- Brick 83.29 84.78 84.87 51.12 55.77 55.96 67.72 68.52 68.58
- Wood 11.80 11.36 11.02 34.70 30.75 29.84 22.89 22.22 21.62
- Bamboo 4.22 3.28 3.42 13.11 11.88 12.50 8.53 8.10 8.54
- Others 0.68 0.58 0.69 1.06 1.60 1.69 0.87 1.15 1.26
5. Primary  lighting source (% )
a. Poor Household
- Electricity 94.58 96.30 96.20 71.80 77.11 78.16 81.02 83.34 83.75
- Pumped lamp 0.79 0.56 0.61 1.88 1.37 1.69 1.44 1.10 1.35
- Oil lamp 4.63 3.07 2.81 23.96 19.71 17.13 16.13 14.32 12.69
- Others 0.00 0.06 0.39 2.36 1.81 3.02 1.41 1.24 2.20
b. Non poor Household
- Electricity 99.01 99.32 99.36 87.40 90.21 91.13 93.39 94.22 94.73
- Pumped lamp 0.24 0.19 0.20 1.77 1.17 0.92 0.98 0.74 0.60
- Oil lamp 0.70 0.45 0.38 9.74 8.06 7.43 5.08 4.71 4.35
- Others 0.05 0.04 0.06 1.09 0.57 0.52 0.55 0.33 0.32
Table 7.5. Hou sing Characteristics, 2007-2009
Urb an Rural Urban + Ru ral
Housing Characterist ics
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In terms of types of wall, although most poor households
(more than 40 percent) occupied houses with brick as the main
material of wall, still around a quarter of poor households lived in
a shelter with bamboo and other types of wall other than brick
and wood as the material of wall.  Looking at by place of
residence, poor households in urban areas generally had a
shelter with a better quality of wall than  those living in rural
areas. In 2009 the percentage of poor households living in a
house with brick as materials of wall was 61.16 percent and
35.17 percent in urban and rural areas respectively.
Table 7.5. Continuation
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
6. Drinking water source (% )
a. Poor household
- C lean and safe water 1) 60.85 50.30 75.16 40.34 36.01 43.57 48.65 40.64 53.36
- Others 2) 39.15 49.70 24.84 59.66 63.99 56.43 51.35 59.36 46.64
b. Non poor household
- C lean and safe water 1) 79.44 73.90 91.36 46.57 45.68 59.61 63.53 58.09 73.47
- Others 2) 20.56 26.10 8.64 53.43 54.32 40.39 36.47 41.91 26.53
7. Toile t facility  (% )
a. Poor household
- Private 48.49 47.95 47.90 35.74 36.17 38.12 40.91 39.99 41.15
- Shared 13.71 17.10 18.09 8.92 12.18 12.53 10.86 13.77 14.26
- Public or no facility 37.80 34.95 34.02 55.33 51.66 49.35 48.23 46.24 44.59
b. Non poor household
- Private 75.72 75.41 77.05 53.64 55.79 57.80 65.03 64.42 66.21
- Shared 14.32 15.54 14.14 12.21 11.06 10.81 13.30 13.03 12.26
- Public or no facility 9.96 9.04 8.81 34.15 33.15 31.39 21.67 22.55 21.53
8. Housing ownership status (% )
a. Poor household
- Own house 78.18 77.84 77.08 93.05 92.25 91.79 87.03 87.58 87.23
- Lease/rent 8.43 7.23 8.67 0.59 0.48 0.62 3.77 2.67 3.12
- Other 13.38 14.93 14.25 6.36 7.27 7.59 9.20 9.75 9.65
b. Non poor household
- Own house 75.96 66.41 70.78 90.06 87.79 89.80 82.79 78.39 81.49
- Lease/rent 13.30 19.40 16.12 1.01 1.83 1.33 7.35 9.56 7.79
- Other 10.74 14.19 13.10 8.93 10.38 8.87 8.86 12.06 10.72 
Source :    BPS, Analis is  dan Penghitungan T ingkat Kem isk inan 2007-2009
N otes  :     1)  C lean and safe w ater inc luding package/refill w ater, w ater pum ps/pipe, protec ted w hell or protec ted s prings
              2)  Others  inc luding unprotec ted w hell,  unprotec ted springs , riv ers , rain w ater and others
Urb an Rural Urban + Ru ralHousing Characterist ics
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Other indicators which are also important to look the
housing condition include source of lighting, source of drinking
water and sanitation. Although the government program of Listrik
Masuk Desa (Electricity Goes to Village) has been lauched since
the New Order era, there are still a large number of households
having no access to electricity, especially poor households.
During the period 2007-2009, the percentage of poor households
in urban areas having access to electricty as a source of lighting
reached more than 90 percent, even reached 96.3 percent in
2009, while the percentage of those living in rural with electricity
as source of lighting stood only at 78.16 percent. Nearly 22
percent of rural poor households had no access to electricity
(using pumped lamp and oil lamp for lighting). In contrast, almost
all non-poor households  (99.36 percent in urban areas and
91.13 percent in rural areas) had access to electricity as a source
of lighting.
In terms of source of drinking water and sanitation, the
condition is much worse. There are two categories of sources
of drinking water including clean and safe water sources and
other sources (not clean). Included in clean and safe water
sources are packed water, piped water, protected spring and
protected well, while other sources (not safe water) include
unprotected well, unprotected spring, river, rain and others. The
percentage of poor households having access to clean and safe
drinking water rose from nealry 49 percent in 2007 to 53.36
percent in 2009. In the mean while, around 73 percent of non-
poor households had access to clean and safe drinking water in
2009. Comparing between urban and rural areas shows that the
percentage of both poor and non-poor households having
access to clean and safe drinking water was much higher in
urban than in rural areas. (See Table 7.5).
Table 7.5 also shows that in 2009 about 59 percent of poor
households had no own private toilets (i.e 14.26 percent used
shared toilets and 44.59 percent used public toilets). Among
non-poor households, around 66 percents of them had their
own private toilets, while 12.26 percent and 21.53 percent of
them used shared toilets and public toilets respectively.
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In terms of housing ownership status, the percentage of
poor households living in their own houses was higher than that
of non-poor households. This was also true for both  urban and
rural areas. In 2009, around  87 percent of poor households
lived in their own houses, while the percentage of non-poor
households living in their own houses was accounted for about
81 percent in the same period.
Facilities Received by Poor Households
In implementing programs and policies directed toward
poor people the government has provided several facilities to
reduce the economic burdens faced by the poor. These include
the provision of subsidized rice (Raskin/Subsidized Rice for the
Poor), the provision of Health Card for the Poor (Kartu Sehat)
and Health Insurance for the Poor (Askeskin) to have free access
to health care.
Expenditure Decile
(per Capita per Month)
(1) (2) (3) (4)
D 1 18.58 12.09 13.82
D 2 15.61 11.60 12.67
D 3 12.93 10.74 11.32
D 4 11.20 10.49 10.68
D 5 10.50 10.28 10.34
D 6 8.79 9.52 9.33
D 7 7.63 9.66 9.12
D 8 6.48 9.12 8.41
D 9 5.17 8.44 7.56
D 10 3.12 8.08 6.75
Over Household 100.00 100.00 100.00
Source : BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009
Table 7.6. Distribution Percentage of Household Bought Subsidized Rice (Raskin) 
by Expenditure Decile and Type of Area, 2009
Urban Rural Urban+Rural
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Based on Panel Susenas, data about the percentage of
poor households receiving the government assistant programs
can also be presented according to per capita consumption
group. If per capita consumption data was classified into 10
groups according to the level of consumption, then decile 1 and
decile 2 could represent the group of poor people.
Table 7.6 presents the percentage distribution of
households receiving Raskin in 2009. The table clearly shows
that poor households ( i.e. households in deciles 1 and 2)
receiving Raskin was 13.82 percent and 12.67 percent
respectively. This indicates that a large number of non-poor
households also enjoyed the Raskin program. The  table also
shows that about 30 percent of households at the top income
group (deciles 7 to 10) received the Raskin program. This
mistargeting was considererably high and might indicate an
unsuccessful program.
Health 
Insurance 
for poor 
people
Reference 
Letter for 
Cash 
Transfer
Health Card Others
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
D 1 9.17 16.95 10.72 16.07 11.13
D 2 9.52 13.19 8.51 13.02 11.24
D 3 9.74 11.72 8.83 11.57 11.21
D 4 9.90 10.53 10.28 11.83 10.38
D 5 10.03 9.19 7.98 9.03 10.35
D 6 10.13 9.19 9.23 8.60 10.00
D 7 10.24 7.87 14.39 8.67 9.44
D 8 10.39 7.05 7.47 8.28 9.02
D 9 10.43 7.03 10.18 6.23 8.87
D 10 10.44 7.28 12.42 6.69 8.36
Over Household 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Source : BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009
Table 7.7   Distribution Percentage of Household Receiving Health Programs 
by Expenditure Decile and Kind of Health Programs, 2009
 Health Programs
Expenditure Decile           
(per Capita per Month)
Not 
Received
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Moreover, looking at the targeting program for the poor in
the health sector, the level of mistargeting was also high as clearly
indicated in Table 7.7 showing a high percentage of households
in the top deciles (high income level) receiving health programs
for the poor. The table also shows that nearly 19  percent of poor
households (deciles 1 and 2) did not receive any health facilities.
Among the health programs, the Health Insurance and Health
Card programs for the poor were relatively better targeted than
the cash transfer program (as the compensation of the
goverment policy to increase the price oil). The percentage of
non-poor households (deciles 7-10) receiving the cash transfer
program was more than 40 percent.
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8  OTHER SOCIAL
     CONCERNS
In the previous chapter, the social welfare of  a society was
described by  seven aspects, including population, health,
education, employment, consumption, housing and
environment. Other indicators with can also  indicate the welfare
include the proportion of population who are able to make
recreational trips, the proportion of population who watch
television, listen to the radio and read newspapers, and the
proportion of households having access to telephone, mobile
cellular, computer and internet. In addition this, social welfare
can also be indicated by other measures such as the percentage
of househols obtaining loan and receving free health services
and the percentage of population experiencing the criminal acts.
Recreational trips is a tertiary need. More prosperous
people tend to have more opportunity to fulfill their non primary
needs. Therefor, this indicator can be categorized as welfare
indicator.  Similar to this indicator, other indicator related to
information and technology can also be categorized as welfare
indicators because a better access to information and technology
can reflect and load to a better living condition.
Recreational Trips
 The improvement in social welfare of  the population is
clearly seen from the fact that there were more people getting
involved in various social activities in their leisure time. It is
indicated by the increasing proportion of people who were able
to make recreational trips. Table 8.1 shows that during the period
2005 - 2009 the proportion of people who were able to make
recreational trips showed an increasing trend reaching a peak
in 2007.
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Figure  8.1 Percentage of
Population Who Made
Recreational Trips by Type of Area,
2005-2009
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In 2009 the percentage of the population who made recreational
trips was accounted for 10.36 percent.
Comparing between urban and rural areas show that the
proportion of population who are able to make  recreational trips
in urban areas was nearly double that in rural areas. In 2009 the
proportion of people who are able to make  recreational trips in
urban and rural areas was 13.16 percent and 7.67 percent
respectively.
In 2008 the province with the highest proportion of people
who made recreational trips was DKI Jakarta (16.87 percent),
while in other provinces, the figures varied ranging from 4.86
percent (Papua) to 15.87 percent (Bali). However, in 2009, Bali
was the province with the highest proportion of people who made
recreational trips (18,57  percent), followed by Kepulauan Bangka
Belitung (15.80 percent) in the second place, while Papua
remained to be the province whith the lowest proportion of
population making recreasional trips (see apendix VIII 1).
Table 8.1. Percentage of Population Who Made Recreational Trips 
by Type of Area, 2005-2009
[Based on National Socio Economic Surveys]
Type of 
Area
2005 2006 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urban 9.20 10.30 14.03 13.09 13.16
Rural 5.20 6.20 7.93 7.58 7.67
Urban+Rural 6.87 7.98 10.60 10.24 10.32
The proportion of population
who are able to make
recreational trips in urban areas
was nearly double that in rural
areas.
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Figure  8.2 Percentage of
Population Aged 10 years and over
by Type of Activities,  2006 and 2009
Access to Information and Entertainment Media
Table 8.2 shows the proportion of people who watched
television, listened to the radio, and read newspaper in both
urban and rural areas in 2006 and 2009. In 2009, the percentage
of people who watched television was 90.27 percent. Meanwhile,
the percentage of people who listened to the radio and read
newspaper were 23.50 percent and 18.94 percent, respectively.
This indicates that people prefer to watch television rather than
listen to the radio or read newspaper.
As shown in Appendix VIII (2), in 2009 provinces with the
highest proportion of people who listened to the radio were
Gorontalo (43.22 percent), D.I.Yogyakarta (42.72 percent) and
Bali (40.74 percent), while provinces with the lowest proportion
of people who listened to the radio was Jambi (11.08 percent),
Sulawesi Barat (13.12 percent) and Maluku Utara (13.23
percent). With respect to television as a medium of entertainment,
while most population in other provinces have enjoyed television
programs (more than 85 percent of the population), only around
42 percent of total population in Papua watched television. Jakarta
was the province with highest proportion of population waching
television.
In 2009, provinces with the
highest proportion of people who
listened to the radio were
Gorontalo (43.22 percent),
D.I.Yogyakarta (42.72 percent)
and Bali (40.74 percent)
T able 8.2. P ercentages of P opulation  Aged 10 Y ears and O v er by T ypes
of  Activ ity and T ype of Area,  2006 and 2009
[B ased on M odule of N ational S ocio E conom ic S urv ey s]
2006 2009 2006 2009 2006 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
43.29 25.38 37.88 21.71 40.26 23.50
93.07 95.41 80.22 85.36 85.86 90.27
37.44 28.64 12.5 9.68 23.46 18.94
Listening to the radio
Watching telev is ion
Reading new s paper
Urban +  RuralT ype of 
Activ ities
Urban Rural
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In terms of reading newspaper,  the province with the highest
percentage of people who read the newspaper was DKI Jakarta
(39.31 percent), while provinces with the percentage of people
who read the newspaper being more than 25 percent were
Kalimantan Timur (25.17 percent), Kepulauan Bangka Belitung
(26.23 percent), Nanggroe Aceh Darussalam (28.98 percent),
Kepulauan Riau (30.00 percent), Sulawesi Utara (30.44 percent),
and D.I. Yogyakarta (33.14 percent).
Access to Communication Technology and Information
In the globalization era various information from  around
the world can be accessed easily by internet. However, the
spread of information technology has been enjoyed by a small
port of the population. This  can be seen from Table 8.3 showing
that the percentage of household having access to computer
and internet in 2009 was accounted for only 10.16 percent and
11.59 percent respectively. This low level of access indicates
that computer as a medium  to access internet is a still luxurious
goods. Furthermore, this luxurious goods is mostly enjoyed by
those living in urban areas as there was a wide gap in the access
to computer and internet between urban and rural areas.
Looking at by province, DKI Jakarta is the province with the
highest percentage of households having access to computers
in  2009 (24.95 percent), followed by D.I. Yogyakarta (23.32
percent) and Kalimantan Timur (18.63 percent). These three
provinces also had the highest percentage of households having
access to internet. In 2009 there was 34.27 percent of households
in DKI Jakarta who have accessed internet, followed by D.I
Yogyakarta (28.04 percent) and Kalimantan Timur (18.54
percent). Lampung and Sulawesi Barat were recorded as two
provinces with the lowest persentage of households having
access to internet (5.08 percent and 4.15 percent respectively).
See  Appendix of VIII (3).
The pread of information
technology has been enjoyed by a
small part of the population
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Access to Communication and
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The use of mobile cellular as a communication mean is
becoming more popular than home telephone. This can be
shown from the lower percentage of households using ordinary
telephone (home phone) than those using mobile phone. Table
8.3 shows that during the period 2008-2009 the percentage of
households using home phone decreased from 11.67 percent
to 10.36 percent, with the percentage of households using mobile
cellular rose from 51.99 percent to 61.84 percent. Comparing
the figure between urban and rural areas shows that the
percetage of households using home phone and mobile phone
was much higher in urban than in rural areas.
Table 8.3   Percentage of Household  With Access to Communication and
 Information Technologies by Types of Communication,
 Information Tools and Type of Area, 2008 and 2009 
[Based on National Socio Economic Surveys]
(2) (3) (4)
2008 20.93 2.91 11.67
2009 18.65 2.56 10.36
2008 66.61 38.15 51.99
2009 75.26 49.21 61.84
2008 14.35 2.48 8.25
2009 17.37 3.38 10.16
2008 14.32 3.12 8.56
2009 20.23 3.47 11.59
Note :  A household is recorded as hav ing mobile cellular or access to internet 
if  used at least by  one of the household member.
Access to internet
Urban + RuralUrban Rural
Communications and 
Information Tools
(1)
Telephone
Mobile Cellular
Computer
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DKI Jakarta was the province with the highest percentage
of households having access to telephone / home phone (32.68
percent) and mobile phone (88.52 percent) in 2009. The lowest
percentage of households using telephone (less than 5 percent)
was recorded in Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara and
Papua. Papua was also recorded as the provinces with the lowest
percentage of households having access to cellular phone (31.33
percent).
Access to Loan and Free Health Services
Table 8.4 presents households obtaining loan and
receiving free health services in 2008 and 2009. During the
periode 2008 - 2009 the percentage of households obtaining
loan declined from 8.45 percent to 8.20 percent. The decline
was mainly because of a relatively significant drop in the
percentage of households obtaining loan in urban areas. In terms
of receiving free health services, the percentage of households
receiving free health services rose considerably especially in
rural areas, where the figure increased from 14.72 percent in
2008 to 18.26 percent in 2009.
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Figure 8.4.  Percentage of Household
Obtaining Loan by Type of Area, 2008
dan 2009
T able 8.4 Percentage of Households Obtaining Loan and Households Receiving 
Free Health Services by T ype of Area, 2008 and 2009
[Based on N ational Socio Economic Surveys]
Urban Rural Urban + Rural
(2) (3) (4)
Households Obtaining Loan
2008 8.68 8.24 8.45
2009 7.84 8.54 8.20
Households Receiving Free Health Services
2008 12.85 14.72 13.81
2009 14.99 18.26 16.68
Indicators/Year
(1)
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T abel 8.5  Percentage of Population Who Ever Becam e the Victim  of  
Crim inal Acts by T ype of Area, 2007 - 2009
[Based on N ational Socio Economic Surv ey s]
Year Urban Rural Urban+Rural
(1) (2) (3) (4)
2007 1.55 1.21 1.36
2008 1.56 1.13 1.33
2009 1.39 0.97 1.17
Looking at by provinces shows that the highest percentage
of households receiving loan was recorded in Gorontalo (16.16
percent) followed by D.I Yogyakarta (14.34 percent) and Nusa
Tenggara Timur (13.03 percent). Provinces with the lowest
percentage of households obtaining loan were Maluku, Maluku
Utara and Lampung.
Crime
Feeling safe and secure from criminal conducts is also
part of social welfare. One indicator which can be used to
measure this aspect is the percentage of households who
became the victims of criminal acts. It is important to note that
people who were murdered were not counted as the victims of
criminal acts because they already died and were not the
member of household anymore.Table 8.5 shows that during
2007-2009 population who became the victims of criminal acts
declined from 1.36 percent in 2007 to 1.17 percent in 2009.
Comparing between  rural and urban areas shows that the
percentage of population becoming the victims of criminal acts
was higher in urban area than in rural area.
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Looking at by provinces, Nusa Tenggara Barat was the
province with the highest percentage of population becoming
the victims of criminal acts in 2009 (1.96 percent), followed by
Nusa Tenggara Timur (1.93 percent), Gorontalo (1.87 percent),
and DI Yogyakarta (1.74 percent). While,  Aceh, Sumatera Barat,
Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat and Maluku Utara were
provinces with lowest percentage of  of population becoming
the victims of criminal acts.
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LAMPIRAN / APPENDIX
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2009
WELFARE INDICATORS 2009
Kependudukan
Population
Kesehatan dan Gizi
Health and Nutrition
Pendidikan
Education
Ketenagakerjaan
Employment
Taraf dan Pola Konsumsi
Consumption Level and Pattern
Perumahan dan Lingkungan
Housing and Environment
Kemiskinan
Poverty
Sosial Lainnya
Other Social Concerns
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(1)I Indikator KependudukanPopulation Indicators
[Diolah dari H asil S P  2000 dan S U PA S  2005 / Based on 2000 P opulation Census and 2005 Intercensal P opulation S urvey ]
20002) 20053) 20094) 1990-2000 2000-2005 2000-2009
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Ac eh 3 929,3 4 083,5 4 363,5 1,46 0,77 1,17
Sum atera U tara 11 642,6 12 418,0 13 248,4 1,32 1,30 1,45
Sum atera Barat 4 248,5 4 567,2 4 828,0 0,63 1,46 1,43
R iau 4 948,0 4 835,9 5 306,5 4,35 4,14 3,46
J am bi 2 407,2 2 650,5 2 834,2 1,84 1,94 1,83
Sum atera Selatan 6 210,82 6 815,9 7 222,6 1,28 1,88 1,69
Bengk ulu 1 455,52 1 566,1 1 666,9 2,20 1,48 1,52
Lam pung 6 730,8 7 087,4 7 491,9 1,17 1,04 1,20
Kep.  Bangk a Belitung  900,0 1 074,8 1 138,1 0,97 3,61 2,64
Kepulauan R iau - 1 278,9 1 515,3 - 5,05 4,27
DKI Jak arta 8 361,0 8 892,3 9 223,0 0,17 1,24 1,10
J aw a Barat 35 724,0 39 150,6 41 501,6 2,03 1,85 1,68
J aw a T engah 31 223,0 31 873,5 32 864,6 0,94 0,41 0,57
D. I.  Yogy ak arta 3 121,1 3 365,5 3 501,9 0,72 1,52 1,29
J aw a T im ur 34 766,0 36 481,8 37 286,2 0,70 0,97 0,78
Banten 8 098,1 9 071,1 9 782,8 2,21 2,30 2,12
Bali 3 150,0 3 405,4 3 551,0 1,31 1,57 1,34
N us a T enggara Barat 4 008,6 4 149,1 4 434,0 1,82 0,69 1,13
N us a T enggara T im ur 3 823,1 4 279,5 4 619,7 1,64 2,28 2,13
Kalim antan Barat 4 016,2 4 037,2 4 319,1 2,29 0,10 0,81
Kalim antan T engah 1 855,6 1 969,7 2 085,8 2,99 1,20 1,31
Kalim antan Selatan 2 984,0 3 296,6 3 496,1 1,45 2,01 1,78
Kalim antan T im ur 2 451,9 2 887,1 3 164,8 2,81 3,32 2,88
Sulaw es i U tara 2 000,9 2 143,8 2 228,9 1,33 1,39 1,21
Sulaw es i T engah 2 176,0 2 312,0 2 480,3 2,57 1,22 1,46
Sulaw es i Selatan 8 050,8 7 489,7 7 908,5 1,49 1,03 1,11
Sulaw es i T enggara 1 820,3 1 945,1 2 118,3 3,15 1,34 1,70
Gorontalo  833,5  936,3  984,0 1,59 2,35 1,86
Sulaw es i Barat -  985,7 1 047,7 - 1,03 1,80
M aluku 1 166,32 1 264,8 1 339,5 0,11 1,63 1,55
M aluku U tara  815,1  914,1  975,0 1,60 2,32 2,01
Papua Barat -  688,2  743,9 - 3,45 3,43
Papua 2 213,8 1 934,7 2 097,5 3,22 3,45 2,60
205 132,0 219 852,0 231 369,5 1,45 1,40 1,35
Catatan/ Note: 1 ) T idak  termasuk  penduduk  yang tidak  bertempat tinggal tetap / Exc luding population without permanent res idence
2 ) Angka perbaikan berdasarkan Sensus Penduduk  2000 / Rev ised figures  based on 2000 Population Census
3 ) Has i l  Survei Penduduk  Antar Sensus  (SUPAS) 2005; kecual i  P rov ins i Nanggroe Aceh Darussalam, 
Kabupaten Nias  dan Nias Selatan (di Prov ins i Sumatera Utara) has i l  Sensus  Penduduk  Aceh dan Nias  
(SPAN) 2005; Kabupaten Boven Digul dan T eluk  Wondama (di Prov ins i Papua) has i l  es timas i / Result of 2005 
Indones ia Intercensal Population Survey  except Nanggroe Aceh Darussalam Prov ince, Nias and Nias  Selatan 
Regenc ies  (Sumatera Utara Prov ince), whi le Boven Digul and T eluk  W ondama (Papua Province) were estimated.
4 ) Has i l  es timas i berdasarkan data penduduk  tahun 2005 / Es timation result based on 2005 population data.
Laju  Per tu m b u h an  Pen d u d u k  p er  Tah un
 Annual Grow th R ate of  Populat ion (% )
I  n  d  o  n  e s i  a
(1)
Pro vin si
Prov inc e
Pen d ud u k1) (r ibu )
Populat ion 1)  (thousand)
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[Diolah dari hasil SP 1990 dan 2000 dan SUPAS 2005 / Based on 1990 and  2000 Population Census and  2005 Intercensal Population Survey]
Provinsi
Province
19901) 20002) 20053) 20083) 20093)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 101,1 101,0 99,0 99,0 99,1
Sumatera Utara 99,8 99,8 98,7 99,0 99,1
Sumatera Barat 95,9 96,1 96,4 97,1 97,3
Riau 105,2 104,2 112,7 111,5 111,3
Jambi 104,3 104,0 104,3 104,1 104,0
Sumatera Selatan 101,2 101,0 102,3 102,2 102,2
Bengkulu 105,6 103,3 104,0 103,5 103,4
Lampung 105,5 106,1 104,4 104,1 104,0
Kep. Bangka Belitung - 103,9 112,0 111,8 111,7
Kepulauan Riau - - 97,6 95,5 94,9
DKI Jakarta 102,0 102,3 97,7 96,5 96,1
Jawa Barat 100,5 102,1 102,2 101,8 101,7
Jawa Tengah 97,5 99,2 98,3 98,5 98,6
DIY 96,7 98,2 100,2 100,8 101,0
Jawa T imur 96,0 97,9 98,2 98,4 98,4
Banten - 101,5 102,2 102,0 102,0
Bali 99,5 101,0 101,9 101,8 101,9
Nusa Tenggara Barat 95,5 94,1 90,8 91,4 91,6
Nusa Tenggara Timur 98,3 98,4 98,9 99,1 99,1
Kalimantan Barat 103,8 104,6 102,7 102,1 102,1
KalimantanTengah 106,6 106,7 110,3 109,4 109,0
Kalimantan Selatan 99,6 100,4 100,1 100,5 100,6
Kalimantan Timur 110,9 109,6 109,8 109,6 109,5
Sulawesi Utara 102,7 104,7 103,9 103,8 103,8
Sulawesi Tengah 105,1 104,6 104,2 103,8 103,7
Sulawesi Selatan 95,5 95,1 92,6 93,0 93,2
Sulawesi Tenggara 99,7 100,7 97,4 97,4 97,5
Gorontalo - 100,6 102,0 102,3 102,3
Sulawesi Barat - - 102,5 102,4 102,4
Maluku 103,8 102,5 103,7 103,0 102,6
Maluku Utara - 104,5 103,0 102,5 102,5
Papua 110,5 110,4 108,7 107,8 107,6
Papua Barat - - 110,5 110,4 110,2
I ndonesia 99,4 100,5 100,3 102,2 100,2
C atatan/Note  :      1)  Berdasarkan SP 1990 / Based on 1999 Population Census
                   2)  Berdasarkan SP 2000 /  Based on 2000 Population Census
                   3) Berdasarkan SU PAS 2005 / Based on 2005 Intercensal Population Survey
Rasio Jenis Kelamin / Sex Ratio
(2)I Indikator KependudukanPopulation Indicators
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(3)I Indikator KependudukanPopulation Indicators
[Diolah dari H asil SP 2000 dan SUPAS 2005 / Based on 2000 Population Census and 2005 Intercensal Population Survey ]
Persentase
Provinsi Terhadap
Province Luas Indonesia1)
Percentage to Total
Area of Indonesia 2000 2005 2009 2000 2005 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh 3,03 70 72  77 1,92 1,86 1,89
Sumatera U tara 3,82 161 171  182 5,68 5,65 5,73
Sumatera Barat 2,20 101 108  114 2,07 2,08 2,09
R i a u 4,55 56 55  60 2,41 2,20 2,29
J a m b i 2,62 53 58  62 1,17 1,21 1,22
Sumatera Selatan 4,79 103 113  120 3,03 3,10 3,12
Bengkulu 1,04 74 79  84 0,71 0,71 0,72
Lampung 1,81 178 188  199 3,28 3,22 3,24
Kep. Bangka Belitung 0,86 55 65  69 0,44 0,49 0,49
Kepulauan Riau 0,43 - 158  187 - 0,58 0,65
DKI Jakarta 0,03 11 294 12 012 12 459 4,08 4,04 3,99
Jaw a Barat 1,85 967 1 060 1 124 17,42 17,81 17,94
Jaw a Tengah 1,72 952 972 1 002 15,22 14,50 14,20
D.I. Yogy akarta 0,16 996 1 074 1 118 1,52 1,53 1,51
Jaw a Timur 2,50 745 781  798 16,95 16,59 16,12
Banten 0,51 898 1 006 1 085 3,95 4,13 4,23
B a li 0,30 578 625  652 1,54 1,55 1,53
Nusa Tenggara Barat 0,97 203 211  225 1,95 1,89 1,92
Nusa Tenggara Timur 2,55 83 93  100 1,86 1,95 2,00
Kalimantan Barat 7,71 33 34  36 1,96 1,84 1,87
Kalimantan Tengah 8,04 12 13  14 0,90 0,90 0,90
Kalimantan Selatan 2,03 77 85  90 1,45 1,50 1,51
Kalimantan Timur 10,70 13 15  16 1,20 1,31 1,37
Sulaw esi U tara 0,72 144 154  160 0,98 0,98 0,96
Sulaw esi Tengah 3,24 32 34  36 1,06 1,05 1,07
Sulaw esi Selatan 2,44 175 162  171 3,92 3,41 3,42
Sulaw esi  Tenggara 1,99 50 53  58 0,89 0,88 0,92
Gorontalo 0,59 69 77  81 0,41 0,43 0,43
Sulaw esi Barat 0,88 - 59  63 - 0,45 0,45
Maluku 2,46 25 27  29 0,57 0,58 0,58
Maluku U tara 1,67 20 23  25 0,40 0,42 0,42
Papua Barat 5,08 - 6  6 - 0,31 0,32
Papua 16,70 7 6  7 1,08 0,88 0,91
 Indonesia 100,00 110 118  124 100,00 100,00 100,00
C atatan/Note  :  1)  Berdasarkan Peraturan M enteri Dalam Negeri  N o. 6 Tahun 2008 tanggal 31 Januari  2008
     Based on Home Affairs Ministerial Decree No.6/2008, January 31st, 2008
Kepadatan Penduduk
per Km2
Population Density
per sq.km (person)
Percentage of Total Population
Persentase Penduduk
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(4)I Indikator KependudukanPopulation Indicators
[Diolah dari Has il SU PAS 2005/Based on 2005 Intercensal Populat ion Survey ]
Provinsi
Province
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh 31,3 31,0 30,6 64,6 64,9 65,2 4,1 4,2 4,2
Sumatera Utara 32,2 31,8 31,4 63,9 64,3 64,6 3,9 3,9 3,9
Sumatera Barat 30,7 30,4 30,1 63,7 64,1 64,4 5,6 5,6 5,5
R i a u 31,6 31,6 31,6 66,0 65,9 65,9 2,4 2,5 2,5
J a m b i 30,5 30,0 29,5 66,2 66,6 67,0 3,4 3,4 3,4
Sumatera Selatan 30,6 30,3 30,0 65,8 66,0 66,3 3,6 3,7 3,7
Bengkulu 29,9 29,6 29,4 66,6 66,9 67,1 3,5 3,5 3,6
Lampung 29,6 29,2 28,7 66,2 66,6 67,0 4,2 4,2 4,3
Kep. Bangka Belitung 27,7 27,5 27,4 68,2 68,3 68,5 4,1 4,2 4,2
Kep. Riau 31,3 31,1 30,8 66,4 66,6 66,8 2,4 2,3 2,3
DKI Jakarta 24,5 24,1 23,8 72,4 72,6 72,9 3,1 3,3 3,4
Jaw a Barat 27,7 27,6 27,4 67,5 67,7 67,8 4,8 4,8 4,8
Jaw a Tengah 25,5 25,3 25,0 67,4 67,6 67,9 7,0 7,1 7,1
D.I. Yogyakar ta 18,6 18,4 18,1 72,2 72,4 72,6 9,3 9,2 9,2
Jaw a T imur 21,9 21,6 21,3 71,0 71,2 71,5 7,1 7,2 7,2
B a n t e n 31,1 30,7 30,3 65,6 66,0 66,4 3,4 3,3 3,3
B a l i 23,6 23,4 23,3 70,0 70,1 70,1 6,4 6,5 6,6
Nusa Tenggara Barat 31,8 31,5 31,2 64,3 64,6 64,8 3,9 3,9 3,9
Nusa Tenggara T imur 33,4 33,0 32,6 61,9 62,3 62,7 4,6 4,6 4,6
Kalimantan Barat 31,6 31,2 30,8 65,1 65,4 65,7 3,3 3,4 3,5
Kalimantan Tengah 30,2 29,9 29,6 67,0 67,3 67,5 2,8 2,8 2,9
Kalimantan Selatan 28,3 27,9 27,4 67,9 68,3 68,7 3,8 3,9 3,9
Kalimantan T imur 29,5 29,1 28,6 68,0 68,4 68,8 2,5 2,5 2,6
Sulawesi U tara 24,9 24,5 24,1 69,3 69,7 70,1 5,7 5,8 5,8
Sulawesi Tengah 30,3 29,9 29,4 66,3 66,7 67,1 3,4 3,4 3,5
Sulawesi Selatan 29,2 28,9 28,6 65,9 66,2 66,5 4,9 4,9 5,0
Sulawesi  Tenggara 33,7 33,5 33,3 63,0 63,3 63,5 3,3 3,2 3,3
Gorontalo 29,9 29,3 28,9 66,3 66,7 67,2 3,8 3,9 3,9
Sulawesi Barat 29,2 28,8 28,5 66,0 66,3 66,7 4,8 4,9 4,8
Maluku 33,4 32,8 32,2 62,5 63,2 63,8 4,1 4,0 4,0
Maluku Utara 34,2 33,5 32,7 62,8 63,4 64,2 3,0 3,1 3,1
Papua Barat 32,0 31,5 31,1 66,5 67,0 67,4 1,5 1,4 1,5
Papua 32,0 31,4 30,9 66,6 67,0 67,4 1,5 1,6 1,7
 Indonesia 27,5 27,2 27,0 67,4 67,7 67,9 5,1 5,1 5,1
Catatan/Note : 1) Angka Proy eksi Penduduk  Indones ia 2005-2025 / Based on 2005-2025 Indones ia Populat ion Project ion F igures
Penduduk Menurut Kelompok Umur / Population by Age Group 1) (% )
0 - 14 Tahun 15 - 64 Tahun + 65 Tahun
0 - 14 Years O ld 15 - 64 Years O ld 65 Years O ld and O ver
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(5)I Indikator KependudukanPopulation Indicators
[Diolah dari H asil Susenas / Based on National Socio Economic Surveys ]
Prov insi
Province
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 8,41 8,40 33,82 32,38 45,08 46,15 12,69 13,07
Sumatera Utara 4,71 4,08 23,48 23,61 53,28 53,78 18,53 18,53
Sumatera Barat  8,89 8,08 27,39 27,25 46,95 47,16 16,77 17,51
Riau         8,66 7,45 27,02 27,20 49,05 49,97 15,27 15,37
Jambi               15,83 14,36 36,63 38,02 38,11 38,08 9,43 9,53
Sumatera Selatan   11,93 11,08 35,03 34,24 41,54 43,07 11,50 11,61
Bengkulu    13,79 11,14 32,82 33,96 43,79 44,29 9,60 10,61
Lampung       15,75 13,41 35,34 35,77 40,41 41,89 8,49 8,93
Kep.  Bangka Belitung   6,85 7,00 32,03 30,95 48,32 47,58 12,79 14,47
Kepulauan Riau 10,26 6,84 23,73 22,21 47,92 50,23 18,09 20,73
DKI Jakarta   8,53 6,97 21,91 21,71 47,53 48,64 22,03 22,69
Jawa Barat          22,60 19,65 37,59 37,02 31,64 34,97 8,17 8,36
Jawa Tengah      13,89 13,03 37,33 36,96 38,79 40,05 9,99 9,96
D.I. Yogyakarta  5,22 3,63 24,68 24,55 48,85 51,26 21,25 20,56
Jawa T imur   20,61 18,78 36,19 36,54 34,46 35,57 8,74 9,12
Banten        21,22 17,43 34,04 36,79 34,30 36,12 10,44 9,66
Bali                 2,34 2,91 21,12 20,87 57,93 57,76 18,61 18,46
Nusa Tenggara Barat      6,65 5,84 35,88 37,53 48,08 47,65 9,39 8,98
Nusa Tenggara T imur   2,14 2,25 18,19 19,05 54,97 54,41 24,69 24,29
Kalimantan Barat   8,07 7,86 33,23 31,91 47,25 46,80 11,45 13,42
Kalimantan Tengah 11,57 10,25 37,32 36,20 41,44 43,24 9,67 10,31
Kalimantan Selatan 21,03 18,89 34,65 36,31 35,95 35,74 8,37 9,06
Kalimantan Timur   12,44 10,02 26,88 28,16 46,07 47,16 14,61 14,66
Sulawesi Utara  3,50 3,48 22,95 23,74 53,64 53,76 19,91 19,02
Sulawesi Tengah   10,42 10,14 31,70 31,45 43,81 44,31 14,07 14,11
Sulawesi Selatan 14,30 13,01 30,59 31,05 40,00 40,78 15,12 15,15
Sulawesi Tenggara    11,65 10,60 34,57 35,30 42,65 42,88 11,13 11,23
Gorontalo            9,44 7,85 27,95 29,83 46,46 46,76 16,15 15,56
Sulawesi Barat 13,70 10,64 35,25 35,45 39,65 42,27 11,41 11,64
Maluku            3,90 4,49 22,84 21,01 52,03 54,38 21,23 20,12
Maluku Utara    6,48 5,71 28,31 29,63 51,86 50,91 13,34 13,75
Papua Barat           6,73 8,02 22,99 25,29 51,90 51,27 18,38 15,42
Papua 10,87 10,22 34,93 32,72 43,83 45,72 10,37 11,34
Indonesia          15,06 13,40 33,38 33,41 39,90 41,33 11,66 11,86
Years Old Years Old  Years Old  & Over
10 - 15 16 - 18
19 - 24 T ahun +  25 T ahun
25 Years O ld19 - 24
 Wanita Menurut Um ur Perkaw inan Pertam a 
Women by Age of The First Marriage (% )
10 - 15 T ahun 16 - 18 T ahun
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(6)I Indikator KependudukanPopulation Indicators
[Diolah dari hasil Susenas / Based on National Socio Economic Surveys ]
P rovinsi
Province
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 45,29 49,97 41,20 48,72 42,40 49,08
Sumatera Utara 42,74 50,82 41,18 48,77 41,91 49,71
Sumatera Barat  47,38 48,75 47,29 51,48 47,32 50,57
Riau         48,19 53,47 56,45 59,55 52,41 56,53
Jambi               57,57 61,69 64,19 68,93 62,16 66,72
Sumatera Selatan   56,76 58,10 66,47 68,45 62,92 64,63
Bengkulu    63,87 63,54 69,50 70,87 67,62 68,46
Lampung       61,43 64,63 65,65 68,85 64,58 67,81
Kep.  Bangka Belitung   62,53 64,61 65,85 67,55 64,30 66,16
Kepulauan R iau 50,32 53,80 55,94 57,62 53,07 55,54
 
DKI Jakarta   52,68 56,62 ... ... 52,68 56,62
Jawa Barat          61,43 64,08 59,27 63,13 60,51 63,67
Jawa T engah      55,69 61,07 62,26 65,87 59,19 63,67
D.I. Yogy akar ta  54,68 60,83 61,86 64,49 57,42 62,21
Jawa T imur   60,07 64,20 59,06 63,28 59,54 63,72
Banten        60,02 60,33 54,84 60,78 58,00 60,51
Bali                 61,56 64,77 69,79 72,15 65,06 67,85
Nusa T enggara Barat      54,32 59,88 52,19 56,52 53,07 57,88
Nusa T enggara T imur   38,78 42,33 35,31 40,44 35,91 40,77
Kalimantan Barat   53,79 58,46 63,13 65,94 60,73 64,05
Kalimantan T engah 65,47 66,67 69,88 72,23 68,40 70,34
Kalimantan Selatan 62,31 66,68 65,58 68,51 64,25 67,76
Kalimantan T imur   53,62 57,69 58,01 59,33 55,29 58,32
Sulawesi U tara  59,37 62,17 69,69 71,55 65,19 67,54
Sulawesi Tengah   50,44 53,84 57,22 63,34 55,91 61,50
Sulawesi Selatan 42,89 48,80 43,32 48,58 43,18 48,65
Sulawesi Tenggara    42,44 46,30 47,46 51,96 46,34 50,72
Gorontalo            54,31 57,17 61,58 65,19 59,54 62,83
Sulawesi Barat 41,05 41,91 46,97 53,26 45,23 49,78
Maluku            36,84 42,16 30,44 34,24 32,10 36,36
Maluku Utara    47,08 50,81 41,76 47,73 43,33 48,58
Papua Barat           35,13 38,28 24,24 35,79 26,69 36,47
Papua 35,77 47,78 25,69 30,14 27,71 33,71
I ndo nesia          56,44 60,32 56,78 60,90 56,62 60,63
P erkotaan Perdesaan P erkotaan + P erdesaan
 Wanita berum ur 15-49 tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang 
Married Women 15-49 Years Who Curently Used Contraceptive by Type of Area (% )
Urban Rural Urban + Rural
Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut  Daerah T em pat T inggal
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Provinsi
Province
2007 2008 2009 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 32,6 32,1 31,7 69,0 69,1 69,2
Sumatera Utara 23,3 22,7 22,1 71,6 71,7 71,9
Sumatera Barat 27,1 26,3 25,5 70,5 70,7 70,9
R i a u 22,3 21,8 21,3 71,9 72,0 72,1
J a m bi 27,5 26,9 26,3 70,3 70,5 70,7
Sumatera Selatan 25,6 25,0 24,4 70,9 71,1 71,2
Bengkulu 29,4 28,6 27,7 69,9 70,1 70,3
Lampung 25,8 24,8 23,9 70,9 71,1 71,3
Kep. Bangka Belitung 26,4 26,0 25,5 70,7 70,8 70,9
Kepulauan Riau 20,6 20,3 20,1 72,3 72,4 72,5
DKI Jakarta 8,4 8,2 8,1 75,8 75,9 76,0
Jawa Barat 27,9 27,1 26,3 70,3 70,5 70,7
Jawa Tengah 21,4 20,7 19,9 72,1 72,3 72,5
D.I. Yogyakarta 8,7 8,5 8,3 75,5 75,7 75,8
Jawa Timur 25,4 24,5 23,6 71,0 71,2 71,4
B a n t e n 32,0 31,3 30,7 69,2 69,3 69,5
B a l i 12,9 12,7 12,5 74,1 74,1 74,2
Nusa Tenggara Barat 44,6 43,2 41,9 66,0 66,3 66,7
Nusa Tenggara Timur 32,3 31,2 30,1 69,1 69,4 69,6
Kalimantan Barat 28,0 27,4 26,9 70,2 70,4 70,5
Kalimantan Tengah 22,8 22,4 22,0 71,7 71,8 71,9
Kalimantan Selatan 34,9 33,9 32,9 68,4 68,7 68,9
Kalimantan Timur 20,2 19,0 17,8 72,5 72,7 73,0
Sulawesi Utara 12,1 11,5 10,9 74,4 74,6 74,8
Sulawesi Tengah 35,9 34,9 33,9 68,2 68,4 68,6
Sulawesi Selatan 28,2 27,4 26,6 70,2 70,4 70,6
Sulawesi Tenggara 30,0 29,1 28,2 69,7 69,9 70,2
Gorontalo 32,0 30,8 29,7 69,2 69,5 69,8
Sulawesi Barat 28,2 27,4 26,6 70,2 70,4 70,6
Maluku 32,6 31,8 30,9 69,0 69,2 69,4
Maluku Utara 35,5 34,3 33,1 68,3 68,6 68,9
Papua Barat 32,7 31,6 30,5 69,0 69,3 69,5
Papua 31,7 30,7 29,7 69,3 69,5 69,8
Indonesia 27,5 26,8 26,2 70,4 70,5 70,7
Sumber / Source  :   Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, BPS /  BPS 2005-2025 Indonesia Population Projection
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran)
Infant Mortality Rate (per 1,000 births)
Angka Harapan Hidup (tahun)
Life Expectancy at Birth (year)
(1)II Indikator Kesehatan dan GiziHealth and Nutrition Indicators
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(2)II Indikator Kesehatan dan GiziHealth and Nutrition Indicators
Provinsi
Province
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 18 19 20 20 19 19
Sumatera U tara 16 17 18 17 17 17
Sumatera Barat  20 20 20 20 20 20
Riau         18 19 20 20 19 19
Jambi               21 19 21 21 21 20
Sumatera Selatan   20 19 22 22 22 21
Bengkulu    19 19 21 20 20 20
Lampung       18 19 20 20 20 20
Kep.  Bangka Belitung   16 17 19 19 18 18
Kepulauan Riau 16 17 18 21 17 19
DKI Jakarta   17 17 ... ... 17 17
Jawa Barat          20 20 22 22 21 21
Jawa Tengah      21 21 23 23 22 22
D.I. Yogy akarta  20 20 22 22 20 21
Jawa Timur   19 18 21 21 20 20
Banten        17 17 20 20 19 18
Bali                 18 19 19 20 19 19
N usa Tenggara Barat      21 21 21 21 21 21
N usa Tenggara Timur   18 18 20 20 19 19
Kalimantan Barat   20 20 25 24 24 23
Kalimantan Tengah 21 21 22 22 22 22
Kalimantan Selatan 19 21 23 22 21 21
Kalimantan Timur   21 19 21 21 21 20
Sulawesi U tara  17 18 18 18 18 18
Sulawesi Tengah   18 19 22 21 21 21
Sulawesi Selatan 18 18 19 19 19 19
Sulawesi Tenggara    19 20 20 20 20 20
Gorontalo            20 19 21 22 21 21
Sulawesi Barat 18 22 20 21 20 21
Maluku            15 15 16 16 16 16
Maluku U tara    16 15 18 17 17 16
Papua Barat           19 19 17 19 18 19
Papua 18 20 19 19 19 19
Indonesia          19 19 21 21 20 20
Perkotaan + Perdesaan
Urban Rural Urban + Rural
[Diolah dari Hasil Susenas  / Based on National Socio Economic Surveys ]
Rata-rata Lama Diberi ASI Anak Usia 24-59 bulan 
Menurut Daerah T empat T inggal (bulan)
Means of Breast Fed  of Children Aged 24-59 Month by Type of Area (months)
Perkotaan Perdesaan
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(3)II Indikator Kesehatan dan GiziHealth and Nutrition Indicators
Provinsi
Province BCG DPT Polio Campak Hepatitis B
Measles
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aceh 88,86 87,83 90,45 85,12 83,49
Sumatera Utara 86,28 85,16 90,52 81,28 81,07
Sumatera Barat 91,75 91,27 91,59 86,30 87,76
R i a u 91,51 90,89 92,39 87,40 87,12
J a m bi 90,99 90,20 91,43 88,21 86,64
Sumatera Selatan 95,54 95,17 94,91 90,92 91,99
Bengkulu 96,51 96,32 96,64 94,10 94,78
Lampung 96,70 96,37 96,41 93,72 94,69
Kep. Bangka Belitung 94,18 92,90 92,81 91,22 91,52
Kepulauan Riau 93,04 92,13 93,81 91,05 91,31
DKI Jakarta 99,10 98,81 98,34 94,29 96,41
Jawa Barat 95,97 95,35 96,79 91,85 92,01
Jawa Tengah 98,52 98,22 98,72 95,74 96,80
D.I. Yogyakarta 99,45 99,19 99,61 97,80 97,02
Jawa Timur 95,05 94,80 95,91 91,83 92,16
B a n t e n 93,80 93,09 95,41 85,22 85,77
B a l i 99,07 98,61 98,64 96,62 98,08
Nusa Tenggara Barat 98,43 97,85 98,34 95,35 96,40
Nusa Tenggara Timur 93,55 93,35 94,29 91,19 90,79
Kalimantan Barat 87,46 85,96 87,03 82,51 82,78
Kalimantan Tengah 92,38 91,36 92,93 89,29 89,04
Kalimantan Selatan 89,99 88,27 89,69 84,34 85,28
Kalimantan Timur 97,42 97,01 97,22 96,02 95,58
Sulawesi Utara 98,48 97,41 97,40 94,33 93,97
Sulawesi Tengah 89,44 88,26 90,35 85,24 85,47
Sulawesi Selatan 93,14 92,45 93,21 89,61 90,55
Sulawesi Tenggara 93,08 92,33 93,17 91,26 91,98
Gorontalo 96,11 95,64 95,49 92,86 94,11
Sulawesi Barat 81,58 81,43 83,94 80,44 79,94
Maluku 82,73 82,52 86,07 80,82 78,90
Maluku Utara 83,77 82,74 87,79 83,38 78,85
Papua Barat 91,49 91,45 92,41 88,70 86,02
Papua 72,18 71,63 73,76 69,32 65,72
Indonesia 94,12 93,54 94,86 90,29 90,61
[Diolah dari Hasil Susenas  / Based on National Socio Economic Survey ]
Anak Umur 12-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2009
Children 12-59 Month  Receiving Immunization by Type of Immunization (% ), 2009
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[Diolah dari Has il Surv ei Garam  Yodium  2005 /Based on 2005  Iodized Salt  Surveys ]
P ropinsi
Province
2005 20071 ) 2005 20071) 2005 20071) 2005 20071 )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh - 10,7 - 15,8 - 69,2 - 4,2
Sumatera U tara 10,5 8,4 18,2 14,3 67,8 72,7 3,6 4,5
Sumatera B arat 10,8 5,9 19,6 14,3 66,9 77,0 2,7 2,8
R i a u  9,3 7,5 16,5 13,9 67,5 73,3 6,7 5,3
J a m b i  5,5 6,3 18,7 12,6 71,3 75,8 4,4 5,3
Sumatera S elatan 8,5 6,5 17,5 11,7 69,0 75,0 4,9 6,7
Bengkulu 7,0 4,8 19,6 11,9 69,9 77,2 3,5 6,0
Lampung 7,2 5,7 16,7 11,8 72,3 78,3 3,7 4,2
Kep. Bangka Belitung 8,7 4,6 17,0 13,7 69,1 76,4 5,2 5,4
Kepulauan Riau  - 3,0 - 9,4 - 81,5 - 6,1
DKI Jakarta 7,3 2,9 15,0 10,0 72,9 80,6 4,8 6,5
Jaw a Barat 5,8 3,7 16,2 11,3 74,8 81,5 3,2 3,5
Jaw a Tengah 5,8 4,0 18,1 12,0 73,3 80,4 2,7 3,6
D.I.Y ogy akarta 4,1 2,4 11,0 8,5 81,8 85,0 3,2 4,0
Jaw a Timur 5,7 4,8 18,1 12,6 73,0 78,0 3,2 4,5
B  a n t e n 7,0 4,4 19,2 12,2 69,5 79,9 4,3 3,4
B  a l I  5,1 3,2 15,4 8,2 75,7 83,9 3,8 4,7
N usa Tenggara Barat 8,4 8,1 25,0 16,7 64,4 71,4 2,2 3,7
N usa Tenggara Timur 13,0 9,4 28,0 24,2 57,3 64,4 1,7 2,0
Kalimantan B arat 11,6 8,5 21,2 14,0 63,6 72,5 3,7 5,0
Kalimantan Tengah 10,2 8,1 17,2 16,1 68,5 72,1 4,1 3,6
Kalimantan S elatan 11,3 8,4 24,5 18,2 61,9 70,4 2,3 3,0
Kalimantan Timur 7,6 6,2 18,3 13,1 69,6 75,3 4,5 5,4
Sulaw esi U tara - 4,3 - 11,5 - 80,7 - 3,6
Sulaw esi Tengah 10,4 8,9 21,0 18,7 66,5 69,4 2,2 3,0
Sulaw esi Selatan 8,7 5,1 21,5 12,5 66,5 73,1 3,3 9,3
Sulaw esi Tenggara 10,0 6,8 19,3 15,9 67,7 73,6 2,9 3,6
Gorontalo 15,4 8,2 26,1 17,2 56,4 71,3 2,1 3,3
Sulaw esi Barat  - 10,0 - 15,4 - 72,1 - 2,4
M aluku 15,2 9,3 18,5 18,5 62,5 67,3 3,8 4,9
M aluku U tara 10,2 6,7 17,1 16,1 68,9 74,3 3,8 3,0
Papua Barat  - 6,8 - 16,4 - 74,2 - 2,7
Papua  13,8 6,6 17,5 14,6 63,9 73,4 4,9 5,3
Indonesia  8,8 5,4 19,2 13,0 68,5 77,2 3,5 4,3
C atatan/Note   :  1 )  Sumber dari R iset Kesehatan Dasar, K ementerian  Kesehatan / S ource from Basic Health Research, 
Ministry of Health
Gizi Kurang Gizi Norm al
Severe M alnourished M alnourished
S tatus Gizi Balita
Nutritional S tatus of Children Under Five Years O ld (% )
Gizi  Buruk Gizi Lebih
Over  N ourished
W ell 
N ourished/N orm al
(4)II Indikator Kesehatan dan GiziHealth and Nutrition Indicators
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Prov insi Dokter Bidan T enaga Dukun Famili Lainnya T otal
Province Doctor Midwife Medis Lain Traditional Family O thers Total
O ther Birth
Paramedics A ttendant
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh 8,77 76,51 0,58 13,30 0,82 0,02 100,00
Sumatera U tara 12,74 75,41 0,54 9,14 1,87 0,30 100,00
Sumatera Barat 17,29 70,58 0,99 10,44 0,53 0,17 100,00
Riau 15,67 66,43 0,61 16,53 0,27 0,48 100,00
Jambi 8,86 61,00 0,65 29,15 0,25 0,10 100,00
Sumatera Selatan 13,70 64,24 0,78 20,53 0,62 0,13 100,00
Bengkulu 12,88 71,47 0,86 14,10 0,65 0,05 100,00
Lampung 8,88 66,40 1,08 23,05 0,43 0,15 100,00
Kep. Bangka Belitung 15,86 68,75 0,76 14,06 0,41 0,15 100,00
Kepulauan Riau 21,46 65,25 0,74 12,44 0,11 0,00 100,00
DKI Jakarta 35,44 62,00 0,69 1,70 0,11 0,05 100,00
Jaw a Barat 13,97 55,54 0,67 29,62 0,13 0,08 100,00
Jaw a Tengah 15,53 68,39 0,38 15,53 0,13 0,04 100,00
D.I. Yogy akarta 36,86 60,08 0,00 2,95 0,00 0,11 100,00
Jaw a Timur 18,84 67,01 0,48 13,35 0,18 0,14 100,00
Banten 15,60 52,84 0,42 30,91 0,06 0,17 100,00
Bali 37,70 58,19 0,33 2,44 1,32 0,02 100,00
N usa Tenggara Barat 8,07 62,76 0,49 27,71 0,91 0,06 100,00
N usa Tenggara Timur 6,98 41,40 1,47 40,51 9,04 0,60 100,00
Kalimantan Barat 6,70 49,98 2,38 39,65 1,15 0,14 100,00
Kalimantan Tengah 5,59 54,62 3,34 35,88 0,51 0,06 100,00
Kalimantan Selatan 12,48 62,92 0,61 23,47 0,38 0,15 100,00
Kalimantan Timur 20,75 63,18 1,31 13,98 0,71 0,08 100,00
Sulaw esi U tara 31,40 49,58 1,83 16,41 0,52 0,26 100,00
Sulaw esi Tengah 8,60 50,23 3,64 33,63 3,74 0,16 100,00
Sulaw esi Selatan 10,84 57,78 0,86 27,64 2,59 0,29 100,00
Sulaw esi Tenggara 5,61 42,22 0,89 50,60 0,61 0,08 100,00
Gorontalo 13,79 47,46 1,92 35,59 1,19 0,05 100,00
Sulaw esi Barat 5,45 40,93 1,07 48,85 3,30 0,40 100,00
M aluku 7,39 33,69 1,40 55,48 1,83 0,22 100,00
M aluku U tara 9,16 36,48 1,57 49,39 3,32 0,09 100,00
Papua Barat 12,25 42,53 5,65 27,26 11,20 1,11 100,00
Papua 12,31 32,97 3,80 14,79 34,94 1,19 100,00
Indonesia 15,28 61,24 0,82 21,29 1,22 0,16 100,00
 Balita Menurut Penolong Kelahiran T erakhir, 2009
 Children Under Five by Last Birth A ttendant (% ), 2009
[Diolah dari Has il Susenas  /  Based on N ational Soc io Econom ic Survey ]
(5)II Indikator Kesehatan dan GiziHealth and Nutrition Indicators
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Provinsi
Province
Rum ah Praktek Puskesm as/ Petugas Batra/ Lainnya
Sakit/ Dokter/ Health Kesehatan/ Traditional Others
Hospital Private Doctor Center Paramedical
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 12,34 14,89 45,95 20,99 2,01 3,82
Sumatera Utara 11,46 21,70 19,47 38,77 3,26 5,34
Sumatera Barat 8,71 15,44 33,88 33,06 6,03 2,87
Riau 17,23 28,87 34,61 14,42 1,84 3,03
Jambi 8,85 23,89 43,69 17,63 2,30 3,65
Sumatera Selatan 12,64 24,07 33,74 24,18 1,49 3,88
Bengkulu 9,87 26,03 30,05 26,57 2,42 5,05
Lampung 5,85 23,55 26,77 36,26 2,97 4,59
Kep. Bangka Belitung 11,10 25,20 38,49 18,36 1,82 5,04
Kepulauan Riau 9,91 15,28 62,78 9,29 0,47 2,27
DKI Jakarta 13,93 46,86 33,44 2,25 1,09 2,43
Jaw a Barat 8,07 35,36 32,94 20,09 1,18 2,37
Jaw a Tengah 7,93 28,48 31,32 27,78 2,02 2,47
D.I. Yogy akarta 15,43 31,78 33,45 14,83 1,04 3,47
Jaw a Timur 8,49 23,91 24,83 37,71 2,11 2,95
Banten 7,22 37,90 27,38 22,89 1,13 3,48
Bali 7,47 39,94 23,56 26,27 1,31 1,44
Nusa Tenggara Barat 4,30 21,21 37,87 29,35 5,88 1,39
Nusa Tenggara Timur 9,64 9,60 68,98 6,35 0,50 4,93
Kalimantan Barat 10,72 15,25 38,81 27,96 2,50 4,76
Kalimantan Tengah 9,32 16,57 51,39 15,37 2,32 5,02
Kalimantan Selatan 7,50 17,24 41,14 29,11 2,21 2,80
Kalimantan Timur 17,29 27,59 44,11 9,08 0,44 1,49
Sulaw esi U tara 10,33 35,39 30,71 20,66 0,49 2,42
Sulaw esi Tengah 9,61 14,59 49,10 21,10 1,49 4,11
Sulaw esi Selatan 11,25 16,99 50,42 17,51 0,84 2,99
Sulaw esi Tenggara 10,91 12,02 59,70 10,03 2,72 4,62
Gorontalo 4,63 27,77 40,22 19,23 1,78 6,37
Sulaw esi Barat 6,18 14,59 57,51 17,21 1,30 3,21
Maluku 9,93 15,31 57,57 12,54 0,37 4,28
Maluku Utara 12,98 15,87 54,80 11,74 0,85 3,77
Papua Barat 16,42 22,55 54,31 4,47 0,48 1,76
Papua 16,04 11,76 63,35 3,34 0,21 5,31
Indonesia 9,31 27,20 34,00 24,47 1,90 3,12
Month  By Place of Treatment (%), 2009
[Diolah dari hasil Susenas  / Based on National Socio Economic Survey ]
Penduduk yang Berobat Jalan Selam a Sebulan Yang
Lalu Menurut Tem pat Berobat, 2009
Population w ith Outpatient Treatment During The Previous
(6)II Indikator Kesehatan dan GiziHealth and Nutrition Indicators
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
183Indikator Kesejahteraan Rakyat/Welfare Indicators, 2009
[Diolah dari Hasil Pendataan Potens i Desa  / Bas ed on Cencus of Village Potential ]
Pro vin si
Prov inc e
2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 20 30 110 131 53 82 137 113
Sum atera U tara 22 26 58 78 27 39 50 50
Sum atera Barat 22 29 60 69 17 42 58 42
R iau 19 24 33 46 22 42 101 92
J am bi 20 22 48 60 32 41 166 148
Sum atera Selatan 15 16 45 57 20 34 115 98
Bengkulu 20 44 82 100 37 52 184 157
Lam pung 10 12 32 41 20 27 107 87
Kep. Bangka Belitung 17 22 32 36 30 48 57 46
Kepulauan R iau 22 39 34 44 28 47 39 39
DKI Jak arta 33 44 10 13 1 2 4 3
J aw a Barat 14 17 22 25 16 18 51 43
J aw a T engah 17 20 31 37 19 30 61 52
D.I. Yogy akarta 39 46 24 27 22 29 47 36
J aw a T im ur 18 21 28 33 16 26 50 42
Banten 12 19 22 29 12 15 62 58
Bali 40 44 34 45 31 45 12 7
N us a T enggara Barat 11 14 26 26 34 44 132 91
N us a T enggara T im ur 12 20 72 73 51 67 348 193
Kalim antan Barat 12 15 34 35 35 48 192 166
Kalim antan Tengah 16 24 57 61 69 81 199 190
Kalim antan Selatan 16 19 54 53 37 40 100 85
Kalim antan T imur 25 33 40 44 45 69 111 88
Sulaw esi U tara 44 56 59 63 89 92 106 71
Sulaw esi T engah 16 20 67 75 43 73 199 137
Sulaw esi Selatan 20 25 38 43 28 53 115 83
Sulaw esi T enggara 16 21 74 64 56 79 274 203
Gorontalo 18 27 40 45 46 57 173 139
Sulaw esi Barat ... 23 ... 42 ... 59 ... 158
M aluku 14 26 80 98 74 112 300 227
M aluku Utara 16 29 78 93 58 70 295 233
Papua Barat ... 70 ... 114 ... 173 ... 211
Papua 18 32 79 86 112 127 240 199
In do nesia 18 23 36 43 24 35 83 68
C atatan/Note :  1) Termasuk Dokter U m um  dan Spes ialis / Inc luding general prac tit ioner and s pecialis t doc tor
Dukun Bayi
Traditional Birth 
Attendant
Rasio T enaga Kesehatan per 100.000 P enduduk
Ratio of Health Workers  per 100.000 Population
Dokter 1)
Doctor
Bidan
Midwife
Mantri Kesehatan
Other Paramedical
(7)II Indikator Kesehatan dan GiziHealth and Nutrition Indicators
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(1)III Indikator PendidikanEducational Indicators
[Diolah dari  Hasil Susenas / Based on National Socio Economic Survey ]
Provinsi
Province
L/M P/F L/M P/F L/M P/F L/M P/F L/M P/F L/M P/F
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh 2,36 5,76 17,87 18,84 26,75 26,08 22,08 21,27 24,97 20,62 5,97 7,44
Sumatera Utara 1,24 3,73 18,99 21,49 26,00 26,09 21,49 19,61 27,18 23,00 5,09 6,09
Sumatera Barat 1,27 3,10 25,13 26,04 24,03 22,44 18,94 17,91 24,24 22,38 6,40 8,14
Riau 1,77 4,03 20,03 21,15 26,55 26,55 19,81 19,50 26,40 21,37 5,45 7,41
Jambi 2,36 7,62 22,69 24,55 29,18 28,23 19,32 18,37 21,41 16,09 5,04 5,15
Sumatera Selatan 2,11 4,78 23,55 25,10 31,21 31,29 17,99 17,00 21,01 16,66 4,14 5,17
Bengkulu 2,36 6,20 20,99 23,01 27,44 26,39 19,54 18,58 22,71 19,32 6,97 6,50
Lampung 3,03 8,20 20,51 19,57 34,13 31,68 21,75 18,75 17,26 18,43 3,32 3,36
Kep. Bangka Belitung 3,49 8,01 26,10 25,54 27,94 28,62 17,14 15,43 20,08 16,88 5,26 5,53
Kepulauan Riau 2,34 8,29 19,80 18,60 29,96 27,89 15,48 14,26 28,35 26,93 4,07 4,02
DKI Jakarta 0,91 3,09 6,98 8,30 20,09 24,86 19,27 20,77 38,71 30,27 14,04 12,71
Jawa Barat 2,53 6,99 19,06 19,70 34,08 35,66 17,39 17,01 20,98 15,81 5,96 4,84
Jawa Tengah 4,45 12,05 20,00 20,17 35,36 33,68 18,28 16,46 17,12 13,47 4,79 4,16
D.I. Yogyakarta 4,05 13,25 13,48 12,10 23,57 23,06 18,55 17,84 30,13 24,45 10,22 9,31
Jawa Timur 5,43 13,92 18,91 19,25 32,49 30,77 17,69 16,51 20,09 14,59 5,39 4,97
Banten 3,03 8,22 19,48 21,05 28,87 30,57 18,69 17,56 23,92 17,48 6,00 5,13
Bali 6,17 16,67 16,69 16,26 25,17 26,19 15,66 14,33 27,86 19,77 8,45 6,78
Nusa Tenggara Barat 9,75 20,06 26,01 21,72 25,46 26,22 16,23 15,32 17,67 13,14 4,88 3,54
Nusa Tenggara Timur 6,65 10,38 33,50 29,36 29,34 33,18 12,17 12,02 14,17 11,88 4,15 3,18
Kalimantan Barat 6,70 15,01 29,14 27,94 27,45 25,63 16,09 15,36 16,55 12,86 4,07 3,19
Kalimantan Tengah 1,74 4,13 21,17 23,31 33,24 34,13 20,44 18,93 18,72 15,28 4,69 4,22
Kalimantan Selatan 2,07 5,43 24,52 27,00 30,56 30,26 17,52 16,65 19,72 15,52 5,61 5,13
Kalimantan Timur 2,35 5,00 16,49 18,55 25,57 27,48 19,36 19,22 29,31 23,45 6,93 6,30
Sulawesi Utara 0,76 0,98 21,86 20,61 26,67 26,68 19,40 20,00 25,43 26,05 5,89 5,68
Sulawesi Tengah 2,37 4,65 22,09 21,52 32,29 33,83 18,20 18,22 19,76 16,43 5,29 5,35
Sulawesi Selatan 7,60 12,31 23,54 21,46 26,57 27,71 15,59 15,74 20,38 16,02 6,31 6,76
Sulawesi Tenggara 4,04 9,33 24,11 22,73 25,78 26,46 17,32 17,63 22,11 18,16 6,63 5,69
Gorontalo 1,97 2,20 38,74 31,65 25,87 29,31 12,86 14,88 16,51 16,40 4,05 5,56
Sulawesi Barat 6,27 11,47 28,52 26,19 28,54 28,30 15,61 14,98 16,15 14,53 4,91 4,53
Maluku 2,76 4,87 19,70 18,99 29,41 31,23 17,95 17,80 23,96 20,47 6,21 6,64
Maluku Utara 2,60 5,84 20,97 23,57 29,09 30,90 18,89 16,65 22,52 17,45 5,94 5,59
Papua Barat 3,46 7,84 23,08 24,93 24,18 26,04 18,71 17,00 23,12 17,19 7,45 7,00
Papua 25,72 36,01 15,43 14,44 18,24 17,54 13,95 11,20 21,55 17,15 5,10 3,66
Indonesia 3,84 9,41 20,01 20,30 30,49 30,53 18,13 17,18 21,73 17,15 5,81 5,43
Catatan/Note:   L/M: Laki-laki/Male, P/F: Perempuan/Female
Schooling pleted PS
No Not Com- PS JHS
Sekolah Tamat SD SD/MI SMP/MTS
University
SMA/SMK/MA Universitas
SHS DI/DII/DIII/DIV/
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Berumur
10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin,  2009
Population Aged 10 Years Old and Over by Educational Attainment and Sex (%), 2009 
Tidak/Belum Tidak/Belum DI/DII/DIII/DIV/
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(2)III Indikator PendidikanEducational Indicators
[Diolah dari  Hasil Susenas / Based on National Socio Economic Survey ]
Provinsi
Province
K/U D/R K/U D/R K/U D/R K/U D/R K/U D/R K/U D/R
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh 1,53 5,19 11,23 21,28 18,28 29,71 20,11 22,28 35,90 17,33 12,94 4,21
Sumatera Utara 1,19 3,69 14,12 25,71 21,97 29,65 21,13 19,99 32,60 18,35 8,98 2,61
Sumatera Barat 0,78 2,98 14,93 31,35 17,66 26,20 18,75 18,22 34,59 17,17 13,28 4,07
Riau 1,51 4,24 15,66 25,51 19,21 33,91 20,19 19,12 33,36 14,48 10,07 2,73
Jambi 3,15 5,91 16,61 27,02 22,08 31,90 18,99 18,77 29,74 13,40 9,43 3,00
Sumatera Selatan 1,72 4,57 16,82 29,20 22,53 36,90 19,13 16,43 30,64 11,16 9,16 1,74
Bengkulu 1,56 5,77 14,72 26,00 19,85 30,80 19,06 19,06 31,09 15,47 13,71 2,89
Lampung 3,50 6,35 16,57 21,34 26,95 35,14 20,28 20,27 25,99 14,81 6,71 2,09
Kep. Bangka Belitung 3,29 7,97 18,69 32,41 22,32 33,78 19,87 12,99 26,57 11,03 9,26 1,83
Kepulauan Riau 2,83 7,83 13,72 25,17 18,86 39,86 17,71 11,83 40,15 14,16 6,73 1,15
DKI Jakarta 2,03 ... 7,66 ... 22,54 ... 20,04 ... 34,37 ... 13,35 ...
Jawa Barat 3,37 6,80 15,26 25,34 28,70 43,80 19,14 14,40 25,60 7,94 7,94 1,73
Jawa Tengah 6,23 10,41 17,43 22,64 28,11 40,62 19,03 15,72 22,16 8,60 7,03 2,01
D.I. Yogyakarta 5,44 14,83 11,60 14,88 18,86 31,29 17,52 19,38 33,43 16,00 13,16 3,63
Jawa Timur 5,13 14,29 16,48 21,56 25,09 37,79 19,31 14,95 25,46 9,43 8,52 1,99
Banten 4,25 7,67 13,89 29,98 24,73 37,33 20,09 15,14 28,86 8,30 8,18 1,58
Bali 7,60 16,85 14,48 19,20 22,20 30,45 15,77 13,90 29,64 15,70 10,32 3,90
Nusa Tenggara Barat 12,72 17,27 20,45 26,12 23,61 27,56 16,82 14,93 20,03 11,62 6,37 2,49
Nusa Tenggara Timur 2,11 9,99 14,64 35,09 21,32 33,52 19,06 10,55 32,04 8,78 10,82 2,07
Kalimantan Barat 6,69 12,51 18,98 32,31 19,62 29,26 19,47 14,25 27,14 9,80 8,09 1,87
Kalimantan Tengah 2,19 3,34 16,62 25,18 23,28 39,12 19,30 19,88 29,43 10,49 9,17 1,99
Kalimantan Selatan 1,64 5,33 17,19 31,93 24,53 34,61 18,82 15,83 28,30 9,91 9,53 2,39
Kalimantan Timur 2,15 6,04 14,67 22,02 20,94 35,43 19,83 18,42 33,29 15,48 9,13 2,61
Sulawesi Utara 0,52 1,14 16,64 24,80 19,49 32,24 20,75 18,89 33,97 19,35 8,62 3,58
Sulawesi Tengah 0,78 4,25 12,15 24,52 19,01 36,97 20,12 17,67 35,17 13,35 12,77 3,24
Sulawesi Selatan 4,01 13,02 14,63 26,21 20,23 30,52 17,11 14,98 30,96 11,87 13,07 3,41
Sulawesi Tenggara 3,30 7,84 13,86 26,43 16,85 29,07 17,50 17,47 35,05 15,34 13,43 3,84
Gorontalo 1,01 2,59 22,60 41,25 20,77 30,81 16,95 12,39 28,63 10,66 10,04 2,30
Sulawesi Barat 5,15 10,82 24,41 28,89 24,45 30,49 16,41 14,71 22,92 11,39 6,67 3,70
Maluku 0,66 5,05 12,14 22,10 18,50 34,88 17,71 17,94 36,92 16,53 14,06 3,50
Maluku Utara 1,46 5,43 12,37 26,66 17,42 35,58 17,67 17,83 38,40 11,81 12,67 2,69
Papua Barat 0,75 7,69 14,06 28,29 16,73 28,71 17,67 17,97 34,57 14,01 16,22 3,33
Papua 2,51 39,43 11,84 15,91 15,08 18,77 19,91 10,36 37,95 13,69 12,70 1,84
Indonesia 3,96 9,26 15,11 24,97 24,76 36,00 19,24 16,12 27,87 11,33 9,06 2,33
Catatan/Note:   K/U : Perkotaan/Urba n, D/R: Perdesaan/Rural
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Berumur
10 Tahun Keatas Menurut Daerah Tempat T inggal, 2009 
 Population Aged 10 Years  Old and Over by Educational Attainment and Type of Area  (% ), 2009
Tidak/Belum Tidak/Belum DI/DII/DIII/DIV/
Sekolah Tamat SD SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Universitas
No Not Com- PS JHS SHS DI/DII/DIII/DIV/
Schooling pleted PS University
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(3)III Indikator PendidikanEducational Indicators
[Diolah dari  Has il Susenas / Based on National Socio Economic  Surveys ]
Provinsi
Province
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh 99,03 99,07 94,15 94,31 72,73 72,74 96,05 96,95 76,58 77,40 62,19 62,12
Sumatera Utara 98,66 98,70 91,10 91,43 65,87 66,34 94,26 94,46 74,17 74,21 55,16 55,30
Sumatera Barat 98,07 98,02 88,70 88,79 65,73 65,25 94,66 94,75 67,63 67,61 54,68 54,50
R iau 98,36 98,55 91,83 91,58 64,11 63,92 95,04 95,52 70,66 70,57 51,84 51,78
Jambi 97,59 98,11 84,78 85,10 55,72 55,13 94,31 95,05 66,31 66,42 44,81 44,71
Sumatera Selatan 97,88 97,80 84,55 84,65 54,27 54,12 92,97 93,61 65,87 65,86 43,05 43,01
Bengkulu 98,38 98,53 87,42 87,47 58,64 58,80 94,40 94,98 69,70 69,84 48,67 48,99
Lampung 98,26 98,53 85,10 85,92 50,69 50,44 94,28 94,79 68,94 69,17 41,05 41,43
Kep. Bangka Belitung 96,76 96,90 79,71 79,98 47,31 46,70 91,77 92,52 53,11 53,10 37,72 38,13
Kepulauan Riau 98,31 98,95 91,10 91,26 64,62 64,62 93,79 93,92 72,18 72,53 53,40 53,42
DKI Jakarta 98,82 99,06 90,53 90,75 61,86 61,53 93,81 94,07 71,50 72,02 50,05 50,43
Jaw a Barat 98,24 98,22 81,00 81,85 47,58 47,06 94,19 94,56 68,20 67,91 38,31 38,59
Jaw a Tengah 98,83 98,80 84,27 84,59 53,36 52,84 95,14 95,63 69,68 69,67 44,39 44,53
D.I. Yogy akarta 99,62 99,65 92,91 93,42 72,46 72,26 94,32 94,38 75,31 75,34 58,96 58,69
Jaw a T imur 98,63 98,57 86,54 88,00 58,14 58,44 94,57 95,27 69,55 69,90 47,93 48,26
Banten 97,75 97,85 81,28 80,86 50,35 49,96 93,39 94,07 59,50 59,69 38,83 38,77
Bali 98,45 98,52 88,07 88,43 63,36 64,59 94,93 94,99 67,34 67,38 55,65 56,48
Nusa Tenggara Barat 97,25 98,12 85,57 85,81 57,22 56,92 94,20 94,75 71,44 71,32 48,38 48,51
Nusa Tenggara T imur 93,72 95,99 77,76 79,28 49,67 47,95 91,72 92,46 49,87 50,21 34,67 34,15
Kalimantan Barat 97,08 96,94 84,50 83,92 50,73 49,83 93,96 93,96 55,55 55,45 36,65 36,40
Kalimantan Tengah 98,45 98,50 86,42 86,64 53,64 53,65 95,71 96,14 60,46 60,59 39,13 39,27
Kalimantan Selatan 97,48 97,59 79,68 79,83 50,30 49,43 94,17 94,49 60,56 60,56 35,78 35,71
Kalimantan Timur 98,35 98,42 90,78 91,55 64,71 64,07 93,59 93,74 71,43 72,06 53,19 53,10
Sulaw esi U tara 97,87 97,82 88,46 88,40 56,84 56,56 91,17 91,90 66,58 66,69 50,45 50,46
Sulaw esi Tengah 97,16 97,22 81,13 83,41 50,75 49,30 92,82 92,98 59,73 60,22 39,93 39,52
Sulaw esi Selatan 95,71 96,53 78,99 80,96 52,29 51,67 92,17 92,27 61,06 61,74 41,99 42,03
Sulaw esi Tenggara 97,66 97,69 85,62 87,20 59,17 59,19 94,24 94,71 66,41 66,45 47,98 47,90
Gorontalo 94,23 96,55 77,68 80,94 50,17 48,77 90,52 90,40 52,90 53,05 38,26 38,47
Sulaw esi Barat 94,53 95,71 75,75 77,09 45,68 43,58 92,75 92,77 53,24 53,35 34,21 33,41
Maluku 97,52 97,87 91,20 91,98 71,95 72,28 93,87 94,38 70,58 71,48 59,38 59,58
Maluku Utara 96,80 96,85 89,20 90,02 63,39 63,38 92,47 93,39 65,13 65,49 51,73 51,74
Papua Barat 93,38 93,35 88,55 88,59 58,15 57,95 90,76 91,25 48,98 49,03 43,74 43,55
Papua 83,38 76,09 78,22 73,68 54,13 47,51 81,76 76,09 48,95 49,08 35,79 35,77
Indonesia 97,88 97,95 84,89 85,47 55,50 55,16 93,99 94,37 67,39 67,43 44,97 45,11
Catatan/Note  : Termasuk pendidikan non-formal (Paket A, Paket B dan Paket C ) /  Inc luding nonformal education 
(Package A, Package B and Package C)
Angka Partisipasi  Sekolah Angka Partisipasi Murni
School Enrollment  Ratio  (%) Net Enrollment Ratio  (%)
SMA/SMK/MA
JHS SHSPS
13-15 16-187-12
Years  Old Years  Old Years Old
SD/MI SMP/MTS
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(4)III Indikator PendidikanEducational Indicators
Provinsi
Province
07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Aceh 14 14 12 12 11 11 18 21 27 22 41 35 34 36
Sumatera U tara 19 20 15 14 12 12 19 22 29 29 37 36 38 38
Sumatera Barat 16 14 12 11 10 10 15 20 26 25 32 34 36 37
Riau 18 17 12 13 12 13 14 19 29 28 31 32 36 37
Jambi 19 14 11 12 11 11 13 16 26 23 32 33 35 36
Sumatera Selatan 19 16 14 14 11 11 11 14 25 29 37 36 36 37
Bengkulu 18 16 14 13 11 11 15 18 28 26 43 37 36 37
Lampung 21 19 13 13 11 10 17 18 29 32 40 34 37 35
Kep. Bangka Belitung 15 17 14 16 13 14 10 12 25 24 43 35 36 35
Kepulauan R iau 20 18 14 13 10 11 8 9 24 28 35 35 34 35
DKI Jakarta 23 25 17 16 12 12 26 32 35 32 37 36 36 35
Jaw a Barat 24 22 16 17 14 15 12 14 32 36 37 36 39 39
Jaw a Tengah 18 16 16 16 14 14 10 12 28 27 39 38 38 38
D.I. Yogy akarta 12 10 12 12 9 9 14 17 22 20 36 35 34 35
Jaw a T imur 16 15 13 14 13 13 12 15 25 26 37 37 38 39
Banten 27 23 17 17 15 15 12 13 31 29 38 36 38 36
Bali 18 17 11 13 11 10 14 19 26 26 37 40 39 39
Nusa Tenggara Barat 19 15 12 12 11 11 21 23 30 28 36 35 37 37
Nusa Tenggara T imur 18 17 15 15 14 14 19 21 26 26 35 34 33 34
Kalimantan Barat 21 18 16 16 11 13 15 20 21 23 41 35 36 36
Kalimantan Tengah 14 17 10 14 10 11 14 15 21 18 28 34 32 34
Kalimantan Selatan 14 13 11 13 10 11 14 19 22 21 37 34 34 35
Kalimantan T imur 17 17 12 14 11 12 13 17 27 26 37 35 36 36
Sulaw esi U tara 14 13 11 12 10 11 8 12 23 21 34 30 35 33
Sulaw esi Tengah 14 16 12 11 11 11 17 19 21 22 30 33 32 34
Sulaw esi Selatan 17 15 12 13 11 11 19 23 25 26 33 35 36 36
Sulaw esi Tenggara 17 13 13 11 13 11 15 17 26 27 33 30 35 32
Gorontalo 19 17 12 12 11 11 15 23 28 26 30 30 35 35
Sulaw esi Barat 16 14 15 11 10 9 51 42 27 29 36 34 35 36
Maluku 15 15 8 12 12 12 17 13 24 23 30 32 34 35
Maluku Utara 21 19 9 12 9 10 12 13 24 17 36 37 31 33
Papua Barat 20 19 9 11 12 13 14 15 33 30 27 33 35 35
Papua 22 20 14 15 11 11 15 21 26 25 35 35 35 35
 Indonesia 19 17 14 14 12 12 15 19 27 27 37 36 37 37
Sumber/Source  :  Kementerian Pendidikan Nasional / Minis try  of National  Education
SD/PSSM/SHS
Rasio Murid - Guru Rasio Murid - Kelas
 Student - Teacher Ratio Student - Classroom Ratio
SLTP/JHS SM/SHSSD/PS SLTP/JHS PT/Univ
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(5)III Indikator PendidikanEducational Indicators
Provinsi
Province
2007/2008 2008/2009 2007/2008 2008/2009 2007/2008 2008/2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 16,37 16,02 70,70 69,51 83,46 82,43
Sumatera Utara 19,41 23,57 67,62 69,38 75,65 77,98
Sumatera Barat 18,54 21,76 64,17 66,93 83,96 85,76
Riau 18,09 20,39 52,59 60,53 82,14 83,43
Jambi 11,90 18,42 59,32 65,98 80,69 80,96
Sumatera Selatan 10,89 18,75 73,27 75,08 79,78 80,65
Bengkulu 14,78 20,54 71,76 76,45 81,04 80,44
Lampung 14,21 17,39 63,91 61,92 69,80 70,48
Kep. Bangka Belitung 8,73 8,75 59,50 64,28 73,70 75,24
Kepulauan Riau 20,92 24,48 70,24 71,79 76,14 79,06
DKI Jakarta 42,47 43,91 77,58 77,38 83,60 83,68
Jaw a Barat 25,83 28,12 73,67 76,68 80,63 82,04
Jaw a Tengah 22,47 24,40 75,61 78,69 83,19 84,39
D.I. Yogyakarta 33,74 40,66 72,81 75,95 84,79 86,10
Jaw a Timur 37,34 39,89 83,24 85,25 87,76 88,80
Banten 23,26 26,83 66,26 75,17 80,99 79,79
Bali 25,86 29,66 73,75 76,90 77,04 78,40
Nusa Tenggara Barat 18,28 25,04 67,70 76,38 82,90 85,23
Nusa Tenggara Timur 10,82 18,35 53,13 57,34 72,84 72,94
Kalimantan Barat 6,94 15,01 47,37 57,06 72,73 73,75
Kalimantan Tengah 7,25 8,40 79,50 77,00 67,97 69,80
Kalimantan Selatan 15,77 19,49 76,63 77,02 84,02 83,92
Kalimantan Timur 13,08 17,50 76,18 82,83 83,51 84,51
Sulaw esi Utara 14,72 16,83 61,49 61,71 82,19 82,33
Sulaw esi Tengah 10,82 11,54 73,32 73,45 82,86 83,98
Sulaw esi Selatan 26,02 29,11 78,67 80,19 88,14 88,75
Sulaw esi Tenggara 12,47 20,44 78,14 78,19 87,02 87,95
Gorontalo 21,10 28,55 62,49 64,77 88,79 88,69
Sulaw esi Barat 17,67 27,44 70,97 68,42 62,45 77,17
Maluku 13,98 16,08 46,45 54,58 62,88 68,29
Maluku Utara 3,87 4,24 66,89 72,27 83,02 82,81
Papua Barat 14,69 19,71 68,38 67,14 78,82 78,69
Papua 7,24 16,66 57,95 66,48 79,28 79,57
 Indonesia 22,27 25,65 71,67 74,52 81,40 82,43
Sumber/Source  : Kementerian Pendidikan Nasional (data diolah) / Ministry of National  Education, data was processed
SM/SHS
Kepala Sekolah/Guru yang Memiliki Ijasah S1 Keatas Menurut Tempat Mengajar
 Headmasters/Teachers With  Educational Attainment S1 Degree and Above by Level of Teaching  (%)
SD/PS SLTP/JHS
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IV Indikator  KetenagakerjaanEmployment Indicators
[Diolah dari Has il Sakernas  Agus tus  /  Based on Augus t N at ional Labor F orce Surveys ]
Pro vin si
Province 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh 60,32 62,50 9,56 8,71
Sumatera U tara 68,33 69,14 9,10 8,45
Sumatera B arat 63,98 64,19 8,04 7,97
Riau 62,83 62,08 8,20 8,56
Jambi 65,95 66,65 5,14 5,54
Sumatera S elatan 69,79 68,31 8,08 7,61
Bengkulu 69,88 70,18 4,90 5,08
Lampung 68,00 67,77 7,15 6,62
Kep.  Bangka B elitung 64,28 65,06 5,99 6,14
Kepulauan Riau 66,09 64,58 8,01 8,11
DK I Jakarta 68,68 66,60 12,16 12,15
Jaw a Barat 63,09 62,89 12,08 10,96
Jaw a Tengah 68,37 69,27 7,35 7,33
D.I. Yogy akarta 70,51 70,23 5,38 6,00
Jaw a Timur 69,31 69,25 6,42 5,08
Banten 64,80 63,74 15,18 14,97
Bali 77,86 77,82 3,31 3,13
N usa Tenggara B arat 67,69 68,66 6,13 6,25
N usa Tenggara Timur 71,16 72,09 3,73 3,97
Kalimantan Barat 73,66 73,45 5,41 5,44
Kalimantan Tengah 71,24 71,22 4,59 4,62
Kalimantan Selatan 71,35 71,61 6,18 6,36
Kalimantan Timur 64,31 64,41 11,11 10,83
Sulaw esi U tara 61,16 62,05 10,65 10,56
Sulaw esi Tengah 69,76 69,27 5,45 5,43
Sulaw esi S elatan 62,02 62,48 9,04 8,90
Sulaw esi Tenggara 70,64 70,39 5,73 4,74
Gorontalo 62,40 63,77 5,65 5,89
Sulaw esi B arat 67,37 68,07 4,57 4,51
M aluku 62,82 65,44 10,67 10,57
M aluku U tara 65,94 64,19 6,48 6,76
Papua Barat 68,15 68,52 7,65 7,56
Papua 76,70 77,75 4,39 4,08
Indonesia 67,18 67,23 8,39 7,87
TPAK  / LFPR  (% ) TPT / O U R  (% )
(1)
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[Diolah dari Hasil Sakernas Agustus / Based on August National Labor Force Surveys]
Provinsi
Province
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 1,03 1,12 2,18 2,48 1,87 2,10
Sumatera Utara 2,38 3,15 11,68 13,17 8,21 9,43
Sumatera Barat 2,33 2,78 5,39 6,88 4,48 5,65
Riau 0,80 1,41 2,52 1,88 2,03 1,75
Jambi 1,33 1,64 2,55 2,52 2,25 2,30
Sumatera Selatan 2,85 2,57 4,42 4,56 3,88 3,87
Bengkulu 2,93 1,91 3,38 3,95 3,27 3,46
Lampung 3,36 1,25 5,96 6,43 5,51 5,54
Kep.  Bangka Belitung 2,47 2,09 6,25 6,72 4,87 5,01
Kepulauan Riau 0,74 0,18 1,77 1,70 0,90 0,41
DKI Jakarta 1,98 1,08 ... ... 1,98 1,08
Jawa Barat 1,76 1,29 2,25 3,02 2,00 2,14
Jawa Tengah 2,09 2,50 4,14 4,10 3,37 3,49
D.I. Yogyakarta 2,79 2,35 6,95 6,83 4,57 4,26
Jawa Timur 1,77 2,09 5,25 5,34 3,89 4,07
Banten 0,73 1,69 2,69 2,42 1,70 2,04
Bali 6,17 7,48 16,24 19,69 11,40 13,82
Nusa Tenggara Barat 8,10 7,31 9,12 12,90 8,76 10,92
Nusa Tenggara Timur 3,06 3,24 6,50 7,49 5,98 6,87
Kalimantan Barat 2,93 3,84 5,23 4,90 4,58 4,61
Kalimantan Tengah 2,39 2,23 4,19 3,67 3,72 3,29
Kalimantan Selatan 3,31 4,91 8,70 5,96 6,88 5,60
Kalimantan Timur 1,91 1,61 3,24 2,18 2,49 1,86
Sulawesi Utara 0,62 1,16 3,12 3,06 2,23 2,38
Sulawesi Tengah 3,90 2,81 9,31 8,77 8,47 7,84
Sulawesi Selatan 4,38 4,32 9,98 10,57 8,23 8,61
Sulawesi Tenggara 4,79 5,26 15,34 15,16 12,93 12,89
Gorontalo 1,74 2,29 4,12 5,81 3,63 5,07
Sulawesi Barat 3,30 6,11 8,85 11,84 8,08 11,05
Maluku 1,50 0,72 3,01 6,19 2,52 4,38
Maluku Utara 3,35 2,43 6,24 2,69 5,39 2,61
Papua Barat 0,11 2,35 7,24 4,90 5,03 4,11
Papua 1,28 3,20 18,23 21,04 15,09 17,83
Indonesia 2,19 2,21 5,70 6,11 4,29 4,55
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Total / Total
Pekerja Anak (Usia 10-14 Tahun) terhadap Total Anak (Usia 10-14 Tahun) 
Working Children (Aged 10-14 Years) to Total Population Aged 10-14 
by Type of Area (% )
Menurut Daerah Tempat Tinggal
IV Indikator  KetenagakerjaanEmployment Indicators(2)
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[Diolah dari Has il Susenas Panel /  Based on Panel Sus enas ]
Provinsi
Province
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 230 145 266 962 151 931 160 526 382 076 427 488
Sumatera Utara 211 773 236 917 179 993 195 472 391 767 432 389
Sumatera Barat 229 917 259 304 172 086 196 820 402 002 456 124
Riau 261 690 296 349 258 568 278 715 520 258 575 064
Jambi 203 388 223 445 177 654 174 174 381 042 397 619
Sumatera Selatan 198 004 221 531 163 311 170 844 361 314 392 375
Bengkulu 190 487 204 646 173 115 172 773 363 602 377 419
Lampung 173 340 183 147 160 715 167 708 334 055 350 855
Kep. Bangka Belitung 280 461 296 863 240 630 273 672 521 091 570 535
Kepulauan Riau 274 262 317 888 285 925 290 222 560 188 608 110
DKI Jakarta 313 878 357 934 549 789 580 449 863 383 938 383
Jawa Barat 199 384 219 930 197 544 224 256 396 929 444 186
Jawa Tengah 157 867 174 854 148 387 162 528 306 254 337 382
DI. Yogyakarta 178 675 206 689 238 237 258 322 416 912 465 011
Jawa Timur 164 679 188 807 167 275 180 270 331 954 369 077
Banten 213 358 244 741 241 095 274 229 454 453 518 970
Bali 195 635 217 256 233 383 274 017 429 018 491 273
Nusa Tenggara Barat 167 551 179 055 132 892 157 834 300 443 336 889
Nusa Tenggara T imur 141 584 162 292 95 739 116 865 237 323 279 157
Kalimantan Barat 201 416 231 574 147 764 164 322 349 180 395 896
Kalimantan Tengah 251 764 270 673 166 397 177 586 418 161 448 259
Kalimantan Selatan 235 630 260 574 207 878 237 616 443 508 498 190
Kalimantan Timur 253 902 315 018 331 400 378 082 585 302 693 100
Sulaw esi Utara 183 243 203 338 158 253 181 703 341 496 385 041
Sulaw esi Tengah 174 351 176 483 145 286 197 179 319 637 373 662
Sulaw esi Selatan 168 080 183 229 152 963 181 606 321 043 364 835
Sulaw esi Tenggara 148 336 168 666 126 283 158 678 274 619 327 344
Gorontalo 150 026 164 499 125 897 137 547 275 924 302 046
Sulaw esi Barat 164 342 177 108 122 243 134 609 286 585 311 717
Maluku 175 515 194 080 129 864 133 929 305 380 328 009
Maluku Utara 216 151 249 556 193 212 217 793 409 363 467 349
Papua Barat 205 333 268 046 141 595 176 380 346 929 444 426
Papua 219 486 258 900 172 688 171 142 392 173 430 042
Indonesia 193 828 217 720 192 542 212 345 386 370 430 065
Food Non Food Food + Non Food
Average per Capita Monthly Expenditure by Type of Expenditure (rupiahs)
Rata-R ata  Pengeluaran per Kapita per B ulan Menuru t K elompok Jen is 
Pengeluaran  (rup iah )
Makanan Bukan Makanan
Makanan + Bukan  
Makanan
(1)V Taraf dan Pola KonsumsiConsumption Level and Pattern
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(2)V Taraf dan Pola KonsumsiConsumption Level and Pattern
[Diolah dari Hasil Susenas Panel / Based on Panel Susenas ]
Provinsi
Provinsi
2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh 60,24 62,45 39,76 37,55
Sumatera Utara 54,06 54,79 44,94 45,21
Sumatera Barat 57,19 56,85 42,81 43,15
Riau 50,30 51,53 49,70 48,47
Jambi 53,38 56,20 46,62 43,80
Sumatera Selatan 54,80 56,46 45,20 43,54
Bengkulu 52,39 54,22 47,61 45,78
Lampung 51,89 52,20 48,11 47,80
Kep. Bangka Belitung 53,82 52,03 46,18 47,97
Kepulauan R iau 48,96 52,27 51,04 47,73
DKI Jakarta 36,34 38,14 63,66 61,86
Jawa Barat 50,23 49,51 49,77 50,49
Jawa Tengah 51,55 51,83 48,45 48,17
DI. Yogyakarta 42,86 44,45 57,14 55,55
Jawa T imur 49,61 51,16 50,39 48,84
Banten 46,95 47,16 53,05 52,84
Bali 45,60 44,22 54,40 55,78
Nusa Tenggara Barat 55,77 53,15 44,23 46,85
Nusa Tenggara T imur 59,66 58,14 40,34 41,86
Kalimantan Barat 57,68 58,49 43,32 41,51
Kalimantan Tengah 60,21 60,38 39,79 39,62
Kalimantan Selatan 53,13 52,30 46,87 47,70
Kalimantan T imur 43,38 45,45 56,62 54,55
Sulawesi U tara 53,66 52,81 46,34 47,19
Sulawesi Tengah 54,55 47,23 45,45 52,77
Sulawesi Selatan 52,35 50,22 47,65 49,78
Sulawesi Tenggara 54,02 51,53 45,98 48,47
Gorontalo 54,37 54,46 45,63 45,54
Sulawesi Barat 57,34 56,82 42,66 43,18
Maluku 57,47 59,17 42,53 40,83
Maluku Utara 52,80 53,40 47,20 46,60
Papua Barat 59,19 60,31 40,81 39,69
Papua 55,97 60,20 44,03 39,80
Indonesia 50,17 50,62 49,83 49,38
Food Non Food
Per Capita Monthly Expenditure by Type of Expenditure (% )
Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran
Makanan Bukan Makanan
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
193Indikator Kesejahteraan Rakyat/Welfare Indicators, 2009
[Diolah dari Hasil Susenas Panel/Based on Panel Susenas ]
Provinsi
Province
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 23,21 23,62 38,30 40,15 38,49 36,24 0,27 0,29
Sumatera Utara 21,79 22,13 36,83 38,64 41,37 39,24 0,31 0,32
Sumatera Barat 22,15 23,26 38,13 39,38 39,72 37,36 0,29 0,30
Riau 22,06 21,19 37,26 38,36 40,68 40,46 0,31 0,33
Jambi 22,56 24,08 38,77 40,55 38,67 35,36 0,28 0,27
Sumatera Selatan 22,49 22,43 37,89 38,44 39,61 39,13 0,30 0,31
Bengkulu 21,15 22,67 36,49 37,99 42,36 39,34 0,33 0,30
Lampung 20,24 21,15 36,00 36,37 43,76 42,48 0,35 0,35
Kepulauan Bangka Belitung 24,98 23,20 39,02 38,61 36,00 38,19 0,26 0,29
Kepulauan Riau 22,62 23,40 37,40 40,71 39,98 35,89 0,30 0,29
DKI Jakarta 20,40 19,61 37,68 35,82 42,08 44,58 0,33 0,36
Jawa Barat 19,86 20,11 36,31 36,45 43,83 43,44 0,35 0,36
Jawa Tengah 21,80 22,13 38,16 37,48 40,04 40,40 0,31 0,32
DI. Yogyakarta 18,97 19,19 36,13 37,34 44,90 43,47 0,36 0,38
Jawa Timur 20,73 21,53 37,42 38,24 41,86 40,23 0,33 0,33
Banten 19,54 20,67 37,83 36,91 42,64 42,43 0,34 0,37
Bali 21,28 22,49 38,93 38,38 39,79 39,13 0,30 0,31
Nusa Tenggara Barat 20,42 20,12 37,76 36,23 41,83 43,65 0,33 0,35
Nusa Tenggara Timur 19,99 21,81 36,40 37,08 43,60 41,11 0,34 0,36
Kalimantan Barat 21,91 21,30 37,45 39,01 40,65 39,68 0,31 0,32
Kalimantan Tengah 21,55 23,11 39,63 40,16 38,82 36,73 0,29 0,29
Kalimantan Selatan 20,13 20,78 37,42 36,89 42,44 42,33 0,33 0,35
Kalimantan Timur 20,99 20,64 34,79 36,93 44,22 42,43 0,34 0,38
Sulawesi Utara 23,83 22,29 38,32 37,08 37,85 40,63 0,28 0,31
Sulawesi Tengah 20,61 20,96 38,16 38,49 41,23 40,56 0,33 0,34
Sulawesi Selatan 18,65 20,34 37,89 37,51 43,46 42,15 0,36 0,39
Sulawesi Tenggara 20,43 21,86 38,41 38,27 41,16 39,87 0,33 0,36
Gorontalo 19,88 21,16 37,50 36,42 42,62 42,42 0,34 0,35
Sulawesi Barat 21,15 22,46 38,89 38,50 39,96 39,04 0,31 0,30
Maluku 21,47 23,37 38,75 37,46 39,78 39,17 0,31 0,31
Maluku Utara 20,47 23,05 37,81 40,78 41,72 36,17 0,33 0,33
Papua Barat 21,46 22,27 38,64 37,92 39,90 39,81 0,31 0,35
Papua 16,53 20,62 36,90 39,13 46,57 40,25 0,40 0,38
Indonesia 19,56 21,22 35,67 37,54 44,77 41,24 0,35 0,37
Pembagian Total Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok 
Pengeluaran 
40 % Rendah 40 % Sedang 20 % Tinggi
Indeks Gini
Distribution of Total Expenditure by Group of Expenditure (%)
40% Lowest 40% middle 20 % Highest
Gini Index
(3)V Taraf dan Pola KonsumsiConsumption Level and Pattern
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(4)V Taraf dan Pola KonsumsiConsumption Level and Pattern
[Diolah dari Hasil Susenas Panel / Based on Panel Susenas ]
Provinsi
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 2 027,39 1 965,15 2 102,45 2 028,67 2 080,83 2 010,37
Sumatera Utara 1 931,56 1 819,59 2 197,28 2 009,05 2 074,76 1 921,70
Sumatera Barat 2 009,73 2 003,59 2 238,64 2 124,05 2 160,13 2 082,73
Riau 2 059,61 1 932,18 2 230,56 1 932,90 2 144,41 1 932,54
Jambi 1 861,97 1 733,81 2 151,51 1 985,66 2 057,70 1 904,06
Sumatera Selatan 2 021,98 1 923,12 2 159,63 2 035,09 2 106,36 1 991,76
Bengkulu 1 958,05 1 860,33 2137,00 2 048,38 2 074,01 1 982,19
Lampung 2 086,70 1 857,53 2 200,79 1 978,40 2 169,98 1 945,76
Kep. Bangka Belitung 2 002,06 1 750,41 2 066,05 1 845,98 2 035,46 1 800,29
Kepulauan Riau 2 030,48 2 014,31 2 245,06 2 151,67 2 131,56 2 079,02
DKI Jakarta 1 884,95 1 896,40 ... ... 1 884,95 1 896,40
Jawa Barat 2 011,90 1 920,54 2 191,35 2 022,59 2 085,83 1 962,59
Jawa Tengah 1 945,16 1 834,74 2 018,48 1 982,84 1 982,84 1 860,83
DI. Yogyakarta 1 753,71 1 791,19 1 787,62 1 823,16 1 765,82 1 802,61
Jawa Timur 1 919,36 1 848,27 1 991,43 1 864,80 1 956,19 1 856,72
Banten 1 990,18 1 948,77 2 154,59 2 026,18 2 055,61 1 979,58
Bali 2 387,71 2 195,60 2 381,80 2 189,05 2 385,21 2 192,83
Nusa Tenggara Barat 2 005,62 1 954,58 2 002,29 1 957,38 2 003,69 1 956,21
Nusa Tenggara Timur 2 101,55 1 965,89 2 023,27 1 972,98 2 037,34 1 971,70
Kalimantan Barat 1 886,61 1 887,86 1941,00 1 941,0 2 010,41 1 926,22
Kalimantan Tengah 2 200,74 2 063,58 2 205,15 2 075,28 2 203,65 2 071,30
Kalimantan Selatan 2 038,70 1 976,87 2 116,76 2 083,42 2 084,36 2 039,19
Kalimantan Timur 1 801,60 1 706,65 1 839,79 1 786,13 1 816,03 1 736,69
Sulawesi Utara 1 998,52 1 840,94 2 111,67 1 963,29 2 062,56 1 910,19
Sulawesi Tengah 2 173,12 1 925,69 2 126,54 1 957,26 2 136,33 1 950,63
Sulawesi Selatan 2 161,87 2 029,49 2 113,61 1 995,01 2 129,15 2 006,11
Sulawesi Tenggara 2 132,76 1 949,75 2 140,21 1 926,66 2 138,50 1 931,97
Gorontalo 1 903,40 1 740,54 2 049,03 1 866,26 2 003,43 1 826,90
Sulawesi Barat 2 061,79 1 931,42 1 969,06 1 837,06 2 000,04 1 868,58
Maluku 2 005,11 1 777,62 1 915,70 2 019,93 1 939,04 1 956,68
Maluku Utara 1 949,42 1 741,81 1 984,55 1 735,64 1 974,11 1 737,47
Papua Barat 2 145,92 1 995,91 1 792,84 1 770,83 1 873,31 1 822,13
Papua 1 910,28 1 807,39 1 904,97 1 992,64 1 906,18 1 950,40
Indonesia 1 976,33 1 891,32 2 095,95 1 961,56 2 038,17 1 927,63
Konsumsi Energi per Kapita per Hari (kilo kalori)
Province Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
Urban Rural Urban + Rural
Energy  Consumption per Capita per Day (kilo calories)
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(5)V Taraf dan Pola KonsumsiConsumption Level and Pattern
[Diolah dari Has il Susenas Panel /  Based on Panel Susenas ]
Provinsi
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh  58,67  55,80  57,01  54,08  57,49  54,57
Sumatera Utara  58,66  54,78  61,38  55,27  60,13  55,04
Sumatera Barat  58,67  57,13  56,10  54,32  56,98  55,28
Riau  58,09  56,06  57,80  53,38  57,95  54,73
Jambi  53,60  49,82  57,47  52,36  56,22  51,54
Sumatera Selatan  57,27  54,62  56,60  52,98  56,86  53,62
Bengkulu  54,95  52,90  55,30  52,80  55,18  52,84
Lampung  59,69  52,86  56,87  50,98  57,64  51,49
Kep. Bangka Belitung  60,36  52,01  58,35  51,16  59,31  51,57
Kepulauan Riau  65,09  63,33  59,02  57,73  62,23  60,69
DKI Jakarta  58,49  59,54 ... ...  58,49  59,54
Jawa Barat  58,44  56,05  61,03  56,04  59,50  56,05
Jawa Tengah  56,27  52,04  55,35  50,95  55,80  51,48
DI. Yogyakarta  50,75  52,66  47,40  48,97  49,56  51,35
Jawa T imur  55,72  54,15  54,90  51,31  55,30  52,70
Banten  60,31  58,80  59,60  55,08  60,03  57,32
Bali  70,28  66,10  66,80  61,37  68,81  64,10
Nusa Tenggara Barat  57,81  55,63  55,54  54,32  56,49  54,87
Nusa Tenggara Timur  62,98  61,06  54,65  52,60  56,14  54,12
Kalimantan Barat  57,39  56,13  55,25  51,80  55,84  53,01
Kalimantan Tengah  67,31  53,71  61,30  59,41  63,34  60,87
Kalimantan Selatan  60,07  60,11  58,01  57,28  58,86  58,46
Kalimantan Timur  55,11  53,12  52,28  51,69  54,04  52,58
Sulawesi Utara  58,65  51,55  55,56  52,52  56,90  52,10
Sulawesi Tengah  63,02  58,28  54,06  49,97  55,94  51,72
Sulawesi Selatan  68,87  62,29  58,69  55,21  61,97  57,49
Sulawesi Tenggara  62,70  59,93  55,43  52,38  57,10  54,12
Gorontalo 53,00  46,90  56,19  49,88  55,19  48,95
Sulawesi Barat  55,74  56,68  50,85  50,85  52,48  52,80
Maluku  57,52  50,88  51,40  49,55 53,00  49,90
Maluku Utara  57,52  48,93  47,90  40,31  50,76  42,87
Papua Barat  66,63  62,86  43,14  45,35  48,49  49,35
Papua  55,97  53,93  44,22  48,51  46,90  49,75
I ndonesia  58,16  55,71  56,87  53,08  57,49  54,35
Rural Urban + Rural
Konsumsi Protein  per Kapita per Hari 
Protein  Consumption per Capita per Day (gram)
Province Perkotaan Perdesaan
Urban
Perkotaan + 
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(1)VI Indikator Perumahan dan LingkunganHousing and Environment Indicators
[Diolah dari Hasil Susenas / Based on National Socio Economic Surveys ]
Province
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 89,55 90,46 84,18 85,48 96,85 97,58
Sumatera U tara 94,54 95,13 93,22 94,48 93,10 93,86
Sumatera Barat 96,55 97,30 97,81 97,86 97,66 98,32
R i a u 97,41 94,89 94,79 96,80 98,82 98,63
J a m b i 94,56 93,56 97,12 96,76 99,04 98,97
Sumatera Selatan 89,55 90,98 93,54 95,01 97,17 97,30
Bengkulu 91,09 93,21 99,68 99,39 95,03 95,73
Lampung 80,63 83,27 98,88 99,56 85,46 87,14
Kep. Bangka Belitung 97,18 97,85 96,76 97,21 98,45 99,01
Kepulauan Riau 94,78 97,87 92,72 91,82 99,07 97,91
DKI Jakarta 98,20 96,98 99,75 99,74 98,68 99,21
Jawa Barat 94,39 94,40 99,72 99,69 80,41 81,99
Jawa Tengah 73,93 74,90 99,87 99,88 90,75 91,64
D.I. Yogy akarta 90,58 90,72 100,00 99,92 92,02 92,21
Jawa Timur 80,49 81,85 99,92 99,86 88,56 90,15
Banten 91,88 90,04 96,77 97,37 83,78 83,80
B a l i 94,58 94,96 99,31 99,37 95,63 96,19
Nusa Tenggara Barat 88,08 90,85 93,48 95,05 78,07 78,93
Nusa Tenggara Timur 58,99 59,61 73,59 75,55 38,15 40,18
Kalimantan Barat 97,32 97,36 88,30 89,64 96,39 96,66
Kalimantan Tengah 96,65 96,30 91,60 93,80 99,12 99,23
Kalimantan Selatan 97,80 98,24 80,29 81,31 98,92 99,31
Kalimantan Timur 96,36 96,98 97,17 97,88 99,32 99,52
Sulawesi U tara 90,48 91,44 93,75 94,13 93,32 94,07
Sulawesi Tengah 91,56 91,71 77,79 78,61 96,72 96,90
Sulawesi Selatan 96,06 96,62 90,94 92,43 78,56 80,56
Sulawesi Tenggara 88,88 90,08 72,69 76,56 94,13 95,07
Gorontalo 89,85 92,89 82,75 85,10 79,22 81,28
Sulawesi Barat 92,26 93,18 72,37 75,01 87,48 88,41
M a l u k u 84,36 82,18 78,09 77,94 92,48 93,65
Maluku U tara 80,54 78,26 81,85 85,23 93,97 94,88
Papua Barat 89,06 91,60 90,32 93,42 93,59 95,61
Papua 76,21 69,17 53,90 59,40 92,62 95,85       
Indonesia 87,53 88,05 95,90 96,39 88,36 89,40
Provinsi 
Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan
Dinding tembok dan kayu
Concrete, tile, wood, zinc 
and asbestos Roof
 Brick and wood wall
Households With Some Indicator Housing Quality (% )
Non Earth Floor
Lantai Bukan Tanah  Atap Beton, genteng, 
sirap, seng, asbes
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[Diolah dari Hasil Susenas / Based on National Soc io Economic Surveys ]
                                   
Provinsi
Province
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 19,60 19,86 16,40 16,79 17,32 17,65
Sumatera U tara 20,35 21,44 16,31 16,09 18,17 18,55
Sumatera Barat 22,48 23,25 17,98 18,56 19,52 20,18
R i a u 18,84 18,92 16,04 16,96 17,45 17,94
J a m b i 20,55 18,69 17,52 17,13 18,50 17,63
Sumatera Selatan 15,69 16,08 14,89 15,59 15,20 15,77
Bengkulu 18,07 17,74 14,66 15,63 15,86 16,36
Lampung 18,68 20,30 19,84 19,83 19,57 19,95
Kep. Bangka Belitung 19,28 20,18 17,63 19,58 18,42 19,87
Kepulauan Riau 19,26 17,96 22,88 19,85 20,96 18,85
DKI Jakarta 18,29 17,45 ... ... 18,29 17,45
Jaw a Barat 19,89 19,84 18,22 18,27 19,20 19,18
Jaw a Tengah 28,24 28,25 30,31 30,26 29,30 29,29
D.I. Yogy akarta 26,17 27,65 36,06 33,60 29,70 29,65
Jaw a Timur 24,06 25,06 26,05 25,97 25,08 25,53
Banten 19,34 19,15 17,45 16,19 18,59 18,00
B a l i 20,16 19,58 17,41 17,04 19,00 18,51
N usa Tenggara Barat 14,56 14,82 13,83 13,56 14,14 14,09
N usa Tenggara Timur 13,28 14,45 11,81 11,62 12,08 12,10
Kalimantan Barat 21,95 21,44 14,41 14,73 16,50 16,55
Kalimantan Tengah 17,53 18,15 15,99 15,91 16,52 16,67
Kalimantan Selatan 19,71 19,29 17,46 18,03 18,39 18,54
Kalimantan Timur 18,50 19,52 17,08 17,84 17,96 18,88
Sulaw esi U tara 18,54 18,53 16,20 16,18 17,22 17,20
Sulaw esi Tengah 21,45 19,71 16,62 16,06 17,63 16,83
Sulaw esi Selatan 20,60 21,07 19,43 20,19 19,81 20,48
Sulaw esi Tenggara 18,26 18,83 16,81 17,16 17,14 17,54
Gorontalo 18,55 21,65 14,21 14,24 15,56 16,58
Sulaw esi Barat 19,95 17,50 14,08 15,03 16,04 15,84
M  a l u k u 15,42 15,95 13,71 14,54 14,16 14,91
M aluku U tara 17,82 16,27 15,48 16,85 16,18 16,68
Papua Barat 15,17 17,17 12,78 14,39 13,33 15,21
Papua 13,88 14,17 8,34 9,49 9,59 10,52
Indonesia 21,53 21,73 20,59 20,58 21,05 21,14
Perkotaan
Urban + RuralUrban
Rata-Rata  Luas  Lantai  per Kapita Rumah  T inggal  Menurut  Daerah 
T empat T inggal 
Means of per Capita Floor Area  of Households  by Type of Area (m²)  
Perdesaan Perkotaan+Perdesaan
Rural
(2)VI Indikator Perumahan dan LingkunganHousing and Environment Indicators
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(3)VI Indikator Perumahan dan LingkunganHousing and Environment Indicators
[Diolah dari Hasil Susenas /  Based on Nat ional Socio Economic Surveys ]
Provinsi
Province
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 41,23 48,61 39,80 42,56 89,83 91,50
Sumatera U tara 52,27 56,52 53,70 55,40 92,59 93,11
Sumatera Barat 49,51 53,55 35,46 35,44 88,65 89,83
R i a u 41,02 43,50 54,76 53,33 87,20 88,65
J a m b i 46,89 46,83 38,11 39,62 84,39 85,85
Sumatera Selatan 48,23 51,54 39,03 41,20 83,44 88,04
Bengkulu 31,31 37,97 29,61 34,93 80,57 87,04
Lampung 45,01 45,20 34,32 36,77 86,27 88,24
Kep. Bangka Belitung 54,03 60,47 57,40 61,50 93,99 93,99
Kepulauan Riau 56,82 61,50 43,89 42,83 87,34 93,18
DKI Jakarta 87,77 87,86 68,82 72,02 99,63 99,57
Jaw a Barat 50,41 55,62 45,41 49,20 98,43 98,72
Jaw a Tengah 58,09 61,93 44,49 47,98 98,47 98,79
D.I. Yogy akarta 69,61 70,65 52,25 56,62 98,80 99,26
Jaw a Timur 65,16 67,08 41,70 45,27 98,35 98,61
Banten 53,89 53,94 50,34 52,11 96,45 97,24
B a l i 74,57 80,38 60,55 58,52 97,85 97,63
N usa Tenggara Barat 50,00 53,01 33,64 31,95 86,17 89,65
N usa Tenggara Timur 45,13 45,34 17,56 14,65 41,71 46,17
Kalimantan Barat 19,44 19,28 35,64 40,24 78,66 75,36
Kalimantan Tengah 35,46 38,11 24,28 24,35 75,16 77,49
Kalimantan Selatan 54,00 55,45 32,48 38,15 93,84 93,76
Kalimantan Timur 67,51 69,47 52,50 58,20 93,16 94,65
Sulaw esi U tara 58,47 62,50 46,46 53,75 95,80 95,66
Sulaw esi Tengah 45,74 49,64 38,86 37,81 77,72 78,41
Sulaw esi Selatan 53,97 58,06 45,46 51,82 88,53 90,38
Sulaw esi Tenggara 56,04 59,31 38,80 42,29 76,34 80,80
Gorontalo 41,29 48,46 26,98 31,68 76,90 80,20
Sulaw esi Barat 44,91 47,68 34,94 40,74 77,59 82,27
M  a l u k u 46,92 55,68 36,14 37,43 75,06 73,26
M aluku U tara 41,82 44,56 37,16 34,15 75,83 72,50
Papua Barat 40,00 42,72 29,96 40,94 67,48 68,99
Papua 27,83 31,39 23,06 22,77 41,82 42,78       
Indonesia 55,07 58,18 44,03 46,93 92,73 93,55
The sources of  w ater are tap w ater, packaged water,  w ater pumps,  protected wheels,
 or protected springs w ith distance to sept ic  is  more than 10 meters.
Hoseholds Using 
PrivateToilet Completed by 
Septic Tank as Final 
Disposal of Feces (% )
Household with Electricity 
As Source of Lighting (% )
Rumah T angga dengan 
Sumber Air Minum Bersih 1)
Rumah T angga dengan 
Jamban Milik Sendiri 
dilengkapi T angki Septik
Rumah T angga dengan 
Sumber Penerangan 
Listrik
Household with Clean Drinking 
Water (% ) 1)
C atatan / N ote:  1) Air y ang bersumber dari ledeng, air kem asan, serta pompa,  sumur terlindung dan m ata air 
terlindung y ang jarak ke tempat pem buangan lim bah (tangki septik) > 10 m /
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(4)VI Indikator Perumahan dan LingkunganHousing and Environment Indicators
P rov insi
P rovince Milik Sendiri Kontrak S ew a Bebas Rum ah Milik O rang Lainnya
O wn Lease Rent S ew a DInas T ua/S audara O thers
Rent Free O ffic ial P arent's 
P roperty
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh 77,46 1,69 4,87 3,50 1,94 10,34 0,19
Sumatera U tara 67,34 8,43 5,12 4,39 4,51 9,90 0,31
Sumatera B arat 66,55 7,27 4,10 3,84 1,56 16,52 0,18
Riau 67,25 5,84 13,33 4,73 3,87 4,73 0,25
Jambi 76,47 7,82 1,69 3,21 2,00 8,38 0,43
Sumatera S elatan 75,51 5,74 2,34 2,44 2,56 11,18 0,24
Bengkulu 77,36 5,88 4,36 4,60 1,82 5,80 0,18
Lampung 85,97 3,85 1,25 3,60 0,74 4,41 0,18
Kep. B angka Belitung 80,91 5,11 3,53 1,82 1,63 6,80 0,20
Kepulauan Riau 71,86 3,66 13,75 3,51 1,47 5,42 0,33
DK I Jakarta 48,02 19,56 16,56 2,47 1,93 11,12 0,35
Jaw a B arat 78,09 5,92 2,76 1,96 0,53 10,54 0,19
Jaw a Tengah 88,45 1,87 0,97 1,26 0,31 7,08 0,06
D.I. Y ogy akarta 78,63 7,28 6,37 1,84 0,82 4,98 0,09
Jaw a Timur 88,09 2,97 2,02 1,61 0,64 4,52 0,15
Banten 74,20 7,07 8,01 2,04 0,86 7,60 0,23
Bali 76,84 4,44 9,67 2,69 0,62 5,59 0,14
N usa Tenggara Barat 84,34 1,87 2,18 1,81 0,64 8,96 0,21
N usa Tenggara Timur 85,36 2,20 2,60 2,01 1,57 5,89 0,37
Kalimantan B arat 85,82 3,08 1,04 1,63 2,03 6,23 0,17
Kalimantan Tengah 76,93 2,58 5,89 2,37 2,63 9,22 0,38
Kalimantan S elatan 74,79 1,72 9,42 4,00 2,85 6,95 0,25
Kalimantan Timur 66,05 4,91 14,31 3,29 4,20 7,04 0,20
Sulaw es i U tara 72,75 2,35 4,59 6,33 1,62 12,15 0,21
Sulaw es i Tengah 81,50 3,22 2,89 3,02 1,68 7,55 0,14
Sulaw es i Selatan 81,11 5,78 0,85 2,22 1,55 8,04 0,44
Sulaw es i Tenggara 83,94 2,92 1,75 2,57 1,47 7,24 0,12
G orontalo 75,10 0,99 0,58 3,61 2,15 17,47 0,09
Sulaw es i Barat 86,77 1,44 1,23 1,72 1,52 7,15 0,15
M aluku 78,96 3,55 2,43 2,42 2,84 9,31 0,48
M aluku U tara 81,74 2,31 3,49 2,75 1,70 7,84 0,18
Papua B arat 67,71 1,55 7,28 5,46 10,00 7,93 0,07
Papua 77,35 2,41 7,62 2,75 4,00 5,82 0,06
Indonesia 79,36 4,91 3,97 2,33 1,32 7,91 0,19
[Dio lah dari Has il Susenas  /  Based on N ational Soc io Econom ic  Survey ]
Rum ah T angga Menurut S tatus Kepem ilikan Rum ah T inggal, 2009
Households by  Housing O wnership S tatus ( % ), 2009
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(1)VIII Indikator Sosial LainnyaOther Social Concerns
[Diolah dari Has il Sus enas /  Bas ed on N at ional Soc io Econom ic  Survey s ]
Provinsi
Province
2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 11,41 10,09 4,11 4,98 6,21 6,44
Sumatera U tara 9,41 11,36 7,38 7,59 8,32 9,33
Sumatera Barat 13,19 16,64 9,28 9,81 10,62 12,16
R  i a u 10,94 11,48 7,34 4,93 9,16 8,23
J a m b i 9,68 10,43 6,77 5,70 7,72 7,23
Sumatera Sela tan 11,46 8,68 7,72 5,92 9,17 7,00
Bengkulu 13,20 15,25 7,01 7,43 9,19 10,18
Lampung 12,77 9,42 10,56 9,24 11,16 9,29
Kep. Bangka Belitung 12,91 17,26 11,40 14,46 12,12 15,80
Kepulauan R iau 8,01 11,01 6,77 3,37 7,42 7,42
D KI Jakarta 16,87 15,69 ... ... 16,87 15,69
Jawa Barat 11,38 10,97 6,91 7,43 9,54 9,52
Jawa T engah 12,79 13,57 8,44 8,77 10,55 11,10
D .I. Yogyakarta 18,57 16,39 9,80 8,47 15,44 13,58
Jawa T imur 15,72 15,82 7,28 7,15 11,41 11,39
Banten 14,64 13,36 5,14 5,72 10,86 10,31
B a l i 19,82 22,32 10,35 13,46 15,82 18,57
N usa T enggara Bara t 10,14 12,22 9,24 8,37 9,62 9,99
N usa T enggara T imur 12,94 14,76 6,39 6,83 7,57 8,19
Kalimantan Barat 10,68 10,92 5,82 6,77 7,17 7,92
Kalimantan T engah 7,10 9,37 5,33 5,10 5,93 6,55
Kalimantan Selatan 14,93 16,20 9,59 10,41 11,80 12,82
Kalimantan T imur 9,62 10,24 6,04 7,50 8,27 9,19
Sulawesi U tara 12,73 11,73 8,16 10,10 10,14 10,81
Sulawesi T engah 10,82 11,11 9,02 8,38 9,40 8,95
Sulawesi Selatan 15,18 16,46 8,37 9,00 10,56 11,40
Sulawesi T enggara 10,11 10,19 8,86 8,06 9,15 8,55
Gorontalo 3,52 6,99 8,47 8,94 6,92 8,33
Sulawesi Barat 13,95 12,31 8,10 8,79 10,05 9,96
M a l u k u 6,41 6,89 4,98 7,77 5,35 7,54
Maluku Utara 5,08 5,19 6,73 7,27 6,24 6,66
Papua Barat 9,52 9,38 7,16 6,06 7,70 7,04
Papua 4,22 6,44 5,04 5,53 4,86 5,74
I n d on esia  13,09 13,16 7,58 7,67 10,24 10,32
Pen du d u k yan g  Melakukan Perjalanan M en uru t Daerah  Tempat Ting g al 
Population Who Made  T rip During T he R eference Per iod by Type of Area (% )
Perko taan Perd esaan Perko taan+Perd esaan
Urban Rural U rban + R ura l
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(2)VIII Indikator Sosial LainnyaOther Social Concerns
[D iolah dari Hasil Susenas / Based on National Socio Economic Survey ]
Provinsi
Province
PerkotaanPerdesaanJumlah PerkotaanPerdesaanJumlah PerkotaanPerdesaanJumlah
Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh 23,70 14,61 17,24 95,45 83,60 87,03 45,45 22,27 28,98
Sumatera Utara 23,63 18,17 20,73 96,21 83,55 89,49 32,50 14,31 22,85
Sumatera Barat 23,07 19,58 20,80 94,05 84,98 88,16 34,06 14,16 21,14
R i a u 25,96 26,49 26,22 95,27 86,89 91,09 33,87 14,83 24,37
J a m b i 11,80 10,73 11,08 93,57 88,46 90,12 22,71 9,16 13,58
Sumatera Selatan 22,95 17,63 19,72 95,40 84,19 88,60 36,58 7,71 19,06
Bengkulu 24,04 19,17 20,90 95,79 84,95 88,80 35,05 12,49 20,50
Lampung 15,47 19,19 18,19 94,85 89,29 90,79 24,02 7,53 11,99
Kep. Bangka Belitung 21,94 26,43 24,28 95,17 91,12 93,06 35,56 17,62 26,23
Kepulauan R iau 26,59 38,00 32,07 95,20 90,19 92,79 42,64 16,34 30,00
DKI Jakarta 21,35 ... 21,35 97,43 ... 97,43 39,20 ... 39,20
Jawa Barat 23,28 23,06 23,19 96,08 90,70 93,88 25,89 9,15 19,04
Jawa Tengah 29,75 25,89 27,78 94,99 90,45 92,67 20,59 7,88 14,10
D.I. Yogyakarta 44,80 38,97 42,72 93,80 89,30 92,19 42,80 15,76 33,14
Jawa T imur 30,03 24,78 27,34 95,35 89,16 92,18 26,72 7,35 16,79
Banten 19,36 18,95 19,20 95,79 90,01 93,50 26,00 7,20 18,56
B a l i 41,37 39,89 40,74 95,07 88,13 92,14 31,75 12,79 23,74
Nusa Tenggara Barat 17,18 11,27 13,80 86,90 83,77 85,11 16,09 6,47 10,60
Nusa Tenggara T imur 29,23 21,00 22,49 87,41 40,03 48,62 33,85 7,74 12,48
Kalimantan Barat 13,55 16,55 15,70 96,36 81,98 86,04 29,65 8,60 14,55
Kalimantan Tengah 21,67 19,95 20,54 94,14 78,22 83,68 30,63 8,69 16,22
Kalimantan Selatan 21,97 18,96 20,21 96,66 88,30 91,78 29,44 9,52 17,82
Kalimantan T imur 19,48 12,29 16,72 96,58 86,68 92,78 32,49 13,41 25,17
Sulawesi Utara 34,77 17,90 25,27 97,20 88,84 92,50 42,87 20,79 30,44
Sulawesi Tengah 23,13 17,39 18,64 96,21 85,24 87,63 29,14 9,85 14,07
Sulawesi Selatan 21,20 21,18 21,19 95,60 82,34 86,66 34,24 10,35 18,12
Sulawesi Tenggara 20,31 17,00 17,79 94,75 85,19 87,49 31,90 11,53 16,43
Gorontalo 51,71 39,18 43,22 94,61 82,39 86,34 34,92 13,58 20,47
Sulawesi Barat 9,74 14,88 13,12 90,18 79,49 83,15 21,20 11,38 14,74
M a l u k u 17,74 12,83 14,19 88,64 76,01 79,51 28,26 7,25 13,07
Maluku Utara 12,80 13,42 13,23 94,77 80,44 84,85 38,10 8,16 17,38
Papua Barat 26,88 20,35 22,33 88,60 56,91 66,51 26,46 6,63 12,64
Papua 35,74 10,24 16,26 89,92 27,21 42,01 31,10 4,81 11,02
       
 I ndonesia 25,38 21,71 23,50 95,41 85,36 90,27 28,64 9,68 18,94
Listening Radio Watching Television Reading Newspaper
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Daerah Tempat 
Tinggal, 2009 /  Population  Aged 10  Years and O ver   by Types   of  Activity and  Type of 
Area  (% ) ,  2009
Mendengarkan Radio Menonton TV Membaca S urat Kabar/Majalah
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(3)VIII Indikator Sosial LainnyaOther Social Concerns
[Diolah dari Hasil Susenas / Based on  National Socio Economic Surveys ]
Provinsi
Province
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 5,15 4,54 50,14 60,25 7,42 8,35 7,01 7,60
Sumatera Utara 10,36 9,54 56,25 66,53 5,50 8,55 7,17 8,25
Sumatera Barat 12,79 10,36 56,30 65,67 8,20 10,87 9,11 13,86
Riau 9,57 8,72 74,01 79,56 10,08 13,35 8,70 12,28
Jambi 8,11 5,54 60,68 65,71 5,94 7,92 5,48 7,06
Sumatera Selatan 9,15 8,26 53,17 58,78 6,96 8,99 8,08 9,07
Bengkulu 7,01 6,75 52,34 65,62 9,26 12,76 7,81 10,44
Lampung 6,92 6,34 46,74 59,59 4,17 5,08 4,30 5,43
Kep. Bangka Belitung 8,41 6,80 69,43 74,16 8,94 11,54 7,93 10,05
Kepulauan Riau 13,26 10,05 77,86 84,93 11,04 12,86 9,02 12,64
DKI Jakarta 35,42 32,68 84,22 88,52 23,34 24,95 27,61 34,27
Jawa Barat 13,46 12,24 49,18 61,04 8,69 10,79 8,18 12,43
Jawa Tengah 7,74 6,98 46,68 57,53 6,32 7,20 7,34 9,73
D.I. Yogyakarta 10,76 13,05 64,33 70,66 21,72 23,32 24,39 28,04
Jawa Timur 12,55 10,76 47,67 58,52 7,03 9,19 8,61 11,42
Banten 16,80 12,17 57,78 65,27 11,63 13,47 10,04 12,59
Bali 16,17 14,42 65,45 74,27 11,31 13,87 8,57 12,36
Nusa Tenggara Barat 4,06 4,07 38,15 46,60 4,10 5,52 2,71 6,75
Nusa Tenggara Timur 4,59 3,72 28,92 36,54 4,39 5,24 4,46 4,38
Kalimantan Barat 7,46 6,27 49,18 54,84 5,66 7,08 6,17 7,13
Kalimantan Tengah 6,77 7,65 51,69 61,30 5,60 8,44 5,69 6,23
Kalimantan Selatan 8,93 8,35 63,36 71,50 7,86 8,77 6,24 10,35
Kalimantan Timur 19,25 15,38 76,57 83,42 16,30 18,63 11,05 18,54
Sulawesi Utara 13,19 10,22 49,14 60,55 7,76 10,89 6,79 11,57
Sulawesi Tengah 5,56 4,35 41,89 50,29 6,19 6,29 4,53 5,86
Sulawesi Selatan 11,62 11,56 52,98 65,74 5,51 8,27 5,48 10,02
Sulawesi Tenggara 5,49 5,14 43,63 57,93 5,77 8,13 5,27 6,67
Gorontalo 6,75 7,19 40,03 54,41 6,90 10,31 3,37 9,86
Sulawesi Barat 6,24 4,08 44,26 54,81 4,58 6,33 4,06 4,15
Maluku 6,40 6,52 31,83 41,18 3,99 6,97 3,64 7,55
Maluku Utara 6,56 4,95 38,46 42,25 7,52 7,93 4,77 6,39
Papua Barat 7,40 7,90 40,85 47,30 6,16 9,90 6,02 8,62
Papua 6,13 4,98 28,11 31,33 7,39 9,66 5,65 6,41
Indonesia 11,67 10,36 51,99 61,84 8,25 10,16 8,56 11,59
InternetTelephone Mobile Cellular Computer
Household  With  Access to Communication and Information Technologies
by Communication and Information Good (%)
Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi 
 Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi
Telepon Telepon Selular Komputer Internet
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(4)VIII Indikator Sosial LainnyaOther Social Indicators
[Diolah dari Hasil Susenas / Based on National Socio Economic Surveys ]
Provinsi
Province
2008 2009 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh 6,42 6,65 30,89 37,18
Sumatera Utara 4,41 5,49 7,50 9,21
Sumatera Barat 7,81 11,29 16,08 21,26
R i a u 5,68 5,87 12,49 14,19
J a m b i 5,54 6,76 8,03 11,29
Sumatera Selatan 3,69 4,62 9,67 13,49
Bengkulu 6,88 9,68 9,76 14,25
Lampung 3,82 3,39 8,68 11,94
Kep. Bangka Belitung 4,86 5,46 19,41 24,58
Kepulauan Riau 6,47 5,29 23,44 22,86
DKI Jakarta 6,02 3,37 5,71 4,72
Jawa Barat 8,26 8,11 14,25 16,00
Jawa Tengah 12,48 11,22 16,57 20,37
D.I. Yogyakarta 13,78 14,34 11,96 15,80
Jawa Timur 10,15 8,56 10,54 12,59
Banten 4,04 6,89 9,72 12,63
B a l i 16,33 12,52 13,16 16,99
Nusa Tenggara Barat 10,29 10,20 18,23 20,72
Nusa Tenggara Timur 12,01 13,03 34,39 39,91
Kalimantan Barat 5,62 6,23 12,93 13,00
Kalimantan Tengah 5,12 5,65 9,56 17,45
Kalimantan Selatan 8,51 8,07 21,14 24,69
Kalimantan Timur 6,48 7,37 13,66 15,71
Sulawesi Utara 8,82 9,25 11,46 12,26
Sulawesi Tengah 9,70 10,13 13,08 15,48
Sulawesi Selatan 7,39 6,98 19,26 29,25
Sulawesi Tenggara 8,43 9,59 21,05 28,45
Gorontalo 17,88 16,16 24,70 30,15
Sulawesi Barat 4,79 6,73 30,91 38,18
M a l u k u 2,30 2,14 13,89 16,40
Maluku Utara 3,98 3,07 22,33 24,05
Papua Barat 3,47 4,45 31,70 28,53
Papua 4,23 10,90 20,94 24,01
       
 Indonesia 8,45 8,20 13,81 16,68
Rumah Tangga Penerima Pelayanan 
Kesehatan Gratis 
Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha
Households Receiving Free Health Services (% )Households Obtaining Loan (% )
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(5)VIII Indikator Sosial LainnyaOther Social Indicators
[Dio lah dari Ha s il Sus e nas  /  Ba s ed on N at io nal So c io E c ono m ic  Surv ey s ]
Pro vin s i
Province
2008 200 9 2 008 2009 2008 2009
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 )
Aceh 0,63 0 ,68 0 ,55 0 ,5 5 0 ,58 0 ,59
Suma ter a  U ta ra 0 ,84 1 ,25 0 ,79 0 ,8 7 0 ,81 1 ,04
Suma ter a  Bar a t 1 ,08 1 ,39 0 ,78 0 ,7 1 0 ,89 0 ,95
R  i a  u 1 ,20 0 ,84 0 ,92 0 ,5 6 1 ,06 0 ,70
J a  m b  i 0 ,99 0 ,75 0 ,84 0 ,6 9 0 ,89 0 ,71
Suma ter a  Se la tan 1 ,66 1 ,17 1 ,17 0 ,9 0 1 ,36 1 ,00
Bengku lu 1 ,55 1 ,52 1 ,18 0 ,9 1 1 ,31 1 ,12
Lampung 1,55 1 ,36 1 ,28 1 ,1 2 1 ,35 1 ,18
Kep. Bangka  Be litung 0 ,91 1 ,73 0 ,78 0 ,6 9 0 ,84 1 ,19
Kepu lauan R iau 1 ,55 1 ,59 0 ,57 0 ,1 3 1 ,09 0 ,90
D KI Jakar ta 2 ,18 1 ,45 2 ,18 1 ,45
Jaw a Bar a t 1 ,64 1 ,55 1 ,51 1 ,1 8 1 ,59 1 ,40
Jaw a T en gah 1,30 1 ,17 1 ,04 0 ,8 9 1 ,17 1 ,03
D .I. Yogy akar ta 2 ,24 2 ,40 0 ,70 0 ,5 4 1 ,69 1 ,74
Jaw a T imur 1 ,50 1 ,26 1 ,12 0 ,9 5 1 ,31 1 ,10
Bante n 2 ,21 1 ,78 1 ,18 1 ,1 9 1 ,80 1 ,54
B  a  l i 1 ,43 0 ,68 0 ,63 0 ,7 5 1 ,10 0 ,71
N u sa  T en ggara  Bara t 1 ,86 1 ,89 2 ,24 2 ,0 1 2 ,08 1 ,96
N u sa  T en ggara  T imu r 2 ,30 2 ,62 2 ,07 1 ,7 8 2 ,11 1 ,93
Ka limantan  Ba ra t 2 ,55 1 ,18 0 ,68 0 ,4 5 1 ,20 0 ,65
Ka limantan  T e ngah 0,71 0 ,56 0 ,35 0 ,3 4 0 ,47 0 ,41
Ka limantan  Se la tan 1 ,68 1 ,55 1 ,88 1 ,4 4 1 ,80 1 ,48
Ka limantan  T imur 1 ,01 1 ,33 0 ,80 0 ,3 6 0 ,93 0 ,96
Su law esi U ta r a 1 ,55 2 ,08 1 ,22 1 ,0 5 1 ,36 1 ,50
Su law esi T engah 2 ,16 1 ,19 0 ,99 0 ,7 9 1 ,23 0 ,88
Su law esi Se la ta n 1 ,20 1 ,53 0 ,81 0 ,7 9 0 ,93 1 ,03
Su law esi T enggar a 1 ,48 1 ,22 0 ,77 0 ,9 0 0 ,93 0 ,97
Go ron ta lo 1 ,04 1 ,25 1 ,60 2 ,1 5 1 ,43 1 ,87
Su law esi Bara t 1 ,06 0 ,63 0 ,57 0 ,7 7 0 ,73 0 ,72
M  a  l u  k u 1 ,41 1 ,92 1 ,19 1 ,1 7 1 ,25 1 ,37
M aluku  U ta ra 0 ,79 0 ,54 1 ,07 0 ,7 8 0 ,99 0 ,71
Papua Ba ra t 1 ,78 2 ,20 0 ,46 0 ,5 6 0 ,76 1 ,05
Papua 1,83 1 ,81 0 ,91 1 ,3 1 1 ,12 1 ,42
I n d o n esia  1 ,56 1 ,39 1 ,13 0 ,9 7 1 ,33 1 ,17
P en duduk yang P ernah Menjad i K orban K ejahatan
M enurut D aerah T em pat T inggal  
P opulat ion W ho E ver  Bec am e the V ict im  of  C rim inal A cts  by  Ty pe of A rea (% )
Perko taan Perd esaan Perko taan +Perd esaan
R ura l U rban  + R ur a lU r ban
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Istilah Teknis/Technical Notes
Air Minum Bersih
Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta
pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang
jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10
meter.
Angka Beban Tanggungan
Angka yang menyatakan perbandingan antara
penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan
65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif
(antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.
Angka Harapan Hidup pada  waktu Lahir
Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan
asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut
umur.
Angka Kematian Bayi
Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu
tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).
Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)
Banyaknya kelahiran  per seribu wanita dari golongan
umur 15-49 tahun yang terjadi pada waktu  tertentu.
Angka Kelahiran Total
Banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan oleh
wanita selama masa reproduksi dengan anggapan
bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran
tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan
hidup wanita.
Angka Kelahiran Kasar
Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran untuk
setiap seribu penduduk yang terjadi di suatu daerah
pada waktu tertentu.
Angka Kesakitan
Persentase penduduk yang mengalami keluhan
kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
Angka Melek Huruf
Proporsi penduduk usia 15  tahun ke atas yang  dapat
membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.
Safe Drinking Water
The drinking water sourced from piped water,
packaged water, pump, protected well, and
protected spring with the distance to septic tank
more than 10 meters.
Dependency Ratio
Ratio of population aged under 15 and 65 years
and over (unproductive age) to population aged
between 15 - 64 years (productive age), multiplied
by 100.
Life Expectancy at Birth
Average number of years that a member of a “cohort”
of births would be expected to live if  the cohort were
subject to the mortality conditions expressed by a
particular set of “age-specific mortality rates”.
Infant Mortality Rate
Probability of infants dying before reaching exact
age of one (represented in per one thousand life
births).
Age Specific Fertility Rate (ASFR)
The number of births occur during a specified period
to women of specific age or age group (15-49 yers
old).
Total Fertility Rate (TFR)
The average number of children that would be born
per woman if all women lived to the end of their child
bearing years and bore children according to a give
set of “age specific fertility rate” also referred to as
total fertility.
Crude Birth Rate (CBR)
The rate showing the number of births per 1,000
population in a region at given period.
Morbidity
Percentage of population experiencing health
complaint disturbing their daily activities.
Literacy Rate
Proportion of population aged 15 years and over
who are able to read and write in Roman alphabet
or others.
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Angka Partisipasi Sekolah
Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur  tertentu
terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang
sama.
Angka Putus Sekolah
Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak
bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan  suatu
jenjang pendidikan tertentu.
Angka Partisipasi Murni
Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur
tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang
sesuai dengan kelompok umurnya.
Angkatan Kerja
Penduduk usia kerja  (15 tahun ke atas)  yang bekerja,
atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja,
dan yang  mencari pekerjaan.
Bekerja
Melakukan kegiatan/pekerjaan  dengan maksud untuk
memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan
atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit
satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu
(termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang
membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).
Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi
sementara tidak bekerja dianggap sebagai bekerja.
Indeks Gini
Ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung
berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini
terletak antara nol yang mencerminkan kemerataan
sempurna dan satu yang menggambarkan
ketidakmerataan sempurna.
Jumlah Jam Kerja Seluruhnya
Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak
termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang
digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).
Kepadatan Penduduk
Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.
Lapangan Usaha
Bidang kegiatan dari  pekerjaan/tempat bekerja dimana
seseorang bekerja. Kegiatan in mengacu pada
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indoonesia (KBLI)
dalam satu digit.
School Enrollment Ratio
Ratio between children at certain age and the
schooling-age population at the same age.
Drop-Out Rate
Proportion of  schooling-age population who were
not attending school anymore or did not complete
their last educational level.
Net Enrollment Ratio
Ratio between children at certain age in level
education  and schooling-age population at the
same level.
Labour Force
Population aged 15 years and over who were working,
or had a job but temporarily absent from work, and
those who were  looking for work.
Working
Persons who worked at least one hour continously
during the reference week to earn income or profit,
or who had a job but temporarily out of work.
Gini Index
The measure of income distribution calculated based
on income classes. Gini ratio lies between null (zero),
reflects ‘perfect equality’ to one (1) which reflects
‘perfect inequality’.
Total Working Hours
Total working hours is the total hours taken by an
employment to do a certain job in all industries
(excluding  the time use for other activities which
are not classified as work).
Population Density
Average number of people per square kilometer.
Main Industry
It is a main industry of  field of work of a person’s
activity or establishment. This activity is classified
according to Indonesia Standard Industrial
Classification (KBLI) in one digit.
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Masih Bersekolah
Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar,
menengah atau tinggi
‘
Penduduk Usia Kerja
Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
Penganggur
Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan
tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.
Pengangguran Terbuka
Mereka yang termasuk pengangguran terbuka
adalah :
a. yang mencari pekerjaan
b. yang mempersiapkan usaha
c. yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa
tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
d. yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum
mulai bekerja.
Pengeluaran
Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.
Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk
makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan
makanan mencakup perumahan, sandang, biaya
kesehatan, sekolah, dan sebagainya.
Pekerja Tidak Dibayar
seseorang yang bekerja membantu usaha untuk
memperolah penghasilan/keuntungan yang
dilakukan oleh salah seorang anggota rumah
tangga atau bukan anggota rumah tangga  tanpa
mendapat gaji
Perjalanan
Melakukan perjalanan pergi pulang (PP) sejauh
minimal 100 Kilometer dan tidak dalam rangka
mencari nafkah dan tidak dilakukan secara rutin
Perkotaan
Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah adminis-
tratif terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai
perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu
dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan
ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan
raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan
Attending School
Attending School is when someone currently
attending primary, high school and college .
Working Age Population
The population aged 15 years and over.
Unemployed
Population in the labor force who do not have jobs,
and are looking for job.
Open Unemployment
According to ILO concept of Unemployment, it con-
sist of :
a. People without work but looking for work
b. People without work who have established a new
business/firm
c. People without work who were not looking for
work, because they do not expect to find work
d. People who have made arrangements to start
work on a date subsequent to the reference period
(future start).
Expenditure
The expenditure for food, and non-food commodities.
Food covers all kinds of food including prepared food,
beverages, tobacco, and betel vine. Non-food
commodities include housing, clothes, health expense,
school, tuition and fees.
Unpaid Worker
People who work without pay in an establishment
run by other members of the family, relatives or
neighbours.
Travelling
Return trip that passing through at least 100
kilometres to a place for the purpose of not doing
work and not done regularly.
Urban
Socio economic characteristics of the smallest unit of
an administrative area. An area is defined as urban if
it satisfies certain criteria in terms of population density,
percentage of agricultural households, urban facilities
(road, formal educational facilities, public health
service, etc.). Operationally, an urban area is
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umum, dan sebagainya). Secara operasional
penentuan daerah perkotaan dibuat dengan sistim
skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah
perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih
berlaku hingga saat ini.
Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)
Orang yang mempraktekkan salah satu metode
kontrasepsi.
Rasio Jenis Kelamin
Perbandingan atara jumlah penduduk laki-laki dan
perempuan di sutu daerah pada waktu tertentu.
Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh
penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh
semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
Status Gizi
Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan
menurut umur. Kategori status gizi ini dibuat
berdasarkan Standar WHO/NCHS.
Status Pekerjaan
kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan
dalam melakukan pekerjaan.
Tamat Sekolah
Menyelesaikan pelajaran  pada kelas atau tingkat
terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri
maupun swasta dengan mendapatklan tanda tamat
ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada
kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus
dianggap tamat sekolah.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia
kerja.
Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan
penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu.
Angka ini dinyatakan sebagai persentase.
determined based on a certain scoring system of which
CBS has been using since 1980.
Family Planning Acceptor
A person who practices one or more contraceptive
methods.
Sex Ratio
The ratio of male population to female population in
a region at given period.
Means Years of Schooling
The estimated average (mean) years of completed
schooling for the total population aged 15 or over
who have any status of educational attainment.
Nutritional Status
The physical condition of children or infants as
measured by weight per age. WHO-NCHS standards
are used as measurement references.
Employment Status
The employment status of a person at his place of
work or establishment where he was employed.
Completed School
Completed school is when someone completed study
program at one level of education in private or public
school by owning certificate.
Labor Force Participation Rate
Labor force as a percentage of the working age
population.
Rate of Population Growth
The rate at which a population is increasing (or
decreasing) in a given year and expressed as a
percentage of the base population.
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Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk
mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah
geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah
menyelenggarakan 5 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971,
1980, 1990 dan 2000.
SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap
dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang
yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia
maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta
keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia,
maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal
tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal
di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan
mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.
 Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) telah dilakukan sebanyak
empat kali pada tahun 1976, 1985, 1995, dan 2005. SUPAS 2005
dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pendaftaran semua
rumah tangga yang bertempat tinggal dalam 16.709 blok sensus terpilih.
Keterangan yang dikumpulkan dalam tahap ini adalah keterangan mengenai
rumah tangga dan anggota rumah tangga menurut jenis kelamin. Tahap
kedua adalah wawancara terhadap 267.344 rumah tangga yang dipilih
secara sistematik dari seluruh rumah tangga yang terdaftar pada tahap
pertama. Keterangan yang dikumpulkan dalam tahap ini diantaranya adalah
status perkawinan, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota rumah tangga
lima tahun yang lalu yang tinggal di kabupaten/kota lain serta kegiatan
penduduk lanjut usia (lansia).
Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun
1963. Sampai dengan tahun 2009 telah diadakan 39 kali survei. Susenas
mengumpulkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/
lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah
tangga,dan  perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum
dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial
ekonomi penduduk yang lebih spesifik, dikumpulkan melalui pertanyaan modul
setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala
dalam pertanyaan modul adalah:
(a) Konsumsi/Pengeluran
(b) Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
(c) Sosial Budaya dan Pendidikan.
Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari 25 ribu sampai
100 ribu rumah tangga.  Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas
diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang
SUMBER DATA
Sensus Penduduk
Survei Sosial
Ekonomi Nasional
Survei Penduduk
Antar Sensus
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terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali)
ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun).
Pada tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga.
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampel rumah
tangga juga meningkat. Pada tahun 2009, jumlah sampel rumah tangga
mencapai lebih dari 285 ribu rumahtangga. Peningkatan jumlah sampel
tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat
kabupaten/kotamadya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut
BPS melibatkan mitra statistik selain mantri statistik dalam pelaksanaan
pengumpulan data di lapangan.
Susenas Panel merupakan suatu survei yang ditujukan untuk
mengumpulkan data konsumsi/pengeluaran yang akan digunakan untuk
menghitung perkiraan penduduk miskin nasional secara tahunan. Survei ini
dilakukan sejak tahun 2003 dengan sampel yang merupakan sub sampel
rumahtangga modul konsumsi/pengeluaran Susenas 2002. Sedangkan pada
Susenas panel tahun 2004 sampel rumahtangga terpilih merupakan
rumahtangga yang sama pada Susenas panel 2003. Jumlah sampel pada
tahun-tahun tersebut sebanyak 10.512 rumahtangga. Sejak tahun 2007,
jumlah sampel di perbesar menjadi 68.000 rumah tangga. Dan sejak tahun
2005, Susenas Panel dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan
Maret dan Juli. Susenas Panel Maret 2009 merupakan sampel tahun kedua
Susenas Panel  periode 2008-2010, sehingga rumah tangga sampelnya
adalah rumah tangga yang sama pada pelaksanaan Susenas Panel Maret
2008. Hasil Susenas Panel ini digunakan untuk menghitung perkiraan
penduduk miskin dan berbagai indikator kesejahteraan rakyat untuk tingkat
nasional secara cepat.
Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan
pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya
ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan
4 kali dalam setahun pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan Novem-
ber. Tetapi mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun
yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga.
Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas selain dilakukan secara
triwulanan juga dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2005 - 2009 Sakernas
dilakukan semesteran. Untuk tahun 2005, Sakernas dilakukan pada bulan
Februari dan November, sedangkan pada tahun 2006 - 2009 dilakukan
pada bulan Februari dan Agustus.
Selain dari sensus dan survei, Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat
juga menggunakan data yang  berasal dari catatan administrasi Kementerian/
Instansi Pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder yaitu dari
Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan.
Survei Sosial
Ekonomi Nasional
Panel
Survei Angkatan
Kerja Nasional
Sumber  Data
Lainnya
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In Indonesia population censuses were carried out in 1961, 1971, 1980,
1990 and 2000. Every census employs two enumeration methods: complete
enumeration and sample enumeration. The complete enumeration counts
every person residing in the geographic area of the country at the census date
except to the diplomatic corps and their families. A few simple questions with
respect to basic personal characteristics are asked during the complete
enumeration by trained interviewers.
The sample enumeration collects relatively detailed information of
households and individuals in selected households with sample size about 5
percent of the total households.
Intercensal Population Survey (SUPAS) is designed to produce
demographic data between two censuses. Supas was conducted  four
times: 1976, 1985, 1995 and 2005. The 2005 Intercensal Population Survey
activity was conducteid in two stages. The first stage was the housholds
listing activity in 16.709 selected census blocks. This stage collected information
about household and household members by sex. The second stage was
to interview 267.344 households selected  from all of the listed households
based on the  probability propotional to size sampling method. This stage
collected information on marriage status, education, place of residence of
five years ago and eldelry activities.
Since 1963 the National Socio-Economic Survey (Susenas) has been a
major source of households information on social and economic characteristics
in Indonesia. Susenas has been carried out 39 times including Susenas 2009.
The survey collects information on population, health and nutrition, education,
household expenditure,   housing and environment, and recreational trips.
Basic data on individual and household characteristics are collected annually
using core questionnaire. The much more detailed information of households
or their members are collected using “module” questionnaire. The same module
questions are asked in every three year. The most frequent Susenas module
are:
(a) Consumption/Expenditure,
(b) Health, Housing, and Environment,
(c) Socio Culture, and Education.
Until 1991 the sample size of Susenas varied accross periods (years)
ranging from 25 000 to 100 000 households.  Since 1993 the sample size of
Susenas was around 205 000 households, so that data at Regency/
Municipality level can be produced. In line with the increase of population, the
sample size has also increased. In the 2009 Susenas, the sample size was
more than 285,000 households.
Population Census
National Socio-
Economic Survey
DATA SOURCES
Intercensal
Population Survey
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Panel National Socio-Economic Survey or called Susenas Panel is
aimed to collect informations of consumption/expenditure which is used to
estimate poverty in Indonesia at national level. The survey has been carried
out since 2003 with the sample being the sub sample of households selected
in the consumption/expenditure module. Household samples of 2003 and
2004 Susenas Panel were exactly the same with a sample size of 10,512
households. Since 2007, sample size of  Susenas Panel was increased to
68,000 households and since 2005 this Susenas Panel has been conducted
twice a year (March and July). The March 2009 Susenas Panel  was the
second period of Panel for the period 2008 - 2010, so the selected households
were exactly the same as those selected in The March 2008 Susenas
Panel. The results of the survey are used to estimate poverty incidence in
Indonesia as well as several welfare indicators at national level.
The first three National Labor Force Survey (Sakernas) were conducted
in 1976, 1978, and 1982. During 1986 - 1993 Sakernas had been carried out
quarterly in February, May, August, and November. However, since 1994 it
has been carried out once a year with sample size of  about 65 000 households.
During 2002-2004 the survey had been carried out quarterly again, but in
2005 it was carried out in February and November. Meanwhile, during the
period 2006-2009 it was carried out every February and August. The
objective of Sakernas is to collect data on employment through household
approach.
This publication also utilized secondary data from the Ministry of  National
Education and Ministry of Health.
Panel National Socio-
Economic Survey
Other Data Sources
National Labor Force
Survey
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